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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang good governance perlu adanya 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan valid baik 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintahan daerah dalam 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan penyusunan 

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas. 

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, entitas pelaporan dalam hal ini SKPKD harus menyusun dan menyampaikan  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. LKPD tersebut harus direview oleh Inspektorat sebelum diserahkan oleh Kepala Daerah 

kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Untuk menidaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan penyusunan LKPD Kabupaten Agam 

Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang terdiri dari 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), 

Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Pada dasarnya LKPD Kabupaten Agam ini disusun dengan maksud untuk memenuhi 

kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, 

lembaga pemeriksa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam selama Tahun 

Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan 

LRA, pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.  

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023, disusun dengan 

tujuan sebagai berikut: 

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana 

Pemerintah Kabupaten Agam; 

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan 

ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Agam; 

c. menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya 

ekonomi; 

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 

e. menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Kabupaten Agam mendanai aktivitas dan 

memenuhi kebutuhan kas; 

f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Agam untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah 

Kabupaten Agam dalam mendanai aktivitasnya. 
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1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6857); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang  Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 80); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan 

Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2083); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomana Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 2); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 8); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Agam  Nomor 11); 

20. Peraturan Bupati Agam Nomor 86 Tahun  2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Agam Tahun 2023 Nomor 86); 

21. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan  atas Peraturan Bupati 

Agam Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Agam Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 7); 

22. Peraturan Bupati Agam Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Agam Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Agam Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 11); 

23. Peraturan Bupati Agam Nomor 16 tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Agam 

Tahun 2023 Nomor 16); 

24. Peraturan Bupati Agam Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan  atas Peraturan Bupati 

Agam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Agam 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 19); 

25. Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Agam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten 

Agam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 20); 

26. Peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 22); 

27. Peraturan Bupati Agam Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 25). 
 

1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

1.3.1 Unsur Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 

merupakan laporan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan SKPD selaku entitas 

akuntansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam termasuk BLUD. Laporan 
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keuangan ini terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgeting Reports), Laporan 

Finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:  

I. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan 

Pembiayaan Daerah yang berdasarkan pada:  

a. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Operasi 

(Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah) serta Belanja 

Modal yang didasarkan pada LRA SKPD; dan 

b. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja 

Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial) 

serta Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan 

(penerimaan dan pengeluaran) yang didasarkan pada LRA SKPKD. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan 

secara komparatif informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan 

dengan tahun sebelumnya, yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi 

dan SAL akhir. 

 

II. Laporan Finansial, yang terdiri dari 

1. Neraca 

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Penyajian 

Neraca berdasarkan entitasnya adalah sebagai berikut: 

a. Neraca SKPD, mencakup informasi tentang Aset Lancar, Aset Tetap, Aset 

Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas.  

b. Neraca BLUD, menyajikan informasi tentang Aset Lancar, Investasi, Aset 

Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas.  

c. Neraca SKPKD menyajikan Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, 

Investasi, Kewajiban dan Ekuitas.  

Neraca Pemerintah Daerah dihasilkan dari konsolidasi Neraca seluruh SKPD 

(termasuk BLUD) dan SKPKD. 

2. Laporan Operasional (LO) 

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, 

surplus.defisit kegiatan operasional, dan kegiatan non operasional yang tergambar 

dari surplus/defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa yang 

penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

Penyusunan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Agam dilakukan 

dengan cara mengkompilasi LO seluruh entitas akuntansi termasuk BLUD 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dan SKPKD. 

3. Laporan Arus Kas (LAK) 

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas 

yang dikelola oleh SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama 

Tahun Anggaran 2023. Laporan Arus Kas mencakup data penerimaan dan 

pengeluaran melalui Kas Umum Daerah, termasuk data pengesahan BUD atas  

transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 
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Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta penerimaan dan penggunaan dana 

yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke entitas akuntansi/pihak lain 

sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas 

yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

Penyusunan LPE dilakukan dengan cara mengkompilasi LPE seluruh SKPD 

termasuk BLUD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dan SKPKD. 

 

III. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang makro ekonomi, 

pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi serta  penjelasan dan 

daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 

Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang 

memadai. 
 

1.3.2 Kebijakan Konversi 

Dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 

2023, masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan 

struktur pelaporan, dan perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan masih diperlukannya proses 

konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA. 

 

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 

disajikan dengan urutan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

BAB II Ekonomi Makro. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 

2.1 Ekonomi Makro 

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah 

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan 

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja 
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BAB IV Kebijakan Akuntansi 

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

4.4 Kebijakan Akuntansi 

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL 

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca 

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas 

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan 

6.1 Pembentukan Kabupaten Agam 

6.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Agam 

6.3 Letak Geografis Kabupaten Agam 

6.4 Pemerintahan 

6.5 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Agam 

6.6 Informasi Lainnya 

Bab VII    Penutup 
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BAB II  

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN  

DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 
  

2.1 Ekonomi Makro 

 

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta 

perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari 

perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-

faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah 

pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. 

Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang disusun sebagai dasar untuk perencanaan 

pembangunan daerah melibatkan indikator-indikator yang akan mempengaruhi proyeksi ekonomi 

untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi pada pemerintah daerah. Indikator ekonomi 

makro yang digunakan antara lain adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju 

Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan (melalui Indeks Gini), Tingkat Kemiskinan, 

Tingkat Pengangguran Terbuka dan IPM. 

Dalam rangka menerapkan pembangunan secara berkesinambungan yang terencana dan 

sistematis maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap 

tahun dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif dan 

akuntabel, dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

serta mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).  

Sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan RKPD 

Kabupaten Agam Tahun 2023 dilakukan melalui pendekatan teknokratik, politik, patisipatif dan 

bottom up - top down. Dari proses penyusunan tersebut, maka arah pembangunan Tahun 2023 

difokuskan pada : 

1) Penyelesaian terhadap permasalahan yang mendesak; 

2) Percepatan pencapaian sasaran dan target RPJM Tahun 2021-2026; 

3) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat; 

4) Peningkatan pelayanan pemerintahan, dan 

5) Program unggulan yang secara spasial memiliki sebaran yang luas, memiliki daya ungkit 

yang tinggi untuk percepatan pencapaian sasaran daerah, inovatif, mendukung kebijakan 

strategis daerah serta berdampak luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. 
 

RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran  (KUA) dan  Prioritas dan  

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sekaligus Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan ekonomi daerah yang tertuang dalam KUA-PPAS 

Tahun Anggaran 2023, menggunakan asumsi-asumsi dasar yang mengacu pada asumsi dasar 

penyusunan APBN, APBD Pemerintah Provinsi dan disesuaikan dengan perkembangan riil 

ekonomi daerah.  

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam 

Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini menggeser penekanan 

penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari 

aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah 

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran 
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pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan 

anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah 

dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan 

pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan 

Selanjutnya, dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran (TA) 2023 

selama tahun berjalan sampai dengan Triwulan II, ditemukan berbagai kondisi yang 

mengharuskan dilakukannya perubahan APBD Kabupaten Agam TA 2023, yaitu:  

1. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan 

Triwulan II tahun 2022 yang mengharuskan dilakukannya perubahan APBD TA 2023, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan APBD yang 

ditetapkan sebelumnya, mencakup: 

- Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal 

daerah. 

- Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah berdasarkan hasil evaluasi. 

b. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah, 

mencakup: 

- Adanya kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan 

memperhatikan urgensi kegiatan dan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran 

berjalan. 

- Capaian target kinerja program kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan 

APBD apabila asumsi pendanaan tidak tercapai. 

- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit 

organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. 

2. Hasil Audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkannya Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang bisa digunakan kembali. 

3. Mengakomodir pergeseran yang dilakukan sebelumnya, yaitu: 

a. Pergeseran 1, untuk mengakomodir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan 

Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 

2023. 

b. Pergeseran 2, adalah untuk mengakomodir perubahan mapping kemenkes terkait sub 

kegiatan yang sesuai dengan menu/sub menu/komponen yang disetujui oleh Kementrian 

Kesehatan sesuai dengan surat Kemenkes Nomor PR.01.01/I/10217/2022 tanggal 27 

Desember 2022 tentang Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 

2023. 

4. Mengakomodir Belanja Hibah Pelaksanaan Pilkada (KPU/Panwas/TNI/Polri) sesuai dengan 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan 

Wakil Kota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023 dimana diatur Pencairan Belanja Hibah 

Kegiatan Pemilihan dilakukan 40% (empat puluh persen) dari nilai Naskah Perjanjian Hibah 

Daerah (NPHD) di Tahun Anggaran 2023 dan 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD di 

Tahun Anggaran 2024. 
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Penyusunan Perubahan APBD dalam tahun berjalan dapat dilakukan sesuai dengan 

ketentuan  yang berlaku dan terpenuhinya syarat-syarat  yang telah ditetapkan. Pasal 161 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat 

dilakukan apabila terjadi : 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA); 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit 

organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; 

c. keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun 

anggaran berjalan; 

d. keadaan darurat; dan/atau 

e. keadaan luar biasa. 
 
Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBDP) 

Pemerintah Kabupaten Agam  tahun 2023  berdasarkan Kesepakatan Bersama Bupati Agam 

dengan  DPRD Kabupaten Agam tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Nomor 5 Tahun 

2023 dan Nomor 3 Tahun 2023 dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 

Nomor 6 Tahun 2023  dan Nomor 4 Tahun 2023, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 84  Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2023 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran 

Sementara (PPAS) Kabupaten Agam Tahun 2023  juga disusun berpedoman kepada Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Agam 

Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. 

Data capaian Indikator Makro periodik bulanan atau triwulanan tahun 2023 untuk tingkat 

Kabupaten belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk data bulanan tersebut 

hanya tersedia pada tingkat Provinsi. Merujuk pada perubahan RKPD Tahun 2023, digunakan 

data capaian tahun 2022. Data capaian tahun 2022 sendiri dirilis oleh BPS pada bulan Februari 

dan Mei 2023. Capaian kinerja ekonomi Kabupaten Agam secara ringkas dapat dilihat pada 

Grafik II.1 berikut: 
 

Grafik II.1 
Capaian Indikator Ekonomi Kabupaten Agam Tahun 2018 – 2022 

 

Sumber : KUPA Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 

2020 2021 2022

Gini Rasio 0,278 0,272 0,298

Tingkat Kemiskinan 6,75 6,85 6,22

Tingkat Pengangguran 4,61 5,06 4,93

Laju Pertumbuhan
Ekonomi

(1,37) 3,70 4,21

0,298

6,22 
4,93 

4,21 
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2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 
 

PDRB Kabupaten Agam diukur berdasarkan lapangan usaha atau sektor produksi yang 

merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah 

Kabupaten Agam, berdasarkan harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK) dengan tahun 

dasar adalah tahun 2011.  

Untuk perkembangan nilai dan distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB 

berdasarkan harga konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel: 2.1.1 s.d  

Tabel: 2.1.5 berikut: 
 

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan 

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yang 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau 

pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Berikut adalah PDRB 

berdasarkan harga konstan pada periode tahun 2018-2022 dengan tahun dasar 2011 menurut 

lapangan usaha yang menopang struktur perekonomian Kabupaten Agam: 
 

Tabel 2.1.1  

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2011) 

Menurut Lapangan Usaha Tahun: 2018 – 2022 (Miliar Rupiah) 

Lapangan Usaha 2018 2019 2020 * 2021 ** 2022** 

1 2 3 4 5 6 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan       4.219,67         4.304,34       4.348,63         4.493,17     4.595,70  

Pertambangan dan Penggalian          515,39            521,32          503,96            518,92            534,81  

Industri Pengolahan      1.691,51         1.664,67     1.595,95         1.640,78        1.729,28  

Pengadaan Listrik dan Gas           3,55            3,70           3,42            3,52                3,67  

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

            6,94              7,45             7,48               7,60               7,81  

Konstruksi     1.059,92      1.154,69      1.088,69        1.105,28        1.149,30  

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

         
2.628,47  

          
2.807,94  

        
2.752,69  

          
2.901,88  

      
3.057,31  

Transportasi dan Pergudangan         979,43  
          

1.066,83  
            

940,97  
             

981,76  
      

1.020,51  

Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

             
106,28  

             
112,56  

              
90,38  

                
94,17  

          
110,05  

Informasi dan Komunikasi 
         

897,46  
          

998,68  
     

1.082,12  
      

1.145,64  
      

1.233,47  

Jasa Keuangan dan Asuransi          167,99            172,52          173,83            187,62  
          

194,95  

Real Estat          253,29            269,06          269,14            275,87            292,14  

Jasa Perusahaan 
          

5,38  
          

5,71  
         

5,43  
          

5,50  
              

5,86  

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

         
532,93  

          
568,59  

        
556,35  

          
559,42  

          
554,29  

Jasa Pendidikan 
         

611,38  
          

668,88  
        

705,98  
          

720,65  
          

763,68  

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
             

155,42  
             

164,14  
            

177,66  
             

188,18  
          

198,16  
Jasa lainnya          107,49            117,81          104,42            109,47            121,22  

 
Produk Domestik Regional Bruto 

   13.942,50      14.608,89    14.407,10      14.939,43     15.572,21  

 

Catatan :  
*)   Angka Sementara 
**) Angka Sangat Sementara 
Sumber: Buku “Kabupaten Agam Dalam Angka 2023”. BPS Kabupaten Agam 
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Nilai PDRB Agam atas dasar harga konstan pada tahun 2022, mencapai 15,572 triliun 

rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 632,71 miliar rupiah dari 14,940 triliun 

rupiah pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 terjadi peningkatan 

ekonomi sebesar 4,21%.  

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa lapangan usaha yang memberikan kontribusi 

tertinggi dalam struktur perekonomian di Kabupaten Agam selama tahun 2022 adalah  Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 

Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari 

distribusi dan peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten 

Agam serta laju pertumbuhannya, pada tabel berikut: 
 

Tabel 2.1.2  

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam  

Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2011) Menurut Lapangan Usaha   

Tahun: 2018 – 2022 (%) 

 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut 

Lapangan Usaha Kabupaten Agam, 2014 -2018 (Juta Rupiah)  
Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 * 2021 ** 

1 2 3 4 5 6 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 
         

30,26  
             

29,46  
           

30,18  
         

30,08  
         

29,51  

Pertambangan dan Penggalian 
            

3,70  
               

3,57  
             

3,50  
           

3,47  
            

3,43  

Industri Pengolahan 
         

12,13  
             

11,39  
           

11,08  
         

10,98  
         

11,10  

Pengadaan Listrik dan Gas 
            

0,03  
               

0,03  
             

0,02  
           

0,02  
            

0,02  

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

            
0,05  

               
0,05  

             
0,05  

           
0,05  

            
0,05  

Konstruksi 
            

7,60  
               

7,90  
             

7,56  
           

7,40  
            

7,38  

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

         
18,85  

             
19,22  

           
19,11  

         
19,42  

         
19,63  

Transportasi dan Pergudangan 
            

7,03  
               

7,30  
             

6,53  
           

6,57  
            

6,55  

Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

            
0,76  

               
0,78  

             
0,63  

           
0,64  

            
0,73  

Informasi dan Komunikasi 
            

6,44  
               

6,84  
             

7,51  
           

7,67  
            

7,92  

Jasa Keuangan dan Asuransi 
            

1,20  
               

1,18  
             

1,21  
           

1,26  
            

1,25  

Real Estat 
            

1,82  
               

1,84  
             

1,87  
           

1,85  
            

1,88  

Jasa Perusahaan 
            

0,04  
               

0,04  
             

0,04  
           

0,04  
            

0,04  

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

            
3,82  

               
3,89  

             
3,86  

           
3,74  

            
3,56  

Jasa Pendidikan 
            

4,39  
               

4,58  
             

4,90  
           

4,82  
            

4,90  

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
            

1,11  
               

1,12  
             

1,23  
           

1,26  
            

1,27  

Jasa lainnya 
            

0,77  
               

0,81  
             

0,72  
           

0,73  
            

0,78  

Produk Domestik Regional Bruto 
       

100,00  
           

100,00  
         

100,00  
       

100,00  
       

100,00  
 
 
Catatan :  
*)   Angka Sementara 
**) Angka Sangat Sementara 
Sumber: Buku “Kabupaten Agam Dalam Angka 2022”. BPS Kabupaten Agam 
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Tabel 2.1.3 
 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam 
Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2011) Menurut Lapangan Usaha  

Tahun: 2018 – 2022 

 (%) 

Lapangan Usaha 2018 2019 2020 * 2021 ** 2022**

1 2 3 4 5 6

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,68         2,01        1,08        3,35        2,21        

Pertambangan dan Penggalian 2,17         1,15        (3,33)      2,97        3,06        

Industri Pengolahan 1,57         (1,59)      (4,13)      2,81        5,39        

Pengadaan Listrik dan Gas 7,01         4,33        (7,59)      3,15        4,08        

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 5,02         7,40        0,15        1,93        2,71        

Konstruksi 8,03         8,94        (5,72)      4,20        3,98        

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 5,84         6,83        (1,97)      5,87        5,36        

Transportasi dan Pergudangan 9,34         8,92        (11,80)    7,93        3,95        

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
7,46         5,91        (19,70)    4,19        16,86     

Informasi dan Komunikasi 9,45         11,28     8,36        5,87        7,67        

Jasa Keuangan dan Asuransi 1,15         2,70        0,76        7,93        3,90        

Real Estat 1,84         1,87        0,03        2,50        5,90        

Jasa Perusahaan 0,04         0,04        (4,87)      1,30        6,45        

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 4,13         4,40        (2,15)      0,55        (0,92)      

Jasa Pendidikan 4,80         5,16        5,55        2,08        5,97        

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,09         1,14        8,24        5,92        5,30        

Jasa lainnya 0,78         0,84        (11,37)    4,84        10,73     

Produk Domestik Regional Bruto 5,23         4,78        (1,37)      3,70        4,21         

 

Catatan :  
*)   Angka Sementara 
**) Angka Sangat Sementara 
Sumber: Buku “Kabupaten Agam Dalam Angka 2022”. BPS Kabupaten Agam 

 

Selama Tahun 2022, laju pertumbuhan pada masing-masing lapangan usaha 

berdasarkan harga konstan, bervariasi diantaranya ada yang mengalami perlambatan namun 

ada pula yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan 

yang paling rendah terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib sebesar (0,92%), yang diikuti oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

sebesar 2,21%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,71% 

serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,06%. 

Untuk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai penyumbang kontribusi paling 

besar dalam struktur perekonomian, laju pertumbuhannya mengalami perlambatan jika 

dibandingkan dengan tahun 2021 dimana laju pertumbuhannya adalah sebesar 3,35%.  

 

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku 

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Berikut 

adalah PDRB berdasarkan harga berlaku pada periode tahun 2018-tahun 2022 menurut 

lapangan usaha yang menopang struktur perekonomian Kabupaten Agam: 
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Tabel 2.1.4 

 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku  

Menurut Lapangan Usaha Tahun: 2018 – 2022  

(Miliar Rupiah) 

Lapangan Usaha 2018 2019 2020 * 2021 ** 2022** 

1 2 3 4 5 6 

Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

         
6.034,04  

          
6.182,65  

        
6.111,08  

          
6.237,29  

          
6.770,00  

Pertambangan dan Penggalian 
         

740,61  
          

769,64  
        

748,25  
          

778,87  
          

838,06  

Industri Pengolahan 
         

2.054,84  
          

2.018,00  
        

1.981,87  
          

2.121,66  
          

2.390,51  

Pengadaan Listrik dan Gas 
          

4,68  
          

5,32  
         

4,98  
          

5,19  
          

5,48  
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

                 
9,12  

                
10,18  

              
10,24  

                
10,54  

                
11,33  

Konstruksi 
         

1.697,47  
          

1.901,42  
        

1.893,28  
          

1.969,07  
          

2.203,27  
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

         
3.544,84  

          
3.911,75  

        
3.838,63  

          
4.058,60  

          
4.721,61  

Transportasi dan Pergudangan 
         

1.279,51  
          

1.444,56  
        

1.296,80  
          

1.370,88  
          

1.538,78  
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

             
174,82  

             
195,48  

            
159,29  

             
170,80  

             
208,25  

Informasi dan Komunikasi 
         

953,55  
      

1.098,52  
     

1.187,01  
      

1.273,20  
      

1.451,78  

Jasa Keuangan dan Asuransi 
         

225,46  
          

241,58  
        

245,90  
          

275,18  
          

301,62  

Real Estat 
         

352,09  
          

384,82  
        

387,94  
          

402,93  
          

449,67  

Jasa Perusahaan 
          

6,91  
          

7,61  
         

7,36  
          

7,49  
          

8,21  
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

         
790,87  

          
902,88  

        
961,05  

      
1.046,18  

      
1.101,20  

Jasa Pendidikan 
         

918,79  
      

1.060,35  
     

1.123,71  
      

1.164,96  
      

1.314,74  

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
             

209,51  
             

234,19  
            

260,42  
             

287,61  
             

316,53  

Jasa lainnya 
         

148,71  
          

171,98  
        

156,14  
          

166,88  
          

196,60  

Produk Domestik Regional Bruto  19.145,91      20.540,99  20.374,03       21.347,40     23.827,65  

Catatan :  
*)   Angka Sementara 
**) Angka Sangat Sementara 
Sumber: Buku “Kabupaten Agam Dalam Angka 2023”. BPS Kabupaten Agam 

 

Nilai PDRB Agam atas dasar harga berlaku, mencapai 23,827 triliun rupiah. Secara 

nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 2,480 triliun rupiah atau 11,62% 

dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 21,347 triliun rupiah.  

Sementara untuk distribusi dan peranan masing-masing lapangan usaha terhadap 

pembentukan PDRB Kabupaten Agam berdasarkan harga berlaku serta laju pertumbuhannya, 

dapat dilihat pada Tabel 2.1.5 beriku: 
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Tabel 2.1.5 
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam 

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  (%) 

Tahun: 2018 – 2022 

Lapangan Usaha 2018 2019 2020 * 2021 ** 2022** 

1 2 3 4 5 6 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 
       

31,52  
      

30,10  
      

29,99  
      

29,22  
      

28,41  

Pertambangan dan Penggalian 
          

3,87  
        

3,75  
        

3,67  
        

3,65  
        

3,52  

Industri Pengolahan 
       

10,73  
        

9,82  
        

9,73  
        

9,94  
      

10,03  

Pengadaan Listrik dan Gas 
          

0,02  
        

0,03  
        

0,02  
        

0,02  
        

0,02  

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

          
0,05  

        
0,05  

        
0,05  

        
0,05  

        
0,05  

Konstruksi 
          

8,87  
        

9,26  
        

9,29  
        

9,22  
        

9,25  

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

       
18,51  

      
19,04  

      
18,84  

      
19,01  

      
19,82  

Transportasi dan Pergudangan 
          

6,68  
        

7,03  
        

6,36  
        

6,42  
        

6,46  

Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

          
0,91  

        
0,95  

        
0,78  

        
0,80  

        
0,87  

Informasi dan Komunikasi 
          

4,98  
        

5,35  
        

5,83  
        

5,96  
        

6,09  

Jasa Keuangan dan Asuransi 
          

1,18  
        

1,18  
        

1,21  
        

1,29  
        

1,27  

Real Estat 
          

1,84  
        

1,87  
        

1,90  
        

1,89  
        

1,89  

Jasa Perusahaan 
          

0,04  
        

0,04  
        

0,04  
        

0,04  
        

0,03  

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

          
4,13  

        
4,40  

        
4,72  

        
4,90  

        
4,62  

Jasa Pendidikan 
          

4,80  
        

5,16  
        

5,52  
        

5,46  
        

5,52  

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
          

1,09  
        

1,14  
        

1,28  
        

1,35  
        

1,33  

Jasa lainnya 
          

0,78  
        

0,84  
        

0,77  
        

0,78  
        

0,83  

Produk Domestik Regional Bruto   100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

 
Catatan :  
*)   Angka Sementara 
**) Angka Sangat Sementara 
Sumber: Buku “Kabupaten Agam Dalam Angka 2023”. BPS Kabupaten Agam 

 

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi Agam mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak 

tahun 2020, dimana pada tahun tersebut terjadi resesi ekonomi. Seperti yang telah disajikan 

pada tabel diatas, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Agam tahun 2022 sebesar 4,21%.  

Untuk capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) ditahun 2023, BPS tidak 

merilis data bulanan untuk tingkat Kabupaten Agam. Hal ini juga sama pada data-data 

indikator makro lainnya dimana data bulanan tersedia untuk capaian provinsi saja. Berikut 

disajikan capaian LPE Kabupaten Agam sebagaimana tertuang pada grafik berikut: 
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Grafik II.2 
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Target LPE Kabupaten Agam 

 

(Sumber: Dokumen KUPA Kabupaten Agam  Tahun 2023). 

Untuk perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 merujuk pada tingkat capaian terhadap 

target RKPD tahun 2022, dan Target RKPD-P tahun 2023 yakni 4,25%. 

 

2.1.2 Nilai PDRB Per Kapita 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB Per 

Kapita diperoleh berdasarkan penghitungan terhadap nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah 

penduduk di pertengahan tahun. Nilai PDRB Per Kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai 

PDRB per kepala atau per satu orang penduduk pada tahun berjalan. Pada tahun 2022, PDRB Per 

Kapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dibanding 

tahun sebelumnya. PDRB Per Kapita 2022 sebesar 44,05 juta rupiah,  meningkat sebesar 4,09 juta 

rupiah dari 39,96 juta rupiah pada tahun 2021. Grafik II.3 dibawah ini menyajikan perkembangan 

nilai PDRB Per Kapita tahun 2018-2022: 

 
Grafik II.3 

PDRB Per Kapita Kabupaten Agam  (ADHB) 

Tahun 2018 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumen KUPA Kabupaten Agam  Tahun 2023) 
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Nilai PDRB per kapita Kabupaten Agam atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 hingga 

2022 dominan mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena 

kondisi ekonomi yang terdampak bencana Covid-19, sehingga ekonomi menjadi terkontraksi. 

Pada tahun 2018, PDRB per kapita tercatat sebesar 39,24 juta rupiah. Pada tahun 2019 mencapai 

41,61 juta rupiah, dan terkontraksi di 2020 menjadi 38,63 juta rupiah. Tahun 2022 PDRB Per 

kapita semakin meningkat menjadi 44,05 juta rupiah. 

Pada tahun 2020, aktivitas ekonomi lesu bahkan nyaris berhenti, sehingga banyak 

masyarakat yang tidak maksimal memproduksi usahanya, sehingga berdampak pada penghasilan. 

Meskipun begitu pemerintah berhasil mengendalikan harga pasar, sehingga harga relatif stabil 

bahkan deflasi, sehingga masyarakat tidak  terpuruk jauh. Kondisi ini semakin membaik di tahun 

berikutnya, produktivitas semakin meningkat, dan nilai tambah meningkat maka PDRB Per 

Kapita-pun semakin naik. 

Untuk melihat perkembangan nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Agam selama tahun 2018 

s/d tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 2.1.6 
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Agam  

Tahun : 2018–2022 

Uraian 2018 2019 2020 2021* 2022** 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Nilai PDRB (milyar rupiah) 

-ADHB 
       19.145,00            20.540,00  20.376,00       21.351,00  

              
23.827,00  

-ADHK 
           

13.942,00  
             

14.608,00  
           

14.409,00  
              

14.942,00  
              

15.572,00  

PDRB Per Kapita (juta rupiah): 

-ADHB  39,24 41,61 38,63 39,97 44,05 

-ADHK 28,58 29,59 27,32 27,97 29,79 

Pertumbuhan PDRB Per 
Kapita ADHK 2010 (%) 

4,45 3,56 -7,69 2,40 2,92 

Jumlah Penduduk 
(orang) 

487,914 493.665 527.471 534.202 540.905 

Perubahan Jumlah 
Penduduk (%) 

0,75 1,18 6,85 1,28 1,25 

Sumber: Dokumen PDRB Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 (BPS Kabupaten Agam) 

2.1.3 Indeks Gini 

Indeks Gini (Gini Rasio) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat 

disparitas atau ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Ketimpangan 

pendapatan penting menjadi perhatian karena akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, 

melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta jika ketimpangan ekstrim menunjukkan 

ketidakadilan. 

Pada kurun waktu 2018 hingga 2022, perkembangan angka Gini Ratio Kabupaten Agam 

mengalami tren peningkatan. Artinya ketimpangan pendapatan yang terjadi dimasyarakat menjadi 

semakin lebar. Angka gini ratio pada 2022 berada pada angka 0,298 meningkat dibanding tahun 

sebelumnya sebesar 0,272. Tren negatif yang terjadi pada Kabupaten Agam berbanding terbalik 

dengan capaian angka gini ratio Provinsi Sumatera Barat. Secara perlahan angka gini ratio 

Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 0,321 pada tahun 2018 menjadi 0,30 pada 

tahun 2022. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Agam selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni 

tahun 2018- tahun 2022 disajikan pada Grafik: II.4 berikut: 
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Grafik II.4 

Capaian Gini Rasio Kabupaten Agam  

Tahun: 2018 - 2022 

 
 

 

Sumber: KUPA Kabupaten Agam Tahun 2023 

 

Berdasarkan RKPD Perubahan dan KUPA Perubahan Kabupaten Agam tahun 2023, angka 

gini rasio ditetapkan sebesar 0,243.  

 

2.1.4 Tingkat Kemiskinan 

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2022, garis kemiskinan Kabupaten 

Agam yang ditetapkan BPS adalah sebesar Rp485.222,00. Dengan besaran garis kemiskinan 

tersebut, penduduk miskin Kabupaten Agam 2022 tercatat sebanyak 31,33 ribu jiwa, turun sebesar 

9,53% dari tahun 2021 yang mencapai 34,26 ribu jiwa. Secara persentase terhadap jumlah 

penduduk Kabupaten Agam diperiode yang sama, penduduk miskin mencapai 6,22% dari total 

penduduk. Dalam periode lima tahun, secara jumlah dan persentase terjadi penurunan angka 

penduduk miskin di Kabupaten Agam, seperti disajikan pada grafik berikut: 
 

Grafik II.5 

Capaian Gini Rasio Kabupaten Agam Tahun 2016 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KUPA Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 
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Berdasarkan KUPA tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada RKPD-P Kabupaten Agam 

Tahun 2023, Angka Kemiskinan di Kabupaten Agam ditargetkan turun menjadi 5,80% pada tahun 

2023. 

 

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka 

Kinerja ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang 

bekerja. Sebaliknya pembangunan ekonomi diharapkan mampu menyerap lebih banyak angkatan 

kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.  

Pengangguran merupakan masalah yang pokok dalam suatu masyarakat modern, dan pada 

umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak 

sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Jika tingkat pengangguran 

tinggi, sumber daya menjadi terbuang percuma dan tingkat pendidikan masyarakat merosot. 

Situasi ini menimbulkan kelesuan ekonomi yang berpengaruh pada emosi masyarakat dan 

kehidupan keluarga sehari-hari. 

Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk 

menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai 

tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja 

yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. 

Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan maka tingkat Pengangguran Terbuka di 

Kabupaten Agam untuk tahun 2022 juga mengalami penurunan meskipun jumlahnya kurang 

signifikan yakni sebesar 0,13%  dari 5,06% pada tahun 2021, menjadi 4,93%. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa selama tahun 2022 terdapat 4,93% penduduk angkatan kerja yang tidak 

terserap lapangan kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka 

semakin berkurang pada tahun 2022. 

Untuk lebih jelasnya, perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam 

selama 5 (lima) tahun terakhir tergambar pada grafik berikut: 
 

Grafik II.6 

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam  

Tahun  :2018 - Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KUPA Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 
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Berdasarkan KUPA tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada RKPD-P Kabupaten Agam 

Tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Agam ditargetkan turun menjadi 

4.15% pada tahun 2023. 

 

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia 

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun 

kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu: 1) umur panjang dan hidup sehat; 2) 

pengetahuan dan 3) standar hidup layak. Perhitungan IPM mulai tahun 2015 telah mengunakan 

metode baru dengan mengunakan variabel Angka Usia Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama 

Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita.   

Dalam RPJM Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 ditargetkan IPM Kabupaten Agam 2022 

sebesar 73,84, dengan capaian 73,29, meningkat jika dibandingkan dengan angka IPM tahun 2021 

sebesar 72,57. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya capaian variabel pembentuk 

IPM seperti Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dan 

Pengeluaran per Kapita. 

IPM Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dalam lima 

tahun terakhir. Perkembangan dan target IPM Kabupaten Agam dapat dilihat pada grafik berikut:  
 

Grafik II.7 

Perkembangan dan Target IPM Kabupaten Agam Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022 
 

 

Sumber: KUPA Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 
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2.2 Kebijakan Keuangan Daerah 

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani 

oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 

daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil 

keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Pada Perubahan RKPD Tahun 2023, 

kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Agam mempedomani Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan 

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, 

rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo 

anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya 

perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. 

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat 

dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. 

Penambahan kegiatan baru sebagai  akibat  dan tindak lanjut dari adanya kebijakan nasional atau 

provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. 

Perubahan ini selanjutnya diikuti dengan perubahan anggaran dengan terlebih dahulu 

menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun 2023 yang nantinya 

disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD melalui Nota Kesepakatan. Kebijakan 

keuangan Pemerintah Kabupaten Agam untuk Tahun Angaran 2023 sesuai dengan KUPA dan 

PPAS-P Tahun 2023 yang didefinitifkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam 

Tahun Anggaran  2023, dengan uraian sebagai berikut: 

2.2.1 Kebijakan  Pendapatan Daerah: 

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Agam diarahkan  pada sumber-sumber 

pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber pendapatan daerah dengan tetap 

mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan keuangan daerah, 

sumber utama pendapatan daerah masih pada Dana Transfer Umum (DTU). 

Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2023 sangat ditentukan oleh kapasitas 

keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis 

sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Dalam menentukan arah kebijakan 

pendapatan daerah dapat dianalisis melalui perkembangan realisasi pendapatan daerah 

Kabupaten Agam. 

Arah Arah Kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Agam Pada Perubahan RKPD 

tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

I. Arah Kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh 

penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah; 

2. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Agam;  

3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif 

masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi; 

4. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara professional;  
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5. Peningkatan Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu 

melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan 

retribusi daerah;  

6. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas 

pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan 

dan kecepatan pelayanan;  

7. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum 

dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka 

meningkatkan PAD;  

8. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan 

barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali 

penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.  

II. Arah kebijakan pendapatan daerah dengan melakukan analisis perhitungan untuk menilai 

akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi 

dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan 

penyaluran dana transfer. 

 

Selama Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 

Rp1.467.880.451.816,00 pada APBD awal dan mengalami peningkatan sebesar 

Rp39.780.521.691,00 menjadi Rp1.507.660.973.507,00 pada APBD Perubahan, atau 

bertambah sebesar 2,71%, dengan rincian sebagai berikut:  
 

Tabel 2.2.1 

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Agam TA 2023 

Bertambah/

Berkurang

4 PENDAPATAN DAERAH 1.467.880.451.816,00 1.507.660.973.507,00 39.780.521.691,00        

4.1 Pendapatan Asli Daerah 210.891.309.281,00 221.421.207.314,00 10.529.898.033,00

4.1.01 Pajak Daerah 73.629.152.185,00 73.629.152.185,00 -                                   

4.1.02 Retribusi Daerah 6.476.522.800,00 6.476.522.800,00 -                                   

4.1.03

Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan

20.275.591.000,00 24.556.977.294,00 4.281.386.294,00          

4.1.04
Lain-lain Pendapatan asli 

Daerah yang sah
110.510.043.296,00 116.758.555.035,00 6.248.511.739,00

4.2 Pendapatan Transfer 1.252.489.142.535,00 1.281.739.766.193,00 29.250.623.658,00        

4.2.01
Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat
1.184.264.442.212,00 1.188.936.058.013,00 4.671.615.801,00          

4.2.02
Pendapatan Transfer Antar  

Daerah
68.224.700.323,00 92.803.708.180,00 24.579.007.857,00

4.3
Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang sah
              4.500.000.000,00              4.500.000.000,00                                       -   

4.3.01 Pendapatan Hibah               4.500.000.000,00              4.500.000.000,00                                       -   

4.3.03

Lain-Lain Pendapatan 

sesuai dengan Ketentuan 

Peraturan Perundang-

Undangan

                                          -                                            -                                         -   

Kode Uraian APBD Awal APBD Perubahan

 

 

a. Pendapatan Asli Daerah: 

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) yang semula diproyeksikan untuk 

tahun 2023 sebesar Rp210.891.309.281,00 bertambah sebesar Rp10.529.898.033,00 

atau 4,99%  menjadi sebesar Rp221.421.207.314,00. Penambahan target terjadi pada 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, 
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masing-masing sebesar Rp4.281.386.294,00  atau 21,11% dan Rp6.248.511.739,00 atau 

5,65%. 

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkuat kapasitas 

keuangan daerah, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menggali potensi-potensi ekonomi daerah yang dapat dijadikan sumber-sumber 

pendapatan daerah.  

2) Memfasilitasi masuknya investasi ke daerah, baik oleh swasta maupun BUMN dan 

penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak 

bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi). 

3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain 

pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai potensi pungutan. 

4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah dalam 

upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak 

retribusi daerah. 

5) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang 

dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan pajak dan retribusi 

yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai. 

6) Merevitalisasi sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, berupa 

pembayaran non tunai dengan pemanfaatan IT, sistem jemput bola dan edukasi sadar 

pajak bagi masyarakat. 

7) Melakukan pemutakhiran data restoran/rumah makan seluruh Kabupaten Agam. 

8) Tindakan represif terhadap penunggak retribusi dan pajak daerah berupa penertiban 

pemberlakuan sanksi denda, bunga dan atau kenaikan pajak terutang sesuai diatur 

dalam regulasi. 

9) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kontribusi 

terhadap pendapatan daerah. 

10) Perbaikan kinerja pelayanan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat  

dalam  membayar  retribusi  daerah,  diantaranya  dengan menyediakan  Bill  dan  

Banner  promosi  rumah  makan  dan  restoran dengan maksud memberikan sentuhan 

hati kepada pengusaha restoran/rumah makan untuk mau memungut pajak kepada 

pelanggannya dan menyetorkan ke daerah. 

11) Perbaikan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. 

12) Penataan organisasi dan tata kerja pengelolan pendapatan serta pengembangan 

sumber daya pegawai. 

13) Implementasi tekhnologi informasi dalam pengelolaan retribusi dan pajak daerah. 

Penyederhanaan mekanisme dan persyaratan investasi. 

b. Pendapatan Transfer: 

Penerimaan Penerimaan dana transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan 

Transfer Antar Pemerintah Daerah. Transfer Pemerintah Pusat meliputi: Dana 

Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan 

Dana Alokasi Khusus Non Fisik), Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Sedangkan dana 

Transfer Antar Pemerintah Daerah merupakan dana transfer yang berasal dari Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. 

Pendapatan Transfer untuk tahun 2023, pada awalnya diproyeksi sebesar 

Rp1.252.489.142.535,00 dan kemudian disesuaikan menjadi Rp1.281.739.766.193,00, 

terjadi peningkatan sebesar 2,34% atau Rp29.250.623.658,00. Peningkatan proyeksi 

terjadi pada kedua jenis pendapatan transfer yakni  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

sebesar Rp4.671.615.801,00 atau 0,39%, sementara Pendapatan Transfer Antar 

Pemerintah Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp24.579.007.857,00  atau 36,03%. 
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Untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer tersebut, 

dilakukan beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana 

Perimbangan, diantaranya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat 

kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, luas wilayah, jumlah desa, inflasi, jumlah 

ASN dan lain-lain. 

2) Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data pendukung, readinees criteria untuk 

pengusulan program kegiatan yang diharapkan mendapat sumber pendanaan dari 

Pemerintah. 

3) Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan 

nasional. 

4) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan seperti pelaporan realisasi 

DAU dan DAK secara tertib. 

5) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan penerimaan 

pajak provinsi menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi 

 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah: 

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. berupa 

Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan 

penerimaan daerah ini antara lain : 

1) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat serta berusaha untuk mencari 

peluang-peluang mendapatkan bantuan melalui hibah. 

2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat. 
 

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah: 

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib. urusan pilihan 

dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan 

bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah merupakan kewajiban 

pemerintah kota dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan 

belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan 

untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melaluai efektifitas dan efisiensi belanja untuk 

mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten 

Agam serta Rencana Strategis Perangkat Daerah. Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan 

untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang 

terdiri dari urusan wajib. urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau 

bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau 

antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja 

daerah merupakan kewajiban pemerintah kota dan semua kewajiban daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang 
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besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah 

melaluai efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan 

sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Agam serta Rencana Strategis Perangkat 

Daerah.  

Arah Arah Kebijakan belanja Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2023 pada 

masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:  

1. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan 

belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis belanja 

meliputi pemberian kompensasi kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, 

beban kerja, dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah 

Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja 

Operasi dilakukan secara cermat melalui koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan maupun 

partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pada tahun 2023 juga dianggarkan hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Legislatif 

dan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dianggarkan di Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik. 

2. Belanja Modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset 

tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, 

belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan 

jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran dan pelaksanaan 

Belanja Modal dilakukan melalui kordinasi dengan OPD terkait untuk meningkatkan 

akurasi penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang 

berlaku.  

3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat diantaranya keperluan 

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan 

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial 

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 

Nagari, yang dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer terdiri atas : Belanja 

Bagi Hasil Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Pemerintahan 

Nagari dan Belanja Bantuan keuangan kepada nagari dengan ketentuan;  

a. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah 

nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana Pendapatan Pajak Daerah 

Kabupaten pada Perubahan Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

b. Besaran alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kepada Pemerintah Nagari 

dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh 

dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan 

tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka 

bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

5. Arah Kebijakan Belanja Kabupaten Agam adalah dengan melakukan Rasionalisai Belanja 

tanpa menggangu Belanja Wajib Tampung, Belanja Wajib Tampung yang dimaksud antara 

lain Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan 

Tugas Pembantuan, Belanja yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah, 
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Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Agam, P1 Musrenbang RKPD 2023 tingkat 

Kecamatan, Penerangan Jalan Umum, dan lain-lain. 

Dengan terjadinya perubahan pendapatan dan realisasi SiLPA yang tidak sesuai dengan 

proyeksi awal dalam APBD maka terjadi perubahan proyeksi belanja, meskipun secara urutan 

prioritas alokasinya tetap berpedoman sesuai dengan  ketentuan diatas.  

Belanja Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2023 diproyeksi sebesar 

Rp1.572.962.608.928,00. Jika dibandingkan dengan KUA awal 2023 terjadi peningkatan 

belanja sebesar Rp13.082.157.531,00. Peningkatan belanja disebabkan karena adanya 

penambahan Belanja Operasi sebesar Rp8.296.289.693,00, Belanja Tak Terduga 

Rp5.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp2.548.556.000,00. Sementara pada 

belanja modal terjadi pengurangan sebesar Rp2.762.688.162,00. Bertambahnya belanja 

disebabkan karena adanya penyesuaian gaji dan TPP di tahun 2023. Kemudian penyesuaian 

anggaran terkait kebutuhan untuk penyelenggaraan pemilihan umum serta pemenuhan iuran 

Jamkesda. 

 

Perubahan proyeksi belanja pada perubahan APBD. dapat dilihat pada rincian berikut:  
 

Tabel 2.2.2  

Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD  

Tahun Anggaran 2023 

Bertambah/

Berkurang

5 BELANJA DAERAH 1.559.880.451.397,00     1.572.962.608.928,00     13.082.157.531,00          

5.1. BELANJA OPERASI 1.194.339.741.314,00     1.202.636.031.007,00     8.296.289.693,00            

5.1.01. Belanja Pegawai 713.938.679.941,00        687.774.098.349,00        (26.164.581.592,00)         

5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 451.614.433.889,00        470.787.605.035,00        19.173.171.146,00          

5.1.04. Belanja Subsidi -                                   -                                   -                                   

5.1.05. Belanja Hibah 23.749.677.484,00          39.063.677.623,00          15.314.000.139,00          

5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 5.036.950.000,00            5.010.650.000,00            (26.300.000,00)                

5.2. BELANJA MODAL 186.459.507.712,00        183.696.819.550,00        (2.762.688.162,00)           

5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

53.127.346.370,00          50.340.988.426,00          (2.786.357.944,00)           

5.2.03. Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

41.664.161.286,00          41.654.431.463,00          (9.729.823,00)                  

5.2.04. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi

87.104.497.028,00          85.515.906.985,00          (1.588.590.043,00)           

5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.504.043.028,00            6.135.032.676,00            1.630.989.648,00            

05:02:06 Belanja Modal Aset Lainnya 59.460.000,00                 50.460.000,00                 (9.000.000,00)                  

5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 6.213.685.745,00            11.213.685.745,00          5.000.000.000,00            

5.3.01. Belanja Tidak Terduga 6.213.685.745,00            11.213.685.745,00          5.000.000.000,00            

5.4. BELANJA TRANSFER 172.867.516.626,00        175.416.072.626,00        2.548.556.000,00            

5.4.01. Belanja Bagi Hasil 7.997.388.731,00            7.997.388.731,00            -                                   

5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan 164.870.127.895,00        167.418.683.895,00        2.548.556.000,00            

Kode Uraian APBD Awal APBD Perubahan

 

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan 
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pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah serta pembiayaan netto, dengan uraian 

sebagai berikut: 

a. Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya 

(SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang 

daerah. 

Dalam APBD awal, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar 

Rp97.000.000.000,00. Setelah diterbitkannya hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka anggaran penerimaan pembiayaan mengalami 

perubahan menjadi Rp65.301.635.421,00.  

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan 

modal pemerintah daerah, Pembayaan pokok utang dan Pemberian pinjaman.  

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, semula dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 

untuk penyertaan modal pada Bank Nagari. Pada perubahan APBD, alokasi dana untuk 

penambahan penyertaan modal ke Bank Nagari dibatalkan karena kondisi keuangan Pemda 

yang tidak memungkinkan. 

c. Pembiayaan Netto 

Pembiayaan Netto adalah selisih lebih/kurang penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan.  

Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran tersebut, pembiayaan netto diproyeksikan pada 

APBD awal sebesar Rp92.000.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar 

Rp26.698.364.579,00 pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp65.301.635.421,00. 

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dengan mempertimbangkan prioritas dan 

sasaran pembangunan daerah 

Sesuai mekanisme perencanaan daerah, proses penyusunan RKPD Kabupaten Agam 

Tahun 2023 dilakukan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif dan bottom up-top 

down.   

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 dilakukan 

berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja 

yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan identifikasi isu-isu strategis.  

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Agam tahun 2023 ditetapkan dengan 

memperhatikan: 

1. Korelasinya terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan target sasaran daerah yang tertuang 

dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026.  

2. Hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan perkiraan pelaksanaan pada 

tahun 2023, serta mencermati permasalahan  dan isu strategis yang terjadi di 2022.  

3. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan 

Provinsi. 

4. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif 

daerah. 

5. Pertimbangan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2023. 
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Prioritas pembagunan daerah Kabupaten Agam untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan 

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah: 

1) Peningkatan kualitas aparatur perencana; 

2) Menjaga keselarasan perencanaan daerah kabupaten, propinsi dan nasional; 

3) Peningkatan kapasitas kelitbangan daerah serta memperluas jejaring kerjasama 

penelitian dan pengembangan; 

4) Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah; 

5) Peningkatan kapasitas APIP; 

6) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah; 

7) Peningkatan kualitas penatausahaan BMD; 

8) Intensifikasi dan ekstensifikas pendapatan daerah; 

9) Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi pemerintah daerah; 

10) Penguatan struktur organisasi pemerintah daerah, termasuk pembentukan unit kerja 

teknis penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak; 

11) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur sesuai sistem merit; 

12) Peningkatan penerapan sistem smart government; 

13) Meningkatkan transparansi informasi publik; 

14) Meningkatkan kualitas data dan layanan informasi; 

15) Meningkatkan keamanan Informasi; 

16) Penerapan kebijakan standar pelayanan prima; 

17) Optimalisasi penyelesaian pengaduan ; 

18) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur, tata kelola kelembagaan dan sistem 

pelayanan administrasi  nagari sesuai standar. 

2. Peningkatan program kegiatan yang mendukung pertanian, usaha mikro, pariwisata. 

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah: 

1) Pengembangan kawasan berbasis komoditi potensial serta peternakan; 

2) Peningkatan pengendalian dan pengawasan kesehatan hewan dan masyarakat 

veteriner; 

3) Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; 

4) Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penerbitan izin usaha pertanian; 

5) Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan tangkap berkelanjutan; 

6) Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan budidaya berkelanjutan; 

7) Peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan; 

8) Peningkatan pengawasan usaha perikanan; 

9) Peningkatan koordinasi dan singkronisasi pengembangan dan pengendalian Izin di 

kawasan industry; 

10) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk; 

11) Penguatan dukungan lembaga keuangan  terhadap UMKM; 

12) Mendorong terciptanya konsorsium UMKM; 

13) Mengendalikan stabilitas harga; 

14) Revitalisasi pasar nagari dan sarana perdagangan; 

15) Pengembangan Destinasi Unggulan yang Representatif, Peningkatan Aksesibilitas 

Destinasi serta Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

16) Pengembangan Jejaring dan Pemasaran; 

17) Pengembangan Industri pariwisata berlandaskan syariah (halal tourism) berbasis 

Edukasi, Agro, Greentourism, Olahraga dan Budaya Lokal; 
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18) Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha; 

19) Membangun kemitraan dengan swasta perantau dan alumni dalam permodalan usaha; 

20) Membangun sistem pengelolaan dana perantau dan sumber permodalan lainnya secara 

digital; 

21) Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan Pengembangan Pusat Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (BLK); 

22) Pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja kontruksi; 

23) Meningkatnya peluang penempatan tenaga kerja; 

24) Peningkatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. 

3. Peningkatan infrastruktur 

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah: 

1) Peningkatan kualitas jalan dan jembatan; 

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan; 

3) Peningkatan infrastruktur layanan dasar Masyarakat. 

4. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat 

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah: 

1) Mengurangi produksi limbah/sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, 

dan penggunaan kembali;  

2) Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal);  

3) Peningkatan Pengelolaan limbah; 

4) Pengelolaan persampahan dan limbah B3 berbasis Masyarakat; 

5) Peningkatan penataan drainase; 

5. Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau 

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah: 

1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

2) Peningkatan pengawasan pengelolaan LH pada industri/usaha kegiatan; 

3) Peningkatan kualitas air dan revitalisasi danau Maninjau; 

4) Penyediaan dokumen lingkungan untuk kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan 

dampak/resiko LH; 

5) Penetapan Regulasi dan Pengendalian Tata Ruang secara ketat dan konsisten 

Peningkatan  Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, serta 

tersedianya dokumen kebencanaan yang sah/legal. 

6. Peningkatan pencapaian SPM 

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah: 

1) Peningkatan Aksesibilitas, mutu dan SPM bidang Pendidikan; 

2) Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan kurikulum berbasis muatan local  (Hafiz 

al quran,  ABS-SBK, Bahasa Inggris);  

3) Pengembangan moto pendidikan CAKAP (Cerdas, Aktif, Kreatif serta Perilaku sesuai 

dengan nilai-nilai adat kebudayaan); 

4) Peningkatan Aksesibilitas dan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan. 

7. Peningkatan kegiatan penanganan stunting 

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah: 

1) Peningkatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan; 

2) Peningkatan peran masyarakat dalam upaya perubahan perilaku untuk penerapan 

hidup sehat dan bersih; 

3) Peningkatan upaya penguatan kapasitas institusi pendidikan dalam komunikasi 

perubahan perilaku untuk penerapan hidup sehat dan bersih; 
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4) Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat, lembaga adat dan hukum adat serta 

nagari dalam percepatan penurunan stunting; 

5) Pengembangan sistem penyediaan air minum dan penanganan kawasan kumuh. 

8. Peningkatan pembangunan Nagari sebagai episentrum pembangunan 

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah: 

1) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan; 

2) Mewujudkan Nagari Maju dengan kemitraan dan dukungan perantau; 

3) Peningkatan Pemberdayaan dan rehabilitasi social; 

4) Penguatan Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

5) Penguatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan; 

6) Meningkatkan Pelayanan Perlindungan Perempuan; 

7) Peningkatan Perlindungan dan penguatan upaya Pemenuhan Hak Anak; 

8) Peningkatan Upaya Pengendalian Penduduk; 

9) Peningkatan koordinasi peran lintas sektor dan lembaga kemasyarakatan dalam  

mensukseskan Program KB; 

10) Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

Masyarakat; 

11) Peningkatan peranan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat dalam penerapan 

nilai nilai agama, adat dan budaya; 

12) Peningkatan Peranan Lembaga Adat Nagari dan Peningkatan koordinasi antar 

lembaga pemerintah dan non pemerintah; 

13) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan warisan budaya, kesenian 

daerah dan museum. 

 

Memperhatikan tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang telah tertuang pada RPJMD 

Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, maka target tujuan dan sasaran pembangunan yang akan 

dicapai pada akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3.1 
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam  

Tahun 2023 
 

No 

Indikator Kinerja Daerah 

Capaian 2022 

Target 2023 

Keterangan Tuju

an 
Sasaran RPJMD Awal 

Perubah

an 

 Misi 1: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif. bersih. akuntabel dan melayani 

I Indeks Reformasi Birokrasi CC (54) B (61) B (61) B (61) Tetap 

  1. Nilai Sakip B (66.43) 
BB (73) 

BB (73) BB (73) Tetap 

  2. 

Indeks 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Perlu 

Perbaikan 

(71.58) 

Baik (78) 

Baik (78) Baik (78) Tetap 

  3. Nilai EPPD 

n/a (Capaian 

2022 belum 

keluar) 

300010 31400 31400 Tetap 

  4. 

Tingkat 

Kematangan 

Perangkat Daerah 

Tinggi (38.74) 42 (Tinggi) 42 (Tinggi) 
42 

(Tinggi) 
Tetap 

  5. 

Indeks 

Profesionalitas 

ASN 

Tinggi (51.80) 58,00 58,00 58,00 Tetap 
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  6. Indeks SPBE 2.38 (cukup) 
2.9 

(Baik) 

2.9 

(Baik) 

2.9 

(Baik) 
Tetap 

  7. 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
83.95 83.5 84 84 Tetap 

II 
Persentase Nagari Dengan 

Kategori Cepat Berkembang 

48.7 (40 nagari 

dari 82 nagari) 
21.95 21.95 

48.9 (45 

nagari 

dari 92 

nagari) 

Penyesuaian target 

dengan adanya 

pemekaran nagari 

 

 

8. 

 

Indek Pengelolaan 

Pemerintahan 

Nagari 

453 

 

444 
444 453 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

 
Misi 2: Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui obtimalisasi sumbedaya daerah dan pengembangan 

pariwisata 

III 
Laju Pertumbuhan PDRB 

Perkapita (ADHK) 
2,92 1,58 3,49 2,95 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

 Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,21 4,23 4,23 4,25 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 dan 

proyeksi dari 

Propinsi 

 

 

9. 

Laju pertumbuhan 

PDRB lapangan 

usaha pertanian 

(ADHK) 

2,21 1,19 2,12 2,24 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

 

 

10 

Laju pertumbuhan 

pelaku usaha 

skala mikro 

2,35 2 2 2 Tetap 

 

 

11 

Laju pertumbuhan 

nilai tambah usaha 

mikro 

10 2 2 2 Tetap 

 

 

12 

Laju pertumbuhan 

PDRB lapangan 

usaha akomodasi 

dan makan minum 

(ADHK) 

16,86 2.07 4.39 4.39 Tetap 

 

 

12 
Jumlah Kunjungan 

Wisatawan 
761.422 696.877 754.977 799,000 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

 

 

13 

Laju pertumbuhan 

PDRB lapangan 

usaha transportasi 

(ADHK) 

3,95 2,57 4,57 4,57 Tetap 

 

 

14 

Persentase jalan 

kabupaten kondisi 

mantap 

72,75 82 82 82 Tetap 

 

 

15 

Persentase 

Peningkatan 

realisasi investasi 

dari capaian  

32,77 35 15 15 Tetap 

 
Misi III: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi 

bencana 

IV 
Tingkat Kapasitas ketahanan 

Daerah 

Menunggu 

hasil penilaian 

BNPB 

 

(Sedang) (Sedang) (Sedang) Tetap 

 

 

16

. 

Persentase 

penanggulangan 

bencana yang 

terintegrasi 

70,31 79 79 79 Tetap 
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17

. 

Indeks kualitas 

lingkungan Hidup 
70,39 68,22 68,22 70,39 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

 

 

18

. 

Indeks ketaatan 

terhadap tata 

ruang 

98,55 98,65 98,65 98,65 Tetap 

 Misi IV: Membangun masyarakat yang madiri. berdaya saing. berkualitas dan berkarakter 

V Indeks Pembangunan Manusia 73.29 
74.33 

73.84 73.84 Tetap 

 
 

19

. 

Angka Harapan 

Lama Sekolah 
13.88 14.53 14.53 14.53 Tetap 

 

 

20

. 

Rata rata lama 

sekolah 
8.98 

 

9.3 
9.3 9.3 Tetap 

 
 

21

. 

Angka  Harapan 

Hidup 
72.89 

 

72.92 
72.92 72.92 Tetap 

VI 
Laju Pertumbuhan Produktivitas 

Daerah 
92.89 

 

60,00 
60,00 60,00 

Target Kinerja 

RPJMD 

 

 

22

. 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

4.93 4.15 4.15 4.15 

 

Tetap 

 

 

23

. 

Persentase 

organisasi 

kepemudaan yang 

aktif 

91 92 92 92 Tetap 

 

 

24

. 

Jumlah cabang 

olah raga 

berprestasi  

46 38 38 38 Tetap 

 
 

25

. 

Indeks ketahanan 

pangan daerah 
85.34 90 90 90 Tetap 

VII Indeks Kesejahteraan Rakyat 
Menunggu 

hasil penilaian 

75.47 
75.47 75.47 Tetap 

 

 

26 Status  IDM 

Mandiri: 20 

Maju:54 

Berkembang:8 

Mandiri: 

19 

Maju:49 

Berkemba

ng:4 

Mandiri : 19 

Maju : 49 

Berkembang : 

14 

Mandiri:2

0 

Maju:59 

Berkemb

ang:13 

Penyesuaian target 

dengan Pemekaran 

Nagari  

 

 

27

. 

Persentase PPKS  

yang memperoleh 

pelayanan dan 

pemberdayaan 

sosial 

88.68 

 

69.65 

69.65 88.68 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

 

 

28

. 
IPG 97,00 

 

97.61 97.61 97.10 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

 

 

29

. 

Indek 

Perlindungan Anak 

Indeks Tahun 

2022 belum 

diukur 

kementrian 

66 63 63 Tetap 

 
 

30

. 
Total Fertility Rate  3 

 

2.43 
2.43 2.43 Tetap 

 
 

Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Madani. berlandaskan ABS-SBK 

VIII Indeks Keamanan 90.04 80.42 80.42 90.04 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

 

 

31

. 

Angka kriminalitas 

per 10,000 

penduduk 

3.83 5.02 5.02 5.02 Tetap 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

43 

 

Tabel 2.3.2 
Penetapan Indikator Kinerja Daerah 

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam 

No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

A Indikator Kinerja Makro 

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi  (%) 4.21 4.23 4.23 4.25 
Penyesuaian dengan 

Proyeksi Provinsi 

2. 
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita 

(ADHK)  
2.92 1.58 1.58 2.95 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

3. Indeks Gini (Gini Rasio) 0.298 0.243 0.243 0.243 Tetap 

4. 
Indeks Ketimpangan Regional (Indeks 

Willianson) 
n/a n/a n/a n/a  

5. Persentase Penduduk Miskin 6.22 6.66 6.66 5.80 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

6. Tingkat pengangguran Terbuka (%) 4.93 4.15 4.15 4.15 Tetap 

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73.29 74.33 73.84 73.84 Tetap 

B. Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 

 

 

32

. 

Persentase 

perempuan korban 

kekerasan dan 

TPPO yang 

mendapatkan 

layanan 

komprehensif 

88,00 100 95 100 

Penyesuaian target. 

sesuai Target 

Kinerja RPJMD 

 

 

33

. 

Persentase 

pemenuhan waktu 

tanggap 

pelayanan 

pemadam 

kebakaran  

85,00 100 100 100 Tetap 

IX 
Persentase Nagari Madani  

Level V  
13.42 17.07 17.07 17.07 Tetap 

 
 

34 
Jumlah Nagari 

Madani Level 
     

 
 

 - V 9 11 11 14 
Penyesuaian target 

dengan Pemekaran 

Nagari     - IV 57 22 22 23 

 
 

 - III 15 38 38 39 

 
 

 - II 1 11 11 6 

 

 

35 

Persentase 

Lembaga adat 

yang aktif 

menegakkan Adat 

Salingka Nagari 

75 74.24 74.24 75 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

 

 

36 

Persentase 

kesenian 

tradisional. cagar 

budaya dan 

peninggalan 

sejarah yang 

dilestarikan 

52 

 

55 

55 55 Tetap 
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No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

I. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

1. Urusan Pendidikan 

1.1 Angka Harapan Lama Sekolah 13.88 14.53 14.53 14.53 Tetap 

1.2 Rata-rata lama sekolah 8.98 9.3 9.3 9.3 Tetap 

1.3 APK PAUD 64.34 81.30 81.30 81.30 Tetap 

1.4 APK SD  96.34 99.40 99.40 99.40 Tetap 

1.5 APK SMP 100.97 100.50 100.50 100.97 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

1.6 APM SD 88.27 91,00 91,00 91,00 Tetap 

1.7 APM SMP 79.02 79.60 79.60 79.60 Tetap 

1.8 Angka Putus Sekolah SD  0.02 
 

0.03 
0.03 0.02 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

1.9 Angka Putus Sekolah SMP 0.03 0.02 0.02 0.02 Tetap 

1.10 
Persentase  Lembaga satuan PAUD 

yang Terakreditasi 
81 55.80 55.80 81 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

1.11 
Persentase PKBM dan SKB yang 

terakreditasi 
99 90 90 99 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

1.12 
Persentase  SD yang terakreditasi 

Minimal B 
87.52 92.90 92.90 92.90 

Tetap 

1.13 
Persentase  SMP yang terakreditasi 

Minimal B 
83.23 87.10 87.10 87.10 

Tetap 

1.14 

Persentase anak Usia 7-15 tahun 

yang terlayani sesuai SPM  pendidikan 

dasar 

100 100 100 100 

 

Tetap 

1.15 

Persentase anak Usia 7-18 tahun 

yang belum menyelesaikan pendidikan 

dasar dan atau menengah  yang 

terlayani sesuai SPM pendidikan 

kesetaraan 

100 

 

 

100 100 100 

 

 

Tetap 

1.16 

Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang 

terlayani sesuai SPM   pendidikan 

PAUD 

100 

 

100 100 100 

 

Tetap 

1.17 
Persentase Anak PAUD yang  

menamatkan iqra' 6 
85 86 86 86 

Tetap 

1.18 
Persentase murid SD yang hafal al-

Qur'an Juz 30   
30.95 40 40 40 

Tetap 

1.19 
Persentase murid SMP  yang hafal al-

Qur'an Juz 1 dan juz 30   
38.57 50 50 50 

Tetap 

1.20 
Persentase murid SD yang mampu 

Pasambahan adat  
22.94 35 35 35 

Tetap 

1.21 
Persentase murid SMP yang mampu 

Pasambahan adat  
37.28 50 50 50 Tetap 

1.22 
Persentase murid SD yang mampu 

Berbahasa inggris 
8.75 20 20 20 

Tetap 

1.23 
Persentase murid SMP  yang mampu 

Berbahasa inggris  
15.8 25 25 25 

Tetap 

  Indikator terkait capaian Merdeka Belajar 

 Kompetensi Literasi Tk. SD n/a - 2.03 2.03 Tetap 

 Kompetensi Literasi Tk SMP n/a - 2.06 2.06 Tetap 

 Kompetensi Numerasi Tk. SD n/a - 1.80 1.80 Tetap 

 Kompetensi Numerasi Tk. SMP n/a - 1.88 1.88 Tetap 
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No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

2. Urusan Kesehatan 

2.1 Menurunnya rasio kematian ibu 104.9 124.8 124.8 104.9 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

2.2 
Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) 

per tahun 
67% 10% 10% 10% 

 

2.3 
Persentase persalinan di fasilitas 

pelayanan kesehatan 
56.56 85 85 85 

Tetap 

2.4 Meurunnya ratio kematian bayi 10.79 9.18 9.18 9.18 Tetap 

2.5 Persentase balita stunting 24.6 10.78 9.07 9.07 Tetap 

2.6 
Prevalensi wasting (kurus dan sangat 

kurus) pada balita (%) 
3.49 4.35 4.35 3.49 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

2.7 
Persentase imunisasi dasar lengkap 

pada usia 12-23 bulan 
50 49 49 50 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

2.8 
Inseiden HIV per 1000 penduduk yang 

tidak reinfeksi HIV 
0.1 0.105 0.105 0.1 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

2.9 Insedensi TB per 100,000 penduduk 127 176 176 176 Tetap 

2.10 
Persentase angka keberhasilan 

pengobatan (succes rate) TBC 
90.75 90.85 90.85 90.85 

Tetap 

2.11 
Temuan kasus TB baru menggunakan 

indikator SPM (terduga TB) 
46.80 50% 50% 50% 

Tetap 

2.12 Treatmen coverage pada pasien TB 33.40 50% 50% 50% Tetap 

2.13 Cakupan Posbindu aktif 68.7 68.9% 68.9% 68.9% Tetap 

2.14 
Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan survelen 
23 23 23 23 

Tetap 

2.15 

Jumlah Puskesmas yang memiliki 

pengelolaan limbah medis sesuai 

standar 

23 23 23 23 

Tetap 

2.16 
Perentase ketersedian prasarana dan 

alkes Puskesmas sesuai standar 
70.6 68 68 70.6 

Tetap 

2.17 
Persentase ketersedian obat esensial 

Puskesmas 
100 100 100 100 

Tetap 

2.18 

Persentase Puskesmas yang 

menggunakan sistem pelaporan on-

line 

100 17.4 17.4 
 

100 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

2.19 
Persentase Puskesmas dengan jenis 

nakes sesuai anjab ABK 
57 30.4 30.4 57 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

2.20 
Persentase SPP-IRT yang diterbitkan 

sesuai ketentuan 
35 65 65 65 

Tetap 

2.21 
Persentase merokok penduduk usia 

10-18 tahun 
10.95 8.5% 8.5% 8.5% 

Tetap 

2.22 

Jumlah Puskesmas melaksanakan 

layanan upaya berhenti merokok 

(UBM) 

17.40 34.8% 34.8% 34.8% 

Tetap 

2.23 

Implementasi KTR pada 9 tempat 

(pendidikan. transportasi. kesehatan. 

dll) 

11 15% 15% 15% 

Tetap 

2.24 Persentase rumah tangga ber-PHBS 83 83% 83% 83% Tetap 

2.24 
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai 

standar 
100 100 100 100 

Tetap 

2.25 
Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin 

sesuai standar 
98.32 100 100 100 

Tetap 
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No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

2.26 
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

sesuai Standar 
100 100 100 100 

Tetap 

2.27 
Pelayanan Kesehatan Balita sesuai 

Standar 
93.8 100 100 100 

Tetap 

2.28 
Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Pendidikan dasar sesuai Standar 
80 100 100 100 

Tetap 

2.29 
Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Produktif sesuai Standar 
81.90 100 100 100 

Tetap 

2.30 
Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Lanjut sesuai Standar 
100 100 100 100 

Tetap 

2.31 
Pelayanan Kesehatan Penderita 

Hipertensi sesuai Standar 
90.60 100 100 100 

Tetap 

2.32 
Pelayanan Kesehatan Penderita 

Diabetes Militus sesuai Standar 
91.30 100 100 100 

Tetap 

2.33 
Pelayanan Kesehatan Orang dengan 

Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar 
86.60 100 100 100 

Tetap 

2.34 
Pelayanan Kesehatan orang terduga 

Tuberkulosis sesuai Standar 
100 100 100 100 

Tetap 

2.35 

Pelayanan Kesehatan Orang dengan 

risiko terinfeksi Virus yang 

melemahkan daya tahan tubuh 

manusia (Human Immunodeficiency 

Virus) sesuai Standar 

100 100 100 100 

Tetap 

2.36 
Persentase rumah sakit rujukan yang 

terakreditasi 
100 100 100 100 

Tetap 

2.37 

Rasio daya tampung RS 

terhadap jumlah penduduk 

(1 : 1,000) 

190 tempat 

tidur 

188 

tempat 

tidur 

188 tempat 

tidur 

190 

tempat 

tidur 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

2.38 
Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting 

(Pravalensi Stunting <14%) 
72 

70 

85.37%) 

70 

85.37%) 
72 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

3.1. Persentase luas sawah beririgasi 86 87.8 87.8 87.8 
Tetap 

3.2. 
Persentase Jalan Kabupaten Kondisi 

Mantap 
72.75 82 82 82 

Tetap 

3.3. 
Persentase penduduk berakses air 

minum 
85.03 88 88 88 

Tetap 

3.4. 
Persentase rumah tangga berakses 

sanitasi 
78.38 81 81 81 

Tetap 

3.5. Persentase drainase kondisi baik 40.39 37.21 37.21 40.39 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

3.6. Persentase jalan lingkung kondisi baik 50 55.76 55.76 55.76 Tetap 

3.7. 
Persentase ketaatan terhadap tata 

ruang 
98.55 98.65 98.65 98.65 

Tetap 

3.8. 
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis 

yang memiliki sertifikat kompetensi 
0.019 0.08 0.08 0.08 

Tetap 

3.9. 
Persentase Gedung Pemerintah yang 

dibangun 
80 85 85 85 

Tetap 

3.10

. 
Persentase Bangunan yang tertata 97.5 

 

66.67 66.67 97.5 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

4.  Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 
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No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

4.1. 

Persentase penyediaan dan 

rehabilitasi rumah layak huni bagi 

korban bencana kabupaten 

99.65 100 100 100 

Tetap 

4.2. 
Persentase berkurangnya jumlah unit 

RTLH 
4.37 2.99 2.99 2.99 

Tetap 

4.3. 

Persentase Kawasan Permukiman 

Kumuh dibawah 10 Ha di 

Kabupaten/Kota yang ditangani 

0,002 0.17 0.17 0.17 

 

Tetap 

4.4. 

Persentase Perumahan yang sudah 

dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana 

dan Utilitas Umum) 

43 55 55 55 

 

Tetap 

5. 
Urusan Ketentraman. Ketertiban 

Umum dan Perlindungan Masyarakat 

   

5.1. 
Persentase gangguan Trantibum yang 

dapat diselesaikan 
100 100% 100% 100% Tetap 

5.2. 
Persentase Perda dan Perkada yang di 

tegakkan 
100 100 100 100 Tetap 

5.3. 
Persentase pelayanan pemadaman 

dan penyelamatan kebakaran 
100 80% 80% 100 Tetap 

5.4. 

Persentase pembentukan relawan 

pemadam kebakaran di 

desa/kelurahan 

n/a 32% 32% 32% Tetap 

5.5. 
Persentase pembentukan pos 

pemadam kebakaran di kecamatan 
n/a 38% 38% 38% Tetap 

5.6. Persentase penanganan pra bencana 100 63.50 63.50 100 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

5.7. 
Persentase penanganan tanggap 

darurat bencana 
100 100% 100% 100 

Tetap 

5.8. 
Persentase penanganan pasca 

bencana 
5.9 90 90 90 

Tetap 

6. Urusan Sosial 

6.1 
Jumlah Layanan Data dan Pengaduan 

Yang Dimiliki 
3 2 2 2 

Tetap 

6.2 
Penguatan Forum Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 
n/a 3 3 3 

Tetap 

6.3 
Keluarga Yang mendapat Bantuan 

Sosial Bersyarat (KK) 
35.776 15.612  15.612  35.776 

 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

II. Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar 

7. Urusan Ketenaga Kerjaan 

7.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja 73.05 76.31 76.31 76.31 Tetap 

7.2 Rasio penduduk yang bekerja. 95.07 95.54 95.54 95.54 Tetap 

7.3 Pencari Kerja yang ditempatkan 1.185 1.316 1.316 1.316 Tetap 

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

8.1. IDG 63.06 67.26 67.26 67.26 Tetap 

8.2. Kecamatan Layak Anak 0 4 4 4 Tetap 

8.3. Nagari Layak Anak 2 15 15 15 Tetap 

9 Urusan Pangan 
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No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

9.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85.6 83 83 85.6 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

9.2 
Persentase cadangan pangan 

masyarakat 
10.86 15 15 15 Tetap 

9.3 Ketersediaan pangan utama 410.4 100 100 100 Tetap 

10 Urusan Pertanahan 

10.1 

Luas tanah yang disediakan bagi 

pembangunan untuk Kepentingan 

Umum dan 

Kepentingan Lainnya (Ha) 

0 1 1 1 Tetap 

10.2 Jumlah bidang tanah yang direstribusi 0 1000 1000 1000 Tetap 

10.3 
Persentase Penyelesaian sengketa 

tanah 
100 100 100 100 Tetap 

10.4 
Persentase Sertifikat Tanah milik 

daerah 
56.8 

 

 

65 

65 65 Tetap 

11. Urusan Lingkungan Hidup 

11.1 

Persentase penanganan pengaduan 

masyarakat terkait izin lingkungan. izin 

PPLH dan PUU LH yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Kabupaten 

100 100 100 100 Tetap 

11.2 

Rasio Pejabat pengawas LH di daerah 

(PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha 

izin lingkungan . izin PPLH dan PUU LH 

yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Kabupaten 

1 3% 3% 3% Tetap 

11.3 

Persentase persetujuan teknis 

pengelolahan limbah bahan berbahaya 

dan beracun 

100 100 100 100 Tetap 

11.4 

Persentase peningkatan peran serta 

masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan 

50 75 75 75 Tetap 

11.5

. 

Persentase pengelolaan ruang terbuka 

hijau / taman kota 
100 100 100 100 Tetap 

11.6

. 

Persentase peningkatan kapasitas 

laboratorium lingkungan hidup 
50 52 52 52 Tetap 

11.7 
Persentase data izin PPLH dan PUU 

LH yang diterbitkan. 
67 100 100 100 Tetap 

11.8 
Persentase pengelolaan 

persampahan. 
40 99 99 99 Tetap 

11.9 
Persentase ketaatan terhadap izin 

lingkungan. 
5 30 30 30 Tetap 

12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

12.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 97 97.10 97.10 97.10 Tetap 

12.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) n/a 70.68 70.68 70.68 Tetap 

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

13.1 

Persentase cakupan 

kepemilikan akta kematian 

dari peristiwa kematian yang 

dilaporkan 

100 100 100 100 Tetap 
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No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

13.2 

Persentase cakupan 

kepemilikan buku 

nikah/akta perkawinan pada 

semua pasangan yang 

perkawinannya dilaporkan 

100 100 100 100 Tetap 

13.3 

Persentase cakupan 

kepemilikan akta perceraian 

pada semua individu yang 

perceraiannya dilaporkan 

100 100 100 100 Tetap 

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

14.1 

Nilai kontribusi masyarakat dan 

perantau terhadap pembangunan 

nagari (Rp. Juta) 

6.139 5,000 5,000 6.139 Penyesuaian target 

14.2 

Jumlah sistem pelayanan Administrasi 

kelembagaan desa yang ditata sesuai 

standar (3 Sistem Pelayanan 

Kelembagaan : 1. WN. 2. Bamus. 3. 

BUMNag) 

170 sistem 163 163 190 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

14.3 
Jumlah Badan Usaha Milik 

Nagari (Bumnag) Berkembang 
6 unit 15 15 15 Tetap 

14.4 
Persentase pengentasan desa 

tertinggal 
100 100 100 100 Tetap 

15. Urusan Perhubungan 

15.1 
Jumlah arus penumpang angkutan 

umum  
467.246 595.999 595.999 595.999 Tetap 

15.2 Rasio ijin trayek  0.149 0.153 0.153 0.153 Tetap 

15.3 Jumlah uji kir angkutan umum  6.896 4.725 4.725 6.896 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

15.4 Rasio Kejadian Kecelakaan 1.60 1.30 1.30 1.30 Tetap 

16. Urusan Komunikasi dan Informatika 

16.1 

Persentase perangkat daerah (OPD) 

yang memiliki akses internet dan 

terhubung dengan jaringan intra 

pemerintah  

100% 

28%. 

 

100% 

28%. 

 

100% 

28%. 

 

100% 

Tetap 

16.2 

Persentase UPT (bidang pendidikan. 

bidang kesehatan. pasar) dan UMKM 

yang difasilitasi untuk implementasi 

adopsi teknologi digital 

10% 10 10 10 Tetap 

16.3 
Persentase layanan SPBE yang 

memanfaatkan sertifikat elektronik 
10 10 10 10 Tetap 

16.4

. 

Persentase konten informasi terkait 

program dan kebijakan Pemda 

termasuk program prioritas nasional 

yang termasuk isu strategis Pemda 

(tema: prokes. vaksin. stunting) yang 

didiseminasikan sesuai strategi 

komunikasi 

100% 50 50 100% Tetap 

16.5

. 

Persentase tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap akses dan 

kualitas konten informasi publik 

pemerintah daerah. 

100% 60 60 100% 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

17 Urusan Koperasi dan UMKM   

17.1 
Persentase Peningkatan koperasi yang 

berkualitas  
63.32 66.20 66.20 66.20 Tetap 

17.2 Persentase BPR/LKM aktif n/a 62.43 62.43 62.43 Tetap 
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No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

17.3 Persentase UKM non BPR/LKM aktif 99.96 8.4 8.4 99.96 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

18 Urusan Penanaman Modal 

18.1 
Jumlah investor berskala nasional 

(PMDN/PMA) 
1 

 

9 
15 15 Tetap 

18.2 
Jumlah nilai investasi berskala nasional 

(PMDN/PMA) (Rp. Milyar) 
12.5 Milyar 

 

308.6 
308.6 308.6 Tetap 

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 

19.1 

Tingkat partisipasi pemuda dalam 

organisasi kepemudaan dan organisasi 

sosial kemasyarakatan (%) 

48.72 75 75 75 
 

Tetap 

19.2 
Tingkat partisipasi pemuda dalam 

kegiatan ekonomi mandiri (%) 
35 60 60 60 Tetap 

19.3 
Peningkatan prestasi olah raga 

(Jumlah perolehana  medali) 
56 100 100 100 Tetap 

9.4 Persentase wirausahawan muda 0.85 0.65 0.65 0.85 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

20 Urusan Statistik 

20.1 

Persentase organisasi perangkat 

daerah yang menggunakan data 

statistik dalam menyusun dan 

mengevaluasi perencanaan 

pembangunan daerah. 

100 

 

 

 

100 

100 100 

 

 

Tetap 

21. Urusan Persandian 

21.1 Indeks keamanan informasi 25.9 
 

20 
20 25.9 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

22. Urusan Kebudayaan 

22.1 
Persentase lembaga adat yang aktif 

menegakkan Adat Salingka Nagari 
75 74.24 74.24 75 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

22.2 
Jumlah situs cagar budaya yang 

terdaftar dan  dapat di lestarikan 
52 55 55 55 Tetap 

22.3 Jumlah Pengunjung Museum 14.125 15.500 15.500 15.500 Tetap 

22.4 

Persentase penduduk usia 10 tahun ke 

atas yang pernah terlibat sebagai 

pelaku/pendukung pertunjukan seni. 

8 7 7 8 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

22.5 

Persentase penduduk usia 10 tahun ke 

atas yang menonton secara langsung 

pertunjukan seni. 

80 65 65 80 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

22.6 

Persentase penduduk yang pernah 

terlibat sebagai pelaku/pendukung 

pertunjukan seni yang menjadikan 

keterlibatan sebagai sumber 

penghasilan terhadap penduduk usia 

15 tahun ke atas. 

0.85 1.10 1.10 1.10 Tetap 

22.7 
Persentase Rumah Tangga yang 

menyelenggarakan upacara adat. 
60 30 30 60 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

23. Urusan Perpustakaan 

23.1 Nilai Tingkat kegemaran membaca 69.41 
 

60 
60 69.41 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 
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No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

23.2 
Indeks Pembangunan Literasi 

Masyarakat 
65.04 

 

11 11 65.04 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

24 Urusan Kearsipan 

24.1 

Tingkat ketersediaan arsip sebagai 

bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti 

yang syah dan pertanggungjawaban 

nasional 

28.11 10 10 28.11 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

24.2 
Persentase unit organisasi yang 

melakukan penyusutan arsip 
9.5 4.23 4.23 9.5 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

24.3 

Tingkat keberadaan dan keutuhan 

arsip sebagai bahan pertanggung-

jawaban setiap aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara untuk 

kepentingan negara. pemerintahan. 

pelayanan publik dan kesejahteraan 

rakyat 

16.6 10 10 16.6 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

24.4 Nilai Pengelolaan Arsip Daerah 
Cukup 

(36.66) 

cukup 

(56) 
cukup (56) cukup (56) Tetap 

III Layanan Urusan Pilihan 

1. Urusan Kelautan dan Perikanan 

1.1. 
Kontribusi sektor kelautan dan 

perikanan terhadap PDRB 
2.21 4.75 4.75 4.75 Tetap 

1.2 Produksi perikanan tangkap (ton) 8.118 8.140 8.140 8.140 Tetap 

1.3. Produksi perikanan budidaya (ton) 46.332.52 30.250 30.250 46.332.52 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022sesuai 

dengan capaian 2022 

1.4. Produksi benih ikan (juta ton) 208.98 180 180 208.98 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

1.5 
Jumlah konsumsi ikan 

(kg/kapita/tahun) 
42.58 44 44 44 Tetap 

1.6 Cakupan Bina kelompok nelayan 100 33 33 100 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

1.7 
Produksi perikanan kelompok nelayan 

(Ton) 
8.118 8.140 8.140 8.140 Tetap 

1.8 Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton). 745.96 735 735 745.96 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

2. Urusan Pariwisata 

2.1 
Tingkat hunian akomodasi (Length of 

Stay) 
2 hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari Tetap 

2.2 
Kontribusi sektor pariwisataterhadap 

PAD 
n/a 0.90 0.90 0.90 Tetap 

2.3 
Jumlah Pergerakan Wisatawan 

Nusantara 
761.422 

10 % 

(859.099) 

10 % 

(859.099) 

10 % 

(859.099) 
Tetap 

2.4 
Peningkatan Kunjungan Wisatawan 

Mancanegara 
23 12,000 12,000 12,000 Tetap 

2.5 
Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran 

Wisatawan (Spend Of Money) 
200,000 300,000 300,000 300,000 Tetap 
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No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

2.6 

Peningkatan kompetensi SDM bagi 

pelaku usaha dan kelompok pariwisata 

(%) 

85.7 78 78 85.7 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

2.7 
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. 

Milyar) 
12.29 10 10 10 Tetap 

2.8 
Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan 

(Orang) 
51 40 40 40 Tetap 

2.9 
Jumlah produk ekonomi kreatif yang 

berdaya saing 
64 70 70 70 Tetap 

3. Urusan Pertanian 

3.1 
Kontribusi sektor 

pertanian/perkebunan terhadap PDRB 
2.21 7.47 7.47 7.47 Tetap 

3.2 
Kontribusi sektor pertanian/hortikultura 

terhadap PDRB 
2.21 4.58 4.58 4.58 Tetap 

3.3 
Kontribusi sektor pertanian/peternakan 

terhadap PDRB 
2.21 2.41 2.41 2.41 Tetap 

3.4 
Kontribusi sektor pertanian/tanaman 

pangan terhadap PDRB 
2.21 9.7 9.7 9.7 Tetap 

3.5 Produksi sektor pertanian     Tetap 

 - Padi 365.022 435.849 435.849 435.849 Tetap 

 - Jagung 122.293 126.550 126.550 126.550 Tetap 

 - Cabe merah 17.715 35.164 35.164 35.164 Tetap 

 - Bawang merah 6.372 7.324 7.324 7.324 Tetap 

3.6 Produksi sektor peternakan (Ton)     Tetap 

 - Sapi 1.705 1.733 1.733 1.733 Tetap 

 - Kerbau 22.4 32 32 32 Tetap 

 - Kambing 46.7 40 40 46.7 

 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

 - Unggas 14.140.75 14.357 14.357 14.357 Tetap 

3.7 Produksi sektor perkebunan      

 - Kopi 1.584.21 1.605 1.605 1.605 Tetap 

 - tebu  2.990.58 2.894 2.894 2.990.58 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

 - kulit manis 30.709 30.974 30.974 30.974 Tetap 

3.8 
Produktivitas padi atau bahan pangan 

utama lokal per hektar 
     

 - Padi 5.07 5.83 5.83 5.83 Tetap 

 - Jagung 7.54 7.86 7.86 7.86 Tetap 

3.9 Nilai Tukar Petani n/a 103.1 103.1 103.1 Tetap 

3.10 Cakupan Bina kelompok tani 67 73 73 73 Tetap 

3.11 
Persentase peningkatan produktivitas 

tanaman pangan (padi dan jagung) 
     

 - Padi (%) n/a 0.20 0.20 0.20 Tetap 

 - Jagung (%) n/a 0.16 0.16 0.16 Tetap 

3.12 

Persentase peningkatan produktivitas 

tanaman hortikultura(cabai dan 

bawang merah) 

    Tetap 

 - cabe 5.51 12.02 12.02 12.02 Tetap 

 - bawang merah 7.57 9.53 9.53 9.53 Tetap 

3.13 
Persentase peningkatan produktivitas 

perkebunan 
    Tetap 

 - Kopi 2.64 17 17 17 Tetap 
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No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

 - tebu  0.24 10 10 10 Tetap 

 - kulit manis n/a 2.6 2.6 2.6 Tetap 

3.14 
Persentase peningkatan produktivitas 

peternakan 
10.65 10.95 10.95 10.95 Tetap 

3.15 
Persentase luas areal pengendalian 

dan penanggulangan bencanan OPT 
90 91 91 91 Tetap 

3.16 
Persentase wilayah yang terkendali 

dari penyakit hewan menular 
11.61 17.54 17.54 17.54 Tetap 

4. Urusan Perdagangan 

4.1 
Kontribusi sektor perdagangan 

terhadap PDRB 
n/a 18.84% 18.84% 18.84% Tetap 

4.2 

persentase barang beredar yang 

diawasi yang sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

n/a 56.40 56.40 56.40 Tetap 

4.3 
Persentase penanganan pengaduan 

konsumen 
n/a 75 75 75 Tetap 

4.4 

persentase stabilitas dan jumlah 

ketersediaan harga barang kebutuhan 

pokok 

n/a 13.20 13.20 13.20 Tetap 

5. Urusan Perindustrian 

5.1 Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM 2  1.75 2 Tetap 

5.2 
Kontribusi sektor industri terhadap 

PDRB 
9.94  - 9.94 Tetap 

5.3 

Pertumbuhan industri 

(berdasarkan kondisi tahun dasar 2020 

sebesar -4.13) 

n/a  -3.0 -3.0 Tetap 

5.4 Cakupan Bina kelompok pengrajin n/a  1.25 1.25 Tetap 

5.5 
Jumlah tenaga kerja sektor industri 

pengolahan non migas 
n/a  1.500 1.500 Tetap 

5.6 
Nilai investasi sektor industri 

pengolahan non migas (milyar) 
n/a  1.75 1.75 Tetap 

IV Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 

1.1 

Persentase regulasi daerah yang 

harmonis dengan peraturan 

perundang-undangan. 

100  100 100 Tetap 

1.2 
Persentase fasilitasi penyelesaian 

tapal batas kabupten 
100  83.3 100 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

1.3 
Persentase OPD dengan nilai SAKIP 

baik 
100  78 100 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

1.4 Persentase OPD dengan nilai IRB baik 57  65 65 Tetap 

1.5. 
Persentase OPD yang memiliki nilai 

organisasi perangkat daerah baik 
70  75 75 Tetap 

1.6 Persentase fasilitasi kegiatan DPRD 100  100 100 Tetap 

V Unsur  Penunjang urusan Pemerintahan 

5.1. Perencanaan  

5.1.

1 
Indeks Kualitas Perencanaan Daerah 96.43  90 96.43 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

5.1.

2 

Penjabaran konsistensi program 

RPJMD ke dalam RKPD 
70.4  100 100 Tetap 
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No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

5.1.

3 

Penjabaran konsistensi program RKPD 

ke dalam APBD 
100  85 100 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

5.1.

4 

Kesesuaian rencana pembangunan 

dengan RTRW 
98  100 100 Tetap 

5.2. Keuangan 

5.2.

1 

Deviasi realisasi belanja terhadap total 

belanja 
10.9  5.60 5.60 Tetap 

5.2.

2 

Deviasi realisasi PAD terhadap 

anggaran PAD dalam APBD 
4.26  0 0 Tetap 

5.2.

3 
Kesesuaian pengalokasian anggaran n/a  98 98 Tetap 

5.2.

4 

Kemandirian Keuangan Daerah 

(persen) 
11.06  10.7 11.06 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

5.2.

5 
Opini BPK terhadap LKPD WTP  WTP WTP Tetap 

5.2.

6 
Manajemen Aset n/a  Baik Baik Tetap 

5.2.

7 

Rasio belanja pegawai di luar guru dan 

nakes 
0.11  0.30 0.30 Tetap 

5.3.  Kepegawaian 

5.3.

1 

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan 

Menengah/Dasar (%) (PNS tidak 

termasuk guru dan tenaga kesehatan) 

337.6  252 337.6 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

5.3.

2 

Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak 

termasuk guru dan tenaga kesehatan) 
32.79  0.4 32.79 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

5.3.

3 

Rasio Jabatan fungsional bersertifikat 

kompetensi (%) (PNS tidak termasuk 

guru dan tenaga kesehatan) 

22.34  0.09 22.34 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

5.4. Penelitian dan Pengembangan 

5.4.

1 
Indeks Kinerja Kelitbangan 23.5  73 73 Tetap 

5.4.

2 

Persentase  hasil kelitbangan yang 

dijadikan bahan rekomendasi 

perumusan kebijakan 

0  100 100 Tetap 

5.4.

3 

Persentase unit kerja yang memiliki 

inovasi  (perangkat daerah. 

kecamatan. puskesmas sebanyak 66 

unit kerja) 

47  45 47 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

VI. Unsur Pengawasan  Urusan Pemerintahan 

6.1. 
Maturitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintahan (SPIP) 

Level 3 

(3.144) 

(terdefinisi) 

 

Level 3 

(3.75)  

(terdefenisi) 

Level 3 

(3.75)  

(terdefenis

i) 

Tetap 

6.2. 
Kapabilitas Aparat Pengawas Intern 

Pemerintahan (APIP) 

Level 3 

(3,00) 

(Delivered) 

 

 

Level 2 

(2.6) 

(infrastruktu

r) 

Level 3 

(3,00) 

(Delivered

) 

 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

6.3. 
Jumlah unit kerja yang ditetapkan 

menjadi WBK dan WBBM 
n/a  2 2 Tetap 

6.4. Indeks Persepsi Anti Korupsi 81.16  3.75 3.75 Tetap 
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No. Indikator Kinerja Kunci Daerah 
Capaian 

2022 

Target Keterangan 

RPJMD RKPD 2023 
RKPDP 

2023 
 

       

VII Unsur Kewilayahan 

7.1 
Persentase kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan kecamatan 
84.39  86,00 86,00 Tetap 

VIII Unsur Pemerintahan Umum 

8.1. 
Persentase potensi ATHG/konfliks 

sosial yang dapat diatasi. 
92,00  65 92,00 

Penyesuaian target. 

sesuai dengan 

capaian 2022 

IX. Transparansi dan Partisipasi Publik      

9.1 
Informasi tentang sumber daya yang 

tersedia untuk pelayanan (persen) 
n/a  90 90 Tetap 

9.2 
Akses public terhadap keuangan 

daerah (persen) 
n/a  90 90 Tetap 

       

 

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2023 
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BAB III  

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 
 

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan 

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 

untuk selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Sebagai salah satu instrumen kebijakan 

yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat 

di daerah, APBD juga merupakan bagian dari rencana keuangan tahunan, yang menjamin 

ketersediaan sumber-sumber keuangan daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan urusan 

pemerintahan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara 

optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber 

keuangan daerah. 

Pada tahun anggaran 2023, pada awalnya Belanja Daerah dianggarkan melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran  2023 sebesar Rp1.559.880.451.816,00 yang 

direncanakan akan didanai oleh penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp1.467.880.451.816,00 

serta penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun lalu sebesar Rp97.000.000.000, 

Adapun proyeksi penerimaan pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sebesar Rp210.891.309.281,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.252.489.142.535,00 

Selama tahun 2023 dan sebelum penetapan perubahan APBD, terjadi dua kali pergeseran 

APBD yang ditetapakan melalui Peraturan Bupati Agam dengan rincian sebagai berikut: 

▪ Pergeseran Pertama melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan  

atas Peraturan Bupati Agam Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten 

Agam Tahun Anggaran 2023. 

▪ Pergeseran Kedua melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD 

Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023. 

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan hasil audit BPK RI atas LKPD 

Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022, serta dalam rangka menindaklanjuti regulasi yang 

terkait dengan penganggaran, Belanja Daerah kemudian disesuaikan dan selanjutnya ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar 

Rp1.572.962.608.928,00. Belanja daerah tersebut direncanakan akan didanai oleh penerimaan 

pendapatan daerah sebesar Rp1.507.660.973.507,00 serta penerimaan pembiayaan yang berasal 

dari SiLPA tahun lalu sebesar Rp65.301.635.421,00 Adapun proyeksi penerimaan pendapatan 

daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp221.421.207.314,00 dan 

Pendapatan Transfer sebesar Rp1.281.739.766.193,00. 

Selama tahun 2023 dan setelah penetapan perubahan APBD, terjadi dua kali pergeseran 

APBD yang ditetapakan melalui Peraturan Bupati Agam dengan rincian sebagai berikut: 

▪ Pergeseran Pertama melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan  

atas Peraturan Bupati Agam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023. 
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▪ Pergeseran Pertama melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan  

atas Peraturan Bupati Agam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 

▪ Pergeseran Kedua melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan 

APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023. 

 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa : 

▪ Jika Pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, Pergeseran/perubahan 

anggaran ditampung dalam Perda Perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan 

setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran; 

▪ Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme 

perubahan APBD 

 

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 maka terjadi 

perubahan struktur APBD baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Oleh karena itu dilakukan 

konversi struktur pendapatan dan belanja menurut PP Nomor 58 Tahun 2006 menjadi struktur 

yang mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019, sehingga struktur pendapatan dan belanja  berubah 

menjadi sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 

1) Pendapatan Asli Daerah;  

2) Pendapatan Transfer; dan  

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

b. Belanja Daerah 

1) Belanja Operasi; 

2) Belanja Modal; 

3) Belanja Tidak Terduga; dan 

4) Belanja Transfer. 

 

Berdasarkan struktur yang telah dikonversi tersebut, realisasi sasaran kinerja keuangan 

Pemerintah Kabupaten Agam yang telah direncanakan selama Tahun Anggaran 2023, adalah 

sebagai berikut: 
Tabel 3.1.1 

Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam  

Tahun Anggaran 2023 

Kode Uraian 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 
% 

4 Pendapatan 1.507.660.973.507,00 1.406.808.890.968,76 93,31 

4.1. Pendapatan Asli Daerah 221.421.207.314,00 148.328.271.997,76 66,99 

4.2. Pendapatan Transfer 1.281.739.766.193,00 1.254.826.618.971,00 97,90 

4.3 
Lain-lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah 

4.500.000.000,00 3.654.000.000,00 81,20 

5. Belanja 1.572.962.608.928,00 1.423.593.832.548,47 90,50 

5.1 Belanja Operasi 1.206.090.679.303,00 1.094.309.908.639,98 90,73 

5.2 Belanja Modal 181.792.691.466,00 155.560.100.788,00 85,57 

5.3 Belanja Tidak Terduga 9.663.165.533,00 6.304.959.225,49 65,25 
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Kode Uraian 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 
% 

5.4 Belanja Transfer 175.416.072.626,00 167.418.863.895,00 95,44 

 Surplus/(Defisit) (65.301.635.421,00) (16.784.941.579,71)) 25,70 

6 Pembiayaan 65.301.635.421,00 65.301.635.421,73 100,00 

6.1 Penerimaan 65.301.635.421,00 65.301.635.421,73 100,00 

6.2 Pengeluaran 0,00 0,00 0,00 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 

sebesar Rp1.406.808.890.968,76 atau 93,31% dari target yang telah ditetapkan sebesar 

Rp1.507.660.973.507.  

Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp148.328.271.997,76 atau  66,99% dari 

anggarannya yang ditargetkan sebesar Rp221.421.207.314,00. Sementara untuk Pendapatan 

Transfer, penerimaannya pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.254.826.618.971,00 

dari anggaran sebesar Rp1.281.739.766.193,00 atau 97,90 %. Untuk pos Lain-Lain Pendapatan 

Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp3.654.000.000,00 dari anggaran sebesar 

Rp4.500.000.000,00 atau 81,20%.   

Untuk belanja daerah, pada Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan sebesar 

Rp1.572.962.608.928,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.423.593.832.548,47 atau 90,50%,  

sehingga terdapat efisiensi belanja sebesar  Rp149.368.776.379,53. Belanja daerah terdiri dari: 

a. Belanja Operasi 

Selama tahun anggaran 2023, realisasi belanja operasi adalah sebesar Rp1.094.309.908.639,98 

atau 90,73% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.206.090.679.303,00. Rincian 

dari realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 3.1.2  

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi  

Tahun Anggaran 2023 

 

b. Belanja Modal 

Selama tahun anggaran 2023, realisasi belanja modal adalah sebesar Rp155.560.100.788,00 

atau 85,57 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp181.792.691.466,00. Rincian dari 

realisasi belanja modal adalah sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 

No Jenis Belanja Operasi 
Anggaran 

(Rp) 
Realisasi                         

(Rp) 
% 

5.1.01 Belanja Pegawai 687.774.098.349,00 658.623.944.706,98 95,76 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.242.253.331,00 408.308.346.658,00 86,10 

5.1.03 Belanja Hibah 39.063.677.623,00 22.589.467.275,00 57,83 

5.1.04 Belanja Bantuan Sosial 5.010.650.000,00 4.788.150.000,00 95,56 

 Jumlah 1.206.090.679.303,00 1.094.309.908.639,98 90,73 
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Tabel 3.1.3  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal  

Tahun Anggaran 2023 

No Jenis Belanja Modal 
Anggaran                                                                      

(Rp) 
Realisasi                                           

(Rp) 
% 

5.2.02 
Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 

48.436.860.342,00 36.094.397.013,00 74,52 

5.2.03 
Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

41.654.431.463,00 37.344.516.876,00 89,65 

5.2.04 
Belanja Modal Jalan, Jaringan, 
dan Irigasi 

85.515.906.985,00 75.837.983.105,00 88,68 

5.2.05 
Belanja Modal Aset Tetap 
Lainnya 

6.135.032.676,00 6.283.203.794,00 102,42 

 Jumlah 
181.792.691.466,00 155.560.100.788,00 85,57 

Pada Tahun 2023 terdapat Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari 

dana BOS yang melebihi alokasi anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 

anggaran antara APBD dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang 

disusun sekolah dan disampaikan ke Kementerian Pendidikan, dimana untuk merealisasikan 

belanja sekolah berpedoman kepada RKAS. 

c. Belanja Tidak Terduga 

Selama tahun anggaran 2023, realisasi belanja tidak terduga adalah sebesar 

Rp6.304.959.225,49 atau 65,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 

Rp9.663.165.533,00. 

d. Belanja Transfer 

Selama tahun anggaran 2023, realisasi belanja transfer adalah sebesar Rp167.418.863.895,00 

atau 95,44% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp175.416.072.626,00. Rincian dari 

realisasi belanja transfer adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 3.1. 4 

 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer  

Tahun Anggaran 2023 

No Jenis Belanja Operasi Anggaran                                                                      
(Rp) 

Realisasi                                           
(Rp) 

% 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 7.997.388.731,00 0,00 0,00 

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 167.418.683.895,00 167.418.863.895,00 100,00 

 Jumlah 175.416.072.626,00 167.418.863.895,00 95,44 

Adapun penjabaran mengenai anggaran dan realisasi belanja langsung berdasarkan 

program selama Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1. 5 

 Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Program  

Tahun Anggaran 2023 

NO NAMA PROGRAM 
ANGGARAN                                                   

(Rp) 
REALISASI                                

(Rp) 

1 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

      862.093.034.471,00         815.154.945.434,98  

2 
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi 
Pariwisata 

          4.534.022.000,00             3.647.966.227,00  

3 Program Kepegawaian Daerah           2.544.203.053,00             1.760.780.255,00  

4 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah         25.177.623.690,00           24.732.611.947,00  
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NO NAMA PROGRAM 
ANGGARAN                                                   

(Rp) 
REALISASI                                

(Rp) 

5 
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk 
Pengamanan Informasi 

                35.042.500,00                  31.741.000,00  

6 
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan (Llaj) 

        21.134.799.213,00           20.698.989.390,00  

7 Program Pembinaan Perpustakaan              412.464.680,00                266.294.050,00  

8 Program Pengelolaan Arsip              238.978.650,00                190.892.800,00  

9 Program Pendaftaran Penduduk           1.048.557.800,00                947.824.965,00  

10 
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 
Kepemudaan 

             811.378.350,00                754.401.935,00  

11 
Program Penyediaan Dan Pengembangan 
Sarana Pertanian 

          2.863.747.473,00             2.398.336.697,00  

12 Program Pengelolaan Pendidikan       103.666.753.178,00           99.150.982.415,00  

13 
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi 
Publik 

          1.221.588.352,00             1.180.590.035,00  

14 Program Pemberdayaan Sosial              656.398.063,00                629.876.476,00  

15 
Program Pengembangan Iklim Penanaman 
Modal 

                  5.555.000,00                    4.251.800,00  

16 
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan 
Rakyat 

        19.425.842.010,00           17.923.535.186,00  

17 
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan 
Fungsi Dprd 

        28.895.960.869,00           26.157.868.771,00  

18 
Program Pengarusutamaan Gender Dan 
Pemberdayaan Perempuan 

             466.547.650,00                443.022.711,00  

19 Program Pengendalian Penduduk              160.200.000,00                151.152.773,00  

20 Program Pengembangan Perumahan              338.352.150,00                273.278.684,00  

21 Program Perencanaan Lingkungan Hidup              479.532.150,00                475.314.420,00  

22 Program Penyelenggaraan Pengawasan           1.151.725.985,00             1.041.613.487,00  

23 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)           4.802.000.002,00             4.551.990.370,00  

24 
Program Peningkatan Ketenteraman Dan 
Ketertiban Umum 

          2.956.496.000,00             2.579.908.792,00  

25 Program Pengelolaan Keuangan Daerah       185.797.781.885,00         174.277.495.111,49  

26 Program Pengembangan Kebudayaan              574.991.500,00                508.439.451,00  

27 
Program Perencanaan Dan Pembangunan 
Industri 

             907.752.050,00                826.078.510,00  

28 Program Penataan Desa              184.860.000,00                169.770.935,00  

29 
Program Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah 

          1.106.345.500,00                666.957.994,00  

30 
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

             802.030.277,00                612.076.070,00  

31 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral              102.451.000,00                  92.033.400,00  

32 
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi 
Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 

                46.547.000,00                  41.852.900,00  

33 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

        88.633.221.470,00           54.327.298.374,00  

34 Program Promosi Penanaman Modal                 24.065.000,00                  22.704.800,00  

35 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah              872.413.900,00                845.505.240,00  
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NO NAMA PROGRAM 
ANGGARAN                                                   

(Rp) 
REALISASI                                

(Rp) 

36 
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 

          1.314.344.042,00             1.091.229.223,00  

37 Program Perekonomian Dan Pembangunan              889.331.537,00                765.288.122,00  

38 
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

             291.997.600,00                253.532.205,00  

39 
Program Peningkatan Diversifikasi Dan 
Ketahanan Pangan Masyarakat 

             653.925.925,00                610.235.708,00  

40 
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan 
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik 
Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

        15.787.000.139,00             1.444.028.619,00  

41 
Program Penyediaan Dan Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

        12.757.101.050,00           10.722.274.706,00  

42 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika           2.023.677.908,00             1.834.736.854,00  

43 
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas 
Tenaga Kerja 

             569.108.381,00                505.543.698,00  

44 
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan 
Koperasi 

             243.084.381,00                140.500.000,00  

45 Program Pemasaran Pariwisata              709.701.000,00                677.317.100,00  

46 Program Peningkatan Kerja Sama Desa              136.790.750,00                134.988.839,00  

47 Program Pengembangan Kurikulum              252.296.790,00                238.010.948,00  

48 Program Perlindungan Perempuan              200.000.000,00                183.995.723,00  

49 
Program Peningkatan Sarana Distribusi 
Perdagangan 

          1.159.750.000,00             1.088.695.736,00  

50 Program Kawasan Permukiman              506.423.750,00                500.800.400,00  

51 Program Pengelolaan Pelayaran              102.960.000,00                102.442.250,00  

52 Program Penanggulangan Bencana           1.617.093.050,00             1.492.911.691,00  

53 
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan 
Dan Asistensi 

             153.945.000,00                  83.638.920,00  

54 
Program Pengelolaan Dan Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum 

          6.032.658.700,00             4.486.101.191,00  

55 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

             149.657.059,00                121.962.550,00  

56 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)           4.106.415.600,00             3.149.191.125,00  

57 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap              359.060.150,00                348.921.770,00  

58 Program Pengembangan Kesenian Tradisional           2.140.000.000,00             1.917.685.830,00  

59 Program Pencatatan Sipil                 45.000.000,00                  35.545.000,00  

60 
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 
Keolahragaan 

        10.833.965.290,00             5.412.686.555,00  

61 Program Pelayanan Penanaman Modal              171.803.000,00                155.284.667,00  

62 
Program Pencegahan, Penanggulangan, 
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan 
Non Kebakaran 

          3.046.749.980,00             2.684.325.340,00  

63 
Program Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan 

             131.553.800,00                127.808.981,00  

64 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                 24.843.850,00                  20.517.000,00  

65 
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri 
Nasional 

                12.770.152,00                  12.318.200,00  
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NO NAMA PROGRAM 
ANGGARAN                                                   

(Rp) 
REALISASI                                

(Rp) 

66 
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner 

             878.575.068,00                736.427.110,00  

67 
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan 
Keluarga Sejahtera (Ks) 

          2.888.285.949,00             2.825.045.650,00  

68 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah           8.010.816.175,00             6.788.475.151,00  

69 Program Penanganan Kerawanan Pangan              104.730.910,00                101.540.600,00  

70 
Program Pengembangan Kapasitas 
Kepramukaan 

             300.000.000,00                299.946.226,00  

71 
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Kumuh 

          2.115.774.300,00             2.113.390.500,00  

72 
Program Penyelesaian Sengketa Tanah 
Garapan 

             370.717.500,00                260.104.153,00  

73 
Program Koordinasi Ketentraman Dan 
Ketertiban Umum 

             196.661.950,00                159.148.500,00  

74 Program Penempatan Tenaga Kerja                 87.390.834,00                  85.952.400,00  

75 Program Peningkatan Kualitas Keluarga              300.000.000,00                298.126.098,00  

76 
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan 
Makanan Minuman 

             461.402.000,00                335.380.700,00  

77 Program Rehabilitasi Sosial           3.357.319.257,00             3.022.628.531,00  

78 Program Administrasi Pemerintahan Desa           2.835.987.991,00             2.794.079.819,00  

79 
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 
(Kehati) 

             754.051.205,00                748.168.420,00  

80 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya              736.290.000,00                677.873.840,00  

81 
Program Pengendalian Dan Penanggulangan 
Bencana Pertanian 

                75.124.500,00                  50.756.150,00  

82 
Program Pengembangan Sumber Daya 
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

          1.271.917.020,00             1.128.449.550,00  

83 
Program Pembinaan Dan Pengembangan 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 

                64.347.500,00                  43.148.400,00  

84 Program Hubungan Industrial                 70.769.925,00                  66.882.610,00  

85 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian              406.769.762,00                362.439.245,00  

86 
Program Pengelolaan Dan Pengembangan 
Sistem Air Limbah 

          2.041.400.000,00             1.656.899.250,00  

87 
Program Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

             113.307.900,00                  80.920.050,00  

88 Program Pengembangan Ekspor                 63.581.250,00                  52.521.500,00  

89 
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan 
Utilitas Umum (Psu) 

             628.779.863,00                622.108.249,00  

90 
Program Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

             448.700.000,00                246.029.680,00  

91 
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan 
Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya 
Dan Beracun (Limbah B3) 

                12.107.000,00                  12.106.000,00  

92 Program Pengawasan Keamanan Pangan                 63.414.563,00                  57.555.821,00  

93 
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan 
Anak 

                16.540.000,00                  15.929.300,00  

94 
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan 
Dan Perikanan 

                42.331.700,00                  35.357.550,00  

95 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial           1.384.861.003,00             1.282.569.278,00  



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

63 

 

NO NAMA PROGRAM 
ANGGARAN                                                   

(Rp) 
REALISASI                                

(Rp) 

96 
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

             594.567.000,00                507.531.800,00  

97 
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar 
Budaya 

             222.917.000,00                184.329.521,00  

98 
Program Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan 
Masyarakat Hukum Adat 

          1.746.774.302,00             1.587.877.556,00  

99 
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan 
Santunan Tanah Untuk Pembangunan 

             187.123.750,00                  84.937.130,00  

100 
Program Pembinaan Dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

             304.398.000,00                244.995.250,00  

101 Program Penanganan Bencana              381.159.541,00                295.207.500,00  

102 
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil 
Perikanan 

             525.598.735,00                462.624.136,00  

103 
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional 
Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi 
Penanganan Konflik Sosial 

          1.220.612.000,00                924.698.412,00  

104 Program Pengelolaan Permuseuman              699.999.807,00                655.476.970,00  

105 
Program Pengelolaan Dan Pengembangan 
Sistem Drainase 

          5.707.430.661,00             4.878.715.258,00  

106 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)              136.411.190,00                124.469.721,00  

107 
Program Standardisasi Dan Perlindungan 
Konsumen 

                78.799.390,00                  75.422.600,00  

108 
Program Pembinaan Dan Pengawasan 
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan 
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 

             102.022.350,00                  98.080.000,00  

109 
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk 
Dalam Negeri 

             942.675.157,00                785.789.900,00  

110 Program Pengembangan Permukiman              498.571.810,00                397.030.000,00  

111 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                 19.998.000,00                  19.373.700,00  

112 Program Perlindungan Khusus Anak              648.000.000,00                608.565.019,00  

113 Program Penyuluhan Pertanian           1.675.811.739,00             1.585.920.660,00  

114 Program Pengembangan Umkm              534.143.800,00                405.669.300,00  

115 Program Penataan Bangunan Gedung           5.969.659.320,00             5.539.321.285,00  

116 
Program Penataan Bangunan Dan 
Lingkungannya 

             519.159.999,00                466.995.900,00  

117 
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk 
Masyarakat 

                32.883.900,00                  32.220.000,00  

118 
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan 
Hidup 

                11.739.100,00                  11.512.400,00  

119 Program Penyelenggaraan Jalan         78.531.130.886,00           69.021.796.874,00  

120 Program Penatagunaan Tanah                 79.890.500,00                  59.015.500,00  

121 Program Pengelolaan Persampahan           9.478.246.061,00             8.539.354.693,00  

122 Program Pengembangan Jasa Konstruksi              138.954.050,00                  62.222.900,00  

123 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang           1.275.704.000,00             1.093.815.875,00  

Total 1.572.962.608.928,00 1.423.593.832.548,47 
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Untuk Tahun Anggaran 2023, Defisit ditargetkan sebesar (Rp65.301.635.421,00) yang 

akan ditutupi oleh Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun lalu, dimana 

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp65.301.635.421,00 dan terealisasi sebesar 

Rp65.301.635.421,73 atau 100%.  

Pada tahun 2023, terdapat koreksi SiLPA tahun lalu yang secara akumulasi menambah 

jumlah SiLPA pada tahun berjalan sebesar Rp103.635.006,00. Penjelasan  mengenai Koreksi 

SiLPA ini secara lebih rinci dapat dilihat pada Bab V,  5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan 

Realisasi Anggaran pada poin 5 terkait penjelasan SiLPA pada halaman 103 dan 104 (Penyajian 

selengkapnya Laporan Realisasi APBD untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Lampiran 

I dan Lampiran II). 

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja 

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja 

keuangan, khususnya pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 antara lain adalah: 

a. Penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi yang ada, untuk itu dilakukan  

pemutakhiran data objek pajak.  

Pemerintah Kabupaten Agam mengelola beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah 

yang didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Saat 

ini dasar pemungutan pajak masih mengacu pada up date data objek pajak tahun 2022 hasil 

kerjasama Badan Keuangan Daerah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Andalas. Saat ini dilaksanakan pendataan data objek pajak dan dikelola secara elektronik 

melalui sistem aplikasi "Smartgov". Diharapkan pada tahun 2024 pemungutan pajak telah 

dapat dilakukan berdasarkan data yang valid hasil up dating data. 

b. Masih rendahnya mutu pemeriksaan dan penagihan sehingga masih ada risiko kesalahan 

penghitungan, kecurangan, dan belum bisa membantu menemukan potensi pelanggaran, 

serta belum dapat memaksimalkan penerimaan pajak. 

c. Belum adanya regulasi yang tegas untuk pemberian sanksi perpajakan. 

d. Belum optimalnya kualitas teknologi dan belum tersedianya SDM untuk menunjang 

pemungutan PAD seperti juru sita dan Pemeriksa Pajak. 

e. Kurangnya sarana prasarana dan sumber daya lainnya 

f. Kapasitas SDM pada OPD pengelola pendapatan yang belum memadai 
g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah akibat 

menurunnya tingkat perekonomian masyarakat  

Upaya yang dilaksanakan, antara lain: 

a. Untuk Pendapatan Asli Daerah 

(1) Melalukan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan melalui rekrutmen petugas 

pendata dengan memakai aplikasi Tax Survey. 

(2) Melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk meningkatkan akurasi data base 

pajak dan retribusi secara bertahap.  

(3) Melakukan Pengembangan Aplikasi untuk mendukung Penatausahaan Perpajakan. 

(4) Meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum pajak dengan melakukan Kerjasama 

dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang bertujuan agar wajib pajak lebih patuh dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

(5) Revitalisasi sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, berupa pembayaran 

non tunai dengan pemanfaatan IT dan sistem jemput bola. 
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(6) Melakukakan Penyebaran Informasi Secara Elektronik, seperti mewajibkan 

penggunaan Aplikasi Info PBB disetiap ASN dan Non ASN pada wilayah Kabupaten 

Agam. 

(7) Melalukan Implementasi Penggunaan Aplikasi Lapak Agam dan sosialisasi penggunaan 

aplikasi kepada Wajib Pajak untuk proses penatausahaan perpajakan dalam rangka 

memutus rentang kendali, efesiensi waktu, dan memudahkan proses pembayaran. 

 

b. Untuk Dana Transfer 

(1) Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian Dana 

Perimbangan, diantaranya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat 

kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, luas wilayah, jumlah desa, inflasi, jumlah 

ASN dan lain-lain; 

(2) Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data pendukung, readinees criteria untuk 

pengusulan program kegiatan yang diharapkan mendapat sumber pendanaan dari 

Pemerintah Pusat; 

(3) Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan nasional. 

(4) Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat dalam pengusulan Dana Perimbangan  dan mentaati kewajiban 

pelaporan realisasi DAU dan DAK secara tertib; 

(5) Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan penerimaan 

pajak provinsi dan penghitungan besaranalokasi bagi hasil untuk daerah dari pajak 

provinsi. 

a. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

(1) Dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta berusaha untuk 

mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan melalui hibah Relatif rendahnya 

basis pajak dan retribusi daerah. 

  

Disamping faktor penghambat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, juga terdapat 

faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja, diantaranya adalah: 

a. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target 

kinerja; 

b. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan 

internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan; 

c. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas//badan/kecamatan dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi; 

d. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan 

instansi vertikal lainnya; dan 

e. Meningkatnya penyebarluasan informasi seperti himbauan mengenai pentingnya membayar 

pajak daerah dan retribusi daerah. 
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BAB IV  

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 

4.1.1 Entitas Akuntansi. 

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, 

kekayaan dan kewajiban yag menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan 

atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Untuk Tahun Anggaran 2023, entitas akuntansi 

yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam adalah seluruh Perangkat Daerah dan 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dengan rincian sebagai berikut: 

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

2) Dinas Kesehatan termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung/BLUD 

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

7) Dinas Sosial 

8) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

9) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 

10) Dinas Lingkungan Hidup 

11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

12) Dinas Pemberdayaan Masayarakat Nagari 

13) Dinas Perhubungan 

14) Dinas Komunikasi dan Informatika 

15) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

16) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

17) Dinas Arsip dan Perpustakaan 

18) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

19) Dinas Pertanian 

20) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan 

21) Sekretariat Daerah 

22) Sekretariat DPRD 

23) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

24) Badan Keuangan dan Aset Daerah sekaligus sebagai SKPKD 

25) Badan Pendapatan Daerah 

26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

27) Inspektorat 

28) Kecamatan Baso 

29) Kecamatan IV Angkat 

30) Kecamatan Candung 

31) Kecamatan Tilatang Kamang 

32) Kecamatan Kamang Magek 

33) Kecamatan Palupuh 

34) Kecamatan Banuhampu 

35) Kecamatan Sungai Pua 
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36) Kecamatan IV Koto 

37) Kecamatan Matur 

38) Kecamatan Tanjung Raya 

39) Kecamatan Palembayan 

40) Kecamatan Lubuk Basung 

41) Kecamatan IV Nagari 

42) Kecamatan Tanjung Mutiara 

43) Kecamatan Malalak 

44) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

4.1.2 Entitas Pelaporan 

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari pemerintah daerah dan satuan 

kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Agam merupakan laporan 

keuangan Pemerintah Kabupaten Agam selaku entitas pelaporan yang disusun dan disajikan 

berdasarkan data APBD dan pelaksanaan APBD serta bersumber dari transaksi keuangan pada 

seluruh SKPD dan SKPKD (BUD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam termasuk dana 

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh 23 Puskesmas, dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh 447 Sekolah Dasar (SD) Negeri dan 62 Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri serta dana BLUD RSUD Lubuk Basung.   

Dalam LKPD Kabupaten Agam ini, tidak termasuk laporan keuangan entitas Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) dan entitas lainnya. Namun demikian penyertaan modal Pemerintah 

Kabupaten Agam pada BUMD, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah Kabupaten 

Agam. 

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten 

Agam Tahun Anggaran 2023 adalah basis akrual dan basis kas.  

Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban pada Laporan 

Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca. Basis kas digunakan 

untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan pada Laporan Realisasi 

Anggaran. 

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui  dan memasukkan setiap 

pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai 

perolehan historis.  

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai 

wajar  dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat  sebesar 

nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk  memenuhi 

kewajiban yang bersangkutan.  Pendapatan LRA diukur sebesar nilai nominal yang masuk ke 

Kas Daerah dan Kas di Bendahara Penerimaan berdasarkan azas bruto serta nilai nominal 

berdasarkan pengesahan yang dilakukan oleh BUD. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal 
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yang dibayarkan/dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah berdasarkan 

azas bruto serta nilai nominal berdasarkan pengesahan yang dilakukan oleh BUD. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang  rupiah. Transaksi yang 

menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu  dan dinyatakan dalam mata uang 

rupiah. 

4.4 Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan (dalam hal ini 

Pemerintah Kabupaten Agam) untuk digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan dengan tujuan meningkatkan keterbandingan terhadap anggaran dan antar periode. 

Adapun tujuan khusus dari penerapan kebijakan akuntansi ini adalah untuk memberikan acuan 

bagi: 

a. Penyusun laporan keuangan, dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum 

diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan; 

b. Pemeriksa, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 

c. Pengguna laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan 

keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
 

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 telah 

mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan 

Bupati Agam Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

Kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam  Peraturan Bupati Agam ini adalah sebagai berikut: 
 

a. Pendapatan 

1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah  yang  

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan menjadi hak 

pemerintah. dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui 

pada saat:  

- Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; 

- Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; 

- Pengesahan atas penerimaan pendapatan oleh BUD; dan 

- Diterima  entitas lain diluar Pemerintah Kabupaten Agam atas nama BUD.  

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu 

pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah. 

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatannya. 

2) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Agam yang diakui sebagai penambah 

ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  

Pendapatan-LO diakui pada saat: 

a) timbulnya hak atas pendapatan. kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau 

b) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah 

diterima pembayaran secara tunai (realized). 
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Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatannya. 

b. Belanja 

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi 

Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah.  

Belanja diakui pada saat: 

1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di 

SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk 

masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD; 

2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran 

setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD; 

3) Pengeluaran melalui bendahara kapitasi, pengakuannya terjadi pada saat surat 

pengesahan pendapatan dan belanja diterbitkan oleh bendahara umum daerah; 

4) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada 

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; 

5) Pengeluaran melalui bendahara dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), 

pengakuannya terjadi pada saat surat pengesahan belanja diterbitkan oleh bendahara 

umum daerah. 

Belanja diukur sebesar pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening 

Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto, dan berdasarkan nilai nominal yang 

dikeluarkan serta tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. 

Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja 

pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan 

keuangan, dan belanja tak terduga. 

c. Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang 

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya 

kewajiban. 

Beban diakui pada saat: 

1) Timbulnya kewajiban 

2) Terjadinya Konsumsi Aset 

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran 

timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan 

manfaat ekonomi atau potensial jasa. 

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya 

mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, 

beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan 

keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan, beban transfer, dan 

beban tak terduga. 
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d. Pembiayaan 

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Agam, baik 

penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam 

penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus 

anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat 

terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. 

e. Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di 

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, 

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 

karena alasan sejarah dan budaya. 

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya. 
 
1) Aset Lancar 

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, 

dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, 

dan persediaan.  

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan 

untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap 

dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi  jangka pendek yang 

sangat likuid berjangka dibawah 3 (tiga) bulan yang siap dijabarkan menjadi kas serta 

bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 

Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) 

bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. 

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk 

wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain piutang 

pajak, piutang retribusi, piutang denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan 

piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

Piutang di neraca, disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable 

value) dengan memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang 

tidak tertagih dilakukan melalui estimasi pada akhir periode yang dibentuk sebesar 

persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai 

penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir 

periode pelaporan sesuai perkembangan kualitas piutang.  

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan 

berdasarkan"umur piutang", dengan kriteria sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

71 

 

Tabel 4.4.1 

Tabel Penyisihan Piutang Pajak Daerah yang Tidak Tertagih 
 

No Umur Kualitas Piutang 
Taksiran Piutang Tak 

Tertagih 

1 < 1 tahun Lancar 0.5% 

2 1 – 3 tahun Kurang Lancar 10% 

3 >3 – 5 tahun Diragukan 50% 

4 >5 tahun Macet 100% 

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan 

"umur piutang". dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4.4.2 

Tabel Penyisihan Piutang Retribusi Daerah yang Tidak Tertagih 
 

No Umur Kualitas Piutang 
Taksiran Piutang Tak 

Tertagih 

1 ≤ 1 bulan Lancar 0.5% 

2 >1 – 3 bulan Kurang Lancar 10% 

3 >3 – 12 bulan Diragukan 50% 

4 > 12 bulan Macet 100% 

Untuk jenis piutang yang lain. tidak diberlakukan penghitungan penyisihan piutang. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat. 

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar 

Pertama/MPKP atau First In First Out/FIFO dan setiap akhir periode dinilai dengan 

biaya perolehan terakhir. 

Persediaan disajikan sebesar: 

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan 

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya 

yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, 

rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan; 

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok 

produksi persediaan meliputi biaya langsung yang  terkait dengan persediaan yang 

diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; 

c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. 

2) Aset Nonlancar 

Aset Nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, 

yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah 

Kabupaten Agam atau yang digunakan masyarakat umum. 

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi: 

a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki 

selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari 

investasi nonpermanen dan investasi permanen. 
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Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non 

permanen dan permanen. 

(1) Investasi Non Permanen 

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau 

ditarik kembali. 

(2) Investasi Permanen 

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk 

dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik 

kembali. Investasi yang tidak dimaksudkan dan/atau pengaruh yang signifikan 

dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi 

permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan 

negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik 

negara. 

b) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan 

Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri 

dari : 

(1) Tanah; 

(2) Peralatan dan Mesin; 

(3) Gedung dan Bangunan; 

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 

(5) Aset Tetap Lainnya; dan 

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan. 

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan 

nilainya dapat diukur dengan handal. 

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka 

aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap 

dan akun ekuitas. 

Nilai perolehan aset tetap harus memenuhi batasan jumlah biaya dari aset tetap 

yang telah ditetapkan. Ketentuan batas minimal perolehan untuk Aset Tetap: 

1) Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp750.000,00. Ketentuan ini tidak 

berlaku untuk alat kesehatan, yakni sebesar Rp200.000,00; 

2) Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp20.000.000,00; 

3) Aset Tetap Lainnya selain buku adalah sebesar Rp750.000,00; 

4) Ketentuan batas minimal perolehan tidak berlaku untuk Tanah dan Jalan, 

Irigasi dan Jaringan. 

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa 

manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang 

akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 

kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai 

tercatat aset yang bersangkutan. 

Nilai pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi menambah nilai aset yang 

bersangkutan, diatur sebagai berikut: 

(1) Pemeliharaan tersebut memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi; 

(2) Pemeliharaan tersebut tidak bersifat rutin; 
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(3) Pemeliharaan tersebut tidak untuk mempertahankan kondisi fisik aset tetap; 

(4) Khusus untuk pemeliharaan gedung dan bangunan termasuk aset tetap 

renovasi gedung dan bangunan yang akan dikapitalisasi menjadi penambah 

aset tetap adalah minimal sebesar Rp10.000.000,00; 

(5) Pengeluaran anggaran untuk belanja pemeliharaan akan dikelompokan ke 

dalam belanja modal. 

Barang yang nilai perolehannya dibawah nilai satuan minimum tetap dicatat dalam 

buku inventaris, namun tidak menambah nilai aset pada neraca dan disajikan dalam 

aset “extracoumptable”. 

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap 

baik berupa overhaul  dan renovasi berpedoman pada Peraturan Bupati. 

c) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun 

Anggaran.  

d) Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan 

sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. 

Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tidak Berwujud, tagihan penjualan 

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan 

pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) menggambarkan jumlah yang dapat diterima 

dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang 

dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang 

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai 

ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. 

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah (TP/TGR) merupakan sejumlah uang atau 

barang yang dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah 

oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik 

segaja maupun lalai.  

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

neraca disajikan sebagai aset lancar. 

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih 

yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan 

bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. 

Aset tak berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasikan dan 

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan 

barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan 

intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; 

hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset 

Tak Berwujud dalam pengembangan. 

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan 

secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat Aset Tak 

Berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus 

diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Metode amortisasi dilakukan 

dengan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. dengan 

mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud 

secara merata setiap periode/tahun selama masa manfaat. Amortisasi hanya dapat 

diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada 
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umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode. atau dengan suatu 

basis alokasi garis lurus. Untuk Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas. 

diatur sebagai berikut: 

Tabel 4.4.3  

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

No. Uraian Masa Manfaat 

1. Aset Tidak Berwujud  

1.1 Software  

 Software/Aplikasi 5 

1.2 Hak Cipta dan Paten  

 Hak Cipta 25 

 Paten 20 

1.3 Lisensi dan Franchise  

 Lisensi 10 

 Franchise 5 

1.4 Hasil Kajian  

 Hasil Kajian/Penelitian 10 

 Data Perencanaan 5 

 

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam 

TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak 

berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kabupaten Agam yang 

dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Agam, dan piutang tidak 

tertagih (macet). 

f. Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Agam. Dalam 

konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber 

pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau 

lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan 

pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban 

tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, 

alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. 

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka 

panjang. 

1) Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk 

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi utang belanja pegawai, utang belanja barang, utang 

belanja jasa, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan 

Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. 

2) Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih 

dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Agam tidak 

memiliki Kewajiban jangka panjang. 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

75 

 

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut 

dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah 

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.  

g. Ekuitas 

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan 

kewajiban pada tanggal laporan. 

h. Selisih Kurs 

Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan 

jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi. 

Selisih kurs antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau 

penurunan ekuitas dana periode berjalan. 
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BAB V  

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN  

 

Bab ini menjelaskan mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, yaitu pada 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. 

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Agam menganggarkan pendapatan sebesar 

Rp1.507.660.973.507,00 dengan realisasi sebesar Rp1.406.808.890.968,76 atau 93,31%. 

Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp148.328.271.997,76,  Pendapatan Transfer sebesar Rp1.254.826.618.971,00 dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp3.654.000.000,00 

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja 

daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, 

dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin 

terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda 

penting daerah. 

Penyajian Belanja Daerah dikelompokan menjadi Belanja dan Transfer. Belanja terdiri 

dari: (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, dan (iii) Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi 

ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. 

Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa pengadaan aset 

tetap. Belanja Tak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi belanja/pengeluaran yang terjadi 

diluar perencanaan pemerintah daerah. Sementara Transfer ditujukan untuk pemerataan 

pembangunan. 

Selama tahun 2023, Belanja Daerah direalisasikan sebesar 90,50% atau 

Rp1.423.593.832.548,47 1.423.535.438.666,47 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 

Rp1.572.962.608.928,00. Realisasi belanja daerah tersebut meliputi Belanja Operasi sebesar 

Rp1.094.309.908.639,98, Belanja Modal sebesar Rp155.560.100.788,00, Belanja Tidak 

Terduga sebesar Rp6.304.959.225,49, dan Transfer sebesar Rp167.418.863.895,00. 

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah, maka terjadi Defisit 

Anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp16.784.941.579,71. 

Realisasi Pembiayaan Netto pada tahun 2023 adalah sebesar Rp65.301.635.421,73 yang  

berasal dari Penerimaan Pembiayaan berupa Penerimaan SiLPA tahun lalu.  

Penjelasan mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah 

Kabupaten Agam  selama tahun anggaran 2023, dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Pendapatan 

Pada tahun 2023 jumlah anggaran pendapatan adalah sebesar Rp1.507.660.973.507,00 

dengan realisasi sebesar Rp1.406.808.890.968,76 atau 93,31%. Sedangkan untuk tahun 

2022, realisasi pendapatan adalah sebesar Rp1.387.989.964.289,09, dengan rincian 

Pendapatan sebagai berikut: 
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Tabel 5.1.1.01 

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2022 

No Uraian 
2023 

% 
2022                 

Realisasi                        
(Rp)  Anggaran  (Rp)   Realisasi (Rp)  

1 PENDAPATAN 1.507.660.973.507,00  1.406.808.890.968,76  93,31  1.387.989.964.289,09  

1.1 Pendapatan Asli Daerah    221.421.207.314,00     148.328.271.997,76 66,99 156.668.962.118,09 

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah      73.629.152.185,00       44.851.102.783,57  60,91 39.048.934.213,00 

1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah        6.476.522.800,00         2.693.330.605,00 41,59 3.766.849.704,00 

1.1.3. 
Pendapatan Bagi Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

     24.556.977.294,00       12.443.140.815,00  50,67 10.966.250.810,00 

1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah    116.758.555.035,00       88.340.697.794,19  75,66 102.886.927.391,09 

1.2 Pendapatan Transfer 1.281.739.766.193,00  1.254.826.618.971,00  97,90  1.230.038.837.171,00  

1.2.1 
Transfer Pemerintah Pusat – 
Dana Perimbangan 

1.102.282.508.013,00  1.099.378.654.769,00  99,74 1.074.699.094.796,00 

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak      10.367.469.212,00       12.238.830.665,00  118,05 19.466.150.585,00 

1.2.1.2 
Dana Bagi Hasil Sumber Daya 
Alam 

     11.737.981,000,00       12.059.778.393,00  102,74 4.373.080.690,00 

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)    777.831.122,000,00     785.539.632.500,00  100,99 744.592.472.995,00 

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)    302.345.935.801,00     289.540.413.211,00 95,76 306.267.390.526,00 

1.2.2 
Transfer Pemerintah Pusat 
Lainnya 

     86.653.550,000,00       86.653.550,000,00  100,00       75.099.628,000,00  

1.2..2.3 Dana Desa      86.653.550,000,00      86.653.550,000,00  100,00 75.099.628,000,00 

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi      92.803.708.180,00       68.794.414.202,00  74,13       80.240.114.375,00  

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak      92.303.708.180,00       68.294.414.202,00  73,99 80.240.114.375,00 

1.2.3.2 
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 
Bantuan Keuangan 

          500,000,000,00            500,000,000,00  100,00 0,00 

1.3 
Lain-lain Pendapatan Daerah  
yang Sah 

       4.500,000,000,00         3.654,000,000,00  81,20         1.282.165,000,00  

1.3.1 Pendapatan Hibah        4.500,000,000,00         3.654,000,000,00  81,20         1.282.165,000,00  

1.3.1.1 
Pendapatan Hibah dari 
Pemerintah Pusat 

       4.500,000,000,00         3.654,000,000,00  81,20 1.282.165,000,00 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Pendapatan Pajak Daerah 

Pendapatan pajak daerah adalah penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah 

Kabupaten Agam dari Wajib Pajak. Selama tahun 2023, pendapatan atas pajak daerah 

terealisasi sebesar Rp44.851.102.783,57, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi 

sebesar Rp39.048.934.213,00. Penerimaan pajak daerah ini mengalami kenaikan  

sebesar Rp5.802.168.570,57 atau 14,86%. 

Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam           

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Target penerimaan untuk masing-masing 

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam 

Nomor 530 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 

2023 tentang Target Kinerja Triwulanan Organisasi Perangkat Daerah 

Penanggungjawab Pelaksana Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023.  
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Penetapan target pada tahun 2023 yang rendah realisasinya dari komponen 

pajak dan retribusi, disebabkan oleh penetapan target  melebihi dari potensi yang ada 

sebagaimana hasil kajian analisa potensi pajak dan retribusi.  

Karena penetapan target yang meclebihi potensi, maka target PAD tahun 2023 

sangat sulit dicapai, hal ini juga dipengaruhi oleh: 

1. Tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak. 

2. Jumlah personil pemungut di lapangan belum memadai jika dibandingkan dengan 

luas Kab. Agam 

3. Proses Update data pajak belum selesai dilakukan. 

4. Penegakan sanksi hukum yang masih lemah 

5. Penyuluhan dan sosialisasi belum begitu optimal 

                   

Rincian dari anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah adalah sebagai 

berikut: 

 Tabel 5.1.1.02 

Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 

No Uraian 

2023 

% 
2022             

Realisasi                       
(Rp) 

Anggaran setelah 
Perubahan                   

(Rp) 

Realisasi                             
(Rp) 

1 Hotel 1.862.016.500,00 1.158.050.639,00 62,19 1.160.929.583,00 

2 Restoran 11.407.498.500,00 5.080.726.364,20 44,54 4.194.399.452,00 

3 Hiburan 1.122.500,000,00 11.475,000,00 1,02 11.800,000,00 

4 Reklame 2.410.265,000,00 645.891.943,00 26,80 713.468.914,00 

5 Penerangan Jalan 22.425.000,000,00 22.372.464.938,00 99,77 21.322.225.547,00 

6 Air Tanah 528.200,000,00 381.842.845,88 72,29 470.639.025,00 

7 Sarang Burung Walet 2.588.340,000,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 

6.281.263.500,00 917.435.060,00 14,61 794.570.194,00 

9 PBB-P2 16,004.068.685,00 3.418.773.286,49 21,36 2.015.881.331,00 

10 BPHTB 9,000,000,000,00 10.864.442.707,00 120,72 8.365.020.167,00 

Jumlah 73.629.152.185,00 44.851.102.783,57 60,91 39.048.934.213,00 
 

Adapun Rincian dari pajak daerah untuk setiap jenisnya adalah sebagai berikut: 

a) Pajak Hotel 

Pada tahun 2023 Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp1.862.016.500,00 dengan 

realisasi sebesar Rp1.158.050.639,00 atau 62,19% Realisasi ini berasal dari: 

(1) Hotel Parkside Nuansa Maninjau sebesar  Rp23.072.623,00; 

(2) Hotel Sakura Syariah sebesar Rp387.290.088,00; 

(3) Hotel Balcone sebesar Rp643.028.449,00; 

(4) Hotel Lawang Park sebesar Rp1.300,000,00; 

(5) Hotel Pakoan Indah sebesar Rp13.065.415,00; 

(6) Hotel Sultan Syariah sebesar Rp6.810.100,00;  

(7) Hotel Permata Bunda sebesar Rp11.856.136,00;  

(8) Hotel Rumah Pakan Kamis Rp42.265,000,00; 

(9) Hotel Aro Rp3.846.719,00; 
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(10) Hotel Gabelo Rp250,000,00; dan 

(11) Sisanya berasal dari beberapa hotel lainnya dan yang berasal dari kegiatan OPD 

sebesar Rp25.266.109,00.  

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana realisasi pajak hotel adalah sebesar 

Rp1.160.929.583,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.878.944,00 atau 0,25%. 

Penurunan terjadi karena adanya tunggakan pajak restoran dari Wajib Pajak yaitu 

Hotel Parkside Nuansa Maninjau. Tunggakan ini tidak dipenuhi selama tahun 2023 

dan sudah berkomitmen untuk melunasi piutang pajak hotelnya pada tahun 2024 ini. 

Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah. Target penerimaan untuk masing-masing SKPD (Satuan 

Kerja Perangkat Daerah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 530 

Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2023 

tentang Target Kinerja Triwulanan Organisasi Perangkat Daerah Penanggungjawab 

Pelaksana Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023. 

b) Pajak Restoran 

 Pada tahun 2023 Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp11.407.498.500,00 

dan terealisasi sebesar Rp5.080.726.364,20 atau 44,54%. Realisasi ini berasal 

diantaranya dari: 

(1) Restoran Hotel Nuansa Maninjau sebesar Rp8.113.600,00; 

(2) Restoran Hotel Sakura Syariah sebesar Rp286.534.605,00; 

(3) Restoran Hotel Balcone sebesar Rp346.167.557,00; 

(4) D Besto sebesar Rp465.759.392,00; 

(5) KFC sebesar Rp887.104.042,00; 

(6) Roti O sebesar Rp92.533.454,00; 

(7) RM Lapau Kapau sebesar Rp436.960.095,00; 

(8) RM Roza sebesar Rp1.050,000,00; 

(9)  Bakso Mas Agus sebesar Rp1.050,000,00; 

(10)  Pongek Situjuah sebesar Rp2.222.100,00 

(11)  SAKURA  sebesar Rp996.923,00; 

(12)  RM Sambalado sebesar Rp26,000,00 ;  

(13) Amelia Café  sebesar Rp16,000,000,00; 

(14) PT Dom Pizza Indonesia  sebesar Rp312.934.496,00 ; 

(15) Foods Beverages Indonesia sebesar Rp184.939.377,00; 

(16) Singgah DI sawah sebesar Rp5.756,000,00; 

(17) Muara Hotel sebesar Rp47.530.343,00;  dan 

(18) Sisanya sebesar Rp1.985.048.380.20, berasal dari beberapa rumah makan dan 

kegiatan OPD lainnya. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana realisasi pajak restoran adalah sebesar 

Rp4.194.399.452,00, terjadi kenaikan sebesar Rp886.326.912,20 atau 21,13%. 

Secara persentase terjadi penurunan persentase realisasi pajak restoran dari tahun 

2022, hal ini merupakan akibat dari penetapan target pajak restoran yang mencapai 

lebih kurang 184% dari tahun lalu. 

Berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 530 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Keputusan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2023 tentang Target Kinerja Triwulanan 

Organisasi Perangkat Daerah Penanggungjawab Pelaksana Pemungutan Pendapatan 

Asli Daerah Tahun 2023. Badan Pendapatan Daerah diberikan kewenangan 
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mengelola Pajak Restoran pada restoran hotel berbintang dan Pajak Restoran/Rumah 

Makan dari kegiatan SKPD sedangkan Kecamatan diberikan kewenangan mengelola 

Pajak Restoran/Rumah Makan yang berasal dari kegiatan dengan lokasi objek di 

wilayah masing-masing Kecamatan. 

c) Pajak Hiburan 

Pada tahun 2023 Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp1.122.500,000,00 dan 

terealisasi sebesar  Rp11.475,000,00 atau 1,02 %. Realisasi ini berasal dari: 

(1) Kecamatan Lubuk Basung sebesar Rp2.475,000,00. yang terdiri dari 

penyelenggaraan Event Roadrace yang diadakan di Lubuk Basung sebesar 

Rp975,000 dan Hiburan Pasar Malam sebesar Rp1.500,000,00 

(2) Kecamatan Tanjung Mutiara sebesar Rp9,000,000,00 berupa penyelenggaraan 

event Pesta Nelayan dan Pesta Pantai.  

Jika dibanding dengan realisasi tahun 2022, penerimaan yang bersumber dari pajak 

hiburan mengalami penurunan sebesar Rp325,000,00 atau 2,75%. 

d) Pajak Reklame 

Pada tahun 2023 Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp2.410.265,000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp645.891.943,00 atau 26,8% antara lain berasal dari: 

(1) PT  Citra Media Nusantara sebesar Rp157.486,000,00  

(2) CV Ny Media sebesar  Rp5.790,000,00  

(3) PT Kreasi Ceria Media sebesar Rp 39.110,000,00  

(4) CV SGK Advertising sebesar Rp3.645,000,00  

(5) PT Oase Telnologi Asia sebesar Rp300,000,00  

(6) CV Projeka Advertising sebesar Rp49.110,000,00  

(7) CV Kade sebesar Rp12.640,000,00  

(8) CV Timpro sebesar Rp365.250,00  

(9) CV Multi Mediatama Advertising sebesar Rp2.229,000,00  

(10) Seru Design Print sebesar Rp240,000,00  

(11) PT Astra Internasional Tbk sebesar Rp10.983.750,00  

(12) CV Emil Printing sebesar Rp8.387.500,00  

(13) PT Sherpa Nadya Sejahtera sebesar Rp4.925,000,00  

(14) Hadv sebesar Rp240,000,00  

(15) PT  Indofood Cbf Sukses Makmur sebesar Rp2.857.500,00  

(16) Abang Adek sebesar Rp660,000,00  

(17) PT Foods Beverages sebesar Rp966.510,00  

(18) PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura sebesar Rp86.250,00  

(19) PT Sumatera Inti Seluler sebesar Rp6.279,000,00  

(20) PT Duta Abadi Primantara sebesar Rp9.750,000,00  

(21) CV Dhn Sukses Mandiri sebesar Rp875,000,00  

(22) PT Sharp Elektronic Indonesia sebesar Rp4.500,000,00  

(23) Gudang Garam sebesar Rp3,000,000,00  

(24) PT Karyamulia Kayajaya Nusantara sebesar Rp1.750,000,00  

(25) CV Sonic Adv sebesar Rp14.750,000,00  

(26) CV Cakrawala Dinamika Visitama sebesar Rp1.275,000,00  

(27) PT Tangkas Cipta  Optimal sebesar Rp144.900,00  
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(28) PT Arvindo Bangun Mulia sebesar Rp20.625,000,00  

(29) Speed Advertising sebesar Rp3,000,000,00  

(30) PT Andalas Multimedia Promosindo sebesar Rp3,000,000,00  

(31) PT Caeser Ooh Media sebesar Rp3,000,000,00  

(32) PT New Rehobot sebesar Rp1.495,000,00  

(33) CV Berkat Grafindo sebesar Rp62.500,00  

(34) Sisanya sebesar Rp276,008.783,00 yang berasal dari pajak reklame yang ada 

di kecamatan. 

Realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp645.891.943,00 

mengalami penurunan sebesar Rp67.576.971,00 atau 9,47% jika dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp713.468.914,00. Hal ini disebabkan karena 

adanya beberapa objek pajak reklame yang tidak tertagih selama tahun 2023 

termasuk objek pajak reklame pada beberapa SPBU. 

Berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 530 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Keputusan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2023 tentang Target Kinerja Triwulanan 

Organisasi Perangkat Daerah Penanggungjawab Pelaksana Pemungutan Pendapatan 

Asli Daerah Tahun 2023. Badan Pendapatan Daerah diberikan kewenangan 

mengelola Pajak Reklame dengan kategori subjek pajak berada diluar Kabupaten 

Agam dan objek pajak yang berada dibeberapa kecamatan di Kabupaten Agam 

sedangkan objek dan subjek yang berada dalam kecamatan sepenuhnya dikelola oleh 

Kecamatan. 

e) Pajak Penerangan Jalan 

Pada tahun 2023 Pajak Penerangan Jalan ditargetkan secara kumulatif  sebesar 

Rp22.425,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.372.464.938,00 atau  99,77%. 

dengan rincian sebagai berikut: 

(1) Wajib Pajak Penerangan Jalan dengan kategori penyedia tenaga listrik yang 

disediakan oleh sumber lain. PT PLN (Persero) dengan target sebesar 

Rp22,000,000,000,00 yang terealisasi sebesar Rp22.022.293.337,00 atau 

100,10%. 

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan dengan kategori tenaga listrik yang dihasilkan 

sendiri dengan target sebesar Rp425,000,000,00 terealisasi sebesar 

Rp350.171.601,00, atau 82,39% yang berasal dari: 

- PT AMP Plantation sebesar Rp98.297.907,00; 

- PT Perkebunan Pelalu Raya sebesar Rp112.717.671,00; 

- PT Mutiara Agam sebesar Rp51.337.281,00; dan 

- PT Bukit Sawit Semesta sebesar Rp87.818.742,00. 

Realisasi Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan sebesar Rp1.050.239.391,00 

atau 4,93% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 

Rp21.322.225.547,00. 

Pajak Penerangan Jalan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, Penunjukkan OPD 

Pengelola Pajak Penerangan Jalan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam 

Nomor 530 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Agam Nomor 58 
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Tahun 2023 tentang Target Kinerja Triwulanan Organisasi Perangkat Daerah 

Penanggungjawab Pelaksana Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023. 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pada tahun 2023 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar 

Rp6.281.263.500,00 dan terealisasi sebesar Rp917.435.060,00 atau 14,61 %.  

Realisasi ini berasal dari kegiatan fisik dan infrastruktur yang berasal dari dana APB 

Nagari, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan lainnya. 

Untuk tahun 2023, realisasi pajak ini adalah sebesar Rp917.435.060,00 sehingga jika 

dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 

Rp122.864.866,00 atau (15,46 %). Secara jumlah total realisasi mengalami kenaikan 

dari tahun lalu, namun dari persentase terhadap target pada tahun ini mengalami 

penurunan karena besaran kenaikan target pajak mineral bukan logan dan batuan ini 

mengalami kenaikan sebesar 415% dari tahun 2022. 

Berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 530 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Keputusan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2023 tentang Target Kinerja Triwulanan 

Organisasi Perangkat Daerah Penanggungjawab Pelaksana Pemungutan Pendapatan 

Asli Daerah Tahun 2023. Badan Pendapatan Daerah diberikan kewenangan 

mengelola Pajak Mineral bukan logam dan batuan sepenuhnya ke Kecamatan 

kecuali pemakaian oleh rekanan proyek dan proses izin diatas 5 ha atau yang 

memerlukan AMDAL. 

g) Pajak Air Tanah  

Pada tahun 2023 Pajak Air Tanah ditargetkan sebesar Rp528.200,000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp381.842.845.88 atau 72,29%. Realisasi pajak air tanah berasal 

dari: 

(1) Air Baku Jasa Mulya sebesar Rp4.956.243,00  

(2)  Hotel Sakura Syariah sebesar Rp4.073.036,00  

(3)  Parkside Nuansa Maninjau Resort sebesar Rp10.759.906,00  

(4)  PT AMP Plantation sebesar Rp39.885.117,00  

(5)  PT Astra International Tbk (AUTO 2000) sebesar Rp4.759.677.88  

(6)  PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera sebesar Rp4.697.971,00  

(7)  PT Cahaya Agam Lestari sebesar Rp2.668.222,00  

(8)  PT Fasfood Indonesia sebesar Rp229.688,00  

(9)  PT Japfa Comfeed Indonesia TBK sebesar Rp191.160.206,00  

(10)  PT Karya Agung Megah Utama sebesar Rp37.580.664,00  

(11)  PT Mutiara Agam sebesar Rp1.871.140,00  

(12)  Rsia Rizki Bunda sebesar Rp19.242.098,00  

(13)  The Balcone Hotel And Resort sebesar Rp59.958.877,00  

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp470.639.025,00. terjadi 

penurunan sebesar Rp88.796.179.12 atau 18,87 %. 

Penurunan realisasi pajak air tanah jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 

2022, karena adanya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air, dimana menjelaskan bahwa pihak yang memanfaatkan air bawah tanah wajib 

memiliki izin, sehingga untuk pemungutan pajak bagi wajib pajak yang tidak 
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memiliki izin menjadi pembahasan saat itu. sampai keluarnya hasil evaluasi dari 

Kementerian atas Ranperda PDRD Kabupaten Agam bahwa pajak pemanfaatan air 

tanah tetap dipungut bagi wajib yang tidak memiliki izin sekalipun. 

Penunjukan Badan Pendapatan Daerah selaku pemungut Pajak Air Tanah ini 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 530 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Keputusan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2023 tentang Target Kinerja 

Triwulanan Organisasi Perangkat Daerah Penanggungjawab Pelaksana Pemungutan 

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023. 

h) Pajak Sarang Burung Walet 

Pada tahun 2023 Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar 

Rp2.588.340,000,00 tetapi tidak terealisasi. Pajak Sarang Burung Walet budidaya 

yang dikelola pada bangunan yang diperuntukkan khusus, berlokasi di Kecamatan 

Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari dan Kecamatan Lubuk Basung. 

Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2023 tidak terealisasi, disebabkan sangat 

kurangnya kesadaran para wajib pajak sarang burung walet untuk membayar pajak 

tersebut, walaupun telah dilakukan pendataan ulang sarang burung walet pada 

Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari dan Kecamatan Lubuk 

Basung, dan telah dilakukan pendekatan dan sosialisasi kepada wajib pajak tentang 

pajak sarang burung walet dan perhitungan serta cara pembayarannya, tetapi sampai 

akhir tahun 2023 tetap tidak ada realisasi pajak sarang burung walet tersebut. 

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Target penerimaan BPHTB Tahun 2023 adalah sebesar Rp9,000,000,000,00 

dengan realisasi sebesar Rp10.864.442.707,00 atau 120,72%. Jika dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp8.365.020.167,00, terjadi peningkatan 

sebesar Rp2.499.422.540,00 atau 29,88% 

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.418.773.286.49 atau 21,36% dari target yang 

ditetapkan dalam APBD sebesar Rp16,004.068.685,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 
 Tabel 5.1.1.03 

 Rincian Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2023 dan 2022 

NO KECAMATAN KETETAPAN 2023 
REALISASI REALISASI TAHUN 

2022 TAHUN 2023 % 

1 2 3 4 5 6 

1 B a s o 509.554.410,00 194.250.710,00 38,12 107.694.203,00 

2 Ampek Angkek 778.168.216,00 287.612.853,00 36,96 215.729.577,00 

3 Candung 428.182.154,00 117.289.102,00 27,39 36.572.048,00 

4 Tilatang Kamang 753.085.092,00 395.399.109,00 52,50 216.083.596,00 

5 Kamang Magek 795.533.167,00 75.183.120,00 9,45 50.949.836,00 

6 Palupuh 154.048.225,00 98.082.951,00 63,67 41.860.478,00 

7 Banuhampu 689.831.838,00 349.897.333,00 50,72 291.540.290.0 

8 Sungai Puar 203.930.860,00 68.816.822,00 33,75 48.463.090,00 

9 IV Koto 381.813.781,00 118.145.891,00 30,94 50.469.891,00 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

84 

 

NO KECAMATAN KETETAPAN 2023 
REALISASI REALISASI TAHUN 

2022 TAHUN 2023 % 

1 2 3 4 5 6 

10 Malalak 167.929.079,00 8.080,000,00 4,81 13.122.459,00 

11 M a t u r 356.128.325,00 77.176.772,00 21,67 60.908.938,00 

12 Palembayan 682.685.271,00 489.609.010,49 71,72 55.137.800,00 

13 Tanjung Raya 703.060.545,00 258.020.116,00 36,70 202.460.110,00 

14 Lubuk Basung 1.381.770.557,00 556.116.381,00 40,25 445.224.092,00 

15 Ampek Nagari 243.269.069,00 60.030.652,00 24,68 39.533.072,00 

16 Tanjung Mutiara 393.931.222,00 265.062.464,00 67,29 140.131.851,00 

  JUMLAH 8.622.921.811,00 3.418.773.286,49 39,64 2.015.881.331,00 

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan                    

(PBB-P2) Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.418.773.286,49, sudah termasuk  

penerimaan piutang PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya.  

Tabel 5.1.1.04 

Rincian Penerimaan PBB P2 Tahun 2023 

No Tahun Pajak 

Penerimaan  Penerimaan Piutang 
PBB-P2  

Jumlah 
PBB-P2  

 (Rp) (Rp) (Rp) 

1 2023       3.171.195.294.68,00  0,00         3.171.195.294,68 

2 2022 0,00 98.664.640.82 98.664.640,82 

3 2020 0,00 30.663.431.31 30.663.431,31 

4 2020 0,00 25.687.358.33 25.687.358,33 

5 2019 0,00 15.412.870.86 15.412.870,86 

6 2018 0,00 10.512.338,00 10.512.338,00 

7 2017 0,00 7.849.232,00 7.849.232,00 

8 2016 0,00 6.675.557,00 6.675.557,00 

9 2015 0,00 6.651.320,00 6.651.320,00 

10 <2014 0,00 45.461.243,49 45.461.243,49 

Penerimaan PBB P2       3.171.195.294.68,00  247.577.991,81 3.418.773.286,49 

Target Pajak Bumi dan Bangunan pada APBD 2023 ditetapkan sebesar  

Rp16,004.068.685,00, mengalami kenaikan yang sangat besar lebih kurang 370% dari 

tahun lalu. Kenaikan target disebabkan  selain karena ada kenaikan ketetapan tarif PBB 

P2, juga diasumsikan adanya penerimaan piutang dari wajib pajak.  

Adapun permasalahan yang menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan               

PBB-P2 Tahun 2023 sesuai dengan target, antara lain: 

(1) Data base PBB-P2 sedang dalam proses pemutakhiran; 

(2) Peta blok yang diberikan KPP Pratama sedang dalam perbaikan untuk penyesuaian 

dengan kondisi lapangan; dan 

(3) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak. serta peran dan tanggung jawab 

petugas/kolektor yang masih kurang. 

2) Pendapatan Retribusi Daerah 

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar                                 

Rp2.693.330.605,00 dan Rp3.766.849.704,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 
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2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.073.519.099,00 atau 39,85% dari realisasi 

tahun 2022, dengan rincian realisasi sebagai berikut:  
 

Tabel 5.1.1.05 

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 

No Uraian 

2023 

% 
2022                     

Realisasi                  
(Rp) 

Anggaran setelah 
Perubahan                       

(Rp) 

Realisasi                      
(Rp)  

1 Retribusi Jasa Umum 2.786.147.800,00 1.502.585.500,00 53,93 2,005.657.300,00 

2 Retribusi Jasa Usaha 2.061.112,000,00 729.214,000,00 35,38 822.636.200,00 

3 
Retribusi Perizinan 
Tertentu 

1.629.263,000,00 461.531.105,00 28,33 938.556.204,00 

Jumlah 6.476.522.800,00 2.693.330.605,00 41,59 3.766.849.704,00 

Penerimaan yang berasal dari  Retribusi Daerah terdiri dari: 

a) Retribusi Jasa Umum      

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp1.502.585.500,00 dan Rp2,005.657.300,00. Realisasi Retribusi Jasa Umum 

Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp503.071.800,00 atau 25,08%  dari 

realisasi tahun 2022, dengan rincian pendapatan sebagai berikut: 
 

Tabel 5.1.1.06 

 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan 2022 

No Uraian 

2023 

% 
2022               

Realisasi               
(Rp) 

Anggaran setelah 
Perubahan                

(Rp) 

Realisasi                  
(Rp) 

1 Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 300.530.300,00 

2 
Pelayanan 
Persampahan/ 
Kebersihan 

1.080,000,000,00 434.784,000,00 40,26 455.930,000,00 

3 
Pelayanan Parkir Di 
Tepi Jalan Umum 

212.400,000,00 32.700,000,00 15,40 8.850,000,00 

4 Pelayanan Pasar 17.640,000,00 16.794,000,00 95,20 17.504,000,00 

6 
Pengujian Kendaraan 
Bermotor 

604.625,000,00 353.625,000,00 58,49 501.705,000,00 

7 
Retribusi Pemeriksaan 
Alat Pemadam 
Kebakaran 

9.960,000,00 10.049,000,00 100,89 11.538,000,00 

5 
Retribusi Pelayanan 
Tera/Tera Ulang 

170,000,000,00 6.788,000,00 3,99 2.580,000,00 

8 
Pengendalian Menara 
Telekomunikasi 

691.522.800,00 647.845.500,00 93,68 707.020,000,00 

Jumlah 2.786.147.800,00 1.502.585.500,00 53,93 2,005.657.300,00 

Penerimaan dari Retribusi Jasa Umum. meliputi: 

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Pada tahun 2023, tidak ada target pada Retribusi Pelayanan Kesehatan 

karena penerimaan di Puskesmas dan RSUD Lubuk Basung diakui sebagai 

pendapatan BLUD pada Lain-lain PAD yang Sah. Sementara untuk tahun 

2022, pendapatan ini terealisasi sebesar Rp300.530.300,00 atau 84,66% dari 

anggarannya. 
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(2) Retribusi Pelayanan Persampahan 

Pada tahun 2023, untuk Retribusi Pelayanan Persampahan ditargetkan 

sebesar Rp1.080,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp434.784,000,00 

atau  40,26%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, penerimaan retribusi 

ini mengalami penurunan   sebesar Rp21.146,000 atau 4,64 %.  

SKPD Pengelola Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan yaitu Dinas 

Lingkungan Hidup.  

 

(3) Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum. 

Pada tahun 2023 Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum  ditargetkan 

sebesar Rp212.400,000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.700,000,00 atau 

15,40%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penerimaan retribusi ini 

mengalami peningkatan  sebesar Rp23.850,000,00 atau  269,49 %. 

SKPD Pengelola Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum  yaitu Dinas 

Perhubungan. 

 

(4) Retribusi Pelayanan Pasar 

Pada tahun 2023, Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar 

Rp17.640,000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.794,000,00 atau  95,20%. 

Realisasi retribusi ini mengalami penurunan sebesar Rp710,000,00 atau 

4,06%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022.  

SKPD Pengelola Retribusi Pelayanan Pasar yaitu Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan ketenagakerjaan. 

 

(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  
Pada tahun 2023, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditargetkan 

sebesar Rp604.625,000,00 dengan realisasi sebesar Rp353.625,000,00 atau 

58,49%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan terhadap  

realisasi sebesar Rp148.080,000,00 atau 29,52 %.  

SKPD Pengelola Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Dinas 

Perhubungan. 

 

(6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Pada tahun 2023, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

ditargetkan sebesar Rp9.960,000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp10.049,000,00 atau 100,89%. Realisasi retribusi ini mengalami 

penurunan sebesar Rp1.489,000,00 atau 12,91%. dibandingkan dengan 

tahun lalu. 

SKPD Pengelola Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. 

 

(7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Pada tahun 2023, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditargetkan sebesar 
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Rp170,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.788,000,00 atau 3,99%. 

Jika di banding dengan realisasi tahun lalu terdapat kenaikan sebesar 

Rp4.208,000,00 atau  163,10% dibanding tahun lalu. 

SKPD Pengelola Retribusi Pelayanan Pasar yaitu Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan Ketenagakerjaan 

 

(8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 

Pada tahun 2023 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 

Telekomunikasi ditargetkan sebesar Rp691.522.800,00 dengan realisasi 

sebesar Rp647.845.500,00 atau 93.68%. Jika dibandingkan dengan realisasi 

tahun lalu, terdapat penurunan sebesar Rp59.174.500,00  atau 8,37 %.  

SKPD Pengelola Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 

Telekomunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. 

b) Retribusi Jasa Usaha 

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp729.214,000,00 dan Rp822.636.200,00. Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 

2023 mengalami penurunan sebesar Rp93.422.200,00 atau 11,36% jika 

dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Adapun rincian realisasi pendapatan 

tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 5.1.1.07 

 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan 2022 

No Uraian 

2023 

% 
2022                   

Realisasi              
(Rp) 

Anggaran 
setelah 

Perubahan             
(Rp) 

Realisasi                   
(Rp) 

1 
Pemakaian Kekayaan 
Daerah 

736.275,000,00 236.038,000,00 32,06 324.193.200,00 

2 Pasar Grosir/Pertokoan 250.245,000,00 52.193,000,00 20,86 57.280,000,00 

3 Tempat Khusus Parkir 258.800,000,00 51.373,000,00 19,85 48.927,000,00 

4 Rumah Potong Hewan 261.600,000,00 127.150,000,00 48,60 140.650,000,00 

5 
Tempat Rekreasi & 
Olahraga 

500.617,000,00 240.011,000,00 47,94 238.111,000,00 

6 
Penjualan Produksi 
Usaha Daerah 

53.575,000,00 22.449,000,00 41,90 13.475,000,00 

Jumlah 2.061.112,000,00 729.214,000,00 35,38 822.636.200,00 

Penerimaan yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha. terdiri dari: 

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

Pada tahun 2023, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan 

sebesar Rp736.275,000,00 dan terealisasi sebesar Rp236.038,000,00 atau 

32,06%. Terdapat penurunan atas realisasi retribusi ini sebesar 

Rp88.155.200,00 atau 27,19 % terhadap realisasi tahun lalu.  

SKPD Pengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu:  

• Badan Keuangan dan Aset Daerah. berupa Retribusi Penyewaan Tanah 

dan Bangunan. dengan realisasi sebesar Rp40.990,000,00. 
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• Dinas Lingkungan Hidup.  berupa Retribusi Pemakaian Laboratorium  

terealisasi sebesar Rp144.298,000,00. 

• Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa Retribusi Pemakaian alat  

dengan realisasi sebesar sebesar Rp 29.800,000,00. 

• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Retribusi Pemakaian 

Alat dengan realisasi sebesar Rp20.950,000,00. 

(2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 

Pada tahun 2023, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditargetkan 

sebesar Rp250.245,000,00 dan terealisasi sebesar Rp52.193,000,00 atau 

20,76%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022. realisasi pada tahun ini 

mengalami penurunan  sebesar Rp5.333,000,00 atau 9,31%.  

SKPD Pengelola Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yaitu:  

• Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp 23.865,000,00; dan 

• Dinas Pertanian terealisasi sebesar Rp 28.328,000,00. 

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir 

Pada tahun 2023, Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar 

Rp258.800,000,00 dengan realisasi sebesar Rp51.373,000,00 atau 19,85%. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi retribusi ini mengalami 

kenaikan sebesar Rp2.446,000,00 atau  5,00 %.  

SKPD Pengelola Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu:  

• Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp8.800,000,00. dan  

• Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga terealisasi sebesar 

Rp42.573,000,00. 

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan 

Pada tahun 2023. dari target sebesar Rp261.600,000,00. Retribusi Rumah 

Potong Hewan terealisasi sebesar Rp127.150,000,00 atau 48,60%. Realisasi 

retribusi ini mengalami penurunan sebesar Rp13.500,000,00 atau 9,60%. 

SKPD Pengelola Retribusi Rumah Potong Hewan yaitu Dinas Pertanian. 

(5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

Pada tahun 2023. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditargetkan 

sebesar Rp500.617,000,00 dan terealisasi sebesar Rp240.011,000,00 atau 

47,94%. Untuk tahun ini, realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

mengalami kenaikan sebesar Rp1.900,000,00 atau  0,80% jika dibandingkan 

dengan tahun lalu.  

SKPD Pengelola Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yaitu Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olah Raga. 

(6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

Pada tahun 2023 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan 

sebesar Rp53.575,000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.449,000,00 atau 

41,90%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu. realisasi retribusi ini 

peningkatan sebesar Rp8.974,000 atau  66,60%.  
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SKPD Pengelola Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu Dinas 

Ketahanan Pangan dan Perikanan.       

c) Retribusi Perizinan Tertentu 

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp461.531.105,00 dan Rp938.556.204,00. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu 

Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp477.025.099,00 atau 50,83% dari 

realisasi tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.1.1.08 

 Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022 

No Uraian 

2023 

% 
2022                     

Realisasi               
(Rp) 

Anggaran 
setelah 

Perubahan                     
(Rp) 

Realisasi       
(Rp) 

1 
Izin Mendirikan 
Bangunan 

1.604.363,000,00 458.711.105,00 28,59 928.341.204,00 

2 Izin Trayek 24.900,000,00 2.820,000,00 11,33 10.215,000,00 

  Jumlah 1.629.263,000,00 461.531.105,00 28,33 938.556.204,00 

Retribusi Perizinan Tertentu. terdiri dari: 

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Pada tahun 2023 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dianggarkan sebesar 

Rp1.604.363,000,00 dan terealisasi sebesar Rp458.711.105,00 atau 28,59%. 

Selama tahun 2023, terjadi penurunan realisasi retribusi yang cukup 

signifikan yakni sebesar Rp469.630.099,00 atau 50,59%  jika dibandingkan 

dengan tahun lalu. 

SKPD Pengelola Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang. 

(2) Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan 

Pada tahun 2023 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan 

Angkutan dianggarkan sebesar Rp24.900,000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp2.820,000,00 atau Rp11,33%. Untuk retribusi ini terjadi penurunan 

realisasi sebesar Rp7.395,000,00 atau 72,39% jika dibandingkan dengan 

tahun 2022. 

Target penerimaan untuk Retribusi Izin Trayek di tetapkan dengan 

Keputusan Bupati Agam  Nomor 351 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Keputusan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2023 tentang Target Kinerja 

Triwulanan Organisasi Perangkat Daerah Penanggungjawab Pelaksana 

Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan Keputusan Bupati 

Agam Nomor 13 Tahun 2023. 

SKPD Pengelola Retribusi Izin Trayek yaitu Dinas Perhubungan. 

3) Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada 

tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp12.443.140.815,00 dan 

Rp10.966.250.810,00. Terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp1.476.890,005,00 atau 

13,47% . 
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Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 

2023 dan Tahun 2022 berasal dari penerimaan Bagian Laba yang dibagikan pada 

Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari.   

4) Lain - lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah 

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 ditargetkan sebesar                                                   

Rp116.758.555.035,00 dengan realisasi sebesar Rp88.340.697.794,19 atau 75,66%. 

Realisasi tahun ini mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp14.546.229.596,90 

dari realisasi tahun 2022, dengan rincian pendapatan sebagai berikut: 
 

Tabel 5.1.1.09 

Rincian Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun 2023 dan 2022 

No Uraian 

2023 

% 
2022                          

Realisasi                              
(Rp) 

Anggaran setelah 
Perubahan               

(Rp) 

Realisasi                  
(Rp) 

1 
Hasil Penjualan BMD yang 
Tidak Dipisahkan 

2.350,000,000,00 156.357.441,00 6,65 34.618,000,00 

2 
Hasil Pemanfaatan BMD 
yang Tidak Dipisahkan 

1.788.400,000,00 125.850,000,00 7,04 111.096.308,00 

3 Jasa Giro 12.948.511.739,00 1.191.770.414,00 9,20 2.387.421.860,00 

4 Pendapatan Bunga 10,000,000,000,00 0,00 0,00 3.904.079.307,00 

5 
Tuntutan Ganti Kerugian 
Daerah 

7.700,000,000,00 1.227.854.621,59 15,95 1.983.191.300,79 

6 
Denda atas Keterlambatan 
Pelaksanaan Pekerjaan 

2.200,000,000,00 105.040.112,60 4,77 119.341.288,42 

7 
Pendapatan Denda Pajak 
Daerah  

333,000,000,00 108.224.711,51 32,50 61.091.944,00 

8 
Pendapatan Denda  
Retribusi 

66,000,000,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Pendapatan hasil Eksekusi 
Atas Jaminan 

2.596.086,000,00 1.104.969.929,20 42,56 56.713.101,84 

10 
Pendapatan dari 
Pengembalian 

760,000,000,00 460.167.585,29 60,55 281.217.181,20 

11 
Pendapatan Jasa Layanan 
BLUD 

75.916.557.296,00 83.860.462.979,00 110,46 93.948.157.099,84 

12 
Pendapatan Denda atas 
Pelanggaran Peraturan 
Daerah 

100,000,000,00 0,00 0,00 0,00 

Jumlah 116.758.555.035,00 88.340.697.794,19 75,66 102.886.927.391,09 

b. Pendapatan Transfer 

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan. Transfer 

Pemerintah Pusat-Lainnya. dan Transfer Pemerintah Provinsi. Selama tahun 2023. 

Pendapatan Transfer dari anggaran sebesar Rp1.281.739.766.193,00 terealisasi sebesar 

Rp1.281.739.766.193,00 dengan realisasi sebesar Rp1.254.826.618.971,00 atau 97,90%. 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. 

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana 

Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, 

Untuk tahun 2023, pendapatan ini terealisasi sebesar Rp1.099.378.654.769,00 atau 

99,74% dari anggarannya sebesar Rp1.102.282.508.013,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 
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a) Dana Bagi Hasil Pajak 

Pada tahun 2023. realisasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten 

Agam adalah sebesar Rp12.238.830.665,00 atau 118,05% dari anggaran sebesar 

Rp10.367.469.212,00, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.1.1.10 

 Rincian Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022 

No Uraian 

2023 

% 
2022                       

Realisasi                    
(Rp) 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan                     
(Rp) 

Realisasi                   
(Rp) 

1 
DBH Pajak Bumi dan 
Bangunan 

3.820.320,000,00 4.856.568.564,00 127,12 11.097.389.638,00 

2 DBH PPh Pasal 21 6.272.457,000,00 6.863.803.464,00 109,43 7.677.854,006,00 

3 
DBH PPh Pasal 25 
dan Pasal 
29/WPOPDN 0,00 

267.160.658,00 
0,00 

453.222.532,00 

4 
Bagi Hasil dari Cukai 
Hasil Tembakau 

274.692.212,00 251.297.979,00 91,48 237.684.409,00 

Jumlah 10.367.469.212,00 12.238.830.665,00 118,05 19.466.150.585,00 

 

b) Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 

Pada tahun 2023 dan tahun 2022, realisasi penerimaan dana bagi hasil bukan 

pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Agam masing-masing berjumlah 

Rp12.059.778.393,00 dan Rp4.373.080.690,00, dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 5.1.1.11 

Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak – Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Dana Alokasi Umum (DAU) 

Selama tahun 2023 dan 2022, realisasi DAU masing-masing sebesar 

Rp785.539.632.500,00 dan Rp744.592.472.995,00. Nilai Realisasi DAU pada 

tahun 2023 meningkat sebesar Rp40.947.159.505,00 atau 5,50% dari tahun 2022. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK/07/2019 

No Uraian 

2023 

% 

2022 

Anggaran setelah 
Perubahan 

Realisasi Realisasi 

(Rp) (Rp) (Rp) 

1 
Bagi Hasil dari 
Pertambangan Panas 
Bumi 

198.141,000,00 265.809.626,00 134,15 851.066.752,00 

2 
DBH Sumber Daya Alam 
(SDA) Mineral dan 
Batubara-Landrent 

839.624,000,00 942.087.519,00 112,20 
       

24.099.117,00  

3 
Bagi Hasil dari Iuran 
Eksplorasi dan Iuran 
Eksploitasi (Royalti) 0,00 0,00 0,00 

 
1.520.228.021,00  

4 

DBH Sumber Daya Alam 
(SDA) Kehutanan- Provisi 
Sumber Daya Hutan 
(PSDH) 

       
9.209.538,000,00 

9.149.450.037,00 99,35 
       

19.375.800,00  

5 
DBH Sumber Daya Alam 
(SDA) Perikanan 

1.490.678,000,00 1.702.431.211,00 114,21 
 

1.958.311,000,00  

  Jumlah 11.737.981,000,00 12.059.778.393,00  102,74  4.373.080.690,00  
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tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum. dan Dana Otonomi 

Khusus maka alokasi DAU Pemerintah Kabupaten Agam terdiri dari: 

(1) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp180.551.776.725,00 

yang terdiri dari: 

- Bidang Kesehatan sebesar Rp31.676.160.412,00; 

- Bidang Pendidikan sebesar Rp80.701.649.218,00; 

- Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp28.156.479.528,00; 

- Penggajian formasi PPPK sebesar Rp40.017.487.567,00. 

(2) Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar 

Rp604.987.855.775,00. 

(Penyajian selengkapnya Laporan Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 

2023 terdapat pada Lampiran III). 

 

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Selama tahun 2023 penerimaan DAK ditargetkan sebesar 

Rp302.345.935.801,00 dan terealisasi sebesar Rp289.540.413.211,00 atau 95,76%. 

Sementara pada Tahun 2022 DAK terealisasi sebesar Rp306.267.390.526,00. 

terjadi penurunan sebesar Rp16.726.977.315,00 atau 5,46% jika dibandingkan 

dengan tahun lalu. dimana rincian penerimaan pendapatannya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.1.1.12 
Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 dan 2022 

No Uraian 

2023 

 %  
2022                    

Realisasi                      
(Rp) 

Anggaran Setelah 
Perubahan                     

(Rp) 

Realisasi                    
(Rp) 

I 
Dana Transfer Khusus-Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Fisik 

50.740.611,000,00 47.863.369.762,00 94,33 92.154.654.218,00 

1 
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-PAUD 

1.062.743,000,00 1.059.517.550,00 99,70 609.229.223,00 

2 
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-SD 

8.143.078,000,00 8.139.888,000,00 99,96 12.878.996.900,00 

3 
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-SMP 

2.943.110,000,00 2.943.110,000,00 100,00 3.061.480.995,00 

6 
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 
KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian 

0,00 0,00 0,00 4.537.469.507,00 

7 
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 
KB-Penugasan-Penurunan AKI dan 
AKB 

 
0,00 

 
0,00 0,00 1.564.785,000,00 

9 

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 
KB-Penugasan-Peningkatan 
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit dan Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat 

699.975,000,00 669.600,000,00 95,66 1.261.380.750,00 

10 
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 
KB-Reguler-KB 

524.061,000,00 0,00 0,00 1.587.951.342,00 

11 
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 
KB-Penugasan-Penurunan Stunting 
(KB) 

4.846.711,000,00 4.145.373.952,00 85,53 1.812.600,000,00 

13 

DAK Fisik-Bidang Pertanian-
Penugasan-
Pembangunan/Renovasi Sarana 
dan Prasarana Fisik Dasar 
Pembangunan Pertanian 

3.190,000,000,00 3.190,000,000,00 100,00 6.662.825.977,00 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

93 

 

No Uraian 

2023 

 %  
2022                    

Realisasi                      
(Rp) 

Anggaran Setelah 
Perubahan                     

(Rp) 

Realisasi                    
(Rp) 

14 
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan 
Perikanan-Penugasan 

0,00 0,00 0,00 2.619.929.341,00 

15 
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-
Penugasan 

1.198.699,000,00 1.101.774.060,00 91,91 0,00 

16 
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-
Jalan 

25.779.343,000,00 24.316.106.200,00 94,32 21.732.249.200,00 

17 
DAK Fisik-Bidang Jalan-
Penugasan-Jalan 

0,00 0,00 0,00 16.934.315.510,00 

18 
DAK Fisik-Bidang Air Minum-
Reguler 

0,00 0,00 0,00 6.147.840,005,00 

20 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 0,00 0,00 0,00 4.856.741,000,00 

22 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 0,00 0,00 0,00 4.605.129,000,00 

23 
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan-Penugasan-
Lingkungan Hidup 

2.352.891,000,00 2.298,000,000,00 97,67 0,00 

24 
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 
KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan 
Sistem Kesehatan 

0,00 0,00 0,00 1.281.730.468,00 

II 
Dana Transfer Khusus-Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 

251.605.324.801,00 241.677.043.449,00 96,05 214.112.736.308,00 

1 DAK Non Fisik-BOS Reguler 61.573.800,000,00 61.059.951.997,00 99,17 59.545.077.270,00 

2 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 5.295,000,000,00 3.430,000,000,00 64,78 2.700,000,000,00 

3 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 142.064.987,000,00 135.880.588.854,00 95,65 132.114.612.150,00 

4 DAK Non Fisik-BOP PAUD 6.249.600,000,00 6.245.413.303,00 99,93 6.189.824,000,00 

5 
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan 
Kesetaraan 

2.729.200,000,00 2.729.200,000,00 100,00 2.265.700,000,00 

6 
DAK Non Fisik-BOP Museum dan 
Taman Budaya-Museum 

689.815.583,00 689.815.583,00 100,00 684.890.610,00 

7 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 26.501.447.985,00 25.688.556.585,00 96,93 4.964.858.029,00 

8 
DAK Non Fisik-BOKKB-
Pengawasan Obat dan Makanan 

547.464,000,00 0,00 0,00 0,00 

11 DAK Non Fisik-PK2UKM 356.431.320,00 356.431.320,00 100,00 305.223.800,00 

13 
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan 
Kepariwisataan 

977.010.770,00 977.010.770,00 100,00 711.990.450,00 

14 
DAK Non Fisik-Fasilitasi 
Penanaman Modal 

338.047.805,00 338.047.805,00 100,00 242.497.255,00 

15 DAK Non Fisik-BOKB-KB 3.129.360.321,00 3.129.360.321,00 100,00 3.965.552.744,00 

16 
DAK NonFisik-Dana Pelayanan 
Perlindungan Perempuan dan Anak 

598,000,000,00 597.506.894,00 99,92 0,00  

17 
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan 
Pangan dan Pertanian 

555.160.017,00 555.160.017,00 100,00 422.510,000,00 

Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) 
(I+II) 

302.345.935.801,00 289.540.413.211,00 95,76 306.267.390.526,00 

 

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 

Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dalam 

bentuk Dana Penyesuaian untuk Dana Desa, terealisasi sebesar Rp86.653.550,000,00 

atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan penerimaan 

tahun lalu, terjadi penurunan sebesar Rp11.553.922,000,00, dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

94 

 

Tabel 5.1.1.13 

Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2023 dan 2022 

No Uraian 

2023 

% 
2022                    

Realisasi                     
(Rp) 

Anggaran setelah 
Perubahan                  

(Rp) 

Realisasi                    
(Rp) 

1 Dana Desa 86.653.550,000,00 86.653.550,000,00 100,00 75.099.628,000,00 

Jumlah 86.653.550,000,00 86.653.550,000,00  100,00 75.099.628,000,00 

3) Transfer dari Pemerintah Provinsi 

Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan 

Keuangan. dengan rincian sebagai berikut: 

a) Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Provinsi 

Pada tahun 2023. realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi adalah 

sebesar Rp68.294.414.202,00, mengalami penurunan sebesar   

Rp11.945.700.173,00 atau 14,89%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 

2022 yakni sebesar Rp80.240.114.375,00. Rincian pendapatan ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.1.1.14 

Rincian Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Provinsi Tahun 2023 dan 2022 

No Uraian 

2023 

% 

2022 

Anggaran setelah 
Perubahan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

1 
Bagi Hasil Pajak 
Kendaraan Bermotor 

21.577.658.121,00 14.758.241.213,00 
 

68,40 
17.938.227.712,00 

2 
Bagi Hasil Bea Balik 
Nama Kendaraan 
Bermotor 

10.326.641.063,00 7.430.705.275,00 71,96 9.559.861.665,00 

3 
Bagi Hasil Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan 
Bermotor 

35.311.115.570,00 23.317.660.976,00 66,03 29.249.644.437,00 

4 

Bagi Hasil dari Pajak 
Pengambilan dan 
Pemanfaatan Air 
Permukaan 

899.137.175,00 574.281,003,00 63,87 601.060.490,00 

5 Bagi hasil pajak rokok 24.189.156.251,00 22.213.525.735,00 91,83 22.891.320.071,00 

Jumlah 92.303.708.180,00 68.294.414.202,00 73,99 80.240.114.375,00 

 

Penerimaan pendapatan ini selama tahun 2023. sudah termasuk penerimaan 

piutang tahun 2022 yang merupakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil untuk 

Pemerintah Kabupaten Agam selama tahun 2022 sebesar Rp12.967.824.102,00. 

Tidak terealisasinya pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak 

Pemerintah Provinsi, antara lain disebabkan karena terjadinya Perubahan terhadap 

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-105-2023 Tentang Perkiraan 

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota pada 

tanggal 21 Februari 2023, dimana Pemerintah Kabupaten Agam yang semula 

ditetapkan akan mendapatkan Bagi Hasil sebesar Rp79.335.884.078,00, menjadi 

sebesar Rp55.326.590.100,00 melalui Keputusan Gubernur  Sumatera Barat 

Nomor: 903-835-2023 Tentang  Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor  
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903-105-2023 Tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat 

Bagian Kabupaten/Kota pada tanggal 19 Desember 2023. Keputusan Gubernur 

Sumatera Barat ini terbit setelah penetapan APBD Perubahan  Kabupaten Agam 

Tahun Anggaran 2023 sehingga target pendapatan bagi hasil tidak dapat 

disesuaikan kembali Kondisi ini mengakibatkan penerimaan yang bersumber dari 

dana bagi hasil akan berkurang sebesar Rp24,009.293.978,00. (Keputusan 

Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Lampiran IV). 

b) Bantuan Keuangan 

Pada tahun 2023 penerimaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah 

Provinsi ini terealisasi sebesar Rp500,000,000,00, sementara pada tahun 2022, 

tidak terdapat target dan realisasi pendapatan Bantuan Keuangan. 

Pendapatan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi sebesar Rp500,000,000,00 

ini merupakan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Sumatera Barat untuk rehab 

Gedung Kreatif Hub di Kawasan Wisata Strategis Lawang. 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan yang bersumber 

antara lain dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, dimana pada tahun 2023 

terealisasi sebesar Rp3.654,000,000,00 atau 81,20% dari target sebesar 

Rp4.500,000,000,00. Sementara untuk tahun 2022, pendapatan ini tidak ditargetkan 

dengan realisasi sebesar Rp1.282.165,000,00. Realisasi pendapatan ini mengalami 

peningkatan sebesar Rp2.371.835,000,00 atau 184,99%, jika dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2022.  

Rincian dari  Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah. dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 5.1.1.15 

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022 

 
No 

Uraian 

2023 % 2022 

Anggaran setelah 
Perubahan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 
 

Realisasi 

(Rp) 

1 Pendapatan Hibah 
dari Pemerintah 
Pusat 

4.500,000.000,00 3.654.000.000,00 81,20 1.282.165.000,00 

2 Lain-lain Pendapatan 
Sesuai dengan Keten 
tuan Peraturan Perun 
dang-Undangan 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Jumlah 4.500.000.000,00 3.654.000.000,00 81,20 1.282.165.000,00 

 

Adapun realisasi Pendapatan Hibah selama tahun 2023, terdiri dari: 

▪ Pendapatan Hibah Sanitasi sebesar Rp828.000.000,00 yang diterima di Rekening Kas 

Umum Daerah pada tanggal 27 Desember 2023, dan 

▪ Pendapatan Hibah Air Minum Pedesaan sebesar Rp2.826.000.000,00 yang diterima di 

Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 28 Desember 2023. 
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Sementara untuk tahun 2022, terealisasi Pendapatan Hibah Air Minum Pedesaan sebesar 

Rp1.282.165.000,00 yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal                           

26 Desember 2022. 

 

2. Belanja 

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar  

Rp1.256.174.968.653,47 dan Rp1.281.225.609.445,44. Realisasi Belanja Tahun 2023 

mengalami penurunan sebesar Rp25.050.640.791,97 atau 1,96%. jika dibandingkan 

dengan realisasi Belanja Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut: 

 
Tabel 5.1.2.01 

Rincian Belanja Tahun 2023 dan 2022 

Belanja Daerah 

2023 2022                           
Realisasi                             

(Rp) 
 Anggaran                               

(Rp) 
 Realisasi                            

(Rp) 
  Rasio            

%   

a. Belanja Operasi 1.206.090.679.303,00 1.094.309.908.639,98 90,72 1.111.767.103.274,44 

b. Belanja Modal 181.792.691.466,00 155.560.100.788,00 85,57 164.566.544.086,00 

c. 
Belanja Tak 
Terduga 9.663.165.533,00 6.304.959.225,49 65,25 4.891.962.085,00 

  Jumlah 1.397.546.536.302,00 1.256.174.968.653,47 89,88 1.281.225.609.445,44 

a. Belanja Operasi 

Realisasi  Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp1.094.309.908.639,98 dan Rp1.111.767.103.274,44. Realisasi 

Belanja Operasi Tahun 2023 berkurang sebesar Rp17.457.194.634,46 atau 1,57% dari  

Belanja pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.1.2.02 

Rincian Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022 

No Belanja Operasi  

2023 

Rasio   
2022                               

Realisasi                                 
(Rp)  

 Anggaran               
(Rp) 

 Realisasi              
(Rp)  

1. Belanja Pegawai 687.774.098.349,00 658.623.944.706,98 95,76 665.661.485.697,44 

2. 
Belanja Barang & 
Jasa 

474.242.253.331,00 408.308.346.658,00 86,10 425.737.720.457,00 

3. Belanja Hibah  39.063.677.623,00 22.589.467.275,00 57,83 14.369.845.770,00 

4. Bantuan Sosial 5.010.650,000,00 4.788.150,000,00 95,56 5.998.051.350,00 

Jumlah 1.206.090.679.303,00 1.094.309.908.639,98 90,73 1.111.767.103.274,44 

Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut: 

1) Belanja Pegawai  

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp658.623.944.706,98 dan Rp665.661.485.697,44. Realisasi 

Belanja Pegawai Tahun 2023 berkurang sebesar Rp7.037.540.990,46 atau 1,06% 

dari Belanja Pegawai Tahun 2022, dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut: 
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Tabel 5.1.2.03 

Rincian Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 

No Belanja Pegawai 

Tahun 2023 
Rasio 

% 

Tahun 2022         
Realisasi                         

(Rp) 
Anggaran             

(Rp) 
Realisasi              

(Rp) 

1 Belanja Gaji dan Tunjangan  441.369.885.506,00 437.152.629.993,00 99,04 436.793.646.640,00 

2 
Tambahan Penghasilan 
ASN 

72.532.199.234,00 61.343.190.668,98 84,57 64.738.505.557,44 

3 
Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Pertimbangan 
Objektif Lainnya ASN 

150.919.548.650,00 138.997.881.559,00 92,10 142.696.587.195,00 

4 
Belanja Gaji dan Tunjangan 
DPRD 

17.207.670.924,00 17.042.504.922,00 99,04 16.984.622.601,00 

5 
Belanja Gaji dan Tunjangan 
KDH/WKDH 

832.951.614,00 465.544.094,00 55,89 459.022.015,00 

6 
Belanja Penerimaan 
Lainnya Pimpinan DPRD 
serta KDH/WKDH 

994.115.465,00 571.753.852,00 57,51 749.989.069,00 

7 Belanja Pegawai BLUD 3.917.726.956,00 3.050.439.618,00 77,86 3.239.112.620,00 

  Jumlah 687.774.098.349,00 658.623.944.706,98 95,76 665.661.485.697,44 

2) Belanja Barang dan Jasa 

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2023 dan 

2022 adalah sebesar Rp408.308.346.658,00 dan Rp425.737.720.457,00. Realisasi 

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 berkurang sebesar Rp17.429.373.799,00 atau 

4,09%  dari Belanja Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut: 
 

Tabel 5.1.2.04 
Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 

No Belanja Barang 

Tahun 2023 
Rasio 

% 

Tahun 2022            
Realisasi                  

Rp 
Anggaran                    

Rp 
Realisasi                   

Rp 

1 Belanja Barang 88.310.207.547,00 73.482.980.841,00 83,21 66.044.088.458,00 

2 Belanja Jasa 152.535.012.203,00 123.327.705.232,00 80,85 138.596.131.630,00 

3 Belanja Pemeliharaan 7.411.232.275,00 5.634.867.939,00 76,03 7.375.067.023,00 

4 Belanja Perjalanan Dinas 69.844.741.033,00 57.667.427.419,00 82,57 60.770.849.992,00 

5 
Uang untuk Diberikan 
Kepada Pihak Ketiga/ 
Masyarakat 29.254.495.410,00 25.880.856.495,00 88,47 31.691.137.292,00 

6 
Belanja Barang dan Jasa 
BOS 55.670.008.833,00 52.497.331.299,00 94,30 51.429.697.393,00 

7 
Belanja Barang dan Jasa 
BLUD 71.216.556.030,00 69.817.177.433,00 98,04 69.830.748.669,00 

  Jumlah  474.242.253.331,00 408.308.346.658,00 86,10 425.737.720.457,00 

 

3) Belanja Hibah 

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Agam untuk tahun 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp22.589.467.275,00 dan Rp14.369.845.770,00. Realisasi Belanja 

Hibah TA 2023 meningkat sebesar Rp8.219.621.505,00 atau 57,20% dari tahun 

lalu, dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 5.1.2.05 

Rincian Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022 

 

 

4) Belanja Bantuan Sosial  

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2023 

dan tahun 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.788.150.000,00 dan 

Rp5.998.051.350,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun lalu, 

realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 berkurang sebesar 

Rp1.209.901.350,00 atau 20,17%. dengan rincian realisasi sebagai berikut: 
 

Tabel 5.1.2.06 

Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 
 

Belanja Bantuan Sosial yang terealisasi selama tahun 2023 adalah Belanja Bantuan 

Sosial kepada individu sebesar Rp4.788.150.000,00 atau 95,56%. berupa belanja 

bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu. 

Sementara realisasi belanja ini selama tahun 2022. meliputi: 

a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi sebesar 

Rp5.798.423.350,00. yang terdiri dari: 

(1) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu. dengan 

realisasi sebesar Rp5.566.450.000,00 atau 89,84%. dan 

(2) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada Individu. dengan 

realisasi sebesar Rp199.628.000,00 atau 99,81%. 

b) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar 

Rp199.628.000,00 yang terdiri dari: 

(1) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok 

Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 100% dan 

No Belanja Hibah 

Tahun 2023 
  Rasio          

%     

Tahun 2022           
Realisasi             

(Rp) 
 Anggaran                 

(Rp) 
 Realisasi              

(Rp) 

1. 
Belanja Hibah kepada 
Pemerintah Daerah 
Lainnya 

0,00  0,00  0,00  299.556.524,00 

2. 

Belanja Hibah kepada 
Badan Lembaga. 
Organisasi 
Kemasyarakat yang 
Berbadan Hukum 
Indonesia 

33.984.774.750,00 17.560.613.829,00 51.67 9.927.777.129,00 

3. 
Belanja Hibah Dana 
BOS 

4.210.719.734,00 4.160.670.307,00 98.81 3.274.332.296,00 

4. 
Belanja Hibah Bantuan 
Keuangan  kepada 
Partai Politik 

868.183.139,00 868.183.139,00 100,00 868.179.821,00 

Jumlah 39.063.677.623,00 22.589.467.275,00 57,83 14.369.845.770,00 

No Belanja Bantuan Sosial 

Tahun 2023 Tahun 2022              
Realisasi                 

(Rp) 
 Anggaran              

(Rp) 
 Realisasi                     

(Rp) 
 Rasio    

%   

1. 
Belanja Bantuan Sosial 
kepada Individu 

5.010.650,000,00 4.788.150.000,00 95,56 5.798.423.350,00 

2. 
Belanja Bantuan Sosial 
kepada Kelompok 
Masyarakat 

0,00  0,00  0,00  199.628,000,00 

  Jumlah 5.010.650.000,00 4.788.150.000,00 95,56 5.998.051.350,00 
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(2) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok 

Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp99.628.000,00 atau 99,63%. 

b. Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2023 dan tahun 2022 

adalah sebesar Rp155.560.100.788,00 dan Rp164.566.544.086,00. Realisasi Belanja 

Modal Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.006.443.298,00 atau 5,47% 

dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. terdiri dari: 

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 adalah sebesar 

Rp36.094.397.013,00 atau 74,52% dari anggarannya. Sementara pada tahun 2022 

direalisasikan sebesar Rp40.399.591.883,00. Terjadi penurunan atas realisasi 

belanja selama tahun 2023 sebesar Rp4.305.194.870,00 atau 10,66% dari realisasi 

belanja pada tahun 2022. Adapun rincian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

pada tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 5.1.2.07 

 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 

 

 

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja modal Gedung dan Bangunan direalisasikan pada tahun 2023 sebesar                              

Rp37.344.516.876,00 atau 89,65%, dari anggarannya. sedangkan untuk tahun 2022 

direalisasikan sebesar Rp28.660.853.821,00  Terjadi peningkatan atas realisasi 

tahun 2023 sebesar Rp8.683.663.055,00 atau 30,30% dibandingkan dengan 

realisasi belanja tahun lalu. Adapun rincian dari Belanja Modal Gedung dan 

No Belanja Modal (BM) 

Tahun 2023 Tahun 2022          
Realisasi                       

(Rp) 
 Anggaran                 

(Rp) 
 Realisasi                           

(Rp) 
  Rasio          

%   

1 
BM Pengadaan  Alat-alat 
Besar  

21.600,000,00 14.350,000,00 66,44 1.041.318.900,00 

2 
BM Pengadaan Modal Alat  
Angkutan  

10.076.518.536,00 6.923.825.250,00 68,71 6.728.364,000,00 

3 
Belanja Modal Alat Bengkel 
dan Alat Ukur 

57.295.804,00 56.332.500,00 98,32 243.859.552,00 

4 
Belanja Modal Alat 
Pertanian 

0,00  0,00  0,00  313.123.400,00 

5 
Belanja Modal Alat Kantor 
dan Rumah Tangga 

5.252.743.029,00 4.351.103.276,00 82,83 4.093.982.263,00 

6 Belanja Modal Alat Studio. 
Komunikasi. dan Pemancar 

462.149,000,00 256.223.633,00 55,44 244.214.590,00 

7 
BM Pengadaan Alat 
Kedokteran dan kesehatan 

12.359.050.431,00 7.852.656.452,00 63,54 4.099.767.958,00 

8 
BM Pengadaan Alat 
Laboraturium 

0,00  0,00  0,00  2.402.381.278,00 

9 Belanja Modal Komputer 6.359.565.583,00 5.692.366.679,00 89,51 9.975.982.701,00 

10 
Belanja Modal Alat 
Eksplorasi 

0,00  0,00  0,00  5.214.859,00 

11 
Belanja Modal Rambu-
Rambu 

8.715,000,00 0,00  0,00  136.527,000,00 

12 
Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin BOS 

3.550.187.072,00 3.027.879.266,00 85,29 5.754.709.482,00 

13 
BM Peralatan dan Mesin 
BLUD 

10.289.035.887,00 7.919.659.957,00 76,97 5.360.145.900,00 

Jumlah 48.436.860.342,00 36.094.397.013,00 74,52 40.399.591.883,00 
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Bangunan pada tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada 

tabel berikut: 

Tabel 5.1.2.08 

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 

No Belanja Modal (BM) 

Tahun 2023 
Tahun 2022                    

Realisasi                
(Rp) 

 Anggaran                
(Rp) 

 Realisasi                       
(Rp) 

  
Rasio                        

%   

1 
Belanja Modal Pengadaan 
Bangunan Gedung  

37.178.827.754,00 34.846.669.248,00 93,73 25.915.453.795,00 

2 
Belanja Modal Tugu Titik 
Kontrol/Pasti 

427.996.709,00 427.372.900,00 99,85 1.290.083.663,00 

3 
Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan BLUD 

4.047.607,000,00 2.070.474.728,00 51,15 1.455.316.363,00 

  Jumlah 41.654.431.463,00 37.344.516.876,00 89,65 28.660.853.821,00 

3) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan 

Belanja modal ini direalisasikan pada tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar                                   

Rp75.837.983.105,00 dan Rp91.627.232.427,00. Pencapaian realisasi tahun ini 

adalah 88,68%. mengalami penurunan sebesar Rp15.789.249.322,00 atau 17,23% 

dibandingkan dengan realisasi belanja tahun lalu. Adapun rincian dari realisasi 

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023 dan tahun 2022 adalah 

sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 5.1.2.09 

Rincian Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022 

No Belanja Modal (BM) 

Tahun 2023 Tahun 2022                   
Realisasi                     

(Rp) 
 Anggaran               

(Rp) 
 Realisasi                 

(Rp) 
Rasio                      

%   

1 Belanja Modal Jalan Kabupaten 74.045.571.085,00 67.437.987.840,00 91,08 66.177.083.694,00 

2 
Belanja Modal Jembatan pada 
Jalan Kabupaten.  

7.381.666.102,00 4.918.032.265,00 66,62 9.497.722.713,00 

3 
Belanja Modal Jembatan 
Pengukur 

150,000,000,00 149,000,000,00 99,33 0,00  

4 
Belanja Modal Bangunan 
Pengambilan Irigasi 

0,00  0,00  0,00  8.424.366.300,00 

5 
Belanja Modal Bangunan 
Pembawa Irigasi 

2.668.369.200,00 2.434.975,000,00 91,25 6.019.987.850,00 

6 
Belanja Modal Bangunan 
Pengaman Irigasi 

799.438,000,00 798.233,000,00 99,85 0,00  

7 
Belanja Modal Bangunan Air 
Irigasi Lainnya 

99.755,000,00 99.755,000,00 100,00 0,00  

8 

Belanja Modal Bangunan 
Pengaman Pengamanan 
Sungai/Pantai dan 
Penanggulangan Bencana Alam 

0,00  0,00  0,00  1.307.847,000,00 

9 
Belanja Modal Bangunan 
Pengaman Pengembangan 
Sumber Air 

16.500,000,00 0,00  0,00  0,00  

10 
Belanja Modal Instalasi 
Pembangkit Listrik Lainnya 

2.807.598,00 0,00  0,00  0,00  

11 
BM Pengadaan Jaringan Air 
Minum Lainnya 

0,00  0,00  0,00  2.981.460,00 

12 
BM Pengadaan Jaringan Listrik 
Lainnya 

351.800,000,00 0,00  0,00  197.243.410,00 

Jumlah 85.515.906.985,00 75.837.983.105,00 88,68 91.627.232.427,00 
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4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Realisasi Belanja Modal ini direalisasikan pada tahun 2023 dan tahun 2022 

adalah sebesar Rp6.283.203.794,00 dan Rp3.878.865.955,00. Realisasi tahun 2023 

mencapai 102,42% dari anggarannya. Terjadi peningkatan atas realisasi belanja 

selama tahun 2023 sebesar Rp2.404.337.839,00 atau 61,99% dari tahun 2022. 

Adapun rincian realisasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 

dan 2022 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 5.1.2.10 

Rincian Belanja Modal  Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 

No Belanja Modal (BM) 

Tahun 2023 Tahun 2022               
Realisasi                       

(Rp) 
 Anggaran                                 

(Rp) 
 Realisasi                            

(Rp) 
  Rasio           

%    

1 
Belanja Modal Bahan 
Perpustakaan 

42.032.500,00 0,00  0,00  69.969,000,00 

2 
Belanja Modal Barang Bercorak 
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 

283.584,000,00 281.921,000,00 99,41 138.908,000,00 

3 Belanja Modal Tanaman 0,00  0,00  0,00  68.150,000,00 

4 
Belanja Modal Aset Tidak 
Berwujud 

1.120,000,000,00 582.440.900,00 52,00 169.307.190,00 

5 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
BOS  

4.520.734.391,00 5.344.725.644,00 118,23 3.432.531.765,00 

6 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
BLUD 

168.681.785,00 74.116.250,00 43,94 
0,00  

  Jumlah 6.135.032.676,00 6.283.203.794,00 102,42 3.878.865.955,00 

Pada tahun 2023, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya melebihi pagu 

anggaran. kondisi ini terjadi pada  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-BOS dimana 

realisasi belanjanya sebesar Rp5.344.725.644,00 atau 118,23%. dari anggaran yang 

telah ditetapkan yakni sebesar Rp4.520.734.391,00. Penjelasan selengkapnya 

mengenai kelebihan realisasi Belanja BOS dapat dilihat sebagaimana pada 

Lampiran V. 

c. Belanja Tak Terduga  

Pada tahun 2023 Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar                                                

Rp9.663.165.533,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.304.959.225,49 atau 65,25%. 

Sedangkan untuk tahun 2022, realisasi Belanja Tak Terduga direalisasikan sebesar 

Rp4.891.962.085,00, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.1.2. 11 

Rincian Belanja Tak Terduga Tahun 2023 dan 2022 

Belanja Tak Terduga 

Tahun 2023 Tahun 2022 

 Anggaran   Realisasi    Rasio    Realisasi  

(Rp) (Rp)   %   (Rp) 

Belanja Tak Terduga  9.663.165.533,00 6.304.959.225,49 65,25 4.891.962.085,00 

Jumlah 9.663.165.533,00 6.304.959.225,49 65,25 4.891.962.085,00 

Untuk tahun 2023 Belanja Tak Terduga dialokasikan untuk penanggulangan 

bencana alam (tanggap darurat) dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 

Pengembalian sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di 

Kabupaten Agam sebesar Rp2.815.298.397,00,  yang telah disetorkan pada tanggal           

27 April 2023 ke Kas Negara melalui SP2D Nomor : 45/TU-BUD/BKAD/2023, tidak 
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diakui sebagai belanja pada tahun 2023, hal ini disebabkan karena pada LKPD  Tahun 

Anggaran 2022 Audited telah dilakukan Koreksi Silpa dan Sisa dana di reklasifikasi 

dari kas di kasda ke kas lainnya. 

3. Transfer 

Pada tahun 2023, Transfer dianggarkan sebesar Rp175.416.072.626,00 dan 

direalisasikan sebesar Rp167.418.863.895,00 atau 95,44%. Sedangkan untuk tahun  2022 

realisasi transfer sebesar Rp155.983.240.776,00. Terjadi kenaikan terhadap realisasi tahun 

2023 sebesar Rp11.435.623.119,00 atau 7,33% jika dibandingkan dengan realisasi transfer 

tahun 2022. Adapun rincian realisasi Transfer pada tahun 2023 dan tahun 2022 adalah 

sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 5.1.3.01 

Rincian Transfer Tahun 2023 dan 2022 

Belanja Transfer 

Tahun 2023 Tahun 2022                  
Realisasi                          

(Rp) 
Anggaran                        

(Rp) 
Realisasi                      

(Rp) 
Rasio             

% 

Tranfer Bagi Hasil Pajak 
Daerah kepada Pemerintah 
Desa/Nagari 

7.389.915.206,00 0,00  0,00  3.710.685.438,00 

Tranfer Bagi Hasil Retribusi  607.473.525,00 0,00  0,00  384.841.470,00 

Transfer Bantuan Keuangan 
Kepada Desa 

167.418.683.895,00 167.418.863.895,00 100,00 151.887.713.868,00 

Jumlah 175.416.072.626,00 167.418.863.895,00 95,44 155.983.240.776,00 

4. Pembiayaan 

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.1.4. 01 
Rincian Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 

No Pembiayaan 

Tahun 2023 Tahun 2022                      
Realisasi                    

(Rp) 
 Anggaran                    

(Rp) 
 Realisasi                   

(Rp) 
Rasio      

% 

1 
Penerimaan 
Pembiayaan 

65.301.635.421,00 65.301.635.421,73 100,00 120.333.547.802,08 

2 
Pengeluaran 
Pembiayaan 

0,00  0,00  0,00  2.500,000,000,00 

  Pembiayaan Netto 65.301.635.421,00 65.301.635.421,73 100,00 117.833.547.802,08 

Realisasi pembiayaan netto didapat dari penerimaan pembiayaan yang dikurangi dengan 

pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2023, realisasi pembiayaan netto adalah sebesar  

Rp65.301.635.421.73 atau 100% dengan rincian sebagai berikutt: 

a. Penerimaan Pembiayaan  

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan 

APBD (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali 

pinjaman daerah. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dianggarkan sebesar 

Rp65.301.635.421,00 dan terealisasi sebesar Rp65.301.635.421,73. Realisasi 

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 

Rp55.031.912.380,35 atau 45,73% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan 

Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp120.333.547.802,08. 
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b. Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum 

Daerah antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal 

pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran 

tertentu. dan pembentukan dana cadangan. Pada tahun 2023, tidak ada alokasi 

pengeluaran pembiayaan. sementara pada tahun 2022, pengeluaran pembiayaan 

direalisasikan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 100%, dalam bentuk penambahan 

penyertaan modal kepada Bank Nagari. 

c. Pembiayaan Netto  

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan 

pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk tahun 2023 dan tahun 2022, pembiayaan netto 

adalah sebesar Rp65.301.635.421,73 dan Rp117.833.547.802,08.  

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menunjukkan kelebihan pendapatan dan 

penerimaan atas belanja dan pengeluaran daerah. Berdasarkan perhitungan APBD tahun 

2023 dan tahun 2022, menunjukkan bahwa SiLPA sebelum koreksi tahun 2023 dan tahun 

2022 masing-masing sebesar Rp48.516.693.842,02 dan Rp68.614.661.869,73. Terjadi 

penurunan SiLPA sebelum koreksi sebesar  Rp20.097.968.027,71 atau 29,29%. 

Tabel 5.1.5.01 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 dan 2022 

No Perhitungan Daerah 

Tahun 2023 Tahun 2022                
Realisasi                 

(Rp) 
 Anggaran                                

(Rp) 
 Realisasi                             

(Rp) 
Rasio                

%  

1 Pendapatan Daerah  1.507.660.973.507,00 1.406.808.890.968,76 93,31 1.387.989.964.289,09 

2 Belanja  1.397.546.536.302,00 1.256.174.968.653,47 89,88 1.281.225.609.445,44 

3 Transfer 175.416.072.626,00 167.418.863.895,00 95,44 155.983.240.776,00 

4 Surplus (Defisit) (65.301.635.421,00) (16.784.941.579,71) 25,70 (49.218.885.932,35) 

5 Penerimaan Pembiayaan 65.301.635.421,00 65.301.635.421,73 100,00 120.333.547.802.08 

6 Pengeluaran Pembiayaan 0,00  0,00  0,00  2.500,000,000,00 

7 Pembiayaan Netto 65.301.635.421,00 65.301.635.421,73 100,00 117.833.547.802,08 

8 SiLPA sebelum koreksi 0,00  48.516.693.842,02 0,00  68.614.661.869,73 

9 Koreksi SiLPA 0,00  103.635,006,00 0,00  (3.313.026.448,00) 

10 SiLPA setelah koreksi 0,00  48.620.328.848,02 0,00  65.301.635.421,73 

Terdapat Koreksi SiLPA pada tahun 2023 dan tahun 2022 yang merupakan   koreksi 

atas SiLPA tahun lalu sebagai akibat kekurangan dan kelebihan pengakuan pencatatan, 

masing-masing sebesar Rp103.635.006,00 dan (Rp3.313.026.448,00).  

➢ Koreksi SiLPA pada tahun 2023 sebesar Rp103.635.006,00 merupakan koreksi atas 

dana BOS. yang terdiri dari: 

• Dana BOS sebesar (Rp 6.901.930,00) yang bersumber dari Regrouping sekolah 

yakni SD Negeri 30 Kukuban, Kecamatan Tanjung Raya dan telah disetorkan ke 

Kasda pada tahun 2022. Sisa Dana BOS ini kemudian disetorkan ke Kas Negara 

melalui Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023. 

• Koreksi kas bendahara BOS sebagai akibat terjadinya koreksi belanja tahun lalu 

sebesar Rp108.735.485,00. 
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Tabel 5.1.5.02 

Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS 

No Nama Sekolah 
Jumlah                        

(Rp) 

1 SD NEGERI 05 PASAR TIKU 24.487.400,00 

2 SD NEGERI 25 PASIR TIKU 54.372.595,00 

3 SD NEGERI 63 SURABAYO 235.920,00 

4 SD NEGERI 01 PASAR TIKU 1.354.602,00 

5 SD NEGERI 16 CACANG RANDAH 2.513,000,00 

6 SD NEGERI 32 MUARO PUTUIH 2.275.200,00 

7 SD NEGERI 29 KOTO MALINTANG 135,000,00 

8 SD NEGERI 03 SUNGAI PUAR 1.600,000,00 

9 SD NEGERI 21 MATUR 394,000,00 

10 SD NEGERI 25 KOTO ALAM 40,000,00 

11 SD NEGERI 26 KAYU PASAK 370.500,00 

12 SD NEGERI 28 LUNDANG (240,000,00) 

13 SD NEGERI 17 BATU GADANG 266.485,00 

14 SD NEGERI 17 SIDANG TANGAH 3.534.259,00 

15 SD NEGERI 19 ANDALEH 446.566,00 

16 SD NEGERI 05 SUNGAI LANSIANGAN 50,000,00 

17 SD NEGERI 02 SUNGAI LANDIA 143,000,00 

18 SD NEGERI 21 KOTO TUO IV KOTO 80,000,00 

Jumlah koreksi saldo awal untuk SD Negeri 92.058.527,00 

1 SMP NEGERI 1 BANUHAMPU 14.987.600,00 

2 SMP NEGERI 1 BASO 1.187.500,00 

3 SMP NEGERI 2 PALUPUH 502.500,00 

Jumlah koreksi saldo awal untuk SMP Negeri 16.677.600,00 

1 TK Negeri Pembina Ampek Angkek (642,00) 

Jumlah koreksi saldo awal untuk PAUD Negeri (642,00) 

Total koreksi saldo awal untuk Sekolah dan PAUD Negeri 108.735.485,00 

• Koreksi kas bendahara BLUD sebagai akibat terjadinya koreksi belanja tahun lalu 

sebesar Rp1.801.451,00 

 

➢ Koreksi SiLPA pada tahun 2022 sebesar (Rp3.313.026.448,00) berasal dari                 

penerimaan Dana Bantuan Operasi Sekolah sebesar (Rp497.728.051,00) dan sisa dana 

Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Agam Tahun 2021 

sebesar (Rp2.815.298.397,00). dengan rincian sebagai Berikut:   

• Koreksi SiLPA sebesar (Rp497.728.051,00) merupakan Penerimaan dari Dana 

Bantuan Operasi Sekolah dan telah disalurkan melalui rekening sekolah  dan diakui 

sebagai pendapatan. tetapi sekolah tersebut ditutup pada tahun berjalan. sehingga 

sekolah harus melakukan pengembalian Dana BOS tersebut ke Kas Negara. 

Penyetoran yang seharusnya adalah sebesar Rp497.728.051,00, tetapi sekolah 

menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp499.511.756,00 sehingga terdapat kelebihan 

setor sebesar Rp1.783.705,00 ke Kas Negara. Berikut disajikan rincian penyetoran 

dari masing-masing sekolah: 
Tabel 5.1.5.03 

Koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 

No Nama Sekolah Setoran Lebih Setoran 
Jumlah yang  

harus disetorkan 

1 
SD Negeri 23 Tanjung Balau 
Pauh 

60.060.705,00 60.705,00 60,000,000,00 

2 SD Negeri 11 Kapalo Koto 34.434.393,00 0,00 34.434.393,00 

3 SD Negeri 30 Cacang Randah 14.239.050,00 488,000,00 13.751.050,00 
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No Nama Sekolah Setoran Lebih Setoran 
Jumlah yang  

harus disetorkan 

4 SD Negeri 28 Bukik Malintang 67.724.709,00 0,00 67.724.709,00 

5 SD Negeri 27 Sungai Nibung 13.837.329,00 0,00 13.837.329,00 

6 SD Negeri 03 TBNB 61.235,000,00 1.235,000,00 60,000,000,00 

7 SD Negeri 22 Sungai Landia 99.161.681,00 0,00 99.161.681,00 

8 SD Negeri 40 Bamban 63.615.586,00 0,00 63.615.586,00 

9 SD Negeri 28 Tamtaman 60.801.800,00 0,00 60.801.800,00 

10 SMP Negeri 3 Canduang 24.401.503,00 0,00 24.401.503,00 

 
Jumlah 499.511.756,00 1.783.705,00 497.728.051,00 

• Koreksi SiLPA sebesar (Rp2.815.298.397,00) merupakan Penerimaan dari Dana 

Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Agam Tahun 

2021 yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan telah ditransfer 

ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 22 November 2021 dengan masa pemanfaatan 

dana hibah tersebut selama 12 (dua belas) bulan sampai tanggal 22 November 2022. 

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat 

Kepada Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, 

dimana Pemerintah Daerah apabila tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan dan 

pemanfaatan hibah tersebut dan Output belum tercapai maka penyelesaian kegiatan 

menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, serta sisa dana Hibah harus disetorkan 

kembali ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

Sisa dana Hibah ini telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada 

tanggal 27 April 2023 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-

Pos Neraca di akun Kas lainnya. 

 

Dengan terjadinya koreksi SiLPA tahun lalu. maka SiLPA setelah koreksi pada tahun 

2023 dan tahun 2022 masing-masing menjadi Rp48.620.328.848,02 dan 

Rp65.301.635.421,73. Adapun rincian SiLPA setelah koreksi tahun 2023 dan tahun 

2022, tergambar pada tabel berikut: 
 

Tabel 5.1.5.04 

Rincian SiLPA Per 31 Des 2023 dan 2022 

No Uraian 
2023                     
(Rp) 

2022                   
(Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan                

(%) 

1 Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru 0,00 1.338.404.300,00  0,00 

2 
Sisa DAK Fisik (Reguler dan 
Penugasan) 

0,00 
266.132.204,00  

0,00 

3 Sisa DAK Non Fisik 0,00 9.288.348.298,00  0,00 

4 
Sisa DAK BOS pada Sekolah yang 
telah tutup/tidak beroperasi lagi. yang 
ditransfer Ke Kasda 

0,00 
6.580,000,00  

0,00 

5 Sisa Bantuan Keuangan Propinsi 0,00 1.271.253.508,00  0,00 

6 
Sisa Dana Tambahan Penghasilan 
Guru 

80.495.125,88  164.250,000,00  (50,99) 

7 
Sisa Dana Bagi Hasil Cukai dan 
Tembakau 

0,00 202.324.902,00  0,00 
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No Uraian 
2023                     
(Rp) 

2022                   
(Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan                

(%) 

8 Sisa Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 739.682.156,00  0,00 

9 
Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pasca Bencana di Kab 
Agam Tahun 2021 

0,00 
(2.815.298.397,00) 

0,00 

10 

Kas Daerah Murni (yang berasal dari 
sisa DAU. Koreksi SiLPA dan PAD.  
termasuk yang masih berada pada 
Bendahara Pengeluaran dan 
Bendahara Penerimaan) 

10.526.035,00  12.565.019.243,59  (99,92) 

11 Kas di BLUD RSUD 32.620.465.382,53 37.586.264.292,53  (13,21) 

12 Kas di BLUD Dinkes (Puskesmas) 9.975.125.481,00 4.078.930.127,00  144,55  

13 Kas Dana BOK Puskesmas 5.297,001.902,00  0,00  - 

14 Kas pada Bendahara BOS 636.714.921,61  609.744.787,61  4,42  

  Jumlah SiLPA 48.620.328.848,02  65.301.635.421,73  (25,55) 

 

Rincian SiLPA setelah koreksi diatas pada kondisi sebenarnya terdapat sisa Dana 

Transfer Umum serta Dana Transfer Khusus yang telah ditentukan penggunaannya 

sebesar Rp54.894.579.133,00, dengan rincian sebagai berikut: 

➢ DAU yang ditentukan penggunaannya Rp 28.969.419.275,00 

➢ DAU Tambahan Rp 7.711.464,000,00 

➢ Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 186.167.330,00 

➢ Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 8.755.526.709,00 

➢ Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Rp 9.122.414,000,00 

➢ Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau 

(CHT) 

Rp 149.587.819,00 

Jumlah SiLPA yang bersumber dari Dana Transfer 

yang telah ditentukan penggunaannya Rp 54.894.579.133,00 

 

Penggunaan SiLPA yang telah ditentukan pengunaannya pada akhir tahun 2023 

disebabkan karena tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan 

alokasi Pendapatan Transfer DBH Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 

Pemerintah Kabupaten Agam yang baru diketahui pada bulan Desember 2023 melalui 

Keputusan Gubernur  Sumatera Barat Nomor: 903-835-2023 Tentang  Perubahan atas 

Keputusan Gubernur Nomor 903-105-2023 Tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak 

Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota pada tanggal 19 Desember 2023. 

sehingga sumber dana untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan berkurang. 

Kondisi ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Agam, dengan melakukan 

refocusing dan efiensi anggaran pada tahun anggaran 2024 yang direncanakan akan 

dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Disamping itu. terdapat sumber penerimaan TA 

2024 yang berasal dari kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat 

Bagian Kabupaten Kota se Sumatera Barat tahun 2023 yang akan disalurkan setelah 

penetapan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2024 sebesar 

Rp23.205.815.451,00 (Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor: 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tentang Penetapan Alokasi 

Defenitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat 

Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun anggaran 2023). 

 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

107 

 

5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

1. SAL Awal  

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2023 sebesar Rp65.301.635.421.73 

merupakan Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya yakni tahun 2022, yang terdiri dari: 

• Saldo Kas di Kas Daerah    : Rp23.010.585.411,59 

• Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran  : Rp       10.238.803,00 

• Saldo Kas di Bendahara Penerimaan  : Rp         5.872,000,00 

• Saldo Kas di BLUD-RSUD    : Rp37.586.264.292.53 

• Saldo  di BLUD-Puskesmas   : Rp  4.078.930.127,00 

• Saldo Kas di Bendahara BOS   : Rp     609.744.787,61 

                                  Jumlah   : Rp 65.301.635.421,73 

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2022 sebesar Rp120.333.547.802,00 

merupakan Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya yakni tahun 2021, terdiri dari: 

• Saldo Kas di Kas Daerah    : Rp  90.304.119.291,78 

• Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran  : Rp         16.821.134,00 

• Saldo Kas di BLUD-RSUD    : Rp  25.688.759.212.69 

• Saldo Kas di Bendahara Kapitasi-Puskesmas : Rp    1.913.601.659,00 

• Saldo Kas di Bendahara BOS   : Rp    2.410.246.504,61 

                                  Jumlah   : Rp120.333.547.802,08 

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar 

SAL Tahun 2022 dan SAL Tahun 2021 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023 dan Tahun 2022. 

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan untuk tahun 2023 dan 

tahun 2022 adalah sebesar Rp65.301.635.421,73 dan Rp120.333.547.802,08. 

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam 

Tahun 2023 dan Tahun 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

sebelum koreksi sebesar  Rp48.516.693.842,02 dan Rp68.614.661.869,73. 

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 

Rp103.635,006,00 merupakan koreksi atas SiLPA tahun lalu sebagai akibat adanya koreksi 

terhadap belanja BOS tahun lalu yang mempengaruhi saldo kas di Bendahara BOS sebesar  

Rp108.735.485,00 serta pengembalian sisa Kas pada sekolah yang di-regrouping pada tahun 

2022 dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2023 sebesar  (Rp6.901.390,00).  

Sementara Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya pada tahun 2022 adalah sebesar 

(Rp3.313.026.448,00) merupakan koreksi atas SiLPA tahun lalu sebagai akibat kelebihan 

pengakuan dan pencatatan penerimaan dana Hibah yang bersisa dan tidak dapat direalisasikan 

belanjanya serta penerimaan dana BOS pada Sekolah yang tutup pada tahun berjalan sehingga 

harus disetorkan kembali ke RKUN sebagaimana yang dijelaskan pada Penjelasan  Pos-Pos 

Laporan Realisasi Anggaran uraian Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA). 
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5. Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp48.620.328.848,02 

dan Rp65.301.635.421,73 

5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 

Posisi keuangan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: Aset sebesar     

Rp2.183.933.161.600,19, Kewajiban sebesar Rp49.358.907.751,80 dan Ekuitas sebesar     

Rp2.134.574.253.848,39.  Penyajian selengkapnya Neraca Per 31 Desember 2023 terdapat 

pada Lampiran VI. 

 

1. Aset 

Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

sebesar Rp2.207.346.795.437,90 dan Rp2.088.658.457.109,51, dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 5.3.1.01 
Rincian Aset Per 31 Des 2023 dan 2022 

No Uraian 
2023 2022 Kenaikan 

(Rp) (Rp) (%) 

1 Aset Lancar 210.641.621.274,85 176.965.604.417,00 19,03 

2 Investasi Jangka Panjang 98.286.653.138,24 88.010.674.323,92 11,68  

3 Aset Tetap 1.828.164.774.154,04 1.765.979.176.961,26 3,52 

4 Aset Lainnya 70.253.746.870,77 57.703,001.407,33 21,75 

Jumlah Aset 2.207.346.795.437,90 2.088.658.457.109,51 5,68 

 
 

 

a. Aset Lancar 

Jumlah aset lancar Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

Rp210.641.621.274,85  dan Rp176.965.604.417,00, yang terdiri atas: 

Tabel 5.3.1.02 

Rincian Aset Lancar Per 31 Des 2023 dan 2022 

No Uraian 
2023 2022 Kenaikan 

(Rp) (Rp) (%) 

1 Kas dan Setara Kas 48.630.618.950,02 68.215.877.258,73 (28,71) 

2 Piutang 71.675.968.502,10 50.063.183.552,73 43,17 

3 Penyisihan Piutang (21.407.485.485,20) (18.725.779.362,08) 14,32 

4 Beban dibayar dimuka 428.856.561,48 368.158.336,22 16,49  

5 Persediaan 111.313.662.746,45 77.044.164.631,40 44,48 

Jumlah Aset Lancar 210.641.621.274,85 176.965.604.417,00 19,03 

 

1) Kas dan Setara Kas 

Nilai Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar  

Rp48.630.618.950,02 dan Rp68.215.877.258,73. dengan rincian sebagai berikut: 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

109 

 

a) Kas 

Nilai Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp48.630.618.950,02 

Rp68.215.877.258,73, dengan rincian sebagai berikut: 

(1) Kas di Kas Daerah 

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Agam per                        

31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp80.495.125,88 dan 

Rp23.010.585.411,59. Saldo Kas di Kas Daerah terdiri dari Kas di Rekening 

Giro dan Deposito jangka waktu satu bulan.  Rincian Kas Daerah adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5.3.1.03 
Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Des 2023 dan 2022 

No Nama Rekening Nomor Rekening 2023 (Rp) 2022 (Rp) 

 
Bank Nagari Cab. 
Lb. Basung 

   

1 
Rekening Kas 
Umum Daerah 

1600.0101,002.01.0 80.495.125,88 23.010.585.411,59 

2 
Rekening 
(Penampung) 
BPHTB 

1600.0101,00175.9 0,00 0,00 

3 
Rekening 
(Penampung) PBB 

1600.0101,001.96.6 0,00 0,00 

Jumlah 80.495.125,88 23.010.585.411,59 

Rincian SiLPA yang berada pada Kas di Kas Daerah adalah sebagai 

berikut: 

(a) Rincian SiLPA pada Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp80.495.125,88, terdiri dari: 

- Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru :Rp  80.495.125,88 

(b) Rincian SiLPA pada Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp23.010.585.411,59, terdiri dari: 

- Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru :Rp  1.338.404.300,00 

- Sisa DAK Fisik (Reguler & Penugasan) :Rp     259.148.209,00 

- Sisa DAK Non Fisik   :Rp  8.864.354.199,00 

- Sisa DAK BOS pada Sekolah yang telah  

tutup/tidak beroperasi lagi, yang ditrans 

fer Ke Kasda    :Rp        6.580,000,00 

- Sisa Bantuan Keuangan Provinsi  :Rp 1.228.629.508,00 

- Sisa Dana Tambahan  

     Penghasilan    : Rp    164.250,000,00 

- Sisa DBH CHT    : Rp    287.661.852,00 

- Sisa Dana Insentif Daerah (DID)  : Rp    739.682.156,00   

- Kas Daerah Murni (DAU)  : Rp10.121.875.187,59 

   

(2) Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-

masing sebesar Rp1.196,000,00 dan Rp5.872,000,00.  
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Kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2023 sejumlah  

Rp1.196.000,00 merupakan penerimaan Pendapatan yang belum disetorkan 

ke Kas Daerah yang masih berada pada Bendahara Penerimaan Dinas 

Pertanian. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetorkan ke Kas 

Daerah pada tanggal 2 Januari 2024. 

Kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2022 sejumlah  

Rp5.872.000,00 merupakan penerimaan Pendapatan yang belum disetorkan 

ke Kas Daerah yang masih berada pada Bendahara Penerimaan Dinas 

Pertanian sebesar Rp400.000,00 dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 

sebesar Rp5.472.000,00. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah 

disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2023 dan 10 Januari 2023. 

 

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

sebesar Rp9.330.035,00 dan Rp10.238.803,00. Saldo sejumlah 

Rp9.330.035,00 dan Rp10.238.803,00 merupakan sisa UYHD Tahun 2023 

dan 2022 yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah sampai dengan          

31 Desember 2023 dan 2022. 

Rincian Sisa UYHD pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor 

sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, adalah dengan rincian sebagai 

berikut: 
 

Tabel 5.3.1.04 
Rincian Sisa UYHD (UP/LS) di Bendahara Pengeluaran Per 31 Des 2023 dan 2022   

Beserta tanggal penyetoran ditahun berikutnya 
 

No Unit Kerja 
2023 
(Rp) 

Tanggal disetor 
2022 
(Rp) 

Tanggal disetor 

1 Sekretariat Daerah 8.942.035,00 
2.3 dan 4 

Januari 2024 
210.700,00 5 Januari 2023 

2 Dinas PUTR 0,00  7.324.890,00 10 Januari 2023 

3 Kecamatan Banuhampu 28,000,00 4 Januari 2024 0,00  

4 Dinas Kesehatan 0,00  115.313,00 9 Februari 2023 

5 
Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik. Sisa dana Partai Golkar 

0,00  2.439.000,00 13 Januari 2023 

6 Dinas Sosial 100.000,00 4 Januari 2024 0,00  

7 Kecamatan Malalak 0,00  148.900,00 15 Februari 2023 

8 Kecamatan Tanjung Raya 260.000,00 5 Januari 2024   

Sisa Kas UP/LS pada Bendahara 
Pengeluaran SKPD yang belum 
disetor per  31 Desember 2023 dan 
2022 

9.330.035,00  10.238.803,00  

 

(4) Kas di BLUD 

Kas di BLUD merupakan saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp42.599.705.465,53 yang bersumber dari BLUD Puskesmas sebesar 

Rp9.975.125.481,00 dan BLUD RSUD Lubuk Basung sebesar 

Rp32.624.579.984,53, dengan penjelasan sebagai berikut: 

- Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp9.975.125.481,00 Per 31 Desember 

2023, yang tersebar pada 23 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 5.3.1.05 

Rincian Saldo Kas di BLUD Puskesmas Per 31 Des 2023 

NO Puskesmas/FKTP 
2023 

(Rp) 
KAS TUNAI 

SALDO DI 

REKENING 

KORAN 

1 Puskesmas Palupuh 291.675.767,00 0,00 291.675.767,00 

2 Puskesmas Kapau 371.019.082,00 0,00 371.019.082,00 

3 Puskesmas Pakan Kamis 701.694.879,00 1.425.500,00 700.269.379,00 

4 Puskesmas Magek 317.627.484,00 0,00 317.627.484,00 

5 Puskesmas Padang Tarok 394.541.187,00 0,00 394.541.187,00 

6 Puskesmas Baso 746.955.012,00 3.214,000,00 743.741.012,00 

7 Puskesmas Biaro 593.759.725,00 0,00 593.759.725,00 

8 Puskesmas Lasi 387.971.431,00 0,00 387.971.431,00 

9 Puskesmas Sungai Pua 494.521.576,00 0,00 494.521.576,00 

10 Puskesmas Padang Lua 475.883.333,00 0,00 475.883.333,00 

11 Puskesmas IV Koto 395.330.544,00 260,000,00 395.070.544,00 

12 Puskesmas Malalak 58.105.872,00 0,00 58.105.872,00 

13 Puskesmas Matur 494.730.040,00 946,000,00 493.784.040,00 

14 Puskesmas Maninjau 654.468.988,00 1.925.500,00 652.543.488,00 

15 Puskesmas Pasar Ahad 525.830.112,00 422,000,00 525.408.112,00 

16 Puskesmas Palembayan 230.638.243,00 23.199,000,00 207.439.243,00 

17 Puskesmas Koto Alam 285.677.267,00 761,000,00 284.916.267,00 

18 Puskesmas Batu Kambing 123.661.977,00 195,000,00 123.466.977,00 

19 Puskesmas Bawan 506.367.878,00 1.343,000,00 505.024.878,00 

20 Puskesmas Manggopoh 411.758.086,00 121,000,00 411.637.086,00 

21 Puskesmas Tiku 438.510.599,00 1.270.600,00 437.239.999,00 

22 Puskesmas Lubuk Basung 902.703.760,00 1.725,000,00 900.978.760,00 

23 Puskesmas Muaro Putuih 171.692.639,00 688,000,00 171,004.639,00 

Jumlah 9.975.125.481,00 37.495.600,00 9.937.629.881,00 

- Sementara untuk Kas di BLUD RSUD Lubuk Basung Per 31 Desember 

2023. sebesar Rp32.624.579.984,53 terdiri dari: 

➢ Kas Tunai 

• Bend. Penerimaan :Rp86.493.351,00 

• Bend. Pengeluaran  :Rp32.023.047,19 

Jumlah Kas Tunai             : Rp118.516.398,19 

Kas di rekening Bank    

• Bank Nagari : Rp422.505.265,34 

• Bank BNI  : Rp32.083.558.321,00 

Jumlah Kas di rekening Bank           : Rp32.506.063.586,34 

             Jumlah Kas di BLUD           : Rp32.624.579.984,53 

- Kas di BLUD saldo kas per 31 Desember 2022 yang bersumber dari BLUD 

RSUD Lubuk Basung sebesar Rp42.597.904.014,53 terdiri dari: 

Kas Tunai 

• Bend. Penerimaan :Rp18.739.579,05 

• Bend. Pengeluaran  :Rp21.314.386,00 
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Jumlah Kas Tunai             : Rp40.053.965,05      

Kas di rekening Bank    

• Bank Nagari : Rp2.168.878.338,48   

• Bank BNI  : Rp35.476.275.429,00 

Jumlah Kas di rekening Bank           : Rp37.645.153.767,48 

             Jumlah Kas di BLUD           : Rp37.685.207.732,53 

(5) Kas pada Bendahara BOS 

Kas pada Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan 

saldo kas penyelenggaraan Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri 

setingkat SD dan SMP dan BOP PAUD Negeri selama Tahun 2023 yang 

berasal Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Untuk 

Tahun 2021 Dana BOS yang berasal dari Hibah Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi yang berada diseluruh Satuan Pendidikan Dasar Negeri 

setingkat SD dan SMP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Per                     

31 Desember 2021.  

Saldo kas pada Bendahara BOS Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-

masing adalah sebesar Rp636.714.921,61 dan Rp609.744.787,61. dengan 

rincian sebagai berikut: 
 

Tabel 5.3.1.06 

Rincian Kas pada Bendahara BOS dan BOP PAUD  

Per 31 Desember 2023 dan 2022 

No Jenis Sekolah 2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Sekolah Dasar  289.758.385,61  403.774.169,61 

2 SMP  346.643.236,00  205.259.144,00 

3 BOP PAUD   313.300,00   711.474,00 

 Jumlah  636.714.921,61  609.744.787,61 

➢ Saldo kas pada Bendahara BOS dan BOP PAUD Per 31 Desember 2023 

sebesar Rp636.714.921,61. Penyajian sebagaimana terinci pada (Penyajian 

selengkapnya Kas pada Bendahara BOS untuk Tahun Anggaran 2023 

terdapat pada Lampiran VII), dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kas pada Bendahara BOS SD: 

▪ Saldo awal Kas pada 

Bendahara BOS SDN 

 

Rp403.774.169,61 
 

▪ Koreksi belanja tahun 

lalu yang 

mempengaruhi  Kas di 

Bendahara 

 

 
Rp92.058.527,00 

 

▪ Penerimaan SDN dari 

DAK Non Fisik 

 

Rp48.466.014.939,00 
 

▪ Pemindahbukuan ke 

Kasda untuk 

disetorkan ke Kas 

Negara. terdiri dari: (Rp14.909.191,00) 

 

1) SDN 19 Andaleh 

Kec. Matur, yang (Rp8.471.691,00) 
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ditransfer ke Kasda 

pada tahun 2023  

2) SDN 21 Pasir 

Tinggi Kec Ampek 

Nagari yang 

ditransfer ke Kasda 

tahun 2023 

 

          

 

 

(Rp6.262.000,00) 

 

3) SDN 19 Andaleh 

Kec. Matur. yang 

ditransfer ke Kasda 

pada tahun 2024. 

dan diakui sebagai 

kas lain nya pada 

Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan (Rp175.00,00) 

 

▪ Pengeluaran SDN (Rp48.657.180.059,00)  

▪ Saldo akhir Kas 

pada Bendahara 

BOS SDN 

 

 

    

Rp289.758.385,61 

2. Kas pada Bendahara BOS SMPN:  

▪ Saldo awal Kas pada 

Bendahara BOS 

SMPN 

 

 

Rp  205.259.144,00 

 

 

 

▪ Koreksi belanja tahun 

lalu yang 

mempengaruhi  Kas di 

Bendahara 

    

 

Rp 16.677.600,00 

 

▪ Penerimaan SMPN  (Rp16.038.846.249,00) 
 

 

▪ Pengeluaran SMPN (Rp15.914.139.757,00) 
 

 

▪ Saldo akhir Kas 

pada Bendahara 

BOS SMPN 

 Rp346.643.236,00 

3. Kas pada Bendahara PAUD: 
 

 

▪ Saldo awal Kas pada 

Bendahara PAUD 
 

Rp711.474,00  

▪ Koreksi belanja tahun 

lalu yang 

mempengaruhi  Kas di 

Bendahara 

(Rp642,00)  

▪ Penerimaan PAUD  (Rp6.251.413.303,00)  

▪ Kas pada Bendahara 

PAUD yang tutup 

pada tahun 2023 dan 

harus disetor ke Kas 

Negara melalui Kas 

Daerah. diakui 

sebagai kas lainnya 

 

(Rp6.000.000,00) 
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pada Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan: 

1) PAUD Nurul 

Hidayah Lubuk 

Basung Rp3.300.000,00 

 

2) TK Mandeh Siti 

Lubuk Basung Rp2.700.000,00 
 

▪ Pengeluaran PAUD (Rp6.245.810.835,00)  

▪ Saldo akhir Kas 

pada Bendahara 

PAUD 

 Rp313.300,00 

 

Total Kas pada Bendahara BOS dan Bendahara 

PAUD Per 31 Desember 2023 

Rp636.714.921,61 

➢ Saldo kas pada Bendahara BOS dan BOP PAUD Per 31 Desember 2022 

sebesar Rp609.744.787,61, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kas pada Bendahara BOS SD: 

▪ Saldo awal Kas pada 

Bendahara BOS 

SDN 

 

Rp1.651.165.856,61 

 

 

▪ Koreksi Saldo Awal 

ke Kas Negara 
 

(Rp473.326.548,00) 
 

▪ Pemindahbukuan 

Ke Kasda  dari SD 

Negeri 30 Kukuban 

Kec. Tanjung Raya 

yang tutup pada 

tahun 2022  

     

 

 

 

 

(Rp 6.901.930,00) 

 

 

1) Kas di rekening 

Bendahara SD 

Negeri 30 

Kukuban 

(Rp6.580.000,00) 

 

 

 

 

2) Kas Tunai di 

rekening 

Bendahara SD 

Negeri 30 

Kukuban 

 

 

 

 

(Rp321.930,00) 

 

▪ Penerimaan SDN Rp47.455.360.491,00 
 

 

▪ Pengeluaran SDN 

setelah koreksi 

(Rp48.222.523.700,00) 

 
 

1) Pengeluaran SDN 

 

(Rp48.222.845.630,00) 

 

 

2) Koreksi belanja 

untuk SD Negeri 

30 Kukuban 

 

Rp321.930,00 
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▪ Saldo akhir Kas 

pada Bendahara 

BOS SDN 

 
     

Rp403.774.169,61 

2.  Kas pada Bendahara BOS SMPN:  

▪ Saldo awal Kas pada 

Bendahara BOS 

SMPN 

 

Rp759.080.648,00 

 

 

 

▪ Koreksi Saldo Awal 

ke Kas Negara 

(Mengurangi) 

    

 

(Rp      24.401.503,00) 

 

 

 

 

▪ Penerimaan SMPN  Rp14.867.268.525,00 
 

 

▪ Pengeluaran SMPN (Rp15.396.688.526,00) 
 

 

▪ Saldo akhir Kas 

pada Bendahara 

BOS SMPN 

 Rp205.259.144,00 

 

3.  Kas pada Bendahara PAUD 
 

▪ Saldo Akhir Kas 

pada Bendahara 

PAUD 

 

 Rp       711.474,00 

Total Kas pada Bendahara BOS dan Bendahara 

PAUD Per.31 Desember 2023 
Rp609.744.787,61 

(6) Kas Dana BOK Puskesmas 

Kas Dana BOK Puskesmas pada tahun 2023 dan 2022 sebesar 

Rp5.297.001.902,00 dan Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut: 

Tabel 5.3.1.07 

Sisa Kas BOK Puskesmas 
Per 31 Desember 2023 

No Unit Organisasi Jumlah Salur 
 Realisasi S/D 

Desember  
 Sisa Dana 

Salur  
 Saldo Rek BNI  

Kas 
Tunai 

 

1 Puskesmas Tiku 572.879.300,00 488.029.073,00 84.850.227,00 84.850.227,00 0,00  

2 Puskesmas Muaro Putuih 622.353,000,00 473.164.214,00 149.188.786,00 149.188.786,00 0,00  

3 Puskesmas Manggopoh 956.418,000,00 515.735.222,00 440.682.778,00 440.682.778,00 0,00  

4 Puskesmas Lubuk Basung 1,004.705,000,00 548.073.209,00 456.631.791,00 456.631.791,00 0,00  

5 Puskesmas Batukambing 740.982,000,00 507.735.040,00 233.246.960,00 233.246.960,00 0,00  

6 Puskesmas Bawan 513.843.400,00 361.511.852,00 152.331.548,00 152.331.548,00 0,00  

7 Puskesmas Pasar Ahad 528.066,000,00 326.343.168,00 201.722.832,00 201.722.832,00 0,00  

8 Puskesmas Maninjau 684.555,000,00 463.207.537,00 221.347.463,00 221.347.463,00 0,00  

9 Puskesmas Koto Alam 732.129,000,00 576.380.386,00 155.748.614,00 155.748.614,00 0,00  

10 Puskesmas Palembayan 740.287,000,00 601.112.213,00 139.174.787,00 139.174.787,00 0,00  

11 Puskesmas Matur 801.763,000,00 495.249.369,00 306.513.631,00 306.513.631,00 0,00  

12 Puskesmas IV Koto 871.617,000,00 655.224.514,00 216.392.486,00 216.392.486,00 0,00  

13 Puskesmas Malalak 394.803.500,00 253.231.556,00 141.571.944,00 141.571.944,00 0,00  
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No Unit Organisasi Jumlah Salur 
 Realisasi S/D 

Desember  
 Sisa Dana 

Salur  
 Saldo Rek BNI  

Kas 
Tunai 

 

14 Puskesmas Padang Luar 898.979,000,00 574.300.285,00 324.678.715,00 324.678.715,00 0,00  

15 Puskesmas Sungai Puar 930.181,000,00 722.279.355,00 207.901.645,00 207.901.645,00 0,00  

16 Puskesmas Biaro 976.528,000,00 782.049.955,00 194.478.045,00 194.478.045,00 0,00  

17 Puskesmas Lasi 970.794,000,00 613.315.096,00 357.478.904,00 357.478.904,00 0,00  

18 Puskesmas Pakan Kamis 912.221,000,00 646.458.115,00 265.762.885,00 265.762.885,00 0,00  

19 Puskesmas Kapau 738.254,000,00 625.256.377,00 112.997.623,00 112.997.623,00 0,00  

20 Puskesmas Magek 774.400,000,00 481.143.557,00 293.256.443,00 293.256.443,00 0,00  

21 Puskesmas Baso 636.636.700,00 400.265.710,00 236.370.990,00 236.370.990,00 0,00  

22 Puskesmas Padang Tarok 527.933.700,00 251.293.451,00 276.640.249,00 276.640.249,00 0,00  

23 Puskesmas Palupuh 743.434,000,00 615.401.444,00 128.032.556,00 128.032.556,00 0,00  

 
Jumlah 17.273.762.600,00 11.976.760.698,00 5.297,001.902,00 5.297,001.902,00 0,00  

(7) Kas Lainnya 

Kas pada Kas lainnya pada tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp6.175.500,00 dan  

Rp2.815.298.397,00. Kas lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp6.175.500,00 

merupakan sekolah  tutup atau regrouping pada SDN 19 Andaleh Kecamatan 

Matur sebesar Rp175,000,00 telah disetor pada tanggal 7 Februari dan PAUD 

Nurul Hidayah Lubuk Basung sebesar Rp3.300,000,00 telah disetor pada 

tanggal 4 Januari 2024, serta TK. Mandeh Siti Lubuk Basung sebesar 

Rp.2.700,000,00 

Kas lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp2.815.298.397,00 merupakan 

Penerimaan dari Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di 

Kabupaten Agam Tahun 2021 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten 

Agam dan telah ditransfer ke Rekening Kas Daerah pada Tanggal 22 

November 2021 dengan masa pemanfaatan dana hibah tersebut selama 12 

(dua belas) bulan sampai tanggal 22 November 2022. Berdasarkan Peraturan 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor                         

3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada 

Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. apabila 

Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan dan pemanfaatan 

hibah tersebut dan Output belum tercapai maka penyelesaian kegiatan menjadi 

tanggungjawab Pemerintah Daerah. serta sisa dana Hibah harus disetorkan ke 

Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

Kas lainnya tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara 

(RKUN), pada tanggal 27 April 2023 sebesar Rp2.815.298.397,00, melalui 

rekening Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan SP2D Nomor : 45/TU-

BUD/BKAD/2023. 

2) Piutang  

Piutang Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

sebesar Rp50.268.483.016,90 dan Rp31.337.404.190,65, rincian terdiri dari: 
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Tabel 5.3.1.08 

Rincian Piutang Per 31 Desember 2023 dan 2022 

Uraian 
 Tahun 2023   Tahun 2022  Kenaikan  

(Rp) (Rp) % 

1 Piutang Pajak     34.422.503.062,19 28.807.817.227,00 19,49 

2 Piutang Retribusi   1.812.096.765,00 1.751.636.514,00 3,45 

3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah  11.366.020.923,91 4.998.352.584.73 127,40 

4 
Piutang Transfer  Dana 

Perimbangan 
16.166,000,00 0,00 100,0 

5 
Piutang Transfer Pemerintah 

Daerah Lainnya 
23.205.815.451,00 12.967.824.102,00 78,95 

5 Uang Muka 853.366.300,00 1.537.553.125,00 (44,50) 

Jumlah Piutang Bruto 71.675.968.502,10 50.063.183.552,73 43,17 

6 Penyisihan Piutang (21.407.485.485,20) (18.725.779.362,08) 14,32 

Jumlah Piutang  Rp50.268.483.016,90 Rp31.337.404.190,65 60,41 
 
 

a) Piutang Pajak 

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar                      

Rp34.422.503.062,19 dan Rp28.807.817.227,00. Terdapat kenaikan sebesar  

Rp5.614.685.835,00 atau 19,49%, dengan rincian sebagai berikut:                
 

Tabel 5.3.1.09 

Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2023 dan 2022 

No Uraian  
 Tahun 2023   Tahun 2022  Kenaikan  

(Rp) (Rp) % 

1 Pajak Hotel 660.263.403,00 546.098.546,00 20,91 

2 Pajak Restoran 551.527.287,00 413.323.675,00 33,44 

4 Pajak Reklame  49.551.100,00 32.117.975,00 54,28 

5 Pajak Air Tanah  49.727.255,00 642.731,00 7636,87 

6 
Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan  
242.129.789,00 170.033.608,00 42,40 

7 Pajak PBB  32.869.304.228,19 27.645.600.692,00 18,90 

Jumlah Piutang Pajak 34.422.503.062,19 28.807.817.227,00 19,49 

(1) Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp660.263.403,00 dan Rp546.098.546,00. Saldo Piutang Pajak Hotel  Per 31 

Desember 2023 merupakan Piutang Pajak Hotel Nuansa Maninjau, Parkside 

Nuansa Maninjau dan Lawang Park dengan rincian sebagai berikut:  

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp             546.098.546,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp                               0,00 

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp             114.164.857,00  

Saldo Akhir  Rp            660.263.403,00  

(2) Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp551.527.287,00 dan Rp413.323.675,00. Saldo Piutang Pajak Restoran                   

Per 31 Desember 2023 merupakan Piutang Pajak Restoran Hotel Nuansa Maninjau, 

dengan rincian sebagai berikut: 

 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

118 

 

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp             413.323.675,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp                               0,00 

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp             138.203.612,00  

Saldo Akhir  Rp            551.527.287,00  

(3) Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp49.551.100,00 dan Rp32.117.975,00 dengan rincian sebagai berikut : 

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp               32.117.975,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp               (6.980.250,00) 

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp               24.413.375,00  

Saldo Akhir  Rp              49.551.100,00  

Rincian dari saldo awal Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 dan Tahun 2022 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.3.1.10 

Daftar Saldo Piutang Pajak Reklame Per 31 Desember 2022 

No Wajib Pajak 
Tahun 

Piutang 

Jumlah 

(Rp) 

1 Caisar Outdoormedia 2014 1.729.000,00 

2 Deni Masriyaldi 2014 962.000,00 

3 Multimedia 2014 602.000,00 

4 PT World Innovative Telecommunication 2018 3,006.200,00 

5 Diela Production 2019 819.375,00 

6 PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera 2022 7.115.775,00 

7 Raka Prima Advertising 2022 2.025.000,00 

8 Budar B. Burhan (CV. Karya Bhakti) 2022 227.500,00 

9 Rafles (Ampera Lambok Jaya) 2022 166.875,00 

10 PT Sumatera Inti Seluler 2022 6.279.000,00 

11 CV Karya Abangadek Perkasa 2022 5.875.000,00 

12 Pengelolaan Pajak melalui Kecamatan 2022         3.310.250,00 

 Jumlah  32.117.975,00 

 

Daftar penerimaan Piutang Pajak Reklame selama Tahun 2023. adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.3.1.11 
Daftar Penerimaan Piutang Pajak Reklame selama Tahun 2023 

 

No  Wajib Pajak  
Tahun 

Piutang 
Jumlah (Rp) 

1 PT SUMATERA INTI SELULER 2022 6.279.000,00 

2 Septa Ronald (Hotel Wahid) 2022              360.000,00  

3 Yesi Novirnas (CV. Proxy Computama) 2022              113.750,00  

4 Jon Primardal (Hotel Mustika) 2022              227.500,00  

Jumlah                  6.980.250,00  
 

Daftar penambahan Piutang Pajak Reklame selama Tahun 2023, adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.3.1.12 
Daftar Penambahan Piutang Pajak Reklame selama Tahun 2023 

No  Wajib Pajak  
Tahun 

Piutang 
Jumlah (Rp) 

1 Pimpinan Lubas Stir 2023              227.500,00  

2 Pimpinan Duba Kebab 2023              227.500,00  

3 PT KT dan G 2023           6,000,000,00  

4 Rahmi (H.Ajo EdiTextile Jualan Kain) 2023              240,000,00  

5 PT Sherpa Nadya Sejahtera 2023              375,000,00  

6 PT Hakersen Paramitha 2023           5.910.625,00 

7 PT Nesokama Ramanda Utama 2023           6.553.750,00 

8 Yudi Andhika (Pimpinan PT Bukit Sawit Semesta) 2023           1.112.500,00  

9 Pimpinan PT BRI Unit Lubuk Basung 2023              750,000,00  

10 Pimpinan Klinik Tiga Permata 2023              364,000,00  

11 Pimpinan Hotel Denai Putra 2023              150,000,00  

12 Jon Primardal (Hotel Mustika) 2023              227.500,00  

13 Aska Putra (Penginapan Wisma Ghemilang) 2023              475,000,00  

14 PT Citra Media Nusantara 2023           1.800,000,00  

Jumlah               24.413.375,00 

 

Dari transaksi penerimaan dan penambahan piutang pajak reklame selama tahun 

2023,  saldo akhir Piutang Pajak Reklame selama Tahun 2023 disajikan dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.3.1.13 
Rincian Saldo Akhir Piutang Pajak Reklame Per 31 Desember 2023 

No  Wajib Pajak  
Tahun 

Piutang 
Jumlah (Rp) 

1 Caisar Outdoormedia 2014 1.729.000,00 

2 Deni Masriyaldi 2014              962.000,00  

3 Multimedia 2014              602.000,00  

4 PT World Innovative Telecommunication 2017 3.006.200,00 

5 Diela Production 2019              819.375,00  

6 PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera 2022 7.115.775,00 

7 Raka Prima Advertising  2022           2.025.000,00  

8 Budar B. Burhan (CV Karya Bhakti ) 2022              227.500,00  

9 Rafles (Ampera Lambok Jaya) 2022              166.875,00  

10 CV Karya Abangadek Perkasa 2022           5.875.000,00  

11 Ogi Miramar (CV Buana Jaya) 2022              341.250,00  

12 Arnita ( Klinik Annisa) 2022              237.500,00  

13 Sesri (Klinik Kesehatan Yayasan Sayang Ibu) 2022              237.500,00  

14 Rumah Makan Pangeran 2022              356.250,00  

15 Satri Suhendry (Apotek Satria) 2022              222.500,00  

16 Bujang (CV Harapan Motor) 2022              400,000,00  

17 Zumardi (Apotek As-Salaam) 2022              222.500,00  

18 Klinik Jabal 2022              227.500,00  
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No  Wajib Pajak  
Tahun 

Piutang 
Jumlah (Rp) 

19 Klinik Tiga Permata 2022              364.000,00  

20 Pimpinan Lubas Stir 2023              227.500,00  

21 Pimpinan Duba Kebab 2023              227.500,00  

22 PT KT dan G 2023           6,000,000,00  

23 Rahmi (H.Ajo EdiTextile Jualan Kain) 2023              240.000,00  

24 PT Sherpa Nadya Sejahtera 2023              375.000,00  

25 PT Hakersen Paramitha 2023 5.910.625,00 

26 PT Nesokama Ramanda Utama 2023 6.553.750,00 

27 Yudi Andhika (Pimpinan PT Bukit Sawit Semesta) 2023           1.112.500,00  

28 Pimpinan PT BRI Unit Lubuk Basung 2023              750.000,00  

29 Pimpinan Klinik Tiga Permata 2023              364.000,00  

30 Pimpinan Hotel Denai Putra 2023              150.000,00  

31 Jon Primardal (Hotel Mustika) 2023              227.500,00  

32 Aska Putra (Penginapan Wisma Ghemilang) 2023              475,000,00  

33 PT Citra Media Nusantara 2023           1.800.000,00  

  Jumlah           49.551.100,00  
 

(4) Piutang Pajak Air Tanah Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp49.727.255,00 dan Rp642.731,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp                642.731,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp                         0,00  

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp           49.084.524,00  

Saldo Akhir  Rp        49.727.255,00  

Rincian Saldo Awal Piutang Air Bawah Tanah Tahun 2022: 

Tabel 5.3.1.14 
Saldo Awal Piutang Air Bawah Tanah Per 31 Desember 2022 

No Wajib Pajak Tahun Piutang 
Jumlah 

(Rp) 

1 Hotel Nuansa 2011 22,000,00 

2 Darsun/Pabrik Tahu 2011 16.304,00 

3 Mak Bungsu 2011 26.741,00 

4 Segar Alami 2011 12.017,00 

5 Satria Motor 2011 57.113,00 

6 Hotel Ceria 2011 208.586,00 

7 Zainal Pabrik Tahu 2012 17,000,00 

8 Diamond Motor Service 2012 52,000,00 

9 Annur Motor  2012 17,000,00 

10 Selly Motor 2012 10.590,00 

11 Yayasan Ceria Buana 2012 128.420,00 

12 RM Edi Tanjung 2012 64.110,00 

13 Moya Isi Ulang 2013 10.850,00 

 Jumlah 
 642.731,00 
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Daftar Penambahan Piutang Wajib Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2023: 

Tabel 5.3.1.15 
Daftar Penambahan Piutang Pajak Air Tanah selama Tahun 2023 

No  Wajib Pajak  
Tahun 

Piutang 
Jumlah (Rp) 

1 The Balcone Hotel   2023 33.740.986,00 

2 Parkside Hotel Nuansa Maninjau  2023 15.343.520,00 

3 Pt Astra International Tbk 2023                       18,00  

  Jumlah               49.084.524,00  

 
Tabel 5.3.1.16 

Daftar Saldo Akhir Piutang Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Desember 2023 

No  Wajib Pajak  
Tahun 

Piutang 
Jumlah (Rp) 

1 Hotel Nuansa 2011                22.000,00  

2 Darsun/Pabrik Tahu 2011                16.304,00  

3 Mak Bungsu 2011 26.741,00 

4 Segar Alami 2011                12.017,00  

5 Satria Motor 2011                57.113,00  

6 Hotel Ceria 2011              208.586,00  

7 Zainal Pabrik Tahu 2012                17.000,00  

8 Diamond Motor Srvice 2012                52,000,00  

9 Annur Motor 2012                17.000,00  

10 Selly Motor 2012                10.590,00  

11 Yayasan Ceria Buana 2012              128.420,00  

12 Rm.Edi Tanjung 2012                64.110,00  

13 Moya Isi Ulang 2013                10.850,00  

14 The Balcone Hotel Masa Pajak  2023 33.740.986,00 

15 Parkside Hotel Nuansa Maninjau Masa Pajak 2023 15.343.520,00 

16 PT Astra International Tbk 2023                       18,00  

  Jumlah             49.727.255,00  

 

(5) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp242.129.789,00 dan Rp170.033.608,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

Saldo Awal Piutang Tahun 2022  Rp        170.033.608,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp                          0,00 

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp           72.096.181,00  

Saldo Akhir  Rp         242.129.789,00  
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Rincian piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk tahun 2022: 
 

Tabel 5.3.1.17 
Daftar Saldo Awal Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

Per 31 Desember 2022 

No Wajib Pajak Tahun 
Jumlah 

(Rp) 

1 Aditiawarman 2011          104.800,00  

2 Delvi Mayeti 2011 1.984.000,00 

3 H Joni Elvin Taher 2011       1.477.500,00  

4 CV Langgini 2011       1.417.900,00  

5 CV Karya Mutiara 2011          452.800,00  

6 Ir Andi Sahrandi 2011       1.441,000,00  

7 Ir Ing Karyawan 2011 355.800,00 

9 CV Pembangunan Semesta 2011       3.579.400,00  

10 CV Gersindo Griya 2011       3,006.200,00  

11 CV Gita Mandiri 2011          372.600,00  

12 Puskesmas Ambun Pagi Matur 2012          471,000,00  

13 Puskesmas Malalak 2012          478.900,00  

14 Elfi Srizartuti 2012          641.100,00  

15 Jon Efendi 2012     832.500,00  

16 Dina Prima 2012          559.200,00  

17 I Gede Eka 2012            34.500,00  

18 Sumatri 2012          679.500,00  

19 Musliman 2012          500.400,00  

  20 Asridatul Husna 2012          434.700,00  

21 Hartini 2012          715.100,00  

22 Bayarti 2012          261.100,00  

23 Dinas Kesehatan 2012     10.164.100,00  

24 H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Candung) 2012          500,000,00  

25 H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Lubuk 

Basung) 

2012 500,000,00 

26 H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Maninjau) 2012 500,000,00 

27 H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Tj Mutiara) 2012 500,000,00 

28 H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Sungai Pua) 2012 500,000,00 

29 Novri Yenni Amri 2013          594.900,00  

30 Widya Astuti 2013          565.200,00  

31 Iffo Niolita Median 2013          978.700,00  

32 Leni Marlina 2013          611.800,00  

33 Lenny Ferawati 2013          695.500,00  

34 CV Karya Mentawai 2013          804,000,00  

35 Ir Elfis Piliang 2014            20.300,00  

36 Dosri. Ssos 2014          175.600,00  

37 Yuniarti. Ssos 2014          392.200,00  

38 Faisal 2014          898.900,00  

39 Drs Riyanti. APt 2014       1.040.300,00  

40 CV Ary Karya 2014          448.700,00  

41 CV Saiyo 2014       1.266.400,00  

42 CV Antokan Jaya Konstruksi 2018     16.078.925,00  

43 PT Sinar Emha Jaya 2018       2.606.050,00  

44 CV Bana Baraka 2019 4.239.025,00 

45 PT Multi Global Konstrindo/PT Putra Gubola Mandiri 2019         69,002.850,00 

46 CV Modis Saiyo 2021 2.468.250,00 

47 CV Indah Sago 2021 2.511.682,00 

48 CV Tata Karya Pratama 2021 3.710.775,00 
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No Wajib Pajak Tahun 
Jumlah 

(Rp) 

49 CV Esa Rezki Inasia 2022 4.705.787,00 

51 CV Hamdi Putra 2022 221.734,00 

53 CV Ruki Konstruksi 05 2022 281.547,00 

54 PT Anugrah Kembar Sepasang 2022 14.571.787,00 

55 CV Silla AMS Construksi 2022 8.678.596,00 

 Jumlah  170.033.608,00 

 

Daftar Penambahan Piutang Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan Tahun 

2023: 

Tabel 5.3.1.18 
Daftar Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

Per 31 Desember 2023 

No  Wajib Pajak  
Tahun 

Piutang 
Jumlah (Rp) 

1 CV Lestari  2023           30.038,00  

2 CV Trikarya Pratama  2023         197.469,00  

3 CV Paga  Nagari 2023         174.719,00  

4 CV Artha  Engineering 2023             7.620,00  

5 CV  Bintang Gamer  Kontruksi  2023         158.436,00  

6 Wahana Tirta Graha 2023         738.856,00  

7 CV Bagindo Kontraktor 2023           95.781,00  

8 CV Adinda 2023         395.850,00  

9 CV Kahadi Putra 2023         351.588,00  

10 CV Lenggo Geni 2023         874.997,00  

11 CV Cahaya Abadi 2023         201.844,00  

12 CV  Generasi Baru 2023      1.065.938,00  

13 Multi Karya Balenong 2023         491.874,00  

14 CV Lubuk Nilam 2023         760.625,00  

15 CV Intan Prima Mandiri  2023      1.331.983,00  

16 CV Ananda Utama  Karya 2023         556.302,00  

17 CV Aninda 2023      1.323.025,00  

18 CV Pilar Agung Sejahtera 2023      2.114.613,00  

19 CV Tanjung Siberut 2023      1.088.125,00  

20 CV Batang Talao 2023      1.140.463,00  

21 CV Dwipa 2023         104.275,00  

22 CV Batang Talaosx 2023      1.989.619,00  

23 CV Alkomber Karya 2023 3.543.513,00 

24 CV Rizanda 2023         344.125,00  

25 CV Atikah Mulya 2023      1.248.125,00  

2 Topaz Sempana 2023         796.563,00  

27 Midya Karya 2023      2.062.523,00  

28 CV Cahaya Martinez Abadi 2023         704.688,00  

29 Bangun Sarana Persada 2023      6.536.822,00  

30 CV Byvan Tridaya  2023    30.247.082,00  

31 CV Pakta Ganda 2023 4.395.682,00 

32 CV Rezka Karya 2023         779.641,00  

33 CV Alam Minang 2023      3.310.094,00  
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No  Wajib Pajak  
Tahun 

Piutang 
Jumlah (Rp) 

35 CV Tunas Inti Jaya 2023         482.344,00  

36 PT Agung Galaxsi  Perkasa 2023      2.450.939,00  

  Jumlah      72.096.181,00 

 
Tabel 5.3.1.19 

Daftar Saldo Akhir Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Per 31 Desember 2023 

No Wajib Pajak Tahun 
Jumlah 

(Rp) 

1 Aditiawarman 2011         104.800,00  

2 Delvi Mayeti 2011      1.984.000,00  

3 H Joni Elvin Taher 2011      1.477.500,00  

4 CV Langgini 2011      1.417.900,00  

5 CV Karya Mutiara 2011         452.800,00  

6 Ir Andi Sahrandi 2011      1.441.000,00  

7 Ir Ing Karyawan 2011         355.800,00 

9 CV Pembangunan Semesta 2011      3.579.400,00  

10 CV Gersindo Griya 2011      3.006.200,00  

11 CV Gita Mandiri 2011         372.600,00  

12 Puskesmas Ambun Pagi Matur 2012         471.000,00  

13 Puskesmas Malalak 2012         478.900,00  

14 Elfi Srizartuti 2012         641.100,00  

15 Jon Efendi 2012         832.500,00  

16 Dina Prima 2012         559.200,00  

17 I Gede Eka 2012           34.500,00  

18 Sumatri 2012         679.500,00  

19 Musliman 2012         500.400,00  

20 Asridatul Husna 2012         434.700,00  

21 Hartini 2012         715.100,00  

22 Bayarti 2012         261.100,00  

23 Dinas Kesehatan 2012    10.164.100,00  

24 H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Candung) 2012         500,000,00  

25 
H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Lubuk 
Basung) 

2012         500.000,00  

26 H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Maninjau) 2012         500.000,00  

27 H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Tj Mutiara) 2012         500.000,00  

28 H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Sungai Pua) 2012         500.000,00  

29 Novri Yenni Amri 2013         594.900,00  

30 Widya Astuti 2013         565.200,00  

31 Iffo Niolita Median 2013         978.700,00  

32 Leni Marlina 2013         611.800,00  

33 Lenny Ferawati 2013         695.500,00  
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No Wajib Pajak Tahun 
Jumlah 

(Rp) 

34 CV Karya Mentawai 2013         804.000,00  

35 Ir Elfis Piliang 2014           20.300,00  

36 Dosri. Ssos 2014         175.600,00  

37 Yuniarti. Ssos 2014         392.200,00  

38 Faisal 2014         898.900,00  

39 Drs Riyanti. APt 2014      1.040.300,00  

40 CV Ary Karya 2014         448.700,00  

41 CV Saiyo 2014      1.266.400,00  

42 CV Antokan Jaya Konstruksi 2018    16.078.925,00  

43 PT Sinar Emha Jaya 2018      2.606.050,00  

44 CV Bana Baraka 2019      4.239.025,00  

45 PT Multi Global Konstrindo/PT Putra Gubola Mandiri 2019    69.002.850,00  

46 CV Modis Saiyo 2021      2.468.250,00  

47 CV Indah Sago 2021      2.511.682,00  

48 CV Tata Karya Pratama 2021      3.710.775,00  

49 CV Esa Rezki Inasia 2022 4.705.787,00 

51 CV Hamdi Putra 2022 221.734,00 

53 CV Ruki Konstruksi 05 2022         281.547,00  

54 PT Anugrah Kembar Sepasang 2022    14.571.787,00  

55 CV Silla AMS Construksi 2022 8.678.596,00 

57 CV Lestari  2023 
          30.038,00  

58 CV Trikarya Pratama  2023 
        197.469,00  

59 CV Paga  Nagari 2023 
        174.719,00  

60 CV Artha  Engineering 2023 
            7.620,00  

61 CV  Bintang Gamer  Kontruksi  2023 
        158.436,00  

62 Wahana Tirta Graha 2023 
        738.856,00  

63 CV Bagindo Kontraktor 2023 
          95.781,00  

64 CV Adinda 2023 
        395.850,00  

65 CV Kahadi Putra 2023 
        351.588,00  

66 CV Lenggo Geni 2023 
        874.997,00  

67 CV Cahaya Abadi 2023 
        201.844,00  

68 CV  Generasi Baru 2023 
     1.065.938,00  

69 Multi Karya Balenong 2023 
        491.874,00  

70 CV Lubuk Nilam 2023 
        760.625,00  

71 CV Intan Prima Mandiri  2023 
     1.331.983,00  

72 CV Ananda Utama  Karya 2023 
        556.302,00  

73 CV Aninda 2023 
     1.323.025,00  

74 CV Pilar Agung Sejahtera 2023 
     2.114.613,00  

75 CV Tanjung Siberut 2023 
     1.088.125,00  
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No Wajib Pajak Tahun 
Jumlah 

(Rp) 

76 CV Batang Talao 2023 
3.130.082,00 

77 CV Dwipa 2023 
        104.275,00  

79 CV Alkomber Karya 2023 
     2.583.900,00  

80 CV Rizanda 2023 
        344.125,00  

81 CV Alkomber Karya 2023 
        959.613,00  

82 CV Atikah Mulya 2023 
     1.248.125,00  

83 Topaz Sempana 2023 
        796.563,00  

84 Midya Karya 2023 
     2.062.523,00  

85 CV Cahaya Martinez Abadi 2023 
        704.688,00  

86 Bangun Sarana Persada 2023 
     6.536.822,00  

87 CV Byvan Tridaya  2023 
   30.247.082,00  

88 CV Pakta Ganda 2023 
     1.684.182,00  

89 CV Rezka Karya 2023 
        779.641,00  

90 CV Pakta Ganda 2023 
     2.711.500,00  

91 CV Alam Minang 2023 
     3.310.094,00  

92 CV Tunas Inti Jaya 2023 
        482.344,00  

93 PT Agung Galaxsi  Perkasa 2023 
     2.450.939,00  

  Jumlah    242.129.789,00  
 

(6) Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp32.869.304.228,19 dan Rp27.645.600.692,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp    27.645.600.692,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp        (247.577.991,81) 

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp       5.471.281.528,00  

Saldo Akhir  Rp     32.869.304.228,19  

Penjelasan Piutang PBB-P2 adalah sebagai berikut : 

1. Penerimaan Piutang PBB-P2 Tahun 2023 adalah penerimaan piutang dari 

Tahun 2013 s.d Tahun 2022 sebesar Rp247.577.991,81 merupakan penerimaan 

piutang atau pengurang jumlah piutang  dengan rincian sebagai berikut : 

- Penerimaan Piutang Tahun 2022 sebesar    Rp           98.664.640,82  

- Penerimaan Piutang Tahun 2021 sebesar    Rp           30.663.431,31  

- Penerimaan Piutang Tahun 2020 sebesar   Rp           25.687.358,33  

- Penerimaan Piutang Tahun 2019 sebesar       Rp           15.412.870,86  

- Penerimaan Piutang Tahun 2018 sebesar       Rp           10.512.338,00  

- Penerimaan Piutang Tahun 2017 sebesar   Rp             7.849.232,00  

- Penerimaan Piutang Tahun 2016 sebesar       Rp             6.675.557,00  

- Penerimaan Piutang Tahun 2015 sebesar      Rp             6.651.320,00  

- Penerimaan Piutang Tahun 2014 sebesar       Rp             6.890.593,49  

- 

Penerimaan Piutang Tahun <2013 

sebesar 

 

 Rp           38.570.650,00  

 Jumlah   Rp        247.577.991,81  
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2. Jumlah Penambahan Piutang PBB-P2 tahun 2023 sebesar Rp5.471.281.528,00 

berasal dari: 

- Ketetapan PBB P2 Tahun 2023 sebesar       Rp   8.588.368.122,00  

- Penerimaan/Realisasi PBB P2 tahun 2023  Rp  (3.117.086.594,00) 

        Jumlah  Rp    5.471.281.528,00  

3. Saldo akhir Piutang PBB P2 sebesar Rp32.869.304.228,19. dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 5.3.1.20 
Saldo Akhir Piutang PBB P2 Per 31 Desember 2023 

No 
Tahun 
Pajak 

Jumlah 
SPPT  

Nilai Piutang              
(Rp) 

Umur 
Piutang 

Klasifikasi Piutang 

1 2023 221.612 5.223.703.536,19 < 1 tahun Piutang Lancar 

2 2022 297.971 2.404.819.137,00   1-3 tahun Piutang Lancar 

3 2021 296.212 2.227.184.624,00 1-3 tahun Piutang Kurang Lanca 

4 2020 176.984 2.260.111.794,00 1-3 tahun Piutang Kurang Lancar 

5 2019 176.984 2.030.881.724,00 3-4 tahun Piutang Kurang Lancar 

6 2018 152.943 1.840.066.244,00 3-4 tahun Piutang Diragukan 

7 2017 154.704 1.812.559.349,00 > 5 tahun Piutang Diragukan 

8 2016 162.781 1.871.226.555,00 > 5 tahun Piutang Macet 

9 <2015 267.658 13.198.751.265,00 > 5 tahun Piutang Macet 

Jumlah 1.907.849 32.869.304.228,19   

         

a) Piutang Retribusi 

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar  

Rp1.812.096.765,00 dan Rp1.751.636.514,00, dengan rincian : 
 

Tabel 5.3.1.21 

Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023 dan 2022 

No Uraian  
 Tahun 2023   Tahun 2022 

 
Kenaikan  

(Rp) (Rp) % 

1 
Retribusi Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan 

218.610.051,00 0,00 
                 

100,00 

2 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran  1.510,000 ,00 1.510,000,00  
                 

0,00 

3 
Pengawasan dan Pengendalian Menara 
Telekomunikasi 

48.961.214,00  52.167.714,00  
          

(6.15) 

4 Penyewaan Tanah dan Bangunan  22.330,000,00  18.080,000,00  
         

23.51  

5 Pemakaian Laboratorium 8.955.800,00   6.240.800,00  
         

43.50  

6 Pasar Grosir dan Pertokoan  1.281.600,000,00  1.281.600,000,00  
                 

0,00 

7 Izin Mendirikan Bangunan  164.402.300,00 326.310.600,00 (49.62) 

8 Izin Trayek  54.509.600,00  54.509.600,00  
                 

0,00 

9 
Izin Gangguan/Ret Perkantoran/ Perizinan 
Tertentu Lainnya 

11.217.800,00 11.217.800,00  
                 

0,00 

Jumlah Piutang Retribusi 1.812.096.765,00 1.751.636.514,00         3,45 

(1) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pada Dinas Lingkungan 

Hidup Per 31 Desember 2023 sebesar Rp218.610.051,00 
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(2) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

sebesar Rp1.510.000,00 dan Rp1.510.000,00, dengan rincian sebagai berikut: 

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp       1.510.000,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp                     0,00  

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp                     0,00  

Saldo Akhir  Rp      1.510.000,00  

(3) Retribusi Izin Gangguan Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp11.217.800,00 dan Rp11.217.800,00, dengan rincian sebagai berikut : 

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp    11.217.800,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp                    0,00  

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp                    0,00 

Saldo Akhir  Rp   11.217.800,00  

Saldo akhir Piutang Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp11.217.800,00 

merupakan saldo akhir Piutang Retribusi Izin Gangguan pada Dinas Lingkungan 

Hidup sebesar Rp11.217.800,00, dengan rincian sebagai berikut: 
 

Tabel 5.3.1.22 
Saldo Akhir Piutang Retribusi Izin Gangguan Per 31 Desember 2023 

No Wajib Retribusi Tahun Piutang Saldo Akhir 

1 Very Arianto 2015            169.500,00  

2 Nia Kartika 2015              71.400,00  

3 Aperta Rajii 2015 72,000,00 

4 Zulfitri 2015            409.500,00  

5 Wirda  2015              98.800,00  

6 Anasrul  2015            159,000,00  

7 Atang Syarifudin 2015            120,000,00  

8 Asmir  2015              72,000,00  

9 Mesbah  2015              54,000,00  

10 Keolanda  2015              41.400,00  

11 Avid Afandi 2015              45,000,00  

12 Leni Dayanti 2015            360,000,00  

13 Zulkarnain  2015         9.545.200,00  

  Jumlah         11.217.800,00  
    

(4) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Per 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp48.961.214,00 dan Rp52.167.714,00. dengan rincian sebagai 

berikut: 

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp    52.167.714,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp    (3.206.500,00) 

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp                   0,00  

Saldo Akhir  Rp   48.961.214,00  

Saldo akhir piutang retribusi Pengendalian Menara tahun 2023 adalah sebesar 

Rp48.961.214,00 yang terdiri dari: 

- Piutang PT. Excel Comindo Tahun 2015     Rp      5.236.214,00  

- Piutang PT. Telkomsel Tahun 2018             Rp      9.619.500,00  

- Piutang Indosat 2018  Rp      3.206.500,00  

- PT. Exel Comindo (XL)  Rp    12.534.500,00  

- Piutang PT. INDOSAT Tahun 2022  Rp    18.364.500,00  

                  Jumlah  Rp    48.961.214,00  
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(5) Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Per 31 Desember 2023 dan 

2022 adalah sebesar Rp22.330.000,00 dan Rp18.080.000,00,  dengan rincian 

sebagai berikut : 

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp    18.080.000,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp    (4.140.000,00) 

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp      8.390.000,00  

Saldo Akhir  Rp    22.330.000,00  

Saldo akhir piutang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2023 sebesar 

Rp22.330.000,00, terdiri dari piutang pada: 

 
Tabel 5.3.1.23 

Saldo Akhir Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah Per 31 Desember 2023 

No Wajib Retribusi Jumlah (Rp) 

1 AFFANDI. S.Sos  360.000,00  

2 ARFINUS 720.000,00  

3 ASFIALDI 90.000,00  

4 ASFIALDI. S.Sos 360.000,00  

5 ASNI. S.Pd 180.000,00  

6 ASWIR 360.000,00  

7 Aswir  390.000,000  

8 DANIL DEFO 840.000,00  

9 DESMAWATI. S.Pd 360.000,00  

10 DESRIYOS.S.IP 360.000,00  

11 DESRIYOS.SIP 360.000,00  

12 DONI ANTONI 360.000,00  

13 Dr. ELVERA SUSANTI. Sp.p 140.000,00  

14 Dr. YUSRI AZWARDI. Sp.A 70.000,00  

15 dr.DONA FARILA AGUS. M.Ked. (KJ) Sp.KJ 490.000,00  

16 Drs YOSEFRIAWAN 630.000,00  

17 Drs.FRIWANDI 360.000,00  

18 ELFA ADMIRA.S.Pd 270.000,00  

19 ELFI 360.000,00  

20 ELZULMAX REFDA AKHLI 360.000,00  

21 ENDRI MELSON. ST.M.Si 60.000,00  

22 EVA SALMI 720.000,00  

23 FIRDAUS 360.000,00  

24 H. JUNAIDI. SH.Bsc  720.000,00  

25 HARDONI 360.000,00  

26 HARDONI. ST 360.000,00  

27 HENDRI.G.SE.MM 360.000,00  

28 HENDRI.G.SE.MM 360.000,00  

29 IFIT DWIVA PUTRA. S.Pd 360.000,00  

30 Ir. ELFIS PILIANG 360.000,00  

31 Ir. ERNIWATI. M.Sp 420.000,00  

32 Ir. H. JETSON.MT/kosong 840.000,00  

33 Ir. ISMAN IMRAN. M.Si 210.000,00  

34 ISMAIL 360.000,00  

35 JATIRMAN. S.ST 240.000,00  

36 JONATA RAMADAN 360.000,00  

37 MULYADI.SH 360.000,00  

38 NELHAYATI 360.000,00  

39 NINA BETRISNA  360.000,00  



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

130 

 

No Wajib Retribusi Jumlah (Rp) 

40 NOVIYETTI  210.000,00  

41 OCKTA RIANDA.SE.Map 360.000,00  

42 OCTA RIANDA 360.000,00  

43 RATNA WILIS  540.000,00  

44 Ridonal  440.000,00  

45 RIDWAN. S.STP 30.000,00  

46 RINALDI. ST.MT 720.000,00  

47 ROSVA DESWIRA  360.000,00  

48 RUDI HENDRI.ST 360.000,00  

49 RUDI.S.IP 360.000,00  

50 SRI NELFIA.SE 270.000,00  

51 SRINELFIA.SE/GUSNEL 30.000,00  

52 SULASMI 360.000,00  

53 Susi Rahman 700.000,00  

54 WELNENI 360.000,00  

55 YENI ROSANTI. ST 360.000,00  

56 YULNASRI (PAUL) 840.000,00  

57 ZULFI ERNAWATI. SST 720.000,00  

Jumlah   22.330.000,00  

 

(6) Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium per 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp8.955.800,00 dan Rp6.240.800,00. dengan rincian sebagai 

berikut: 

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp      6.240.800,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp     (6.240.800,00) 

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp      8.955.800,00  

Saldo Akhir  Rp     8.955.800,00  

(7) Piutang Retribusi Pasar Gosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UKM Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp1.281.600.000,00 dan Rp1.281.600.000,00, dengan rincian sebagai berikut : 

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp     1.281.600.000,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp                          0,00  

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp                          0,00  

Saldo Akhir  Rp     1.281.600.000,00  

Untuk Pasar Gosir dan/atau Pertokoan yang berada di Terminal Antokan Lubuk 

Basung, belum dipungut retribusinya atau diakui sebagai piutang retribusi, 

walaupun telah ada Putusan Pengadilan yang telah Inkracht tetapi belum 

ditindaklanjuti dengan penerbitan SKRD atau Surat Tagihan kepada Wajib 

Retribusi. Terdapat potensi penerimaan pendapatan retribusi sebesar 

Rp529.200.000,00, dengan rincian toko sebagaimana terdapat pada tabel berikut: 
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Tabel 5.3.1.24 
Rekapitulasi Toko/ Kios pada Terminal Antokan yang Telah digugat ke Pengadilan Negeri 

 

No 
Klasifikasi 
Toko/ Kios 

Nomor 
Toko/ 
Kios 

 Nilai Tagihan 
Berdasarkan 
Putusan PN/Akta 
Perdamaian (RP) 

Keterangan 

1 Toko tidak 
bertingkat 
yang 
menghadap 
ke arah 
pasar/ 
teriminal 

No. 14           
64.800.000,00  

Pasal 1 Akta Perdamaian No. 36/pdt.G/2016/PN Lbb 
menyatakan, Pihak kedua sepakat untuk membayar tunggakan 
tagihan biaya sewa ruko nomor 14 yang berada diatas sertipikat 
hak pengelolaan nomor 1 tahun 1999 an. Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Agam yang berada di areal Terminal Antokan / 
Pasar Lama Lubuk Basung untuk Januari 2014 sampai dengan 
Desember 2016 kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.400.000,- 
(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). 2) Sdr. JUMADI. R telah 
melakukan pembayaran retribusi jasa usaha di pertokoan 
Terminal Antokan Lubuk Basung Bulan Maret s/d Mei 2017 
sebesar Rp. 3.600.000,- berdasarkan SKRD 003407   

    No. 15           
64.800.000,00  

Pasal 1 Akta Perdamaian No. 40/PDT.G/2016/PN Lbb 
menyatakan, Pihak kedua sepakat untuk membayar tunggakan 
tagihan biaya sewa ruko nomor 15 yang berada diatas sertipikat 
hak pengelolaan nomor 1 tahun 1999 an. Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Agam yang berada di areal Terminal Antokan / 
Pasar Lama Lubuk Basung untuk Januari 2014 sampai dengan 
Desember 2016 kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.400.000,- 
(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). 2) Sdr. Hj. ERMA 
DARWIN telah melakukan pembayaran retribusi jasa usaha di 
pertokoan Terminal Antokan Lubuk Basung Bulan Maret s/d Mei 
2017 sebesar Rp. 3.600.000,- berdasarkan SKRD 003406 

    No. 22                                   
-  

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 
34/PDT.G/2016/PN Lbb, menyatakan gugatan penggugat tidak 
dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) 

    No. 25           
64.800.000,00  

Pasal 1 Akta Perdamaian No. 35/PDT.G/2016/PN Lbb 
menyatakan, Pihak kedua sepakat untuk membayar tunggakan 
tagihan biaya sewa ruko nomor 25 yang berada diatas sertipikat 
hak pengelolaan nomor 1 tahun 1999 an. Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Agam yang berada di areal Terminal Antokan / 
Pasar Lama Lubuk Basung untuk Januari 2014 sampai dengan 
Desember 2016 kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.400.000,- 
(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). 

    No. 28           
64.800.000,00  

Pasal 1 Akta Perdamaian No. 41/Pdt.G/2016/PN Lbb 
menyatakan, Pihak kedua sepakat untuk membayar tunggakan 
tagihan biaya sewa ruko nomor 28 yang berada diatas sertipikat 
hak pengelolaan nomor 1 tahun 1999 an. Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Agam yang berada di areal Terminal Antokan / 
Pasar Lama Lubuk Basung untuk Januari 2014 sampai dengan 
Desember 2016 kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.400.000,- 
(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). 

    No. 36           
18.000.000,00  

Pada halaman 58 Putusan Perkara Perdata Nomor 
30/PDT.G/2018/PN Lbb point 8 "Menghukum Tergugat B untuk 
membayar ganti rugi sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas 
juta rupiah);. Hal ini berdasarkan pertimbangan pada halaman 52 
"Tergugat B wajib membayar ganti yang dapat ditagih selama 3 
(tiga) tahun terhitung sejak 2014, yaitu sebesar Rp. 
18.000.000,00 (delapan belas juta)". 

    No. 40           
36.000.000,00  

Pada halaman 24 Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 
35/PDT.G/2019/PT.PDG point 10 menghukum tergugat II 
sekarang Pembanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 
36.000.000,,- (tiga puluh enam juta rupiah). 

    No. 41 

    No. 47           
18.000.000,00  

Pada halaman 17 Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 
40/PDT.G/2019/PT.PDG tergugat II/Pembanding wajib 
membayar retribusi yang dapat ditagih selama 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak 2013, yaitu sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan 
belas juta rupiah) sebagai ganti rugi yang harus dibayar Tergugat 
II/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding. 

    No. 50           
18.000.000,00  

Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 
37/PDT.G/2019/PT.PDG halaman 11 poin 8 menghukum 
Tergugat II, sekarang Pembanding untuk membayar ganti rugi 
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No 
Klasifikasi 
Toko/ Kios 

Nomor 
Toko/ 
Kios 

 Nilai Tagihan 
Berdasarkan 
Putusan PN/Akta 
Perdamaian (RP) 

Keterangan 

kepada Penggugat, sekarang terbanding sebesar Rp. 
18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); 

    No. 51           
36.000.000,00  

Pasal 4 Akta Perdamaian No. 41/Pdt.G/2020/PN Lbb 
menyatakan, Tergugat II bersedia membayar uang sewa yang 
tertunggak tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana 
diamanatkan pada Pasal 17 dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ratribusi 
Jasa Usaha dengan ketentuan harga uang sewa yang harus 
dibayarkan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 
(enam juta rupiah) per tahun untuk setiap petak tokonya;  

    No. 52 

    No. 53           
18.000.000,00  

Pasal 4 Akta Perdamaian No. 43/Pdt.G/2020/PN Lbb 
menyatakan, Tergugat II bersedia membayar uang sewa yang 
tertunggak tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana 
diamanatkan pada Pasal 17 dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ratribusi 
Jasa Usaha dengan ketentuan harga uang sewa yang harus 
dibayarkan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 
(enam juta rupiah) per tahun untuk 1 (satu) petak tokonya; 

    No. 54           
18.000.000,00  

Pada halaman 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 
202/PDT/2019/PT PDG point 8 "Menghukum Tergugat B untuk 
membayar ganti rugi sejumlah Rp. 18.000.000,00  (delapan belas 
juta rupiah rupiah)". 

    No. 60           
18.000.000,00  

Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 
28/PDT.G/2019/PT.PDG halaman 10 poin 8 menghukum 
Tergugat II, sekarang Pembanding untuk membayar ganti rugi 
kepada Penggugat, sekarang terbanding sebesar Rp. 
18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); 

2 Toko yang 
berada di 
sisi kiri dan 
kanan 
pasar 

No. 3           
28.800.000,00  

Pada halaman 8 Putusan Perkara Perdata Nomor 
204/PDT/2019/PT PDG point 2 "Menguatan Putusan Pengadilan 
Negeri Lubuk Basung Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Lbb tanggal 24 
September 2019 yang dimohonkan banding tersebut". 

No. 4           
14.400.000,00  

Pasal 4 Akta Perdamaian No. 42/Pdt.G/2020/PN Lbb 
menyatakan, Tergugat II bersedia membayar uang sewa yang 
tertunggak tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana 
diamanatkan pada Pasal 17 dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ratribusi 
Jasa Usaha dengan ketentuan harga uang sewa yang harus 
dibayarkan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 4.800.000,00 
(empat juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun untuk 1 (satu) 
petak tokonya; 

No. 5           
18.000.000,00  

Pada halaman 49 Putusan Perkara Perdata Nomor 
32/PDT.G/2018/PN Lbb point 8 "Menghukum Tergugat B untuk 
membayar ganti rugi sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas 
juta rupiah);. Hal ini berdasarkan pertimbangan pada halaman 44 
"Tergugat B wajib membayar ganti yang dapat ditagih selama 3 
(tiga) tahun terhitung sejak 2014, yaitu sebesar Rp. 
18.000.000,00 (delapan belas juta)". 

No. 7           
28.800.000,00  

Pada halaman 12 Putusan Perkara Perdata Nomor 
201/PDT/2019/PT PDG point 8 "Menghukum Pembanding 
semula Tergugat B untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 
28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu 
rupiah)".  

Total         
529.200.000,00  

  

 

(8) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Per 31 Desember 2023 dan 

2022 adalah sebesar Rp164.402.300,00 dan Rp326.310.600,00 dengan rincian 

sebagai berikut: 

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp        326.310.600,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp      (233.078.600,00) 
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Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp          71.170.300,00  

Saldo Akhir  Rp        164.402.300,00  

Saldo akhir Piutang Retribusi IMB sebesar Rp164.402.300,00 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang terdiri dari: 

Tabel 5.3.1.25 
Saldo Akhir Piutang Retribusi IMB Per 31 Desember 2022 

No Wajib Retribusi 
Tahun 

Piutang 
 Jumlah (Rp)  

1 Aditiawarman 2021 209.600,00  

2 Delvi Mayeti 2021 3.600,000,00  

3 H. Joni Elvin Taher 2021 12.927.500,00  

4 Ir. Andi Sahrandi 2021  8.907.100,00  

5 Ir. Ing. Karyawan 2021 2.537,000,00  

6 Ir.Rusdi Lubis 2021 4.545.500,00  

7 Puskesmas Ambun Pagi Matur 2021 75,000,00  

8 Puskesmas Malalak 2021 75,000,00  

9 Elfi Srizartuti 2021 1.515,000,00  

10 Jon Efendi 2021 16.950,000,00  

11 Dina Prima 2021 4.686.600,00  

12 I Gede Eka 2021 75,000,00  

13 Sumatri 2021 345.600,00  

14 Musliman 2021 169.500,00 

15 Asridatul Husna 2021  8.563.800,00  

16 Hartini 2021  291.900,00  

17 Bayarti 2021 1.566.400,00  

18 Novri Yenni Amri 2021 5.792.300,00  

19 Widya Astuti 2021  5.896.900,00  

20 Iffo Niolita Median 2021 316.700,00  

21 Leni Marlina 2021  1.348.400,00  

22 Lenny Ferawati 2021 265.900,00  

23 Sri Assilmi 2022 10.686,000,00  

24 Pt Ilham Jaya Sentosa 2022 1.233.300,00  

25 Mike Masni 2022  198.800,00  

26 Rika Octavianus 2022 453.200,00  

27 Aidul Abdullah 2023 3.711.100,00  

28 Widia Nengsih Primadona 2023 5.999.500,00  

29 Silvia Ningsih 2023  154.600,00  

30 Pt Muda Griya Mandiri (B 30 ) 2023 129.300,00  

31 Rammy Putra 2023  47.295.100,00  

32 Juli Akmal 2023 128.100,00  

33 PT Agung Anugerah Properti Blok A.2 2023 129.300,00  

34 PT Agung Anugerah Properti Blok A.3 2023 129.300,00  

35 PT Agung Anugerah Properti Blok A.4 2023 129.300,00  

36 PT Agung Anugerah Properti Blok A.5 2023  129.300,00  

37 PT Agung Anugerah Properti Blok B.1 2023  129.300,00  

38 PT Agung Anugerah Properti Blok B.2 2023 129.300,00  

39 PT Agung Anugerah Properti Blok B.3 2023 129.300,00  

40 PT Agung Anugerah Properti Blok B.4 2023  129.300,00  

41 PT Agung Anugerah Properti Blok B.5 2023 129.300,00  

42 PT Agung Anugerah Properti Blok B.6 2023 129.300,00  

43 Vandra Badri Yanra 2023 132.500,00  

44 Suri Elfi 2023  128.100,00  

45 Baihaqi 2023 11.393.400,00  
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No Wajib Retribusi 
Tahun 

Piutang 
 Jumlah (Rp)  

46 Eki Syahputra 2023 128.100,00  

47 Nike Lesmana 2023 169.400,00  

48 Irwan 2023 173.800,00  

49 Zuhrah Taufiqa 2023 163.500,00  

50 Nofa Yulianti 2023  170.800,00  

Jumlah 164.402.300,00  

 

(9) Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

sebesar Rp54.509.600,00 dan Rp54.509.600,00 dengan rincian sebagai berikut : 

Saldo Awal (Piutang Tahun 2022)  Rp          54.509.600,00  

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  Rp                          0,00  

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp                          0,00  

Saldo Akhir  Rp         54.509.600,00  

Saldo akhir Piutang Retribusi Izin Trayek sebesar Rp54.509.600,00 merupakan 

piutang PO Pelita Indah yang sampai dengan 31 Desember 2023  belum dilunasi 

oleh Perusahaan yang bersangkutan. 

b) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Tidak terdapat saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan per 31 Desember 2023. 

c) Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah 

Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

sebesar Rp11.366.020.923,91 dan Rp Rp4.998.352.584,73 yang terdiri dari: 

Tabel 5.3.1.26 

Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2023 dan 2022 

No Uraian  
 Tahun 2023   Tahun 2022  Kenaikan  

(Rp) (Rp) % 

1 
Piutang Hasil Penjualan BMD 

yang Tidak Dipisahkan  
22.060.275,00 22.060.275,00 0,00 

2 
Piutang Pendapatan Bunga 

Giro (TDF) 
0,00 562.283,82 0,00 

3 

Piutang Penerimaan atas 

Tuntutan Ganti Kerugian 

Keuangan Daerah 

48.127,000,00 54.977,000,00 (12.46) 

4 

Piutang Pendapatan Denda 

atas Keterlambatan 

Pelaksanaan Pekerjaan 

1.020.065.410,91 1.020.065.410,91 0,00 

 5 
Piutang Pendapatan Hasil 

Eksekusi atas Jaminan 
76.230.600,00 76.230.600,00 - 

6 
Piutang Pendapatan dari 

Pengembalian 
11.553.044,00 11.553.044,00 - 

7 Piutang Pendapatan BLUD 10.187.984.594,00 3.812.903.971,00 167,20 

Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang 

Sah 
11.366.020.923,91 4.998.352.584,73 127,40 

(1) Piutang Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan pada Badan Keuangan 

Daerah, merupakan piutang atas penjualan Perumahan milik Pemda (Tahun 

1994) di Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu sebesar Rp22.060.275,00 

dengan rincian: 
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Tabel 5.3.1.27 
Piutang Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan  

Per 31 Desember 2023 

No Nama (Rp) 

1 Ir. Mawardi Jamzai 3.544.100,00 

2 Refrizal 2.502.500,00 

3 Nurman 2.618.875,00 

4 Syafnir 4.694.725,00 

5 Anwar 3.746,000,00 

6 Asnita 4.954.075,00 

 Jumlah 22.060.275,00 

(2) Piutang Pendapatan Bunga per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan 

Rp562.283,82 merupakan piutang remunerasi yang diberikan terhadapat Dana 

Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Agam yang disimpan di rekening TDF-TKD yang 

dibayarkan oleh Bank Indonesia. 

(3) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Per 31 Desember 2023 dan 

2022 sebesar Rp48.127,000,00 dan Rp54.977.000,00. Piutang ini merupakan 

piutang yang belum dilunasi berdasarkan Surat Ketetapan Tanggungjawab 

Mutlak (SKTJM) Ganti Kerugian Daerah yang diterbitkan selama Tahun 2019, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Saldo awal Piutang 2023  Rp54.977,000,00 

Koreksi pengurangan Piutang       (Rp              0,00) 

Penerimaan s.d 31 Des 2023                    (Rp 6.850,000,00) 

Saldo akhir Piutang   Rp48.127,000,00 

(Penyajian selengkapnya Rincian dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Tahun 2022 terdapat pada 

Lampiran VIII). 

(4) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Per 31 

Desember 2023 sebesar Rp1.020.065.410,91 merupakan sanksi denda yang 

dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan 

pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena 

kesalahan Penyedia Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Saldo Awal                                                             Rp1.020.065.410,91 

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023                 Rp                     0,00 

Penambahan Piutang selama Tahun 2023                    Rp                      0,00 

Saldo Akhir                                                             Rp1.020.065.410,91 

(5) Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp76.230.600,00 merupakan piutang jaminan pelaksanan pekerjaan pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 

(6) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  

berupa keterlanjuran pembayaran Sertifikasi Guru, dengan rincian sebagai 

berikut: 

Saldo awal  Piutang    Rp11.553.044,00 
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Penambahan selama Tahun 2022   Rp                0,00 

Saldo akhir Piutang    Rp11.553.044,00 

(7) Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp10.177.454.594,00, dengan rincian 

sebagai berikut: 

➢ Piutang BLUD Dinas Kesehatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp525.780,000,00, dengan rincian sebagai berikut: 

Saldo awal piutang               Rp   275.905.000,00 

Koreksi Piutang                                 Rp      (336.000,00) 

Penerimaan Piutang                                            Rp   275.569.000,00 

Penambahan piutang selama Tahun 2022            Rp   525.780.000,00 

Saldo akhir               Rp   525.780.000,00 

Piutang pada tahun 2023 terdapat Koreksi saldo awal piutang sebesar 

(Rp336.000,00), disebabkan karena adanya Klaim yang tidak disetujui BPJS 

Kesehatan pada UPTD Puskesmas Padang Luar dan Maninjau sebesar 

Piutang BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp525.780.000,00 terdiri dari 

piutang klaim dana kapitasi BPJS sebesar Rp391.305.000,00 dan klaim TCM 

(Tes Cepat Molekuler), pemeriksaan labor untuk pasien TBC ke Dinas 

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp133.275.000,00 dan 

pemakaian lahan praktek di Puskesmas sebesar Rp1.200.000,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.3.1.28 

Rincian Piutang Pendapatan  BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 

No Puskesmas 
Piutang Lahan 

Praktek 
Jumlah 

Klaim Kapitasi Klaim TCM 

1 Puskesmas Palupuh   17.890.000,00 0,00 0,00 17.890.000,00 

2 Puskesmas Kapau   2.740.000,00  2.550.000,00  0,00 5.290.000,00 

3 Puskesmas Pakan Kamis  28.870.000,00   34.025.000,00  0,00 62.895.000,00 

4 Puskesmas Magek 0,00  1.475.000,00  0,00 1.475.000,00 

5 
Puskesmas Padang 
Tarok 

 2.060.000,00    3.775.000,00 
0,00 

5.835.000,00 

6 Puskesmas Baso  27.200.000,00  0,00 0,00 27.200.000,00 

7 Puskesmas Biaro   16.360.000,00  8.850.000,00  1.200,000,00  26.410.000,00 

8 Puskesmas Lasi  1.600.000,00   6.950.000,00  0,00 8.550.000,00 

9 Puskesmas Sei Pua 0,00  8.875.000,00  0,00 8.875.000,00 

10 Puskesmas Padang Luar  18.005.000,00  0,00 0,00 18,005.000,00 

11 Puskesmas IV Koto  15.985.000,00   24.575.000,00  0,00 40.560.000,00 

12 Puskesmas Malalak 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Puskesmas Matur  31.936.000,00   4.800.000,00  0,00 36.736.000,00 

14 Puskesmas Maninjau  74.950.000,00  0,00 0,00 74.950.000,00 

15 Puskesmas Pasar Ahad 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 

16 Puskesmas Palembayan  42.984.000,00  2.100.000,00 0,00 45.084.000,00 

17 Puskesmas Koto Alam  39.900.000,00  0,00 0,00 39.900.000,00 

18 Puskesmas Batukambing  5.720.000,00  0,00 0,00 5.720.000,00 

19 Puskesmas Bawan  31.960.000,00  3.225.000,00 0,00 35.185.000,00 

20 Puskesmas Manggopoh  4.565.000,00  0,00 0,00 4.565.000,00 
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No Puskesmas 
Piutang Lahan 

Praktek 
Jumlah 

Klaim Kapitasi Klaim TCM 

21 Puskesmas Tiku 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 
Puskesmas Lubuk 
Basung 

 16.430.000,00   32.075.000,00  
0,00 

48.505.000,00 

23 Puskesmas Muaro Putuih  8.900.000,00  0,00 0,00 8.900.000,00 

Jumlah 391.305,000,00 133.275.000,00 1.200.000,00 525.780.000,00 

➢ Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 

Rp9.662.204.594,00 dan Rp3.536.998.971,00 dengan rincian sebagai 

berikut:  

Saldo awal piutang                          Rp   3.536.998.971,00 

Koreksi Piutang                                 Rp      

Penerimaan Piutang                                              Rp (3.475.235.289,00) 

Penambahan piutang selama Tahun 2022            Rp   9.600.440.912,00 

Saldo akhir               Rp  9.662.204.594,00 

Rincian Piutang BLUD RSUD Lubuk Basung sebesar Rp 9.662.204.594,00 

adalah klaim terhadap pihak ketiga yang terdiri dari: 

a) JKN     Rp9.226.623.294,00 

b) PTMA                                                             Rp       1.811.829,00 

c) Jasa Raharja                                                    Rp   265.412.382,00  

d)  AMBULANCE                                              Rp     62.545.400,00  

e) JETENAGAKERJAAN                                  Rp    89.110.186,00 

f) In HEALTH     Rp       1.942.652,00 

g) RSIA RIZKI BUNDA                                     Rp       7.486.500,00 

h) PT TASPEN     Rp       1.339.737,00 

i) VISUM                                                            Rp       1.180,000,00  

j) PDH P2PML ( TB MDR )                               Rp       3.308.614,00 

k) Klinik Siti Manggopoh    Rp       1.444.000,00 

d) Piutang Transfer 

(1) Piutang Transfer Pemerintah Pusat. 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merukan Piutang Dana Transfer Umum-

DBH CHT Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar  Rp0,00 

dan Rp16.166.000,00  

(2) Piutang Transfer antar daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Per 31 

Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp12.967.824.102,00 

terdiri dari: 
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Tabel 5.3.1.29 

Rincian Piutang Transfer Per 31 Desember 2023 dan 2022 
 

No Uraian  

 Tahun 

2023 
  Tahun 2022  Kenaikan  

(Rp) (Rp) % 

1  Piutang Bagi Hasil Provinsi  0,00 12.967.824.102,00 (100) 

Jumlah Piutang Transfer 0,00 12.967.824.102,00 (100) 

 

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Pemerintah Provinsi merupakan 

Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Tahun 2023 dan 2022 

sebesar Rp0,00 dan Rp12.967.824.102,00. Penetapan piutang tahun 2022 ini 

melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Nomor :971.1/06/Pjk-Bapenda/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan 

Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 

Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2022. Kekurangan dan kelebihan salur dana bagi hasil pajak Provinsi Sumatera 

Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat TA 2022, dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 5.3.1.30 

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Pemerintah Provinsi  
Per 31 Desember 2023 dan 2022 

Uraian 
 Tahun 2023   Tahun 2022  Kenaikan  

(Rp) (Rp) % 

1 
Piutang Bagi Hasil Pajak 
Kendaraan Bermotor  

0,00 3.418.663.400,00 (100) 

2 
Bagi Hasil Balik Nama 
Kendaraan Bermotor  

0,00 
1.618.177.146,00 (100) 

3 
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor 

0,00 
7.868.090.853,00 (100) 

4 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 
0,00 

62.892.703,00 (100) 

Jumlah Piutang Transfer Pemerintah 
Daerah Lainnya-Pemerintah 
Provinsi 

0,00 12.967.824.102,00 (100) 

(a) Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Per 31 Desember 2023 dan 

2022 adalah sebesar Rp00,00 dan Rp3.418.663.400,00 dengan rincian: 

Saldo Awal      Rp3.418.663.400,00 

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  (Rp3.418.663.400,00)            

Penambahan Piutang selama Tahun 2023               Rp                      0,00 

Saldo Akhir      Rp                      0,00 

(b) Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Per 31 Desember 

2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.618.177.146,00 dengan rincian 

sebagai berikut: 

Saldo Awal     Rp1.618.177.146,00 

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023             (Rp1.618.177.146,00) 

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp                     0,00 

Saldo Akhir     Rp                     0,00 
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(c) Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Per  31 Desember 

2023 dan 2022 adalah sebesar Rp7.868.090.853,00 dan Rp7.868.090.853,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

Saldo Awal      Rp7.868.090.853,00 

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  (Rp7.868.090.853,00) 

Penambahan Piutang selama Tahun 2023        Rp                       0,00 

Saldo Akhir     Rp                       0,00 

(d) Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Per 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp0,00 dan Rp62.892.703,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Saldo Awal     Rp    62.892.703,00 

Penerimaan Piutang selama Tahun 2023  (Rp   62.892.703,00) 

Penambahan Piutang selama Tahun 2023  Rp                     0,00 

Saldo Akhir     Rp                     0,00 

e) Piutang Lainnya 

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa 

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sisa uang muka atas 

pekerjaan-pekerjaan Pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. 

Saldo Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp853.366.300,00 dan Rp1.537.553.125,00 dengan rincian 

sebagai berikut: 

➢ Dinas Kesehatan sebesar Rp617.668.050,00, dengan rincian: 

- Pembangunan Puskesmas Manggopoh sebesar Rp446.532.610,00 

- Pembangunan Puskesmas Koto Alam sebesar Rp171.135.440,00 

➢ Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp235.698.250, dengan 

rincian: 

- Rekonstruksi Jembatan Labuhan Nagari Tiku V Jprong Kecamatan 

Tanjung Mutiara sebesar Rp80.137.787,00 

- Rekontruksi Jembatan Kampung Darek Nagari Tiku Selatan Kecamatan 

Tanjung Mutiara sebesar Rp155.560.463,00 

f) Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan taksiran nilai piutang yang 

kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari 

seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang tak tertagih 

dilakukan melalui estimasi pada akhir Periode yang dibentuk sebesar persentase 

berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih, 

tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir Periode anggaran sesuai 

perkembangan kualitas piutang. Pencatatan transaksi nilai penyisihan piutang 

dilakukan pada akhir periode pelaporan.  

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih penghitungannya 

dilakukan berdasarkan"umur piutang", sebagaiaman diuraikan pada BAB IV 

halaman 71. Nilai penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 

Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(21.407.485.485,20) dan 

Rp18.725.779.362,08 dengan rincian sebagai berikut : 
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Tabel 5.3.1.31 
Nilai Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023 

No Rincian Penyisihan Piutang 
Jumlah (Rp) 

2023 2022 

1 Penyisihan Piutang Pajak Hotel (41.586.903,07) (21.204.984,18) 

2 Penyisihan Piutang Pajak Restoran (28.118.481,42) (14.183.671,73) 

3 Penyisihan Piutang Pajak Reklame (6.921.050,13) (4.249.620,50) 

4 Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah (888.153,62) (642.731,00) 

5 
Penyisihan Piutang Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan 

(88.291.873,86) (58.634.642,96) 

6 
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBBP2) 

(19.220.392.939,04) (16.635.655.172,01) 

7 Penyisihan Piutang Retribusi (1.573.435.011,26) (1.522.048.842,50) 

8 
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD 
yang Sah 

(447.851.072,80) (469.159.697,20) 

Jumlah (21.407.485.485,20) (18.725.779.362,08) 

 (Penyajian selengkapnya nilai Piutang dan Penyishan Piutang untuk Tahun 

Anggaran 2023 terdapat pada Lampiran IX). 

3) Beban Dibayar Dimuka 

Beban dibayar dimuka merupakan sejumlah pembayaran yang dibayarkan 

terlebih dahulu oleh pemerintah daerah atas beban atau pengeluaran tertentu kepada 

Pihak Ketiga untuk periode waktu berikutnya.  

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing 

sebesar Rp428.856.561,48 dan Rp368.158.336,22. Beban jasa dibayar dimuka berasal 

dari premi asuransi kendaraan bermotor yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten 

Agam dan pembayaran sewa dan pajak kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo.  

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023, merupakan beban dibayar 

dimuka yang dikonsolidasi dari SKPD berikut: 

Tabel 5.3.1.32 
Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka pada SKPD Per 31 Desember 2023  

No SKPD Jumlah Keterangan 

I 
1 

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Aparatur 

 8.241.671,92  
Pajak Kendaraan, Sewa Gedung 
dan Bangunan, Asuransi BMD 

2 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 
 1.519.695,86  Pajak Kendaraan, Asuransi BMD 

3 
Badan Keuangan dan Aset 

Daerah 
 11.586.854,67  Pajak Kendaraan, Asuransi BMD 

4 
Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah 
 18.694.583,33  

Pajak Kendaraan, Sewa Gedung 
dan Bangunan 

5 Badan Pendapatan Daerah  11.165.856,67  Pajak Kendaraan, Asuransi BMD 

6 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

 10.488,000,50  
Pajak Kendaraan, Sewa Gedung 
dan Bangunan, Asuransi BMD 

7 Dinas Arsip dan Perpustakaan  3.330.291,26  Pajak Kendaraan, Asuransi BMD 

8 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
 4.630.262,07  

Pajak Kendaraan, Sewa Gedung 
dan Bangunan, Asuransi BMD 

9 Dinas Kesehatan  12.699.470,88  
Beban dibayar dimuka BLUD 

RSUD  

10 
Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan 
 3.986.841,84  Pajak Kendaraan Asuransi BMD 
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No SKPD Jumlah Keterangan 

11 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 
 922.536,34  Pajak Kendaraa, Asuransi BMD 

12 
Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan 

Menengah 
 890.032,48  Pajak Kendaraan, Asuransi BMD 

13 Dinas Lingkungan Hidup  8.066.383,03  Pajak Kendaraan, Asuransi BMD 

14 
Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga 
 3.997.730,07  Pajak Kendaraan, Asuransi BMD 

15 
Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang 
 5.224.832,62  Pajak Kendaraan, Asuransi BMD 

16 
Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Nagari 
 913.393,54  Pajak Kendaraan, Asuransi BMD 

17 
Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 640.708,32  Pajak Kendaraan 

18 
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

 2.377.625,00  Pajak Kendaraan 

19 

Dinas Pengendalian Penduduk. 

Keluarga Berencana. 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

 9.837.797,79  Pajak Kendaraan, Asuransi BMD 

20 Dinas Perhubungan 130.536.988,27  
Pajak Kendaraan, Sewa Gedung 

dan Bangunan, Asuransi BMD 

21 

Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan 

Ketenagakerjaan 

 1.478.437,51  Pajak Kendaraan 

22 Dinas Pertanian  1.123.495,81  Pajak Kendaraan 

23 
Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman 
 3.743.253,67  

Pajak Kendaraan. Bea dan 

Perizinan. Asuransi Barang Milik 

Daerah 

24 Dinas Sosial  2.614.083,77  Pajak Kendaraan. Asuransi BMD 

25 Inspektorat Daerah  5.379.620,81  Pajak Kendaraan. Asuransi BMD 

26 Kecamatan Ampek Angkek  179.916,67  Pajak Kendaraan. Asuransi BMD 

27 Kecamatan Ampek Nagari  2.897.316,67  
beban pajak dibayar dimuka. 

Beban Asuransi Dibayar Dimuka 

28 Kecamatan Banuhampu  3.853.291,63  
Beban Pembayaran Pajak. Bea. 

dan Perizinan 

29 Kecamatan Baso  30.783,32  

Beban pajak dibayar dimuka. 

Jurnal beban dimuka sewa rumah 

dinas Camat 

30 Kecamatan Candung  183.791,67  Pajak Kendaraan 

31 Kecamatan IV Koto  3.164.250,00  Pajak Kendaraan. Asuransi BMD 

32 Kecamatan Kamang Magek  991.337,51  Pajak Kendaraan 

33 Kecamatan Lubuk Basung  4.513.566,65  Pajak Kendaraan. Asuransi BMD 

34 Kecamatan Malalak  230.775,00  Pajak Kendaraan 

35 Kecamatan Matur  752.991,67  Pajak Kendaraan. Asuransi BMD 

36 Kecamatan Palembayan  30.833,29  Pajak Kendaraan. Asuransi BMD 

37 Kecamatan Palupuh  44.166,67  Pajak Kendaraan 

38 Kecamatan Sungai Pua  109.391,66  Sewa Rumah. Pajak Kendaraan 

39 Kecamatan Tanjung Mutiara  1.364.166,65  
Pajak Kendaraan. Arusansi BMD. 

sewa rumah dinas Camat 

40 Kecamatan Tanjung Raya  4.049.216,66  Pajak Kendaraan 

41 Kecamatan Tilatang Kamang  908.041,67  Pajak Kendaraan 

42 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran 

 6.968.104,19  
Beban Pembayaran Pajak. Bea. 

dan Perizinan. Asuransi BMD 
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No SKPD Jumlah Keterangan 

43 Sekretariat Daerah 
 

102.894.166,36  
Pajak Kendaraan. Asuransi BMD 

44 Sekretariat DPRD  31.600,005,51  Pajak Kendaraan. Asuransi BMD 

 Jumlah Beban Dibayar Dimuka 428.856.561,48   

 

Adapun rincian dari beban dibayar dimuka Per 31 Desember 2022, adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5.3.1.33 
Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka pada SKPD Per 31 Desember 2022  

No SKPD Jumlah Keterangan 

I 1 
Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan 
3.052.279,16 

Pajak Bayar Dimuka/ Pajak 
Kendaraaan 

2 Dinas Kesehatan 15.864.870,84 Pajak BLUD RSUD dibayar dimuka  

3 
Dinas Pekerjaan Umum Dan 

Tata Ruang 

1.815.414,34 
 

Asuransi Kendaraan / Pajak Dibayar 
Dimuka Kendaraan  

4 
Dinas Perumahan Rakyat Dan 

Kawasan Permukiman 
3.828.691,08 

Asuransi Barang Milik Daerah/ Beban 
Pembayaran Pajak Bea dan 
Perizinan 

5 
Satuan Polisi Pamong Praja 

Dan Pemadam Kebakaran 
6.908.156,26 

Pajak atas beban dibayar 

dimuka/asuransi dibayar dimuka 

6 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

18.693.791,71 
Pajak Dibayar Dimuka/ Sewa Dibayar 
Dimuka 

7 Dinas Sosial 1.662.707,40 Premi asuransi barang milik daerah 

8 

Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak 

7.232.439,15 
Premi Asuransi Bayar dimuka/Pajak 
kend bayar dimuka  

9 Dinas Lingkungan Hidup 8.395.229,21 
Asuransi dibayar dimuka /Pajak 

kendaraan dbayar dimuka 

10 
Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil 
10.909.820,83 

Pajak dibayar dimuka/ Sewa 

Bangunan Gudang 

11 
Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Nagari 
914.442,45 Pajak bayar dimuka 

12 Dinas Perhubungan 143.365.949,94 Asuransi BMD 

13 
Dinas Komunikasi Dan 

Informatika 
1.819.680,01 Pegakuan Asuransi dibayar 

14 

Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi Usaha 

Kecil Dan Menengah 

2.639.462,50 
Pengakuan Beban Premi Asuransi 
Dibayar Dimuka  

15 

Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Dan Ketenagakerjaan 

795.616,67 Beban di bayar dimuka 

16 Dinas Arsip Dan Perpustakaan 2.349.208,35 Asuransi BMD 

17 
Dinas Perikanan dan 
Ketahanan Pangan 

3.323.678,99 
Premi Asuransi Penyusustan Beban 

Dibayar Dimuka Bulan 

18 
Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga 

3.786.724,21 
Jasa Premi asuransi /Pajak 

kendaraan bermotor dibayar dimuka 

19 Dinas Pertanian 1.126.870,84 Beban dibayar dimuka 

20 Sekretariat Daerah 37.134.523,69 
Pembayaran Pajak, Bea, dan 

Perizinan 

21 Sekretariat DPRD 27.102.300,09 

Pajak Kendaraan Dibayar 

Dimuka/Pengakuan Premi Asuransi 

Dibayar Dimuka 

22 Kecamatan Baso 862.077,06 
Pajak dibayar dimuka/asuransi 

kendaran dinas 
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No SKPD Jumlah Keterangan 

23 Kecamatan Ampek Angkek 1.927.741,67 Beban dibayar dimuka 

24 Kecamatan Canduang 282.541,68 
Sewa Rumah Dinas /Penyesuai 

Beban Dibayar Di Muka 

25 Kecamatan Tilatang Kamang 3.892.773,35 Sewa Rumah Dinas/Pajak Kendaraan 

26 Kecamatan Kamang Magek 1,005.262,51 Beban Sewa/Sewa Dibayar Dimuka 

27 Kecamatan Palupuh 191.916,59 
Pajak dibayar dimuka/ beban dibayar 

dimuk 

28 Kecamatan Banuhampu 1.934.952,07 
Pajak kendaraan dibayar dimuka/ 

Premi asuransi dibayar dimuka 

29 Kecamatan Sungai Pua 1.323.683,28 
Asuransi/Beban Sewa/beban pajak 

dibayar dimuka 

30 Kecamatan IV Koto 3.192.143,74 
Pajak kendaraan dibayar dimuka/ 

Premi asuransi dibayar dimuka 

31 Kecamatan Matur 2.538.820,85 
Pajak kendaaraan dibayar dimuka 

premi asuransi dibayar dimuka 

32 Kecamatan Palembayan 1.020.437,51 
Asuransi dibayar dimuka/ Pajak 

dibayar dimuka 

33 Kecamatan Tanjung Raya 4,006.893,75 Beban Asuransi 

34 Kecamatan Lubuk Basung 3.530.541,63 
Asuransi dibayar dimuka/ Pajak 

kendaraan dibayar dimuka 

35 Kecamatan Ampek Nagari 2.482.958,33 Pajak Kendaraan/ Premi Asuransi 

36 Kecamatan Tanjung Mutiara 2.383.239,56 
Pajak Kendaraan Dinas /Premi 

Asuransi Kendaraan Dinas 

37 Kecamatan Malalak 1.152.474,57 
Asuransi dibayar dimuka/ Pajak di 

bayar di muka 

38 
Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
10.478.212,67 

Asuransi kendaraan dinas bayar 

dimuka /Pajak kendaraan bayar 

dimuka /Sewa bangunan gudang 

39 Badan Keuangan Daerah 7.465.450,08 
Asuransi dibayar dimuka/Pajak 

Kendaraan Dibayar Dimuka 

40 

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

8.356.43,66 Sewa Gudang 

41 Inspektorat 5.885.308,53 
Assuransi BMD/Beban Dibayar 

dimuka 

42 
Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

1.522.617,41  

 Jumlah Beban Dibayar Dimuka 368.158.336,22   

Khusus untuk Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Dinas Perhubungan. merupakan 

beban dibayar dimuka atas sewa tanah yang diperhitungkan selama 30 (tiga puluh) 

tahun. terhitung sejak tanggal 20 November 2006 sampai dengan 20 November 2036. 

Sewa tanah ini dilakukan melalui perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Agam 

dengan Jawanis. Raunas dan Dahril Bilang Marajo yang dituangkan dalam Surat 

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 20 November 2006. 

Penyewaan tanah ini direncanakan untuk mendirikan Bangunan Permanen Fasilitas 

Pos TPR Koto Hilalang dengan biaya sewa lebih kurang Rp10.000.000,00/tahun. Pada 

tahun 2006, uang sewa telah dibayarkan secara tunai sebesar Rp300.000.000,00. 

4) Persediaan 

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau 

perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan 

operasional Pemerintah Kabupaten Agam dan barang-barang yang dimaksudkan 

untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 

dalam waktu satu tahun, termasuk Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 
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Ketiga yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang belum ada berita acara 

serah barangnya. Metode penilaian Persediaan menggunakan FIFO (First in First 

Out). Saldo Persediaan disajikan berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan oleh 

masing-masing SKPD. 

Persediaan Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp111.313.662.746,45 dan Rp77.044.164.631,40 yang tersebar pada 

seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. rincian Persediaan pada 

masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 5.3.1.34 
Rincian Persediaan SKPD Kabupaten Agam Per 31 Desember 2023 

No SKPD  Jumlah  

1  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  905.458.376,62 

2  Dinas Kesehatan  18.834.318.953,32 

3  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang     70.521.253.641,36 

4  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  690.144.149,00 

5  Badan Penanggulangan Bencana Daerah  5.388.760.750,00 

6  Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  223.374.281,00 

7  Dinas Sosial  6.690,000,00 

8 
 Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

122.082.230,83 

9  Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  330.996.399,00 

10  Dinas Lingkungan Hidup  748.871.352,00 

11  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  533.200.854,00 

12  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari  809.500,00 

13  Dinas Perhubungan  135.850,000,00 

14  Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah  1.517.333,00 

15  Dinas Arsip dan Perpustakaan  383,000,00 

16  Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  91.978,000,00 

17  Dinas Pertanian  11.503.178.283,32 

18  Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan  1.044.029.886,00 

19  Sekretariat Daerah  1.097.310,00 

20  Sekretariat DPRD  6.155.700,00 

21  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  19.515.801,00 

22  Badan Keuangan dan Aset Daerah  4.093.550,00 

23  Badan Pendapatan Daerah  178.955.359,00 

24 
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Aparatur  

1.239.300,00 

25  Inspektorat Daerah  10.213.676,00 

26  Kecamatan Baso  1.165.570,00 

27  Kecamatan Ampek Angkek  767,000,00 

28  Kecamatan Tilatang Kamang  925,000,00 

29  Kecamatan Banuhampu  1.115.625,00 

30  Kecamatan Sungai Pua  799.200,00 

31  Kecamatan IV Koto  2.645.740,00 

32  Kecamatan Matur  50,000,00 

33  Kecamatan Tanjung Raya  238.500,00 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

145 

 

No SKPD  Jumlah  

34  Kecamatan Ampek Nagari 532.750,00 

35  Kecamatan Tanjung Mutiara 1.099,000,00 

36 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 156.676,00 

Jumlah 111.313.662.746,45 

Rincian Jenis Persediaan pada dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 5.3.1.35 

Rincian  Jenis Persediaan Kabupaten Agam Per 31 Desember 2023 dan 2022 

No Uraian 

31 Desember 2023 31 Desember2022 

(Rp) (Rp) 

1  Bahan Bangunan dan Konstruksi               17.992.670,00              3.490,000,00  

2  Bahan Kimia  994.236.891,49       2.711.591.824,19  

3  Bahan Bakar dan Pelumas  1.806,000,00  2.541,000,00  

4  Bahan Baku  26.418.477,10  449.777.043,30  

5  Bahan Kimia Nuklir  24.464.400,00  0,00 

6  Bahan/Bibit Tanaman  24.806.750,00  37.355.450,00  

7  Isi Tabung Gas  4.169.160,00  65.103.720,00  

8  Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan  139.081.743,00  155.438.938,00  

9  Bahan Lainnya  848.959.391,12  773.903.128,40  

10  Alat Tulis Kantor  612.855.341,50  624.336.734,50  

11  Bahan Cetak  679.822.126,00  788.386.569,00  

12  Benda Pos  5.483,000,00  10.841,000,00  

13  Perabot Kantor  2.075.600,00  0,00    

14  Alat Listrik  64.584.150,00  136.125.482,50  

15  Perlengkapan Dinas  33.900,000,00  33.900,000,00  

16  Perlengkapan Pendukung Olahraga  8.552.855,00  43.752.250,00  

17  Suvenir/Cendera Mata  577.200,00  0,00   

18  Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  13.258.393,00  45.714.799,00  

19  Obat  16.503.557.383,83  7.988.333.264.28  

20  Obat-obatan Lainnya  1.190.552.273,66  7.584.878.972,00  

21 
 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan 
KepadaMasyarakat  

90.073.984.338,75  55.588.694.456,23  

22  Natura  37.767.602,00  0,00 

23  Pakan  417,000,00  0,00 

24  Natura dan Pakan Lainnya  4.340,000,00  0,00 

Jumlah 111.313.662.746,45  77.044.164.631,40  

(Penyajian selengkapnya nilai Persediaan untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat 

pada Lampiran X). 

 

Dari nilai Persediaan yang disajikan pada tabel diatas diantaranya terdiri dari 

persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat sebesar  Rp85.706.170.436,34 

tersebar pada SKPD berikut: 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  sebesar Rp614.268.577,62; 

2. Dinas Kesehatan sebesar Rp13.802.650,00; 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp66.453.193.674,21;  
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4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp689.877.649,00 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.370.297,000,00; 

6. Dinas Sosial sebesar Rp6,009,000,00; 

7. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp50.250,000,00; 

8. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp91.978,000,00; 

9. Dinas Pertanian sebesar Rp11.372.863.999,51; 

10. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan sebesar 

Rp1.043.629.886,00.  

 

Disamping itu. masih terdapat Persediaan barang yang akan  diberikan kepada 

Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang belum diserahkan 

sepenuhnya berupa tanah. bangunan. sarana dan prasarana relokasi bencana di 

Kawasan Pemukiman Dama Gadang serta pembangunan Bidang PSDA. Bina Marga 

dan jalur evakuasi pada empat Jorong yang terdampak bencana yaitu Jorong Muko 

Jalan. Jorong Pandan. Jorong Batu Nanggai dan Jorong Galapuang. Hal ini diketahui 

dari Laporan Akhir Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca bencana. 

Kondisi ini disebabkan karena sertifikat tanah di Pemukiman Dama Gadang masih 

dalam proses pemecahan dan barang lainnya berupa irigasi. Drainase, early warning 

system, jalan dan jembatan masih dalam proses adminstrasi pengurusan aset di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. 

b. Investasi Jangka Panjang 

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2023 dan 

2022 adalah sebesar Rp98.286.653.138,24 dan Rp88.010.674.323,92 yang terdiri dari 

Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 5.3.1.36 
 Rincian Investasi Jangka Panjang 

 

 
Uraian 2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan 

(%) 

1 

 

 

Investasi Non Permanen 

- Dana bergulir 

- Dana bergulir Tak tertagih 

Jumlah Investasi Non Permanen 

 

5.033,000,000,00 

4.408.315.992,00) 

 

624.684,008,00 

 

5.033,000,000,00 

(4.561.459.093,00) 

 

471.540.907,00 

 

0,00 

197,00 

 

32,00 

2 Investasi Permanen 

- PT Bank Nagari 

- PDAM Kabupaten Agam 

- PT Balairung Citra Jaya Sumbar 

Jumlah Investasi Permanen 

 

68.243.253.179,00 

26.593.816.951,24 

824.899,000,00 

97.661.969.130,24 

 

68.243.253.179,00 

16.470.981.237,92 

824.899,000,00 

87.539.133.416,92 

 

0,00 

49,43 

0,00 

12,00 

Jumlah Investasi Jangka Panjang 98.286.653.138,24 88.010.674.323,92 12,00 

1) Investasi Non Permanen 

Saldo Investasi Non Permanen merupakan jumlah dana bergulir Pemerintah 

Kabupaten Agam Per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar 

Rp624.684.008,00 dan Rp471.540.907,00. Penilaian dan penyajian Dana Bergulir 

dalam Laporan Keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati Agam Nomor 25 Tahun 

2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yakni nilai bersih yang dapat 

direalisasikan (Net Reliazable Value). 

Pengalokasian Dana Bergulir melalui APBD Kabupaten Agam dimulai dari 

tahun 2001 s.d 2007, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5.033.000.000,00. 

dengan rincian pengelola awal sebagai berikut: 
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Tabel 5.3.1.37 

Pengelola Awal Dana Bergulir Kabupaten Agam 

Bank Pelaksana / 

BMT 

TAHUN REALISASI   

2001 
(Rp) 

2002 
(Rp) 

2003 
(Rp) 

2004 
(Rp) 

2005 
(Rp) 

2006 
(Rp) 

2007 
(Rp) 

JUMLAH 
(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bank Nagari       73,000,000,00    316,000,000,00      296.500,000,00  

     

675,000,000,00  

    

202,000,000,00          616.200,000,00       384.500,000,00  

      

2.563.200,000,00 

BPR Manggopoh     138,000,000,00    246.500,000,00      123.500,000,00  
         

5,000,000,00  
    

110,000,000,00          152.300,000,00       254.500,000,00  
      

1.029.800,000,00  

BPR Tilatang 

Kamang       12,000,000,00      50.500,000,00      191.500,000,00  

       

20,000,000,00  

      

93.500,000,00            94,000,000,00       148,000,000,00  

         

609.500,000,00  

BPR 
Panampuang       70,000,000,00    127,000,000,00      138.500,000,00  

       
50,000,000,00  

      
94.500,000,00          137.500,000,00       213,000,000,00  

         
830.500,000,00  

Grand Total     293,000,000,00    740,000,000,00      750,000,000,00  
     

750,000,000,00  
    

500,000,000,00       1,000,000,000,00    1,000,000,000,00  5.033,000,000,00 

 

Perkembangan pengelolaan dana bergulir pada 4 (empat) Bank Pengelola 

Awal s.d 31 Desember 2023 berdasarkan nilai yang tertagih dan tunggakannya, 

adalah sebagai berikut: 
Tabel 5.3.1.38 

Rekapitulasi Jumlah Pokok Dana Bergulir yang tertagih dan Tunggakan 

No Bank Pelaksana 
Pokok Dana 

Bergulir 

Pokok Dana 
Bergulir yang telah 

tertagih 

Pokok Dana 
Bergulir yang 

tertunggak  
 

1 Bank Nagari 2.563.200,000,00 968.939.605,00 1.594.260.395,00  

2 BPR Manggopoh 1.029.800,000,00 350.904.430,00 678.895.570,00  

3 BPR Tilatang Kamang 609.500,000,00 211.342.028,00 398.157.972,00  

4 BPR Panampuang 830.500,000,00 340.536.110,00 489.963.890,00  

 Jumlah 5.033,000,000,00 1.871.722.173,00 3.161.277.827,00  

 

Penerimaan Dana Bergulir  yang berasal dari Pokok yang digulirkan dan 

telah tertagih pada Bank Pengelola Awal sampai dengan tahun 2023 adalah 

sebesar Rp1.871.722.173,00, sebagiannya telah disalurkan ke BMT Agam 

Madani Nagari Lubuk Basung sebesar Rp1.269.500.000,00 dan sisanya berada  

pada rekening pokok dana bergulir pada Bank Nagari Cabang Lubuk Basung 

dengan Nomor 1600.0210.05176-0 an. Angsuran Pokok Dana Bergulir Agam 

sebesar Rp604.542.173,00. Adapun rincian penyaluran Dana Bergulir ke BMT 

Lubuk Basung. dapat dirinci sebagai berikut: 
 

Tabel 5.3.1.39 

Uraian Dana Pokok Yang Diterima BMT Lubuk Basung 

NO TGL PELIMPAHAN JUMLAH (RP) DASAR/SRT TKDB 

1 26 Mei 2008 106.000.000,00 No. 028/TKDB-Ag/2008  

2 10 Juni 2008 56.000.000,00 No.029/TKDB-Ag/2008  

3 8 Agustus 2008 104.000.000,00 No. 038/TKDB-Ag/2008 

4 19 September 2008 160.000.000,00 No.042/TKDB-Ag/2008  

5 28 Mei 2009 340.000.000,00 No.06/TKDB-Ag/2009  

6 14 Januari 2010 384.000.000,00 No. 01/TKDB-Ag/2010 

7 22 Februari 2010   18.500.000,00 No. 03/TKDB-Ag/2010 

8 21 Mei 2010 101,000.000,00 No. 05/TKDB-Ag/2010  

 JUMLAH 1.269.500.000,00  
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Berdasarkan hasil inventarisasi yang mengacu pada data baki debet dari 

masing-masing Bank dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) pengelola Dana 

Bergulir serta rekening koran Pokok Dana Bergulir, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Investasi Dana Bergulir (Pokok Dana Bergulir) pada Neraca Per.31 

Desember 2023 disajikan sebesar Rp5.033.000,00,00, dengan rincian 

sebagai berikut: 

- Pokok Dana yang digulirkan  : Rp4.428.457.827,00 

- Kas pada Rekening Pokok   : Rp   604.542.173,00 
 

b) Pada tahun 2023 terjadi koreksi mengurangi saldo awal pokok dana bergulir 

sebesar Rp28.244.018,00 pada 2 (dua) Bank Penyalur, dengan rincian 

sebagai berikut: 

- BPR Manggopoh sebesar Rp1.544.607,00; dan 

- BPR Panampuang sebesar (Rp29.788.625,00). 

c) Disamping pokok dana bergulir, piutang dana bergulir juga dikoreksi yang 

menambah atas saldo awalnya sebesar Rp457.296.012,00, dengan rincian 

sebagai berikut: 

- Bank Nagari Cab Lubuk Basung. sebesar (Rp316.380,00). 

- BMT Agam Madani Lubuk Basung. sebesar Rp460.444.598,00. 

- BPR Manggopoh. sebesar Rp422.794,00, dan 

- BPR Panampuang. sebesar (Rp3.255,000,00). 

d) Penerimaan Pokok Dana Bergulir selama tahun 2023 adalah sebesar 

Rp124.899.083,00 dan nilai saldo akhir rekening pokok dana bergulir pada 

Bank Nagari Cabang Lubuk Basung dengan Nomor 1600.0210.05176-0 an. 

Angsuran Pokok Dana Bergulir Agam Per 31 Desember 2023 adalah sebesar  

Rp600.801.025,00. 

Terdapat perbedaan atas nilai Pengembalian Pokok Dana Bergulir dengan 

Saldo pada rekening Angsuran Pokok Dana Bergulir Agam Per 31 

Desember 2023 sebesar (Rp3.741.148,00), yang disebabkan karena adanya 

bunga dan pajak atas rekening tersebut serta ditambah dengan kesalahan 

penyetoran bunga dana bergulir oleh Bank Pelaksana Lain yang seharusnya 

disetor ke Rekening Bunga Dana Bergulir. Adapun rinciannya lebih lanjut. 

dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.41. 

e) Penerimaan bunga dari pengelolaan dana bergulir selama tahun berjalan 

disetorkan ke rekening Bunga Dana Bergulir dengan Nomor Rekening 

1600.0210.05184-1 dengan saldo rekening Per 31 Desember 2023 adalah 

sebesar  Rp41.910.790,00. Selama tahun 2023, penerimaan bunga atas 

penyaluran dana bergulir adalah sebesar Rp8.485.673,00. Adapun 

rinciannya lebih lanjut. dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.41.  
 

Penilaian dan Penyajian Dana Bergulir Kabupaten Agam dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 dicatat sebesar nilai 

bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value/NRV).  

Sesuai dengan kebijakan akuntansi diatas, penyisihan piutang dana bergulir 

yang tidak tertagih diperoleh dengan membuat penyisihan untuk setiap kategori 

Kolektibilitas Piutang Dana Bergulir. dengan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 5.3.1.40 
Kriteria Kolektabilitas Dana Bergulir Kabupaten Agam 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi pengelompokan penyisihan piutang dana bergulir Kabupaten 

Agam Per 31 Desember 2022 yang disusun berdasarkan laporan Bank dan BMT 

pengelola adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.3.1.41 
Rekapitulasi Pengelompokan Penyisihan Piutang Dana Bergulir  

Per 31 Desember 2023 
 

Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga

1 Bank Nagari Cab Lubuk Basung -             -            -           -            -                   -                    1.594.260.395,00  95.367.857,00    1.594.260.395,00 95.367.857,00   

2 BMT Agam Madani Lubuk Basung -             -            -           -            -                   -                    1.247.038.165,00  461.329.598,00  1.247.038.165,00 461.329.598,00 

3 BPR Manggopoh -             -            -           -            -                   -                    678.895.570,00     38.895.117,00    678.895.570,00    38.895.117,00   

4 BPR Tilatang Kamang -             -            -           -            -                   -                    398.157.972,00     31.363.781,00    398.157.972,00    31.363.781,00   

5 BPR Panampuang -             -            -           -            -                   -                    489.963.890,00     68.437.841,00    489.963.890,00    68.437.841,00   

Jumlah -             -            -           -            -                   -                    4.408.315.992,00  695.394.194,00  4.408.315.992,00 695.394.194,00 

NO BANK PELAKSANA 

Lancar                                                  

(Rp)

Tunggakan 12 

bulan                            

(Rp)

Tunggakan >12 bulan                                    

s.d 24 bulan                           

(Rp)

Tunggakan  > 24 bulan                                  

(Rp)

Jumlah                                                                    

(Rp)

 
 

Adapun rekapitulasi data yang berhasil dikumpulkan dari Bank Pelaksana 

termasuk hasil rekonsiliasi data penyetoran ke rekening Angsuran Pokok Dana 

Bergulir dan Bunga Dana Bergulir dengan Bank Nagari Per 31 Desember 2023, 

tergambar pada tabel berikut: 

Tabel 5.3.1.42 
Rekapitulasi Data Dana Bergulir Kabupaten Agam 

Per 31 Desember 2023 
 

NO URAIAN 
 Jumlah                                                             

(Rp.)  

1   Jumlah dana Awal Perguliran (Pokok Awal) 
  

      
5.033,000,000,00  

2   Jumlah Tunggakan Pokok (Piutang macet)  
  

    
4.408.315.992,00  

  a  Bank Nagari Cab Lubuk Basung 1.594.260.395,00    

  b BMT Agam Madani Lubuk Basung 1.247.038.165,00    

  c BPR Manggopoh    678.895.570,00    

  d BPR Tilatang Kamang    398.157.972,00    

  e BPR Panampuang    489.963.890,00    

3   Jumlah Dana Pokok yang masih digulirkan oleh BMT 
Agam Madani Lubuk Basung 

  
              

20.141.835,00  

4   Jumlah Pokok Dana Bergulir yang telah tertagih 
  

         
604.542.173,00  

No Kriteria Kondisi 
Penyisihan 

(%) 

1. Lancar Tidak terjadi tunggakan 0 

2. Diragukan dapat ditagih Tunggakan sampai 1 tahun 10  

3. Macet/Tidak dapat ditagih Tunggakan lebih dari 1 tahun s.d 2 
tahun 

50  

4. Macet Tunggakan lebih dari 2 tahun 100  
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NO URAIAN 
 Jumlah                                                             

(Rp.)  

  a Pokok Dana Bergulir  kategori macet dan telah tertagih s.d 
2022 

      
507.887.108,00  

  

  b Koreksi Nilai Pokok Dana Bergulir tahun lalu (tahun 2022)        
(28.244.018,00) 

  

  d Penerimaan Pokok Dana Bergulir selama tahun 2023 124.899.083,00    

  1) Penerimaan Pokok Dana Bergulir selama tahun 2023 yang 
ditransfer ke Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam 

      
105.444.538,00  

  

  2) Penerimaan Pokok Dana Bergulir selama tahun 2023 yang 
salah transfer ke Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam 

        
19.454.545,00  

  

5   Saldo Awal Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam 
Per.31 Desember 2022 

  
            

482.528.499,00  

6   Mutasi Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam 
selama tahun 2023: 

  
            

118.272.526,00  

  a Pajak Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam tahun 2023             
(587.699,00) 

  

  b Pendapatan bunga untuk Rekening Angs. Pokok Dana 
Bergulir Agam tahun 2023 

          
7.857.421,00  

  

  c Penerimaan Pokok Dana Bergulir selama tahun 2023 yang 
ditransfer ke Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam 

      
105.444.538,00  

  

  d  Kesalahan penyetoran bunga dana bergulir ke Rekening 
Angs. Pokok Dana Bergulir Agam  

          
5.558.266,00  

  

7   Saldo Akhir Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam 
Per.31 Desember 2023  

  
            

600.801.025,00  

  a Penyesuaian yang akan dilakukan:     13.896.279,00  

  1) Setoran pokok yang tersetorkan ke Rekening Bunga Dana 
Bergulir Kab. Agam 

        
19.454.545,00  

  

  2)  Setoran bunga dana bergulir yang tersetorkan ke Rekening 
Angs. Pokok Dana Bergulir Agam  

         
(5.558.266,00) 

  

  b Saldo Akhir Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam 
Per.31 Desember 2023 yang seharusnya   

            
614.697.304,00  

8   Penerimaan Bunga Dana Bergulir selama tahun 2023 
  

              
10.391.673,00  

9   Saldo Awal Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam 
Per.31 Desember 2022 

  
              

17.361.233,00  

10   Mutasi Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam selama 
tahun 2023: 

  
              

24.549.557,00  

  a Pajak Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam tahun 2023      (18.633,00)   

  b Pendapatan bunga untuk Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. 
Agam tahun 2023 

              
280.238,00  

  

  c Penerimaan Bunga Dana Bergulir selama tahun 2023 yang 
ditransfer ke Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam 

          
4.833.407,00  

  

  d  Kesalahan penyetoran bunga dana bergulir ke Rekening 
Bunga Dana Bergulir Kab. Agam  

        
19.454.545,00  

  

11    Saldo Akhir Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam 
Per.31 Desember 2023   

  
              

41.910.790,00  

  a Penyesuaian yang akan dilakukan: 
  

             
(13.896.279,00) 

  1) Setoran pokok yang tersetorkan ke Rekening Bunga Dana 
Bergulir Kab. Agam 

       
(19.454.545,00) 

  

  2)  Setoran bunga dana bergulir yang tersetorkan ke Rekening 
Angs. Pokok Dana Bergulir Agam  

          
5.558.266,00  

  

  b Saldo Akhir Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam 
Per.31 Desember 2023 yang seharusnya   

           
28.014.511,00  

 

 

2) Investasi Permanen 

Investasi Permanen merupakan investasi dalam bentuk penyertaan modal 

Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar  
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Rp97.661.969.130,24 dan Rp87.539.133.416,92. Adapun rincian dari saldo 

Investasi Permanen Per 31 Desember 2023. adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 5.3.1.43 
Rincian Investasi Permanen Per 31 Desember 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2023 adalah 

sebesar Rp97.661.969.130,24, yang terbagi pada: 

 

(1) Bank Nagari 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Agam pada  PT  Bank 

Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 

Tahun 2013. Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam per      

31 Desember 2023 dijelaskan sebagai berikut: 

Saldo awal per 31/12/2022 Rp 68.243.253.179,00 

Penambahan Penyertaan Modal 2023 Rp 0,00 

Saldo akhir per 31/12/2023 Rp 68.243.253.179,00 

 

Pada Tahun 2023. tidak ada penambahan penyertaan modal pada 

Bank Nagari. sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten 

Agam di PT Bank Nagari Per 31 Desember 2023 tetap sebesar  

Rp68.243.253.179,00. sebesar 3,69%. yang terdiri dari 68,243 lembar 

saham seri A. Berdasarkan data dan laporan dari Bank Nagari  Per 31 

Desember 2023. disebutkan bahwa posisi saham Pemerintah Kabupaten 

Agam Per 31 Desember 2023 menurut data Bank adalah sebesar 

Rp68.243,000,000,00 sehingga terdapat selisih penyajian  sebesar 

Rp253.179,00.  Selisih ini disebabkan karena pada tahun 2007 terjadi 

perubahan jenis  saham dari saham biasa ke saham seri A. yang 

menimbulkan tambahan biaya/cost pada Pemerintah Kabupaten Agam 

sebesar Rp253.179,00. Tambahan biaya ini diakui dan disajikan sebagai 

penambah biaya perolehan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah 

terhadap Bank Nagari. 

 

(2) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Agam 

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam di PDAM 

sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp2.765.178.281,00. Pada TA 

2016. Pemerintah Kabupaten Agam melakukan penambahan penyertaan 

modal dalam bentuk Non Kas ke PDAM Kabupaten Agam sebesar 

Rp22.724.527.144,00 yang merupakan kebijakan penghapusan Utang 

No Uraian

Jumlah Modal Disetor 

pada BUMD                            

(Rp)

Penyertaan Modal 

Pemda (Rp)

Penyertaan Modal 

Pemda berdasarkan 

Metode Ekuitas (Rp)

Kepemil

ikan (%)

Deviden/Rugi Yang 

Diterima tahun 2022

1 Bank Nagari 1.849.067.000.000,00  68.243.000.000,00 68.243.253.179,00 3,69 12.443.140.815,00   

2 PDAM Kabupaten Agam 45.987.986.114,15        43.617.368.136,15       26.593.816.951,24    94,85

3 PT.Balairung Citra Jaya Sumbar 164.025.990.000,00     2.824.899.000,00         2.824.899.000,00      1,72 -                              

JUMLAH PENYERTAAN MODAL 

PEMDA 2.059.080.976.114,15  114.685.267.136,15     97.661.969.130,24    5,57 12.443.140.815,00   
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PDAM oleh Pemerintah Pusat melalui Hibah Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Kabupaten Agam yang nantinya akan dianggap sebagai 

penambah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam pada 

PDAM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

Kementerian Keuangan RI Nomor: S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 

2016 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah dalam bentuk Non Kas 

kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara pada 

PDAM, dimana pada lampirannya disebutkan bahwa alokasi hibah untuk 

penyelesaian piutang negara bagi Kabupaten Agam adalah sebesar 

Rp22.724.529.000,00. Surat ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan 

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah 

Air Minum.   

Penambahan penyertaan modal (Non Kas) kepada PDAM melalui 

penerbitan SP2D Nomor: 531/LS-BUD/PPKD/2016 pada tanggal                               

27 Desember 2016 dengan nilai sebesar Rp22.724.527.144,00 sesuai 

dengan nilai SPM No,00011A/925261/2016 tanggal 25 November 2016 dan 

SP2D Nomor: 160191304021596 tanggal 29 November 2016 yang 

diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI. sehingga nilai penyertaan 

modal Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2016 adalah sebesar 

Rp25.489.705.425,00. Terdapat selisih nilai penambahan penyertaan modal 

Pemerintah Kabupaten Agam yang disajikan di Neraca Pemda dengan 

Neraca PDAM sebesar Rp1.856,00 yang disebabkan karena PDAM 

mencatat penambahan nilai penyertaan modal Pemda mengacu pada Perda  

Nomor 9 Tahun 2016 sebesar Rp22.724.529.000,00, sementara nilai 

penambahan penyertaan modal yang disajikan pada Neraca Pemda 

berdasarkan nilai SP2D Nomor: 531/LS-BUD/PPKD/2016 yang diterbitkan 

sebesar Rp22.724.527.144,00.  

Kemudian pada tahun 2017, nilai penyertaan modal menjadi sebesar 

Rp27.362.614.189,00 yang disebabkan karena terjadi penambahan nilai 

penyertaan modal yang berasal dari Modal Hibah sebesar 

Rp1.872.908.764,00 yang sebelumnya tidak diakui sebagai penyertaan 

modal Pemerintah Kabupaten Agam. 

Selanjutnya tahun 2021, telah dilakukan serah terima Barang Milik 

Pemerintah Kabupaten Agam berupa Pipa Distibusi PDAM senilai 

Rp4.994.891.000,00 yang berasal dari Persediaan Barang yang akan 

diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kabupaten Agam sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah 

Barang Persediaan Pemerintah Kabupaten Agam berupa Pipa Distribusi 

PDAM kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2020 

Nomor: 600/83/Aset/DPUTR-AG/2020. Persediaan yang diserahterimakan 

ini berasal dari Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum 

Tahun Anggaran 2019 Peningkatan Pipa Distribusi PDAM Nagari 

Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam. 

Untuk tahun 2023, PDAM Kabupaten Agam telah menyajikan 

penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam sebesar 
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Rp11.259.862.947,15 yang terdiri dari penambahan nilai penyertaan modal 

Pemda sebesar Rp8.003.468.047,15 selama tahun 2023 berdasarkan pada 

Berita Acara Mutasi Barang Nomor: 000.2.3.2/133/DPUTR-AG/2023 

tanggal 30 Maret 2023 yang diserahterimakan antara Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dengan Direktur 

PDAM Kabupaten Agam.  Sementara sisanya merupakan penambahan 

penyertaan modal sebesar Rp3.256.394.900,00 yang berasal dari pekerjaan 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada tahun sebelumnya, 

sehingga jumlah penyertaan modal Pemda menjadi sebesar 

Rp43.617.368.136,15, dengan rincian penambahan sebagaimana yang 

tertuang pada tabel berikut: 
 
 

Tabel 5.3.1.44 
Rekapitulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam  

 pada PDAM Lubuk Basung 
Per 31 Desember 2023 

No Uraian Jumlah (Rp) 

I Penyertaan Modal Pemda Per.31 Desember 2022:   

1 Penyertaan Modal Pemda awal (s.d tahun 2015) 2.765.178.281,00 

2 Bentuk Non Kas hibah Pusat 22.724.527.144,00 

3 Modal Hibah  1.872.908.764,00 

4 Peningkatan Pipa Distribusi PDAM. Nagari Lubuk Basung (PUTR) 4.994.891,000,00 

  Jumlah Penyertaan Modal Pemda Per.31 Desember 2022 32.357.505.189,00 

II Penambahan penyertaan modal Pemda selama tahun 2023:   

1 Proyek Stimulus Lubuk Basung 3.256.394.900,00 

2 
Proyek pengembangan jaringan perpipaan (Pernyertaan Modal 
Pemerintah yang belum ditetapkan) 

1.793,000,000,00 

3 Pengembangan jaringan perpipaan Lubuk Basung 105.883.117,32 

4 
Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Nagari 
Garagahan. Lubuk Basung 

1.616,000,000,00 

5 
Perbaikan Intake PDAM PDAM Arikia dan Silasung Jorong Lubuk Sao 
Nagari Tj. Sani 

177.916.163.83 

6 Air Bersih Tengkong-Tengkong. Lubuk Basung 199.800,000,00 

7 Pengembangan SPAM di Kawasan Nelayan Kab. Agam 493.135.199,00 

8 Bantuan Program PDAM Kabupaten Agam 2.691.834.567,00 

9 Optimalisasi SPAM IKK untuk MBR, IKK Lubuk Basung 925.899,000,00 

10 
Jumlah penambahan penyertaan modal Pemda selama tahun 
2023 

11.259.862.947,15 

III Penyertaan Modal Pemda Per.31 Desember 2023 43.617.368.136,15 

 

Pada Laporan Keuangan PDAM tahun 2023 (unaudited). nilai 

penyertaan modal Pemda disajikan sebesar Rp41.744.461.228,15 dengan 

total penyertaan modal PDAM menjadi sebesar Rp45.987.986.114,15. 

Terdapat perbedaan pengakuan dengan nilai penyertaan Modal pada Pemda 

yang disajikan pada Neraca Pemda Per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp43.617.368.136,15 dengan selisih sebesar Rp1.872.910.620,00. Selisih 
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ini disebabkan karena penyertaan modal yang berasal dari Hibah sebesar 

Rp1.872.908.764,00 telah disajikan sebagai bagian dari penyertaan modal 

Pemda sejak tahun 2017  di Neraca Pemda serta selisih antara penyajian 

nilai penambahan Penyertaan Modal Pemda Non Kas pada tahun 2016 yang 

telah dijelaskan diatas. sebesar Rp1.856,00. 

 Penambahan nilai penyertaan modal Pemda pada tahun 2023 diikuti 

dengan peningkatan persentase komposisi kepemilikan Pemerintah 

Kabupaten Agam. dari sebelumnya sebesar 81,35% menjadi  94,85%. 

Kepemilikan Pemda belum 100% jika dilihat dari Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CaLK) PDAM Kabupaten Agam tahun 2023, karena masih ada 

penyertaan modal sebesar Rp2.370.616.122,00 atau 5,15% yang merupakan 

penyertaan modal Pemda yang belum ditetapkan statusnya, berasal dari 

akumulasi pekerjaan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana air 

bersih sejak tahun1990 s/d tahun 1998. 

Karena Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Agam pada 

PDAM Kabupaten Agam lebih dari 20%, maka penyajian penyertaan modal 

di Neraca menggunakan metode ekuitas (equity method). Salah satu 

konsekuensi penerapan equity method adalah pengakuan Laba/Rugi 

Perusahaan sesuai dengan Persentasi kepemilikan. 

Berdasarkan laporan Keuangan  PDAM Kabupaten Agam Per 31 

Desember 2023 (Unaudited), PDAM  membukukan akumulasi kerugian 

sebesar  Rp19.528.609.651,00 dan Laba selama tahun berjalan sebesar  

Rp1.579.823.711,74. Dari nilai akumulasi kerugian dan laba tersebut. 

Pemerintah Kabupaten Agam menerima Persentase Rugi/Laba sebesar 

94,85% yang diperhitungkan kembali sebagai pengurang/ penambah nilai 

penyertaan modal Pemda kepada PDAM. Kondisi ini mengakibatkan nilai 

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam ke PDAM Kabupaten 

Agam Per 31 Desember 2023 disajikan menjadi sebesar 

Rp26.593.816.951,24, dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Saldo awal (Per 31 Desember 2022) 

 

Rp16.470.981.237,92         

Penambahan: 

- Penyertaan Modal Rp11.259.862.947,15                       

- Bagian dari Laba TA 2023 (Unaudited) Rp  1.498.386.014,02 

Pengurangan:  

- Koreksi atas akumulasi kerugian s.d 

tahun lalu (Rp 2.635.413.247,85) 

Saldo akhir Per 31 Desember 2023 Rp26.593.816.951,24 
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(3) PT. Balairung Citra Jaya Sumbar 

Penyertaan modal ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang 

diinvestasikan ke PT. Balairung Citra Jaya Sumbar per 31 Desember 2023 

adalah  sebesar Rp2.824.899.000,00. Selama Tahun 2023, tidak ada 

penambahan penyertaan modal sehingga nilai penyertaan masih sama 

dengan tahun lalu yakni Rp2.824.899.000,00, yang terdiri dari: 

 

- Seri A= 1.694 lembar @ 1,000,000,00       Rp 1.694,000.000,00 

- Seri B =1.130.899 lembar @ 1,000,00 Rp 1.130.899.000,00 

                                       Jumlah  Rp 2.824.899.000,00 

Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar 

dilaksanakan dengan tiga kali penyertaan modal yaitu Tahun 2008 sebesar 

Rp1.000.000.000,00. Tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Tahun 

2011 sebesar Rp824.899.000,00, sehingga total investasi Pemerintah 

Kabupaten Agam pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar adalah sebesar 

Rp2.824.899.000,00. Penyajian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Agam ke PT. Balairung Citra Jaya Sumbar menggunakan metode biaya 

(cost method) karena komposisi penyertaan modal hanya 1,72% dari total 

modal disetor per 31 Desember 2023 berdasarkan Laporan Keuangan               

PT Balairung Citra Jaya Tahun 2023 audited. 

 

c. Aset Tetap 

 

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp1.828.164.774.154,04 dan Rp1.765.979.176.961,26. Saldo akhir Aset 

Tetap di Neraca merupakan penambahan dari Belanja Modal dan Utang Belanja Modal 

yang terealisasi selama Tahun 2023, dari dana Badan Layanan Umum Daerah, Jaminan 

Kesehatan Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), barang yang belum 

tercatat, mutasi antar SKPD, penerimaan hibah, kapitalisasi belanja pemeliharaan, 

reklasifikasi dan Penambahan Barang Mutasi Antar SKPD, dan dikurangi dengan 

penghapusan barang milik daerah, mutasi antar SKPD, hibah barang milik daerah, 

reklasifikasi, koreksi, realisasi belanja modal yang tidak menjadi aset tetap dan Hasil 

Inventarisasi Tahun 2023 berupa KIB B,D dan KIB E.  

Pada Laporan Aset Tetap Tahun 2023 terdapat koreksi saldo awal  akumulasi 

penyusutan, yang disebabkan karena adanya kesalahan penempatan masa manfaat aset 

tetap serta kesalahan penempatan kelompok barang, yang sebelumnya penghitungan 

penyusutan dilakukan secara manual. Ketika telah tersedianya data penyusutan aset tetap 

secara aplikasi, ditemukan kesalahan tersebut, sehingga diperlukan koreksi akumulasi 

penyusutan aset tetap.  

Mutasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Agam dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 5.3.1.45 

 Mutasi Aset Tetap (dalam rupiah) 

No Uraian 

Saldo Akhir  Hasil Inventarisasi Tahun 2023 Tahun 2023 
Saldo Akhir 31 Des 

2023 
31 Des 2022 Penambahan  Pengurangan  Penambahan  Pengurangan 

1 Tanah 313.962.388.164,91 - - 3.533.631.000,00 - 317.496.019.164,91 

2 
Peralatan dan 
Mesin 

395.749.143.303,55 231.239.500,00 27.956.783.576,60 46.627.592.601,70 11.415.218.583,15 403.235.973.245,50 

3 
Gedung dan 
Bangunan 

1.008.656.318.130,03 - - 52.953.545.701,50 23.544.311.926,60 1.038.065.551.904,93 

4 
Jalan. Irigasi dan 
Jaringan 

2.278.802.272.462,49 - 322.878.165,63 173.097.205.956,73 32.776.942.337,52 2.418.799.657.916,07 

5 
Aset Tetap 
Lainnya 

69.389.572.535,28 - 12.159.160.708,24 18.515.038.594,00 9.507.459.616,67 66.237.990.804,37 

6 
Konstruksi Dalam 
Pengerjaan 

28.969.361.698,05 - - 4.688.124.742,00 19.741.382.801,44 13.916.103.638,61 

Total Aset Tetap 4.095.529.056.294,31 231.239.500,00 40.438.822.450,47 299.415.138.595,93 96.985.315.265,38 4.257.751.296.674,39 

Akumulasi Penyusutan (2.329.549.879.333,05) (218.824.500,00) (27.413.980.654,27) (138.050.053.091,65) (10.818.253.750,08) (2.429.586.522.520,35) 

Nilai Buku aset Tetap 1.765.979.176.961,26 12.415.000,00 13.024.841.796,20 161.365.085.504,28 86.167.061.515,30 1.828.164.774.154,04 

Pada Tahun 2023 terjadi penambahan aset sebesar Rp299.646.378.095,92. 

Penambahan tersebut terjadi karena adanya realisasi penambahan dari Belanja Modal dan 

Utang belanja Modal yang terealisasi selama Tahun 2023, dari dana Badan Layanan 

Umum Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari 

Dana Bantuan Tak Terduga, barang yang belum tercatat, mutasi antar SKPD, penerimaan 

hibah, koreksi nilai, kapitalisasi belanja pemeliharaan, utang belanja modal yang menjadi 

aset, reklasifikasi dan Penambahan Barang Mutasi Antar SKPD dan Barang belum 

tercatat Hasil Inventarisasi tahun 2023. 

Pengurangan aset selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp137.424.137.715,84 yang 

disebabkan oleh adanya penghapusan barang milik daerah, mutasi antar SKPD, hibah 

barang milik daerah, reklasifikasi, pembayaran utang belanja modal koreksi dan realisasi 

belanja modal yang tidak menjadi aset tetap dan reklas ke Aset Lainnya Hasil 

Inventarisasi tahun 2023. 

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap per 31 Desember 2023 terdiri 

dari. 
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                       Tabel 5.3.1.46 
                       Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

No Uraian Jumlah 

1 Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (audited) 4.095.529.056.294,31 

  Jumlah Saldo Awal per 1 Januari 2023 4.095.529.056.294,31 

2 Mutasi Penambahan   

  Belanja Modal 137.127.646.983,50 

  Aset dari Dana BLUD. JKN dan BOS 18.432.453.804,50 

  Utang Belanja yang menjadi Aset 12.319.793.885,39 

  Barang belum tercatat 231.239.500,00 

  Uang muka tahun lalu yang menjadi aset 18.016.919,00 

  Mutasi 19.412.350.698,00 

  Hibah 67.118.781.288,00 

  Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan 467.511.725,00 

  Reklasifikasi:   

  - Belanja Modal 15.842.266.032,09 

  - Belanja Barang dan Jasa 1.137.757.715,00 

  - Belanja Pegawai 375.000,00 

  - Aset Lain-lain 299.120.000,00 

  - Antar Bidang Barang 27.239.064.545,43 

  Jumlah Mutasi Penambahan 299.646.378.095,91 

3 Mutasi Pengurangan   

  Mutasi antar SKPD  19.412.350.698,00 

  Penghapusan 3.783.127.778,29 

  Reklasifikasi 98.924.894.986,99 

  Hibah 54.416.666,67 

  Belanja Modal yang bukan Aset Tetap   

  - Aset Lainnya 1.040.761.900,00 

  - Extracomtable 2.008.323.357,37 

  - Habis Pakai 1.745.444.404,00 

  - Persediaan 10.454.817.924,52 

  Jumlah Mutasi Pengurangan 137.424.137.715,84 

  Saldo Akhir per 31 Desember 2023 4.257.751.296.674,38 

 

1) Tanah 

Tanah Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

sebesar Rp317.496.019.164,91 dan Rp313.962.388.164,91. Pada Tahun 2023 terjadi 

penambahan nilai aset tanah sebesar Rp3.533.631.000,00. 

Penambahan tersebut terjadi karena adanya, barang yang Hibah dari pihak lain, 

dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 5.3.1.47 
Rincian Tanah (dalam rupiah) 

No SKPD 

 Saldo Awal  Mutasi Selama TA 2023 Saldo Akhir 

 31 Desember 2022 Penambahan 
Pengur
angan 

31 Desember 2023 

1 Sekretariat Daerah 
     

13.267.516.750,00  
                           -  

                       
-  

        
13.267.516.750,00  

2 Sekretariat DPRD 
          

267.500.000,00  
                           -  

                       
-  

            267.500.000,00  

3 Inspektorat 
          

556.344.800,00  
                           -  

                       
-  

            556.344.800,00  

4 
Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

   
125.180.264.730,00  

                           -  
                       

-  
      

125.180.264.730,00  

5 Dinas Kesehatan 
     

11.120.850.789,00  
                           -  

                       
-  

        
11.120.850.789,00  

6 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

   
128.118.161.318,91  

                           -  
                       

-  
      

128.118.161.318,91  

7 

Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga 
Berencana 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

           
40.748.500,00  

                           -  
                       

-  
              40.748.500,00  

8 
Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan 
Ketenagakerjaan 

          
334.125.000,00  

                           -  
                       

-  
            334.125.000,00  

9 
Dinas Lingkungan 
Hidup 

          
815.018.135,00  

                           -  
                       

-  
            815.018.135,00  

10 Dinas Pertanian 
       

5.871.536.271,00  
                           -  

                       
-  

         5.871.536.271,00  

11 

Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
dan 
Ketenagakerjaan 

          
193.500.000,00  

                           -  
                       

-  
            193.500.000,00  

12 
Dinas Pariwisata 
Pemuda dan 
Olahraga 

     
13.605.452.284,00  

   
3.533.631.000,00  

                       
-  

        
17.139.083.284,00  

13 
Dinas Perikanan 
dan Ketahanan 
Pangan 

       
1.959.795.375,00  

                           -  
                       

-  
         1.959.795.375,00  

14 Dinas Sosial 
       

1.437.518.650,00  
                           -  

                       
-  

         1.437.518.650,00  

15 

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

       
2.709.264.000,00  

                           -  
                       

-  
         2.709.264.000,00  

16 Dinas Perhubungan 
       

2.161.468.000,00  
                           -  

                       
-  

         2.161.468.000,00  

17 
Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

          
167.960.000,00  

                           -  
                       

-  
            167.960.000,00  

18 
Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

           
44.200.000,00  

                           -  
                       

-  
              44.200.000,00  

19 
Dinas Arsip dan 
Perpustakaan 

          
106.480.000,00  

                           -  
                       

-  
            106.480.000,00  

20 
Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

           
97.113.750,00  

                           -  
                       

-  
              97.113.750,00  

21 
Kecamatan Tanjung 
Mutiara 

          
134.144.750,00  

                           -  
                       

-  
            134.144.750,00  

22 
Kecamatan Lubuk 
Basung 

          
629.896.500,00  

                           -  
                       

-  
            629.896.500,00  

23 
Kecamatan Ampek 
Nagari 

          
116.675.000,00  

                           -  
                       

-  
            116.675.000,00  

24 
Kecamatan Tanjung 
Raya 

          
154.540.312,00  

                           -  
                       

-  
            154.540.312,00  
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No SKPD 

 Saldo Awal  Mutasi Selama TA 2023 Saldo Akhir 

 31 Desember 2022 Penambahan 
Pengur
angan 

31 Desember 2023 

25 Kecamatan Matur 
           

35.712.000,00  
                           -  

                       
-  

              35.712.000,00  

26 Kecamatan IV Koto 
          

294.393.750,00  
                           -  

                       
-  

            294.393.750,00  

27 Kecamatan Malalak 
             

2.450.000,00  
                           -  

                       
-  

                2.450.000,00  

28 
Kecamatan 
Banuhampu 

           
87.558.750,00  

                           -  
                       

-  
              87.558.750,00  

29 
Kecamatan Sungai 
Pua 

       
1.105.000.000,00  

                           -  
                       

-  
         1.105.000.000,00  

30 
Kecamatan Ampek 
Angkek 

          
331.485.000,00  

                           -  
                       

-  
            331.485.000,00  

31 
Kecamatan 
Candung 

       
1.092.363.750,00  

                           -  
                       

-  
         1.092.363.750,00  

32 Kecamatan Baso 
           

99.225.000,00  
                           -  

                       
-  

              99.225.000,00  

33 
Kecamatan Tilatang 
Kamang 

          
178.027.500,00  

                           -  
                       

-  
            178.027.500,00  

34 
Kecamatan Kamang 
Magek 

          
896.500.000,00  

                           -  
                       

-  
            896.500.000,00  

35 
Kecamatan 
Palembayan 

          
134.538.750,00  

                           -  
                       

-  
            134.538.750,00  

36 Kecamatan Palupuh 
          

615.058.750,00  
                           -  

                       
-  

            615.058.750,00  

Jumlah 313.962.388.164,91 3.533.631.000,00 0,00 317.496.019.164,91 

 

Mutasi penambahan dan pengurangan Tanah per 31 Desember 2023 terdiri dari: 
 

Tabel 5.3.1.48 
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tanah (dalam rupiah) 

No Uraian Jumlah 

1 Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (audited) 313.962.388.164,91 

  Jumlah Saldo Awal per 1 Januari 2023 313.962.388.164,91 

2 Mutasi Penambahan  

  Hibah Masuk 3.533.631.000,00 

  Jumlah Mutasi Penambahan 3.533.631.000,00 

3 Mutasi Pengurangan  

  Jumlah Mutasi Pengurangan 0 

  Saldo Akhir per 31 Desember 2023 317.496.019.164,91 

Penambahan tanah sebesar Rp3.533.631.000,00. diuraikan sebagai berikut: 

1) Hibah  masuk pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar 

Rp3.533.631.000,00, yang berasal dari ulayat Nagari Tiku  yang terletak di 

Jorong Pasia Tiku Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara berdasarkan 

Surat Penyerahaan Tanah pada tanggal 23 Maret Tahun 2022. 

Disamping digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi SKPD, Aset Tanah juga ada yang dimanfaatkan oleh pihak lain dan 

diberikan dalam bentuk pinjam pakai dan disewakan seperti yang dirinci pada tabel 

berikut: 
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Tabel 5.3.1.49 

Aset Tanah yang Disewakan (dalam rupiah) 

No SKPD Nama Barang  Penyewa Dasar  Sewa 
Tanggal 
Berakhir 

Perjanjian  

Jangka 
waktu 
sewa  

 Nilai Sewa   

1 
Dinas 
Kesehatan  

Tanah kosong 
belakang Eks. Dinas 
Kesehatan Jirek 
Bukitinggi dengan luas 
700 M2 

SD Surya Kids 
Bukititnggi  

Perjanjian sewa 

Nomor 25 Tahun 
2022 tanggal 22 
Desember 2022 

22 Desember 
2023 

1 tahun  
      

10.990.000,00  

2 
Dinas 
Kesehatan  

Tanah dan Bangunan 
ATM  Bank Nagari di 
Pasar Lama Lubuk 
Basung ( dilokasi 
Gedung eks. 
Koperindag)  

Bank Nagari 
Cabang Lubuk 
Basung  

Perjanjian sewa 
menyewa Nomor 4 
Tahun 2019 tanggal 
25 April 2019  

1 Mei 2024 5 Tahun  
        

3.150.000,00  

3 
Sekretariat 
Daerah  

Tanah Koperasi 
Pegawai Negeri 
Pemerintah Kabupaten 
Agam di Komplek 
Kantor Bupati Agam 
Jalan piliang Nomor 7  
Padang  Baru Kec. 
Lubuk Basung  

Koperasi 
Pegawai 
Negeri  

Perjanjian sewa 
menyewa Nomor 27 
Tahun 2023   

2 Januari 
2024 

1 Tahun  
        

7.060.704,00  

4 
Sekretariat 
Daerah  

Tanah dan Bangunan 
Eks. Dinas Kesehatan 
Jirek Bukittinggi  

Yayasan 
Indonesi Raya 
Perguruan 
Tinggi Haji 
Agus Salim 

(STIE)  

Perjanjian  sewa 
menyewa Nomor  13 
Tahun 2021  tanggal 
18 September  2021 

18 September 
2024 

3 tahun  
     

165.200.000,00  

5 
Sekretariat 
Daerah  

Tanah dan Bangunan 
Samping Eks. Dinas 
Kesehatan Jirek  

Yayasan 
Indonesi Raya 
Perguruan 
Tinggi Haji 
Agus Salim 
(STIE)  

Perjanjian  sewa 
menyewa Nomor 16 
Tahun 2022  tanggal 
20 April 2022 

28 Maret 2024 3 tahun  
        

7.566.000,00  

6 
Rumah Sakit 
Umum Daerah  

Tanah Rumah Sakit 
Umum Daerah  

Koperasi 
Rumah Sakit 
Umum Daerah  

Perjanjian sewa 
menyewa Nomor 
05/KPRI-RSUD-
2022/02 dan Nomor 
RSUD-
PROMLITBANG/PKS
/I/2022  tanggal 3 
Januari 2022 

3 Januari 
2027  

5 Tahun  
      

21.390.000,00  

7 
Rumah Sakit 

Umum Daerah  

Tanah Rumah Sakit 

Umum Daerah  

ATM Bank 
Negara 

Indonesia  

Perjanjian sewa 
menyewa Nomor 
067/41/RSUD/2022 

dan Nomor 
PKS/12/BTG/2022 
tanggal 6 Juli 2022 

31 Juli 2024  2 tahun  
        

9.000.000,00  

8 
Dinas Pariwisata  
Pemuda dan 

Olah Raga  

Tanah dan Bangunan  
ATM Bank  BRI di 
Lokasi Kantin 

Lapangan Tenis   
Pemda Agam  

Bank BRI  

Perjanjian sewa  
menyewa  Nomor 6 
Tahun 2019 tanggal  

10 Juni 2019  

1 Juni 2024  5 Tahun  
        

6.030.000,00  

9 
Dinas Pariwisata  
Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan  
ATM Bank  Nagari  di 
Lokasi Kantin 
Lapangan Tenis   
Pemda Agam  

Bank Nagari 
Cabang Lubuk 
Basung  

Perjanjian sewa  
menyewa  Nomor 5     
Tahun 2019 tanggal   

1 Juni 2024  5 Tahun  
        

6.030.000,00  

10 

Dinas Pariwisata  

Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan 

Kios  Kuliner Nomor 3 
di Objek Wisata Linggai 
Kec.Tj. Raya  

Dewi Ambriani  

Perjanjian Nomor 9 

Tahun 2023 tanggal 
19 Mei 2023  

19 Mei 2024 1 Tahun  
        

1.004.000,00  

11 
Dinas Pariwisata  
Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan 
Kios  Kuliner Nomor 5 
di Objek Wisata Linggai 
Kec.Tj. Raya  

Darmiati  
Perjanjian Nomor  10 
Tahun 2023 tanggal 
19 Mei 2023  

19 Mei 2024  1 Tahun  
        

1.004.000,00  

12 
Dinas Pariwisata  
Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan 
Kios  Kuliner Nomor 1 
di Objek Wisata Linggai 
Kec.Tj. Raya  

Yas Sas Ni  
Perjanjian Nomor  7 
Tahun 2023 tanggal 
19 Mei 2023  

 
19 Mei 2024 

1 Tahun  
        

1.004.000,00  

13 
Dinas Pariwisata  
Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan 
Kios  Kuliner Nomor 2  
di Objek Wisata Linggai 

Kec.Tj. Raya  

Mayang Sari  
Perjanjian Nomor  8 
Tahun 2023 tanggal 
19 Mei 2023  

 
19 Mei 2024 

1 Tahun  
        

1.004.000,00  

14 
Dinas Pariwisata  
Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan 
Kios  Kuliner Nomor 7  
di Objek Wisata Linggai 
Kec.Tj. Raya  

Rina Apriani 
Perjanjian Nomor  12 
Tahun 2023 tanggal 
19 Mei 2023  

 
19 Mei 2024 

1 Tahun  
        

1.004.000,00  



 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Per  31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022 

 

161 

 

No SKPD Nama Barang  Penyewa Dasar  Sewa 
Tanggal 
Berakhir 

Perjanjian  

Jangka 
waktu 
sewa  

 Nilai Sewa   

15 
Dinas Pariwisata  
Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan 
Kios Kuliner di Objek 
Wisata Linggai 
Kec.Tanjung Raya  

Meri Fitria  
Perjanjian Nomor  5 
Tahun 2023 tanggal 
19 Mei 2023 

 
19 Mei 2024 

1 Tahun  
        

1.475.000,00  

16 
Dinas Pariwisata  
Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan 
Kios Souvenir  di Objek 
Wisata Linggai 
Kec.Tanjung Raya  

Meri Fitria  
Perjanjian Nomor 4 
Tahun 2023 tanggal 
19 Mei 2023 

 
19 Mei 2024 

1 Tahun  
        

1.475.000,00  

17 
Dinas Pariwisata  
Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan 
Kios Kuliner  Objek 
Wisata Linggai 
Kec.Tanjung Raya  

Yuliarti  
Perjanjian Nomor  15 
Tahun 2023 tanggal 
19 Mei 2023  

19 Mei 2024 1 Tahun          983.000,00  

18 
Dinas Pariwisata  
Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan 
Kios Souvenir Objek 
Wisata Linggai 
Kec.Tanjung Raya  

Yuliarti  
Perjanjian Nomor  6 
Tahun 2023 tanggal 
19 Mei 2023  

19 Mei 2024 1 Tahun  
        

1.475.000,00  

19 

Dinas Pariwisata  

Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan 
Kios Kuliner Nomor 9 di 

Objek Wisata Linggai 
Kec.Tanjung Raya  

Mona Sari  

Perjanjian Nomor  14  

Tahun 2023 tanggal 
19 Mei 2023  

19 Mei 2024 1 Tahun  
        

1.004.000,00  

20 
Dinas Pariwisata  
Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan 
Kios Kuliner No.8  
Objek Wisata Linggai 
Kec.Tanjung Raya  

Fatmawati 
Perjanjian Nomor  13  
Tahun 2023 tanggal 
19 Mei 2023  

19 Mei 2024 1 Tahun  
        

1.004.000,00 

21 
Dinas Pariwisata  
Pemuda dan 
Olah Raga  

Tanah dan Bangunan 
Kios Kuliner Nomor 6 di 
Objek Wisata Linggai 
Kec.Tanjung Raya  

Sri 
Hayuhandaya
ni  

Perjanjian Nomor  11  
Tahun 2023 tanggal 
19 Mei 2023  

19 Mei 2024 1 Tahun  
        

1.004.000,00  

 

Untuk data tanah per 31 Desember 2023 terdapat tanah sebanyak 1689 bidang 

yang terdiri dari tanah yang telah bersertifikat sebanyak 434 bidang dan yang belum 

bersertifikat sebanyak 1255 bidang. Untuk tanah yang belum bersertifikat akan 

disertifikatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara 

bertahap. 

Pada saat ini terdapat 2 bidang tanah yang bermasalah dengan pihak lain 

sebagai berikut: 

1. Tanah SDN 16 Puncak Lawang, yang tercatat pada Aset Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan. Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa dasar pencatatan 

tanah SDN 16 Puncak Lawang bermula saat penyusunan neraca awal aset 

daerah tahun 2006, dengan nilai yang merupakan hasil penilaian Tim Apraisal 

Barang Milik Daerah, dengan kronologis sebagai berikut: 

a. Dari awalnya tanah tersebut merupakan tanah milik masyarakat yang 

disewa oleh Pemerintah Nagari untuk sekolah SDN 16 Puncak lawang 

yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara pemilik tanah 

dengan Pemerintah Nagari Lawang. 

b. Perjanjian sewa menyewa dilakukan pada tanggal 23 Januari 1974, 

dengan harga sewa sebanyak 3 mas (7,5 gram), namun biaya sewa tidak 

pernah dibayarkan oleh Pemerintah Nagari sampai addendum 

perjanjian sewa. 

c. Pada tanggal 22 November 2008, perjanjian sewa menyewa di 

addendum dengan isi sebagai berikut: 

1) Jangka waktu sewa tidak ditentukan lamanya sepanjang tanah 

tersebut masih difungsikan sebagai SDN 16 Puncak Lawang, dan 

perjanjian harus diperpanjang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

2) Harga sewa masih sama dengan perjanjian pertama kali yaitu 

sebanyak 3 mas (7,5 gram) yang dapat berubah sewaktu-waktu 
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dengan persetujuan kedua belah pihak,  yang dibayar oleh 

Pemerintah Nagari dari Penghasilan Pasar Lawang Tigo Balai. 

3) Pemilik tanah tidak menuntut seluruh kerugian kepada Pemerintah 

Nagari atas sewa sebagaimana dimaksud huruf b, namun diminta 

agar Pemerintah Nagari membayar sewa terhitung Januari 2003 

sampai dengan Januari 2009. 

4) Tanah tersebut digunakan semata-mata hanya untuk 

penyelenggaraan  Pendidikan SDN 16 Puncak Lawang dan apabila 

tidak dipergunakan lagi atau SD tersebut dipindahkan, maka tanah 

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tanpa mendapatkan ganti 

rugi atas bangunan  yang ada diatasnya, sedangkan aset atau 

bangunan yang ada diatas tanah tersebut dikembalikan kepada 

Pemerintah Daerah 

5) Apabila pada masa akhir sewa bangunan diatas belum juga diambil 

oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam jangka waktu 30 (tiga 

puluh) hari, terhitung sekolah tersebut tidak dimanfaatkan  lagi 

untuk proses belajar mengajar, maka pemilik tanah  memberitahu 

kepada Pemerintah Nagari agar mengosongkan tanah, namun 

apabila belum juga dikosongkan, maka pemilik tanah akan 

mengosongkan tanah tersebut. 
 

d. Tanah SDN 16 Puncak Lawang tersebut sudah memiliki sertifikat atas 

nama Irha Mayuni, Isma Mayulli, Dr.Ilza Mayuni, M. Pada  tahun 2019  

SDN 16 Puncak Lawang (Regrouping) digabung dengan SDN 03 Tigo 

Baleh Nan Basa Lawang, dengan menggunakan tanah dan bangunan 

sekolah SDN 03 Tigo Baleh Nan Basa Lawang.  
 

e. Terkait dengan hal tersebut pemilik tanah meminta agar tanah sekolah 

dimaksud dikembalikan kepada pemilik tanah sesuai dengan addendum 

perjanjian sewa menyewa tanah pada tanggal 20 November 2008. 

f. Pada saat ini, berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 

030/99/B.Keuda-Aset/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal mohon 

bantuan masukan koreksi pencatatan asset tanah, Pemerintah 

Kabupaten Agam meminta masukan kepada Pemerintah Kabupaten 

Agam untuk penyelesaian masalah tersebut diatas. 

Aset tanah ini di reklas ke Aset Lain-Lain pada kategori Aset bukan Milik 

Pemda. 

2. Tanah SDN 38 Lubuk Sao Kecamatan Lubuk Basung,  yang tercatat pada Aset 

Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan, yang overlap dengan PT. PLN (Persero). 

Tanah tersebut telah bersertifikat dengan Hak Pakai No.1/Desa Lubuk Sao 

1987, Gambar Situasi tanggal 15 Febuari 1986 Nomor 55/86 seluas 7.595 m2 

atas nama Daerah Tingkat I Sumatera Barat cq. Dinas Pendidikan Dasar dan 

Kebudayaan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. 

Namun tanah tersebut juga tercatat sebagai aset PLN dengan Hak Pakai 

Nomor 3/Nagari Tanjung Sani 1983, Peta Situasi No.187/1981 Tanggal 21 

Juli 1981 seluas 45.560 atas nama Departemen Pertambangan dan Energi Cq. 
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Direktorat Jenderal Ketenagaan di Jakarta diterbitkan berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur KDH TK I Sumatera Barat Nomor  

DA.53/HP/2413/III/2B/1983 Tanggal 31 Maret 1983. 

PT PLN (Persero) mengusulkan untuk menghapuskan/membatalkan sertifikat  

SDN 38 Lubuk Sao tersebut diatas, namun SDN tersebut tetap ada dan proses 

belajar mengajar tetap berlangsung,  tanah sekolah menjadi aset PLN, dan 

apabila dihapus, penghapusan tanah dan bangunan harus disetujui sampai 

ketingkat kementerian dan memakan waktu yang lama. 

Disisi Pemerintah Kabupaten Agam, tetap meminta agar sertifikat tanah SD 

tetap ada dan meminta agar PT PLN mengeluarkan sertifikat tersebut dari aset  

PLN, karena menyangkut urusan wajib pelayanan Pendidikan Dasar dan 

apabila tidak masuk aset daerah, akan menimbulkan kesulitan dalam proses 

pembangunan, pemeliharaan maupun pengembangan sekolah dimasa 

mendatang. Dari sisi regulasi yang mengatur untuk penghapusan barang milik 

daerah sangat sulit dilakukan kecuali adanya keputusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. 

Dan saat ini telah dilakukan MOU Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri 

untuak penyelesaiaan permasalahan aset. 

 

2) Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2023 

dan 2022 adalah sebesar Rp403.235.973.245,50 dan Rp395.749.143.303,55. Pada 

Tahun 2023 terjadi penambahan nilai aset peralatan dan mesin sebesar 

Rp46.858.832.101,70 dan pengurangan sebesar Rp39.372.002.159,75. 

Penambahan tersebut terjadi karena adanya realisasi Belanja Modal Tahun 

2023, dari dana Badan Layanan Umum Daerah, Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), barang yang belum tercatat, mutasi antar SKPD, hibah, Kapitalisasi dari 

belanja Pemeliharaan dan reklasifikasi dari belanja modal, Barang dan Jasa, 

Belanja Pegawai, Aset Lain-lain dan Aset Extracomptable. Sedangkan 

pengurangan peralatan dan mesin terjadi karena mutasi antar SKPD, penghapusan 

barang milik daerah, reklasifikasi, belanja modal yang tidak menjadi aset tetap, 

dengan rincian sebagai berikut : 

 
Tabel 5.3.1.50 

Rincian Peralatan dan Mesin (dalam rupiah) 

No SKPD 
 Saldo Awal  Mutasi Selama TA 2023 Saldo Akhir 

 31 Desember 2023 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2023 

1 Sekretariat Daerah 26.640.226.599,75 4.042.937.443,00 2.025.587.534,00 28.657.576.508,75 

2 Sekretariat DPRD 8.397.426.624,00 129.876.000,00 271.478.570,00 8.255.824.054,00 

3 Inspektorat 2.235.620.352,00 163.618.350,00 109.370.268,00 2.289.868.434,00 

4 
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

106.366.177.117,31 6.790.021.015,09 11.609.143.175,48 101.547.054.956,92 

5 Dinas Kesehatan 133.847.809.156,37 16.667.009.766,00 8.955.787.814,91 141.559.031.107,46 

6 
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

10.595.603.528,83 1.116.699.890,00 274.068.359,00 11.438.235.059,83 
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No SKPD 
 Saldo Awal  Mutasi Selama TA 2023 Saldo Akhir 

 31 Desember 2023 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2023 

7 

Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga 
Berencana 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

9.068.986.172,00 506.347.000,00 836.749.068,00 8.738.584.104,00 

8 
Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan 
Ketenagakerjaan 

2.632.752.838,00 889.630.900,00 498.808.950,00 3.023.574.788,00 

9 
Dinas Koperasi Usaha 
Kecil dan Menengah 

- 466.224.950,00 17.726.900,00 448.498.050,00 

10 Dinas Lingkungan Hidup 13.630.614.792,79 4.090.912.680,00 1.358.525.265,79 16.363.002.207,00 

11 Dinas Pertanian 8.164.708.015,00 - 216.176.838,00 7.948.531.177,00 

12 

Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan 
Ketenagakerjaan 

2.553.165.640,00 29.630.000,00 848.812.269,00 1.733.983.371,00 

13 
Dinas Pariwisata Pemuda 
dan Olahraga 

3.601.777.105,24 540.204.707,61 712.810.719,60 3.429.171.093,25 

14 
Dinas Perikanan dan 
Ketahanan Pangan 

6.170.394.675,66 - 107.052.453,20 6.063.342.222,46 

15 Dinas Sosial 1.035.872.360,00 966.179.027,00 80.568.355,00 1.921.483.032,00 

16 
Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman 

2.140.357.032,50 14.300.000,00 41.935.000,00 2.112.722.032,50 

17 
Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Pemadam 
Kebakaran 

9.649.515.133,50 426.682.290,00 288.602.475,00 9.787.594.948,50 

18 Dinas Perhubungan 7.549.616.222,20 1.655.590.237,00 2.579.814.713,00 6.625.391.746,20 

19 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

3.268.040.171,00 194.835.500,00 367.628.666,00 3.095.247.005,00 

20 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Nagari 

1.625.197.675,60 - 83.246.069,00 1.541.951.606,60 

21 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

7.337.204.563,00 294.280.000,00 718.275.663,77 6.913.208.899,23 

22 
Dinas Arsip dan 
Perpustakaan 

1.525.910.884,00 141.390.000,00 16.380.000,00 1.650.920.884,00 

23 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

2.155.695.802,00 175.005.000,00 58.120.485,00 2.272.580.317,00 

24 
Badan Keuangan Aset 
Daerah 

9.763.723.262,00 532.349.794,00 3.351.921.747,00 6.944.151.309,00 

25 
Badan Pendapatan 
Daerah 

- 5.623.793.514,00 724.192.500,00 4.899.601.014,00 

26 
Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

1.823.825.817,00 - 87.429.800,00 1.736.396.017,00 

27 
Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik 

892.878.396,00 14.179.000,00 164.333.150,00 742.724.246,00 

28 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 

2.634.896.428,00 151.321.000,00 1.803.785.377,00 982.432.051,00 

29 
Kecamatan Tanjung 
Mutiara 

737.871.390,00 - 105.553.600,00 632.317.790,00 

30 Kecamatan Lubuk Basung 909.183.797,80 27.450.000,00 192.527.405,00 744.106.392,80 

31 Kecamatan Ampek Nagari 613.967.375,00 - 137.409.300,00 476.558.075,00 

32 Kecamatan Tanjung Raya 703.153.343,00 398.785.500,00 41.383.200,00 1.060.555.643,00 

33 Kecamatan Matur 563.486.758,00 39.760.000,00 29.863.000,00 573.383.758,00 

34 Kecamatan IV Koto 577.174.896,00 31.821.670,00 33.671.577,00 575.324.989,00 

35 Kecamatan Malalak 589.436.696,00 91.311.275,00 44.895.000,00 635.852.971,00 
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No SKPD 
 Saldo Awal  Mutasi Selama TA 2023 Saldo Akhir 

 31 Desember 2023 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2023 

36 Kecamatan Banuhampu 728.011.620,00 155.637.500,00 6.818.200,00 876.830.920,00 

37 Kecamatan Sungai Pua 513.504.505,00 36.380.000,00 212.300.875,00 337.583.630,00 

38 
Kecamatan Ampek 
Angkek 

610.584.300,00 117.792.057,00 12.126.600,00 716.249.757,00 

39 Kecamatan Candung 547.001.850,00 84.700.000,00 32.961.367,00 598.740.483,00 

40 Kecamatan Baso 568.940.930,00 74.502.650,00 35.011.750,00 608.431.830,00 

41 
Kecamatan Tilatang 
Kamang 

564.019.055,00 32.455.975,00 25.044.100,00 571.430.930,00 

42 
Kecamatan Kamang 
Magek 

592.513.410,00 20.601.600,00 - 613.115.010,00 

43 Kecamatan Palembayan 1.005.179.838,00 - 243.245.000,00 761.934.838,00 

44 Kecamatan Palupuh 617.117.176,00 124.615.811,00 10.859.000,00 730.873.987,00 

Jumlah 395.749.143.303,55 46.858.832.101,70 39.372.002.159,75 403.235.973.245,50 

 

Mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 

terdiri dari: 
 

Tabel 5.3.1.51 
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin (dalam rupiah) 

 

No Uraian Jumlah 

1 Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (audited) 395.749.143.303,55 

  Jumlah Saldo Awal per 1 Januari 2023 395.749.143.303,55 

2 Mutasi Penambahan   

  Belanja Modal 25.151.259.830,50 

  Aset dari Dana BLUD. JKN dan BOS 10.943.137.182,50 

  Barang Belum Tercatat 231.239.500,00 

  Mutasi 7.595.966.368,00 

  Hibah 1.573.959.000,00 

  Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan 154.288.607,00 

  Reklasifikasi:   

  - Belanja Modal 861.122.059,09 

  - Belanja Barang dan Jasa 114.069.554,61 

  - Belanja Pegawai 375.000,00 

  - Aset Lain-lain 230.000.000,00 

  - Antar Bidang Barang 3.415.000,00 

  Jumlah Mutasi Penambahan 46.858.832.101,70 

3 Mutasi Pengurangan   

  Mutasi 7.595.966.368,00 

  Penghapusan 1.869.932.488,78 

  Reklasifikasi 28.367.041.221,60 
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No Uraian Jumlah 

  Belanja Modal yang bukan Aset Tetap   

  - Extracomtable Belanja Modal 1.525.030.247,37 

  - Habis Pakai 14.031.834,00 

  Jumlah Mutasi Pengurangan 39.372.002.159,75 

  Saldo Akhir per 31 Desember 2023 403.235.973.245,50 

 

Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp46.858.832.101,70 terdiri dari:  

a) Dari Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp25.151.259.830,50 terdapat pada SKPD 

yaitu: 

(1). Sekretariat Daerah Rp 2.928.263.493,00 

(2). Sekretariat DPRD Rp 125.880.000,00 

(3). Inspektorat Rp 144.353.350,00 

(4). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 2.627.860.430,00 

(5). Dinas Kesehatan Rp 8.188.221.849,50 

(6). 
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang 
Rp 195.464.890,00 

(7). 

Dinas Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Rp 506.347.000,00 

(8). 
Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Ketenagakerjaan 
Rp 27.700.000,00 

(9). 
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah 
Rp 85.020.000,00 

(10). Dinas Lingkungan Hidup Rp 4.076.097.680,00 

(11). Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rp 230.106.713,00 

(12). Dinas Sosial Rp 706.190.838,00 

(13). 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman 
Rp 14.300.000,00 

(14). 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran 
Rp 387.667.290,00 

(15). Dinas Perhubungan Rp 542.790.000,00 

(16). 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 
Rp 194.835.500,00 

(17). Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 264.470.000,00 

(18). Dinas Arsip dan Perpustakaan Rp 111.760.000,00 

(19). 
Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 
Rp 174.630.000,00 

(20). Badan Keuangan Aset Daerah Rp 212.138.127,00 

(21). Badan Pendapatan Daerah Rp 2.378.521.689,00 

(22). 
Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) 
Rp 151.321.000,00 
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(23). Kecamatan Lubuk Basung Rp 27.450.000,00 

(24). Kecamatan Tanjung Raya Rp 50.005.500,00 

(25). Kecamatan Matur Rp 39.760.000,00 

(26). Kecamatan IV Koto Rp 31.821.670,00 

(27). Kecamatan Malalak Rp 91.311.275,00 

(28). Kecamatan Banuhampu Rp 155.637.500,00 

(29). Kecamatan Sungai Pua Rp 36.380.000,00 

(30). Kecamatan Ampek Angkek Rp 109.078.000,00 

(31). Kecamatan Candung Rp 83.700.000,00 

(32). Kecamatan Baso Rp 74.502.650,00 

(33). Kecamatan Tilatang Kamang Rp 32.455.975,00 

(34). Kecamatan Kamang Magek Rp 20.601.600,00 

(35). Kecamatan Palupuh Rp 124.615.811,00 

 

b) Dari dana JKN, BLUD dan BOS sebesar Rp10.943.137.182,50 terdapat pada 

SKPD    yaitu : 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dana BOS sebesar 

Rp3.027.879.266,00; 

(2) Dinas Kesehatan dari dana BLUD sebesar Rp7.915.257.916,50;  

c) Barang belum tercatat, sebesar Rp231.239.500,00 merupakan barang yang belum 

tercatat yang berasal dari hasil Inventarisasi Tahun 2023.  

d) Mutasi antar SKPD sebesar Rp7.595.966.368,00 terdapat pada SKPD sebagai 

berikut: 

 
Tabel 5.3.1.52 

Rincian Peralatan dan Mesin Mutasi barang antar SKPD (dalam rupiah) 

No SKPD 
Jumlah 

Keterangan 
(Rp) 

1 Sekretariat Daerah 

14.815.000,00 

Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 
1 (satu) Unit Sepeda Motor. 

345.402.950,00 
Mutasi Dari Badan Keuangan dan Aset 
Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 
Orang Kebawah) dan A.C Split 

394.558.000,00 
Mutasi Dari Badan Pendapatan Daerah 
berupa Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 
Orang ). 

2 Inspektorat 14.815.000,00 

Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 
1 (satu) Unit Sepeda Motor 

3 Dinas Kesehatan 57.900.000,00 

Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 
4 (empat) Unit Sepeda Motor 
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No SKPD 
Jumlah 

Keterangan 
(Rp) 

501.130.000,00 

Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 
IUD KIT dan IMPLAN KIT. 

4 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang 

271.256.000,00 
Mutasi Dari Badan Keuangan dan Aset 
Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 
Orang Kebawah). 

5 
Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan 
Ketenagakerjaan 

187.000.000,00 
Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa Mini 
Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah). 

674.930.900,00 

Mutasi Dari Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Ketenagakerjaan berdasarkan Pemecahan 
SKPD sesuai dengan SK Nomor 431 
Tahun 2023 tentang Saldo Awal SKPD 

6 
Dinas Koperasi Usaha Kecil 
dan Menengah 

381.204.950,00 

Mutasi Dari Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan Ketenagakerjaan 
berdasarkan Pemecahan SKPD sesuai 
dengan SK Nomor 431 Tahun 2023 tentang 
Saldo Awal SKPD 

7 Dinas Lingkungan Hidup 14.815.000,00 

Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 
1 (satu) Unit Sepeda Motor 

8 
Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan Ketenagakerjaan 

29.630.000,00 

Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 
2 (dua) Unit Sepeda Motor 

9 Dinas Sosial 

24.312.000,00 
Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa 
Kursi Tamu 

206.046.189,00 
Mutasi dari Dinas Kesehatan berupa Mobil 
Ambulance 

29.630.000,00 

Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 
2 (dua) Unit Sepeda Motor 

10 
Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Pemadam Kebakaran 

9.385.000,00 
Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa 2 
(dua) buah AC Unit dan 1 (satu) buah 
Televisi 

29.630.000,00 

Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 
2 (dua) Unit Sepeda Motor. 

11 Dinas Perhubungan 

142.217.996,00 
Mutasi dari Dinas Kesehatan berupa 4 
(empat) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) 
Unit Mobil Ambulan 

255.416.666,00 
Mutasi dari Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil  Berupa Micro Bus ( 
Penumpang 15 S/D 29 Orang ). 

14.858.000,00 
Mutasi dari Dinas Perikanan dan 
Ketahanan Pangan  berupa 1 (satu) Unit 
Sepeda Motor. 

37.307.575,00 
Mutasi dari Kecamatan Sungai Pua berupa 
3 (tiga) Unit Sepeda Motor. 

12 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

29.810.000,00 
Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa 
Server 
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No SKPD 
Jumlah 

Keterangan 
(Rp) 

13 
Dinas Arsip dan 
Perpustakaan 

29.630.000,00 

Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 
2 (dua) Unit Sepeda Motor 

14 
Badan Keuangan dan Aset 
Daerah 

165.095.000,00 
Mutasi dari Kecamatan Lubuk Basung 
berupa Mini Bus ( Penumpang 14 Orang 
Kebawah ) 

29.630.000,00 

Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 
2 (dua) Unit Sepeda Motor. 

125.486.667,00 
Mutasi dari Sekretariat DPRD berupa Mini 
Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah ) 

15 Badan Pendapatan Daerah 

360.138.000,00 
Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa Mini 
Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah ) 

29.630.000,00 

Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 
2 (dua) Unit Sepeda Motor 

206.810.000,00 
Mutasi dari Kecamatan Palembayan  
berupa Mini Bus ( Penumpang 14 Orang 
Kebawah ) 

2.620.516.475,00 

Mutasi Dari Badan Keuangan dan Aset 
Daerah berdasarkan Pemecahan SKPD 
sesuai dengan SK Nomor 431 Tahun 2023 
tentang Saldo Awal SKPD 

16 
Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

14.179.000,00 
Mutasi dari Dinas Kesehatan berupa 
Sepeda Motor 

17 Kecamatan Tanjung Raya 348.780.000,00 
Mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup 
berupa Speed Boat dan Motor Tempel. 

 

e) Hibah sebesar Rp1.573.959.000,00 merupakan penerimaan barang hibah dengan 

rincian sebagai berikut: 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp260.980.000,00 yang berasal 

dari Sumbangan Rp223.280.000,00, Komite Rp12.000.000,00 dan dari 

Kenang-kenangan Siswa/ Alumni Rp25.700.000,00. 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp649.979.000,00 yang 

berasal dari Hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

dengan NPHD/ BAST Nomor: 44/BA/SJ/2023 dan 

Nomor:30/375/BAST/BKAD-Aset/2023 tanggal 29 November 2023 berupa 

Pengadaan Truk Tinja IPLT Kabupaten Agam. 

(3) Dinas Perhubungan sebesar Rp663.000.000,00. Hibah yang berasal dari 

Kementerian Perhubungan Nomor : HK.201/23/4/DJPD/2022 berupa 

Kendaraan Dinas Roda Empat (Micro Bus). 

f) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp154.288.607,00 terjadi karena 

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang anggaranya berada pada rekening 

Belanja Barang dan Jasa dengan nilai memenuhi batas kapitalisasi aset. 

Kapitalisasi belanja pemeliharaan ini terdapat pada SKPD antara lain: 

(1). Sekretariat Daerah Rp       97.887.200,00  

(2). Sekretariat DPRD Rp         3.996.000,00  

(3). Inspektorat Rp         4.450.000,00  
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(4). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp         8.764.000,00  

(5). Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rp         1.300.000,00  

(6). Badan Pendapatan Daerah Rp       28.177.350,00  

(7). Kecamatan Ampek Angkek Rp         8.714.057,00  

(8). Kecamatan Candung Rp         1.000.000,00  

    

g) Reklasifikasi Aset sebesar Rp1.208.981.613,70 yang terdiri dari: 

➢ Reklasifikasi dari belanja modal sebesar Rp861.122.059,09 terdapat pada 

SKPD: 

(1) Sekretariat Daerah sebesar Rp17.133.800,00  yang direklas dari Gedung 

dan Bangunan, Belanja dianggarkan dari Gedung dan Bangunan, namun 

yang direalisasikan peralatan dan mesin; 

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp550.183.219,09 reklas dari 

Gedung dan Bangunan sebesar Rp462.362.269,09 Belanja dianggarkan 

pada rekening Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan  adalah 

peralatan dan mesin, reklas dari Aset Tetap Lainnya BOS sebesar 

Rp87.820.950,00 Belanja dianggarkan pada rekening Aset Tetap Lainnya 

BOS namun yang direalisasikan  adalah peralatan dan mesin; 

(3) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp293.805.040,00 yang 

direklas dari Gedung dan Bangunan. Yang sebelumnya belanja 

dianggarkan dari Gedung dan Bangunan, namun yang direalisasikan 

adalah untuk Peralatan dan Mesin.  

 

➢ Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp114.069.554,61 terdapat 

pada SKPD: 

(1) Sekretariat Daerah sebesar Rp19.377.000,00  yang direklas dari Belanja 

Barang dan Jasa yang sebelumnya belanja dianggarkan dari rekening 

belanja barang dan jasa, namun yang direalisasikan adalah untuk Peralatan 

dan Mesin.  

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp79.699.600,00 yang 

direklas dari Belanja Barang dan Jasa yang sebelumnya belanja 

dianggarkan dari rekening belanja barang dan jasa BOS, namun yang 

direalisasikan adalah untuk Peralatan dan Mesin.  

(3) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp14.992.954,61 yang 

direklas dari Belanja Barang dan Jasa yang sebelumnya belanja 

dianggarkan dari rekening belanja barang dan jasa, namun yang 

direalisasikan adalah untuk Peralatan dan Mesin.  

 

➢ Reklasifikasi Pegawai sebesar Rp375.000,00 terdapat pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan honor pengadaan barang 

yang diPeralatan dan Mesin. 

 

➢ Reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp230.000.000,00 terdapat pada 

SKPD: 
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(1) Sekretariat Daerah sebesar Rp225.500.000,00 reklas dari Aset Lainnya 

Setelah dilakukan verifikasi, diketahui bahwa aset tersebut masih baik 

dan dapat digunakan sehingga direkomendasikan untuk direklas ke aset 

tetap; 

(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp4.500.000,00 yang sebelumnya tercatat pada 

Aset Lainnya barang Rusak Berat. Setelah dilakukan verifikasi, diketahui 

bahwa aset tersebut masih baik dan dapat digunakan sehingga 

direkomendasikan untuk direklas ke aset tetap dan dimutasikan ke Dinas 

Perhubungan. 

 

➢ Reklasifikasi Antar Bidang Barang sebesar Rp3.415.000,00 terdapat pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya tercatat pada KIB E 

setelah dilakukan Inventarisasi ternyata Aset Tersebut adalah Peralatan dan 

Mesin sehingga di reklas ke Aset Tetap Lainnya. 

 

Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp39.372.002.159,75 terdiri dari: 

1) Mutasi antar SKPD sebesar Rp7.595.966.368,00 terjadi karena perpindahan 

aset dari SKPD antara lain: 
 

Tabel 5.3.1.53 

Rincian Mutasi antar SKPD (dalam rupiah) 

No SKPD 
Jumlah 

Keterangan 
(Rp) 

1 Sekretariat Daerah 

24.312.000,00 
Mutasikan ke Dinas Sosial berupa Kursi 
Tamu 

9.385.000,00 
Mutasikan ke Satpolpp & damkar berupa 2 
(dua) buah AC Unit dan 1 (satu) buah 
Televisi 

360.138.000,00 
Mutasi ke Bapenda berupa Mini Bus 
(Penumpang 14 Orang Kebawah ) 

29.810.000,00 Mutasi ke Kominfo berupa Server 

187.000.000,00 
Mutasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah berupa Mini Bus (Penumpang 
14 Orang Kebawah ) 

2 Sekretariat DPRD 125.486.667,00 
Mutasi ke Badan Keuangan dan Aset 
Daerah berupa Mini Bus ( Penumpang 14 
Orang Kebawah ) 

3 Dinas Kesehatan 

14.179.000,00 
Mutasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik berupa Sepeda Motor 

206.046.189,00 
Mutasi ke Dinas Sosial berupa Mobil 
Ambulance 

142.217.996,00 
Mutasi ke Dinas Perhubungan berupa 4 
(empat) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) 
Unit Mobil Ambulan 

4 

Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga 
Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak 

57.900.000,00 
Mutasi ke Dinas Kesehatan berupa 4 
(empat) Unit Sepeda Motor 

29.630.000,00 

Mutasi ke Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Ketenagakerjaan berupa 2 (dua) Unit 
Sepeda Motor 

29.630.000,00 
Mutasi ke Dinas Arsip dan Perpustakaan 
berupa 2 (dua) Unit Sepeda Motor 
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No SKPD 
Jumlah 

Keterangan 
(Rp) 

14.815.000,00 
Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa 1 
(satu) Unit Sepeda Motor 

29.630.000,00 
Mutasi ke Dinas Sosial berupa 2 (dua) Unit 
Sepeda Motor 

14.815.000,00 
Mutasi ke Inspektorat berupa 1 (satu) Unit 
Sepeda Motor 

29.630.000,00 
Mutasi ke Badan Pendapatan Daerah 
berupa 2 (dua) Unit Sepeda Motor 

29.630.000,00 
Mutasi ke Badan Keuangan dan Aset 
berupa 2 (dua) Unit Sepeda Motor 

14.815.000,00 
Mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup berupa 
1 (satu) Unit Sepeda Motor 

29.630.000,00 
Mutasi ke Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran berupa 2 (dua) Unit 
Sepeda Motor 

501.130.000,00 
Mutasi ke Dinas Kesehatan berupa IUD 
KIT dan IMPLAN KIT. 

5 
Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan 
Ketenagakerjaan 

381.204.950,00 

Mutasi ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah berdasarkan Pemecahan 
SKPD sesuai dengan SK Nomor 431 
Tahun 2023 tentang Saldo Awal SKPD 

6 Dinas Lingkungan Hidup 348.780.000,00 
Mutasi ke Kecamatan Tanjung Raya 
berupa Speed Boat dan Motor Tempel. 

7 
Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dan Ketenagakerjaan 

674.930.900,00 

Mutasi ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah berdasarkan Pemecahan 
SKPD sesuai dengan SK Nomor 431 
Tahun 2023 tentang Saldo Awal SKPD. 

8 
Dinas Perikanan dan 
Ketahanan Pangan 

14.858.000,00 
Mutasi ke Dinas Perhubungan berupa 1 
(satu) Unit Sepeda Motor. 

9 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

255.416.666,00 
Mutasi ke Dinas Perhubungan Berupa 
Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang 
). 

10 Badan Keuangan Aset Daerah 

2.620.516.475,00 

Mutasi ke Badan Pendapatan Daerah 
berdasarkan Pemecahan SKPD sesuai 
dengan SK Nomor 431 Tahun 2023 
tentang Saldo Awal SKPD. 

271.256.000,00 
Mutasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang berupa Mini Bus (Penumpang 
14 Orang Kebawah). 

345.402.950,00 
Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa Mini 
Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dan 
A.C Split 

12 Badan Pendapatan Daerah 394.558.000,00 
Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa 
Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang 
). 

13 Kecamatan Lubuk Basung 165.095.000,00 
Mutasi ke Badan Keuangan dan Aset 
Daerah berupa Mini Bus ( Penumpang 14 
Orang Kebawah ) 

14 Kecamatan Sungai Pua 37.307.575,00 
Mutasi ke Dinas Perhubungan berupa 3 
(tiga) Unit Sepeda Motor. 

15 Kecamatan Palembayan 206.810.000,00 
Mutasi ke Badan Pendapatan Daerah 
berupa Mini Bus ( Penumpang 14 Orang 
Kebawah ) 
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2) Penghapusan tahun 2023 sebesar Rp1.869.932.488,78 terjadi karena adanya 

penghapusan aset terdapat pada SKPD antara lain: 
 

Tabel 5.3.1.54 

Rincian Penghapusan Aset (dalam rupiah) 

No Nama SKPD Nilai (Rp) 

1 Sekretariat Daerah 34.000.000,00 

2 Inspektorat 90.262.693,00 

3 Dinas Kesehatan 1.241.553.564,78 

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 150.661.800,00 

5 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 16.129.516,00 

6 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 56.034.908,00 

7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 56.420.485,00 

8 Badan Keuangan Aset Daerah 114.746.322,00 

9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 46.011.600,00 

10 Kecamatan Lubuk Basung 4.000.000,00 

11 Kecamatan Ampek Nagari 15.500.000,00 

12 Kecamatan Sungai Pua 7.350.000,00 

13 Kecamatan Ampek Angkek 12.126.600,00 

14 Kecamatan Palembayan 25.135.000,00 

Jumlah 1.869.932.488,78 

 

3) Reklasifikasi sebesar Rp28.367.041.221,60 terjadi karena adannya 

Inventarisasi Asset Tahun 2023 dan kesalahan anggaran yang sebelumnya 

dianggarkan pada rekening Peralatan dan Mesin, namun yang direalisasikan 

bukan Peralatan Mesin dan terdapat pada SKPD yaitu : 

(1). Sekretariat Daerah Rp.      1.333.832.184,00  

(2). Sekretariat DPRD Rp.         145.991.903,00  

(3). Inspektorat Rp.            19.107.575,00  

(4). 
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 
Rp.    10.501.137.899,11  

(5). Dinas Kesehatan Rp. 7.114.464.860,13 

(6). 
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang 
Rp.         123.406.559,00  

(7). 

Dinas Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Rp.            55.494.068,00  

(8). 
Dinas Perindustrian Perdagangan 

dan Ketenagakerjaan 
Rp.         117.604.000,00  

(9). 
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah 
Rp.            17.726.900,00  

(10). Dinas Lingkungan Hidup Rp.      1.007.245.265,79  

(11). Dinas Pertanian Rp.         216.176.838,00  
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(12). 

Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Ketenagakerjaan 

Rp.         173.881.369,00  

(13). 
Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga 
Rp.         696.681.203,60  

(14). 
Dinas Perikanan dan Ketahanan 

Pangan 
Rp.            36.159.545,20  

(15). Dinas Sosial Rp.            79.471.105,00  

(16). 
Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman 
Rp.            41.935.000,00  

(17). 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran 
Rp.         199.992.475,00  

(18). Dinas Perhubungan Rp.      2.579.814.713,00  

(19). 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
Rp.         112.212.000,00  

(20). 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Nagari 
Rp.            83.246.069,00  

(21). 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 
Rp.         718.275.663,77  

(22). Dinas Arsip dan Perpustakaan Rp.            16.380.000,00  

(23). 
Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 
Rp.              1.700.000,00  

(24). Badan Pendapatan Daerah Rp.         328.974.500,00  

(25). 

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

Rp.            87.429.800,00  

(26). 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 
Rp.         118.321.550,00  

(27). 
Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah 
Rp.      1.803.785.377,00  

(28). Kecamatan Tanjung Mutiara Rp.         105.553.600,00  

(29). Kecamatan Lubuk Basung Rp.            23.432.405,00  

(30). Kecamatan Ampek Nagari Rp.         121.909.300,00  

(31). Kecamatan Tanjung Raya Rp.            41.383.200,00  

(32). Kecamatan Matur Rp.            29.863.000,00  

(33). Kecamatan IV Koto Rp.            33.671.577,00  

(34). Kecamatan Malalak Rp.            37.445.000,00  

(35). Kecamatan Banuhampu Rp.              6.818.200,00  

(36). Kecamatan Sungai Pua Rp.         167.643.300,00  

(37). Kecamatan Candung Rp.            20.833.867,00  

(38). Kecamatan Baso Rp.                 836.250,00  

(39). Kecamatan Tilatang Kamang Rp.            25.044.100,00  

(40). Kecamatan Palembayan Rp.            11.300.000,00  

(41). Kecamatan Palupuh Rp.            10.859.000,00  

 

4) Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.539.062.081,37  

terjadi karena adanya pengadaan barang melalui belanja modal tetapi nilainya 

tidak memenuhi batas kapitalissi aset tetap sehingga direklas ke daftar barang 

bukan kategori aset,  dan juga, terdapat pada SKPD: 
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(1) Yang menjadi Aset Extracomtable sebesar Rp1.525.030.247,37 terdapat 

pada : 

(1). Sekretariat Daerah Rp 47.110.350,00 

(2). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 1.093.973.442,37 

(3). Dinas Kesehatan Rp 237.326.205,00 

(4). Dinas Lingkungan Hidup Rp 2.500.000,00 

(5). Dinas Sosial Rp 1.097.250,00 

(6). 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran 
Rp 88.610.000,00 

(7). Badan Pendapatan Daerah Rp 660.000,00 

(8). Kecamatan Malalak Rp 7.450.000,00 

(9). Kecamatan Candung Rp 12.127.500,00 

(10). Kecamatan Baso Rp 34.175.500,00 
 

 

(2) Yang menjadi Barang Habis Pakai sebesar Rp14.031.834,00 yang 

merupakan belanja modal yang direalisasikan belanja habis pakai yang 

terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  

 

Disamping Mutasi diatas, terdapat Aset Peralatan dan Mesin yang 

dipinjampakaikan kepada pihak lain sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.3.1.55 

Aset Peralatan dan Mesin yang Dipinjampakaikan 

NO. 
SKPD 

(Pengguna) 
Bentuk 

Pemanfaatan  
Nama Barang  Pemakai 

Dasar  Pinjam 
Pakai 

Tanggal 
Berakhir 

Pinjam Pakai 

1 
Sekretariat 
Daerah  

Pinjam Pakai  

Kendaraan Dinas 
operasional BA 1852 TD 
Eks. BA 2728 BG, Merk 
Toyota Kijang LGX 
Tahun 2003 No. Rangka 
MHF11KF8330082175 
No.Mesin 7K-0611010 
Warna Biru  

Ketua 
Pengadilan  
Negeri Lubuk 
Basung  

Perjanjian 
Pinjam Pakai 
Nomor 52 Tahun 
2020 Tanggal 26 
Maret 2020 

26 Maret 2025  

2 
Sekretariat 
Daerah  

Pinjam Pakai  

Kendaraan Dinas  
operasional BA 8603 BG 
Merk Toyota Kijang  
Jenis Pick Up Model 
KF60 STDR Tahum 
Pembuatan 2003 Nomor 
Rangka 
MHF31KF6030021297, 
Nomor Mesin 7K 
0578126  

Komando Distrik 
Militer 0304 
Agam  

Perjanjian 
Pinjam Pakai 
Nomor 22 Tahun 
2023 tanggal 14 
Februrai 2023  

14 februari 2028  

3 
Sekretariat 
Daerah  

Pinjam Pakai  

Kendaraan dinas 
Operaisonal BA 80 T 
Merk Toyota Kijang 
Innova Jenis Mobil 
Penumpang, Model 
Minibus  Tahun 
Pembuatan 2008 
No.Rangka 
MHFXW42G282123902, 
No Mesin ITR6615237 

Ketua 
Pengadilan  
Agama Lubuk 
Basung  

Perjanjian 
Pinjam Pakai 
Nomor 
23/Huk/2022  
tanggal 6 
Desember 2022 

6 Desember 
2027  
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NO. 
SKPD 

(Pengguna) 
Bentuk 

Pemanfaatan  
Nama Barang  Pemakai 

Dasar  Pinjam 
Pakai 

Tanggal 
Berakhir 

Pinjam Pakai 

4 
Sekretariat 
Daerah  

Pinjam Pakai  

Kendaraan dinas 
operasional BA 1215 T, 
Toyota Kijang Innova 
Zenix 2.0 CVT Tahun 
Pembuatan 2023 Nomor 
Rangka 
MHFAAAAA8P0017397, 
Nomor Mesin 
M2OANA91978 

Kepala 
Kepolisian 
Resor Agam  

Perjanjian 
Pinjam Pakai 
Nomor 
Huk/18/2023 
tanggal                     
29 Desemebr 
2023 dan Nomor 
SP/01/XII/2023 
tanggal 29 
Desember 2023  

29 Desember 
2028 

5 
Sekretariat 
Daerah  

Pinjam Pakai  

Kendaraan dinas 
operasional BA 1228 T 
Toyota Kijang Innova 
Zenix 2.0 CVT, Jenis  
mobil penumpang, 
Model Minibus Tahun 
Pembuatan 2023 No. 
Rangka 
MHFAAAAA2P0021462, 
Nomor Mesin 
M2OANB1817  

Kejaksaan 
Negeri Lubuk 
Basung  

Perjanjian 
pinjam pakai 
Nomor 
Huk/19/2023 
dan Nomor B-
2699/L-
3.21/CP.1/12/20
23 tanggal 29 
Desember 2023  

29 Desember 
2028 

7 
Badan 
Keuangan 
Daerah  

Pinjam Pakai  

Kendaraan Dinas 
operasional  BA 8821 T 
Merk Toyota Hilux 2.5 
Double Cabin (4X4) M/T 
Tahun Pembuatan 2014 
Nomor Rangka 
MR0FR22G6F0782061, 
No.Mesin 2 KDS380504  

Kepala Resort 
Kota Bukittinggi  

Perjanjian 
PinjamPakai 
Nomor  18 
Tahun 2019 
tanggal 9 
Desember 2019  

9 Desember 
2024 

8 
Badan 
Keuangan 
Daerah  

Pinjam Pakai  

Kendaraan Dinas 
Operasional BA 1863 
TR/  Eks. BA 23 T Merk 
Toyyota Kijang Innova G 
Jenis Mobil Penumpang  
Model Mini Bus Tahum 
Pembuatan 2008 Nomor 
Rangka 
MHFXW42G582125188, 
Nomor Mesin 
ITR6624993 

Kepala Kantor 
Pertanahan  
Kabupaten 
Agam  

Perjanjian 
Pinjam Pakai 
Nomor 
Huk/3/2023 
tanggal2 Januari 
2023  

2 Januari 2028  

9 
Badan 
Keuangan 
Daerah  

Pinjam Pakai  

Kendaraaran Dinas 
Operasional  Ba 50 T/ 
Eks.BA 88 T Merk 
Toyota Jenis Minibus 
Type New Avanza Velos 
Tahun Pembuatan 2013 
Nomor Rangka 
MHKMICA4JDK035235, 
Nomor Mesin DDK8277  

Unit Pelaksana 
Teknis Dinas 
UPTD (Pelayan 
Pendapatan 
Provinsi) Samsat 
Lubuk Basung  

Perjanjian 
Pinjam Pakai 
Nomor 
Huk/2/2023 
tanggal 10 
Februari 2023  

8 Februari 2028  

10 
Badan 
Keuangan 
Daerah  

Pinjam Pakai  

Kendaraan dinas 
operasional BA 1874 TQ/ 
EX. BA 60 T  Merk 
Toyota Kijang Tahun 
Pembuatan 2004, No 
Rangka 
MHF11KF8040090403, 
No Mesin 7K0708765 

Komando Distrik 
Militer 0304 
Agam  

Perjanjian 
Pinjam Pakai 
Nomor 
B/97/II/2021 
tanggal 1 
Februaru 2021 

1 Februari 2024 

 

Diluar aset tetap peralatan dan mesin, terdapat aset bukan kategori aset 

(extracomptable) Peralatan dan Mesin senilai Rp52.091.607.563,75 dengan 

akumulasi penyusutan senilai Rp44.920.155.445,22 dengan rincian sebagai berikut; 
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Tabel 5.3.1.56 

Aset Peralatan dan Mesin yang menjadi Extracomtable 

No  Nama SKPD 

 Peralatan dan Mesin (KIB B)  

 Aset Tetap  
 Akumulasi 
Penyusutan  

1 Sekretariat Daerah 746.624.601,08 606.426.227,25 

2 Sekretariat Dprd 441.973.819,99 437.371.430,43 

3 Inspektorat 95.455.071,00 89.430.070,93 

4 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 43.115.814.790,33 37.230.466.465,44 

5 Dinas Kesehatan 3.818.335.776,00 3.062.264.357,46 

6 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 47.816.100,00 47.816.100,00 

7 
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 
Berencana Pemberdayaan Perempuan 
Dan Perlindungan Anak 

177.377.140,00 177.185.997,15 

8 
Dinas Perindustrerian, Perdagangan Dan 
Ketenagakerjaan 

218.907.299,00 218.907.299,00 

9 
Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan 
Menengah 

    

10 Dinas Pendapatan Daerah 22.446.028,00 21.668.840,50 

11 Dinas Lingkungan Hidup 290.568.608,86 252.588.904,21 

12 Dinas Pertanian 575.971.162,00 488.599.460,45 

13 
Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan 

36.116.570,00 36.116.570,00 

14 Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 141.293.245,00 120.843.245,00 

15 Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan 122.682.715,00 122.454.143,57 

16 Dinas Sosial 30.033.700,00 29.064.462,50 

17 
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan 
Permukiman 

51.224.870,00 51.224.870,00 

18 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 
Pemadam Kebakaran 

54.788.900,00 45.916.736,67 

19 Dinas Perhubungan 599.681.751,80 513.884.106,16 

20 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil 

16.342.040,00 16.342.040,00 

21 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Nagari 

70.654.037,00 47.161.035,00 

22 Dinas Komunikasi Dan Informatika 343.917.600,00 343.075.400,00 

23 Dinas Arsip Dan Perpustakaan 17.305.500,00 16.753.641,67 

24 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

171.752.099,70 171.752.099,70 

25 Badan Keuangan Daerah 31.595.307,00 30.859.827,83 

26 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

67.054.250,00 67.054.250,00 

27 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 9.216.500,00 9.124.785,71 

28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 90.747.746,00 90.747.746,00 

29 Kecamatan Tanjung Mutiara 52.097.666,00 52.097.666,00 
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No  Nama SKPD 

 Peralatan dan Mesin (KIB B)  

 Aset Tetap  
 Akumulasi 
Penyusutan  

30 Kecamatan Lubuk Basung 34.334.750,00 34.334.750,00 

31 Kecamatan Ampek Nagari 49.899.298,00 49.899.298,00 

32 Kecamatan Tanjung Raya 33.930.760,00 33.088.188,57 

33 Kecamatan Matur 71.993.850,00 71.993.850,00 

34 Kecamatan Iv Koto 47.225.882,00 45.246.322,00 

35 Kecamatan Malalak 38.219.050,00 31.327.383,33 

36 Kecamatan Banuhampu 21.419.200,00 21.419.200,00 

37 Kecamatan Sungai Pua 39.098.000,00 39.005.600,00 

38 Kecamatan Ampek Angkek 32.135.500,00 32.135.500,00 

39 Kecamatan Candung 51.915.670,00 30.307.545,00 

40 Kecamatan Baso 39.874.500,00 10.038.550,00 

41 Kecamatan Tilatang Kamang 57.145.000,00 53.693.200,00 

42 Kecamatan Kamang Magek 35.256.600,00 23.986.600,00 

43 Kecamatan Palembayan 21.100.000,00 20.714.285,72 

44 Kecamatan Palupuh 60.264.610,00 25.767.394,00 

Jumlah  52.091.607.563,75 44.920.155.445,22 

 

3) Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2023 

dan Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.038.065.551.904,93 dan 

Rp1.008.656.318.130,03. Pada tahun 2023 terjadi penambahan nilai aset gedung dan 

bangunan sebesar Rp52.953.545.701,50 dan pengurangan sebesar  

Rp23.544.311.926,60.  

Penambahan tersebut terjadi karena adanya realisasi belanja modal tahun 

2023, Dana BLUD dan BOS, Utang Belanja yang menjadi Aset, mutasi, hibah,  

Kapitalisasi belanja pemeliharaan, reklasifikasi dari belanja modal, reklasifikasi dari 

Barang dan Jasa, reklasifikasi dari aset lain-lain dan reklasifikasi dari antar bidang. 

Sedangkan pengurangan aset barang milik daerah disebabkan oleh mutasi, 

penghapusan barang milik daerah, reklasifikasi belanja modal yang tidak menjadi aset 

tetap dan Reklasifikasi Persedian Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut: 

Mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 

2023 terdiri dari: 
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Tabel 5.3.1.57 

Rincian Gedung dan Bangunan 

No SKPD 
  Saldo Awal   Mutasi Selama TA 2023 Saldo Akhir 

  31 Desember 2022   Penambahan Pengurangan 31 Desember 2023 

1 Sekretariat Daerah 44.326.346.040,49 426.263.824,00 37.891.810,00 44.714.718.054,49 

2 Sekretariat DPRD 10.569.619.571,00 - - 10.569.619.571,00 

3 Inspektorat 9.780.880.430,00 - - 9.780.880.430,00 

4 
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

555.683.987.489,33 15.107.155.229,00 2.059.031.567,60 568.732.111.150,73 

5 Dinas Kesehatan 181.702.057.864,12 7.884.974.746,40 308.143.225,00 189.278.889.385,52 

6 
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

8.754.446.811,83 15.966.418.500,00 15.966.418.500,00 8.754.446.811,83 

7 

Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga 
Berencana 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

7.007.811.978,00 - - 7.007.811.978,00 

8 
Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan 
Ketenagakerjaan 

563.716.250,00 2.113.922.915,00 - 2.677.639.165,00 

9 
Dinas Koperasi Usaha 
Kecil dan Menengah 

- - - - 

10 Dinas Lingkungan Hidup 2.629.160.219,00 67.376.088,00 - 2.696.536.307,00 

11 Dinas Pertanian 21.743.574.539,43 10.922.400,00 10.922.400,00 21.743.574.539,43 

12 

Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan 
Ketenagakerjaan 

3.504.427.415,00 - 2.113.922.915,00 1.390.504.500,00 

13 
Dinas Pariwisata 
Pemuda dan Olahraga 

77.009.595.712,10 2.920.020.197,10 2.179.975.509,00 77.749.640.400,20 

14 
Dinas Perikanan dan 
Ketahanan Pangan 

9.492.438.297,11 69.120.000,00 69.120.000,00 9.492.438.297,11 

15 Dinas Sosial 1.318.832.830,00 - 180.718.000,00 1.138.114.830,00 

16 
Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman 

1.144.181.905,62 7.255.832.000,00 - 8.400.013.905,62 

17 
Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Pemadam 
Kebakaran 

2.781.339.848,00 62.177.300,00 - 2.843.517.148,00 

18 Dinas Perhubungan 3.757.836.966,00 74.752.000,00 - 3.832.588.966,00 

19 
Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

955.403.430,00 - - 955.403.430,00 

20 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Nagari 

6.804.948.000,00 - - 6.804.948.000,00 

21 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

484.648.500,00 - - 484.648.500,00 

22 
Dinas Arsip dan 
Perpustakaan 

9.812.277.529,00 - - 9.812.277.529,00 

23 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

- - - - 

24 
Badan Keuangan Aset 
Daerah 

1.667.059.000,00 - 618.168.000,00 1.048.891.000,00 

25 
Badan Pendapatan 
Daerah 

- 618.168.000,00 - 618.168.000,00 
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No SKPD 
  Saldo Awal   Mutasi Selama TA 2023 Saldo Akhir 

  31 Desember 2022   Penambahan Pengurangan 31 Desember 2023 

26 
Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

- - - - 

27 
Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

1.183.006.364,00 - - 1.183.006.364,00 

28 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
(BPBD) 

- - - - 

29 
Kecamatan Tanjung 
Mutiara 

2.231.669.102,00 - - 2.231.669.102,00 

30 
Kecamatan Lubuk 
Basung 

2.986.223.995,00 - - 2.986.223.995,00 

31 
Kecamatan Ampek 
Nagari 

2.126.915.306,00 - - 2.126.915.306,00 

32 
Kecamatan Tanjung 
Raya 

2.944.829.780,00 81.624.814,00 - 3.026.454.594,00 

33 Kecamatan Matur 4.222.432.760,00 180.718.000,00 - 4.403.150.760,00 

34 Kecamatan IV Koto 3.433.194.750,00 - - 3.433.194.750,00 

35 Kecamatan Malalak 872.983.303,00 - - 872.983.303,00 

36 Kecamatan Banuhampu 3.714.897.440,00 - - 3.714.897.440,00 

37 Kecamatan Sungai Pua 2.911.665.000,00 - - 2.911.665.000,00 

38 
Kecamatan Ampek 
Angkek 

2.876.213.357,00 - - 2.876.213.357,00 

39 Kecamatan Candung 3.080.328.235,00 - - 3.080.328.235,00 

40 Kecamatan Baso 2.501.941.643,00 - - 2.501.941.643,00 

41 
Kecamatan Tilatang 
Kamang 

2.673.485.100,00 69.120.000,00 - 2.742.605.100,00 

42 
Kecamatan Kamang 
Magek 

4.121.130.509,00 - - 4.121.130.509,00 

43 Kecamatan Palembayan 2.282.009.648,00 - - 2.282.009.648,00 

44 Kecamatan Palupuh 2.998.801.212,00 44.979.688,00 - 3.043.780.900,00 

Jumlah 1.008.656.318.130,03 52.953.545.701,50 23.544.311.926,60 1.038.065.551.904,93 

 

Tabel 5.3.1.58 

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan (dalam rupiah) 

No Uraian Jumlah 

1 Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (audited) 1.008.656.318.130,03 

  Jumlah Saldo Awal per 1 Januari 2023 1.008.656.318.130,03 

2 Mutasi Penambahan   

  Belanja Modal 35.274.042.148,00 

  Aset dari Dana BLUD. JKN dan BOS 2.070.474.728,00 

  Utang Belanja Modal 824.256.632,40 

  Mutasi Aset Tetap dari SKPD lain 3.201.225.715,00 

  Hibah 8.086.685.000,00 
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No Uraian Jumlah 

  Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan 155.663.633,00 

  Reklasifikasi:   

  - Belanja Modal 35.681.006,00 

  - Belanja Barang dan Jasa 41.315.059,10 

  - Aset Lain-Lain 69.120.000,00 

  - Antar Bidang Barang 3.195.081.780,00 

  Jumlah Mutasi Penambahan 52.953.545.701,50 

3 Mutasi Pengurangan   

  Mutasi Aset Tetap antar  SKPD 3.201.225.715,00 

  Penghapusan 1.416.172.989,51 

  Reklasifikasi 15.326.733.912,09 

  Belanja Modal yang bukan Aset Tetap   

  - Extracomtable 370.355.410,00 

  - Persedian 3.229.823.900,00 

  Jumlah Mutasi Pengurangan 23.544.311.926,60 

  Saldo Akhir per 31 Desember 2023 1.038.065.551.904,93 

 

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp52.953.545.701,50 terdiri dari: 

a) Dari Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp35.274.042.148,00 terdapat pada 

SKPD yaitu : 

(1). Sekretariat Daerah Rp 158.460.379,00 

(2). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 14.276.302.229,00 

(3). Dinas Kesehatan Rp 1.989.699.800,00 

(4). 
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang 
Rp 15.747.121.700,00 

(5). Dinas Lingkungan Hidup Rp 67.376.088,00 

(6). 
Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga 
Rp 2.878.705.138,00 

(7). Dinas Perhubungan Rp 74.752.000,00 

(8). Kecamatan Tanjung Raya Rp 81.624.814,00 

 

b) Dari Belanja Dana JKN Tahun 2023 sebesar Rp2.070.474.728,00  terdapat pada 

Dinas Kesehatan.; 

c) Utang belanja modal yang menjadi Aset Tahun 2023 sebesar Rp824.256.632,40 

terdapat pada  

➢ Dinas Kesehatan sebesar Rp813.334.232,40 yang merupakan utang 

belanja tahun 2023 yang asetnya telah selesai pada tahun 2023; 

➢ Dinas Pertanian;  sebesar Rp10.922.400,00 yang utang belanja tahun 2023 

yang asetnya direklas ke Extracomtable. 

d) Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.201.225.715,00 terdiri dari: 
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Tabel 5.3.1.59 

Rincian mutasi antar SKPD (dalam rupiah) 

No SKPD 
Jumlah 

Keterangan 
(Rp) 

1 Sekretariat Daerah 219.296.800,00 

Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang berupa Lanjutan Pembangunan Mushalla 
Rumah Dinas Bupati Kabupaten Agam dan 
Pembangunan Pagar Samping Rumah Dinas 
Wakil Bupati. 

2. 
Dinas Perindustrian Perdagangan 
dan Ketenagakerjaan 

2.113.922.915,00 

Mutasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan 
berdasarkan Pemecahan SKPD sesuai dengan 
SK Nomor 431 Tahun 2023 tentang Saldo Awal 
SKPD 

3. Badan Pendapatan Daerah 618.168.000,00 

Mutasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah 
berdasarkan Pemecahan SKPD sesuai dengan 
SK Nomor 431 Tahun 2023 tentang Saldo Awal 
SKPD 

4. Kecamatan Matur 180.718.000,00 
Mutasi dari Dinas Sosial berupa Tugu Peringatan 
Lainnya. 

5 Kecamatan Tilatang Kamang 69.120.000,00 
Mutasi dari Dinas Perikanan dan Ketahanan 
Pangan berupa Bangunan Gedung Kantor 
Permanen. 

 

e) Hibah sebesar Rp8.086.685.000,00  terdiri dari : 

 

Tabel 5.3.1.60 

Rincian Hibah (dalam rupiah) 

SKPD 
Jumlah 

(Rp) 
Keterangan 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

830.853.000,00 Hibah yang berasal dari Sumbangan. 

Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman 

7.255.832.000,00 

Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat berupa rumah khusus 
nelayan di Kecamatan Tanjung Mutiara Nagari 
Tiku Selatan dengan Nomor :110/PKS/Dr/2020-
030/713/B.Keuda-Aset/2020 dan BAST 
Nomor:120/BA/Dr/2020-030/713/B.Keuda-
Aset/2020. 

 

f) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp155.663.633,00 karena 

pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang anggaranya berada pada rekening 

belanja Barang dan Jasa dengan nilai memenuhi batas Kapitalisasi Aset. 

Kapitalisasi belanja pemeliharaan ini terdapat pada SKPD antara lain: 

(1). Sekretariat Daerah Rp 48.506.645,00  

(2). 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran Rp 
62.177.300,00 

(3). Kecamatan Palupuh Rp    44.979.688,00  

 

g) Aset yang Reklasifikasi sebesar Rp3.341.197.845,10 terdiri dari: 

➢ Belanja Modal sebesar Rp35.681.006,00 karena kesalahan penganggaran pada 

belanja modal Aset Tetap Lainnya namun yang direalisasikan kelompok aset  

Gedung dan Bangunan sehingga direklas ke Gedung dan Bangunan dan;  

➢ Barang dan Jasa sebesar Rp41.315.059,10 terdapat pada Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga karena kesalahan penganggaran pada belanja barang 
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dan jasa namun yang direalisasikan kelompok aset  Gedung dan Bangunan 

sehingga direklas ke Gedung dan Bangunan dan; 

➢ Reklas dari Aset Lain - lain sebesar Rp69.120.000,00 terdapat pada Dinas 

Perikanan dan Ketahanan Pangan yang direklas dari Aset Lainnya kelompok 

rusak berat setelah diverifikasi bangunan tersebut masih baik dan layak pakai 

sehingga direklas kembali  ke Aset Tetap dan dimutasikan ke Kecamatan 

Tilatang Kamang; 

➢ Reklas Antar Bidang Barang sebesar Rp3.195.081.780,00 terdapat Dinas 

Kesehatan sebesar Rp2.975.784.980,00 yang merupakan Reklas dari 

Kontruksi dalam pengerjaan yang fisiknya sudah selesai tahun 2023 sehingga 

direklas ke Gedung dan Bangunan dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang sebesar Rp219.296.800,00 yang merupakan reklas dari KIB E yang 

mutasi ke Sekretariat Daerah. 

 

Mutasi pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar  Rp23.544.311.926,60 

terdiri dari: 

a) Mutasi keluar sebesar Rp3.201.225.715,00 terdapat pada SKPD : 

No SKPD 
Jumlah 

Keterangan 
(Rp) 

1 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang 

219.296.800,00 

Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa 
Lanjutan Pembangunan Mushalla Rumah 
Dinas Bupati Kabupaten Agam dan 
Pembangunan Pagar Samping Rumah 
Dinas Wakil Bupati. 

2. 
Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan Ketenagakerjaan 

2.113.922.915,00 

Mutasi ke Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan Ketenagakerjaan 
berdasarkan Pemecahan SKPD sesuai 
dengan SK Nomor 431 Tahun 2023 tentang 
Saldo Awal SKPD 

3. 
Dinas Perikanan dan 
Ketahanan Pangan 

69.120.000,00 
Mutasi ke Kecamatan Tilatang Kamang 
berupa Bangunan Gedung Kantor 
Permanen. 

4. Dinas Sosial 180.718.000,00 
Mutasi ke Kecamatan Matur berupa Tugu 
Peringatan Lainnya. 

5 
Badan Keuangan Aset 
Daerah 

618.168.000,00 
Mutasi ke Badan Pendapatan Daerah 
berupa Bangunan Gedung Kantor 
Permanen. 

 

b) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp1.416.172.989,51 adalah barang yang 

dihapuskan pada SKPD sebagai berikut: 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp      1.258.705.764,51 

(2) Dinas Kesehatan Rp         157.467.225,00 

 

c) Reklasifikasi sebesar Rp15.326.733.912,09 terdapat pada SKPD sebagai 

berikut: 

(1) Sekretariat Daerah sebesar Rp17.133.800,00 yang merupakan kesalahan 

dalam penganggaran pada Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan 

Peralatan dan Mesin; 

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp478.300.803,09 yang 

merupakan kesalahan dalam penganggaran pada Gedung dan Bangunan 
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namun yang direalisasikan Peralatan dan Mesin sebesar Rp462.362.269,09 

dan yang direalisasikan ke Persediaan sebesar Rp15.938.534,00; 

(3) Dinas Kesehatan sebesar Rp150.676.000,00 yang merupakan kesalahan 

dalam penganggaran pada Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan 

ke Kontruksi Dalam Pengerjaan; 

(4) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp12.517.297.800,00 yang 

merupakan kesalahan dalam penganggaran pada Gedung dan Bangunan 

namun yang direalisasikan ke Aset Tetap Lainnya (KIB E) sebesar 

Rp12.133.217.800,00 dan Ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar 

Rp384.080.000,00 ; 

(5) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.163.325.509,00. 

yang merupakan kesalahan dalam penganggaran pada Gedung dan 

Bangunan namun yang direalisasikan ke Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp293.805.040,00, ke Jalan Irigasi dan Jembatan sebesar Rp414.009.449,00 

dan Ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.455.511.020,00; 

 

d) Belanja Modal yang tidak menjadi aset sebesar Rp3.600.179.310,00 karena 

adanya pengadaan melalui belanja modal tetapi tidak memenuhi kapitalisasi 

sebagai aset tetap yang dicatat sebagai berikut : 

➢ Barang Aset Extracomptable sebesar Rp370.355.410,00 terdapat pada SKPD: 

▪ Sekretariat Daerah sebesar Rp20.758.010,00. 

▪ Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp322.025.000,00. 

▪ Dinas Pertanian sebesar Rp10.922.400,00. 

▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp16.650.000,00,-. 

➢ Barang Persedian terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

sebesar Rp.3.229.823.900,00 yang akan diserahkan ke Nagari: 

 

Untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan, juga dipinjampakaikan dan 

disewakan, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.3.1.61 
Aset Gedung dan Bangunan yang Dipinjampakaikan 

No 
SKPD 

(Pengguna) 
Bentuk 

Pemanfaatan  
Nama Barang  Pemakai Dasar  Pinjam Pakai 

Tanggal Berakhir 
Pinjam Pakai 

1 
Kecamatan 
Canduang  

Pinjam Pakai  
Bangunan Eks. Kantor 
Camat Canduang   

Nagari Lasi 
Kecamatan 
Canduang  

Perjanjian Pinjam Pakai 
Nomor 21 Tahun 2022 
tanggal 1 Desember 2022 

1 Desember 2027 

2 
Kecamatan 
Banuhampu 

Pinjam Pakai  

Gedung 
Eks.Kecamatan 
Banuhampu dan 
Gedung Pertemuan 
(Aula) eks. Kecamatan 
Banuhampu  

Polres 
Bukitinggi  

Perjanjian Pinjam Pakai 
Nomor Nomor 5 Tahun 
2021  tanggal9 Juni 2021  

9 Juni 2026 
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Tabel 5.3.1.62 
Aset Gedung dan Bangunan yang Disewakan 

No 
SKPD 

(Pengguna) 
Nama Barang  Penyewa Dasar  SEWA 

Tanggal 
Berakhir 

Perjanjian  

Jangka 
waktu sewa  

 Nilai sewa   

1 
Dinas 
Kesehatan  

Bangunan eks. 
Koperindag di 
Pasar Lama Lubuk 
Basung dengan 
luas bangunan 270 
M²  

Bank 
Nagari 
Cabang 
Lubuk 

Basung  

Perjanjian sewa 
menyewa Nomor 50 
Tahun 2020 
tanggal18 
September 2020 

18 
Septemebr 

2025 
5 tahun     86.054.400,00  

 

Tabel 5.3.1.63 
Aset Gedung dan Bangunan yang diberikan Izin Penggunaan 

No 
SKPD 

(Pengguna
) 

Bentuk 
Pemanfaatan  

Nama Barang  Pemakai Perjanjian  
Tanggal 
Berakhir  

1 
Dinas 
Sosial  

Izin Penggunaan 
Banguna 

Rumah Dinas Wakil 
Bupati di Jalan Surau 
Usang Jorong Parik 
Putus Nagari Ampang 
Gadang Kecamatan 
IV Angkek oleh 
Gamgam 

Organisasi 
Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) 
Gamgam 
Solidaritas  

Berita Acara 
Penyerahan Nomor: 
460/02/Sos-Sekr/I-
2021 tanggal 22 
Januari 2021  

22 Januari 2023 

 

 

Disamping itu terdapat Aset Pertokoan Komplek Terminal Antokan Lubuk 

Basung yang tercatat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Agam. Aset ini  berasal 

dari kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Sitingkai Group dalam bentuk 

Hak Guna Bangunan (HGB) dengan Perjanjian tanggal 10 September 1988. Dalam 

kerjasama ini disepakati rencana pembangunan toko, kios dan sarana pendukung 

terminal lainnya seperti mushalla dan wc umum. Sebagai tindak lanjut Pemerintah 

Daerah menyerahkan tanah seluas 12.000 m2 yang berlokasi di Pasar Lama Lubuk 

Basung sertifikat hak pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1989. Sedangkan PT. 

Sitingkai Group menyediakan dana pembangunan dengan masa kerjasama 20 tahun. 

Didalam Perjanjian dimaksud disebutkan bahwa Perjanjian berakhir tanggal 10 

September 2009. Dengan berakhirnya perjanjian ini maka seluruh Aset Kerjasama 

sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Agam. Namun sampai saat ini 

pihak PT  Sitingkai Group belum menyerahkan bangunan tersebut kepada Pemerintah 

Kabupaten Agam. 

Memperhatikan isi perjanjian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Agam 

mengklaim secara sepihak dan menetapkan bangunan aset kerjasama tersebut 

sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Agam yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati Agam Nomor 545 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Status 

Penggunaan Barang Milik Daerah atas Toko, Kios dan Sarana pendukung Terminal 

Antokan Lubuk Basung pada Dinas Perhubungan. 

Sebagai pemilik bangunan, Pemerintah Kabupaten Agam melakukan 

penagihan sewa kepada pemakai. Namun ketika sewa bangunan tersebut ditagih 

kepada pemakai, mereka keberatan dan mengklaim sebagai hak milik dengan dasar 

HGB antara PT Sitingkai Group dengan pemakai bangunan yang sebagiannya 

melebihi tahun 2009. Berhubung karena belum terdapat kesepakatan dan fisik 

bangunan masih dikuasai oleh pemakai bangunan, maka penerimaan sewa belum 

dapat direalisasikan. Saat ini permasalahan sewa bangunan Terminal Antokan Lubuk 

Basung dalam proses penyelesaian piutang sewa untuk ex. pemegang HGB untuk 
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tahun 2014 sampai dengan 2020 dan dalam proses penetapan bentuk pemanfaatan 

aset pemerintah daerah di Terminal Antokan Lubuk Basung tersebut. 

Dari 16 Petak yang masuk dalam gugatan ke Pengadilan saat ini telah selesai 

dengan status Inrach. 

Diluar aset tetap Gedung dan Bangunan, terdapat aset bukan kategori aset 

(extracomptable) Gedung dan Bangunan senilai Rp3.307.231.665,98 dengan 

akumulasi penyusutan senilai Rp1.271.315.563,01 dengan rincian sebagai berikut: 
 

Tabel 5.3.1.64 

Rincian Gedung dan Bangunan yang menjadi Aset Extracomtable 

No  Nama SKPD 

 Peralatan dan Mesin (KIB C)  

  Aset Tetap   
 Akumulasi 
Penyusutan  

1 Sekretariat Daerah 55.318.099,23 5.458.357,61 

2 Sekretariat Dprd 7.800.000,00 4.524.000,00 

3 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2.042.798.111,41 1.035.252.677,24 

4 Dinas Kesehatan 352.759.620,00 51.065.122,89 

5 
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata 
Ruang 

243.490.000,00 43.944.600,00 

6 
Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak 

11.355.765,00 812.459,81 

7 
Dinas Perindustrerian, Perdagangan 
Dan Ketenagakerjaan 

18.000.000,00 6.480.000,00 

8 Dinas Lingkungan Hidup 3.862.800,00 1.545.120,00 

9 Dinas Pertanian 46.907.454,48 3.825.461,03 

10 
Dinas Pariwisata Pemuda Dan 
Olahraga 

149.089.257,00 35.161.331,80 

11 
Dinas Perikanan Dan Ketahanan 
Pangan 

58.690.261,86 9.227.982,58 

12 Dinas Sosial 7.700.000,00 924.000,00 

13 
Dinas Perumahan Rakyat Dan 
Kawasan Permukiman 

9.772.750,00 1.465.912,50 

14 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 
Pemadam Kebakaran 

24.878.500,00 1.514.370,00 

15 Dinas Perhubungan 61.618.682,00 20.805.027,14 

16 
Badan Kepegawaian Dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

3.465.000,00 554.400,00 

17 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 47.850.000,00 9.570.000,00 

18 Kecamatan Tanjung Mutiara 18.460.000,00 5.538.000,00 

19 Kecamatan Matur 9.492.000,00 395.500,00 

20 Kecamatan Iv Koto 40.391.465,00 15.345.688,40 

21 Kecamatan Sungai Pua 14.608.600,00 1.753.032,00 
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No  Nama SKPD 

 Peralatan dan Mesin (KIB C)  

  Aset Tetap   
 Akumulasi 
Penyusutan  

22 Kecamatan Baso 15.868.800,00 11.108.160,00 

23 Kecamatan Tilatang Kamang 31.389.500,00 2.511.160,00 

24 Kecamatan Kamang Magek 16.115.000,00 1.289.200,00 

25 Kecamatan Palembayan 15.550.000,00 1.244.000,00 

Jumlah 3.307.231.665,98 1.271.315.563,01 

 

4) Jalan Irigasi dan Jaringan 

Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2023 

dan 2022 adalah sebesar Rp2.418.799.657.916,07 dan Rp2.278.802.272.462,49. 

Pada Tahun 2023 terjadi penambahan nilai aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar 

Rp173.097.205.956,72 dan pengurangan sebesar Rp33.099.820.503,15. 

Penambahan tersebut terjadi karena adanya realisasi belanja modal Tahun 2023 

dan hasil Inventarisasi, Utang belanja yang menjadi aset, mutasi antar SKPD, 

Hibah,  kapitaliasi belanja pemeliharaan, reklasifikasi dari belanja modal dan 

reklasifikasi antar bidang barang. Sedangkan pengurangan aset barang milik 

daerah terjadi karena adanya Mutasi, Penghapusan, Reklasifikasi Barang Barang 

Milik Daerah, reklasifikasi Aset Lainnya dan Persediaan dari belanja modal yang 

tidak menjadi aset tetap dan Hasil Inventarisasi dengan rincian sebagai berikut 

 

Tabel 5.3.1.65 
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan (dalam rupiah) 

No SKPD 
 Saldo Awal  Mutasi Selama TA 2023 Saldo Akhir 

 31 Desember 2022 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2023 

1 Sekretariat Daerah 411.241.500,00 - - 411.241.500,00 

2 Sekretariat DPRD 39.850.000,00 - - 39.850.000,00 

3 
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

907.692.405,63 190.792.315,00 244.539.485,63 853.945.235,00 

4 Dinas Kesehatan 7.111.741.546,00 - 49.188.680,00 7.062.552.866,00 

5 
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

2.252.688.728.203,30 145.679.124.091,42 24.352.576.037,52 2.374.015.276.257,20 

6 Dinas Lingkungan Hidup 139.542.000,00 18.353.986.700,00 - 18.493.528.700,00 

7 Dinas Pertanian 1.191.088.565,00 - - 1.191.088.565,00 

8 

Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan 
Ketenagakerjaan 

14.975.000,00 - - 14.975.000,00 

9 
Dinas Pariwisata 
Pemuda dan Olahraga 

4.020.461.415,00 448.936.550,30 - 4.469.397.965,30 

10 
Dinas Perikanan dan 
Ketahanan Pangan 

2.572.556.170,56 - - 2.572.556.170,56 

11 Dinas Sosial 792.000,00 - - 792.000,00 

12 Dinas Perhubungan 9.457.022.657,00 - - 9.457.022.657,00 

13 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

108.685.000,00 - 29.150.000,00 79.535.000,00 
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